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Abstract 

Asmat regency has a mushy soil system, and nearly all of Asmat's buildings are 
constructed on swamp. As a result, wood has become the most important 
infrastructure necessity in Asmat, and people are harvesting wood from the forest 
to meet this need. The regulation on timber retrieval in Asmat will be governed in 
Perbup Asmat No 8 Tahun 2019, which was published with local wisdom in mind. 
This is an observational legal study, in which data was gathered through interviews 
and literature reviews. The data analysis method in this study was done 
qualitatively. Following that, the data was systematically analyzed in order to gain 
clarification on the topics to be addressed. The Asmat Local Government's 
authority to administer forests is immediately taken away with the enactment of 
Law 23 of 2014. As a result, Perbup Asmat No. 8 Year 2019 no longer applies as a 
guide to the rules for taking timber and forest products in Asmat. Since the vast 
Asmat forest, which is divided by a massive river, is only protected by two 
government employees, the province's authority over forest management has 
weakened forest surveillance in Asmat. Positive logging legislation is becoming 
more difficult to implement. If the implementation of positive law is not applied, the 
current laws will undoubtedly be broken. However, if the positive laws are applied, 
the group would be unable to take wood from the trees, resulting in the Asmat 
people's economic demise. This is due to the fact that wood has become the Asmat 
people's primary need. 


Keywords: illegal logging; asmat forest; positive law 


Abstrak 
Kabupaten Asmat memiliki sistem tanah yang lembek dan hampir seluruh 
bangunan Asmat dibangun di atas rawa. Akibatnya, kayu telah menjadi kebutuhan 
infrastruktur yang paling penting di Asmat dan orang-orang memanen kayu dari 
hutan untuk memenuhi kebutuhan ini. Peraturan tentang pengambilan kayu di 
Asmat akan diatur dalam Peraturan bupati Asmat No 8 Tahun 2019, yang 
diterbitkan dengan urus kearifan lokal. Ini adalah studi hukum observasional, di 
mana data dikumpulkan melalui wawancara dan tinjauan literatur. Metode analisis 
data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif. Setelah itu, data dianalisis 
secara sistematis untuk mendapatkan klarifikasi tentang topik yang akan ditangani. 
Kewenangan Pemda Asmat untuk mengelola hutan segera diambil dengan 
berlakunya Undang-Undang 23 Tahun 2014. Hasilnya, Peraturan bupati Asmat 
Nomor 8 tahun 2019 tidak lagi berlaku sebagai panduan aturan pengambilan kayu 
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dan hasil hutan di Asmat. Karena hutan Asmat yang luas yang terbagi oleh sungai 
besar, hanya dilindungi oleh dua pegawai pemerintah, otoritas provinsi atas 
pengelolaan hutan telah melemahkan pengawasan hutan di Asmat. Undang-undang 
pencatatan positif menjadi lebih sulit diterapkan. Jika penerapan hukum positif 
tidak diterapkan, undang-undang saat ini tidak diragukan lagi akan dilanggar. 
Namun, jika undang-undang positif diterapkan, kelompok itu tidak akan dapat 
mengambil kayu dari pepohonan mengakibatkan kematian ekonomi rakyat Asmat. 
Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kayu telah menjadi kebutuhan utama 
masyarakat Asmat. 


Kata Kunci: pencatatanilegal; hutan asmat; hukum positif 


Pendahuluan 

Wilayah daratan Indonesia terdiri dari 50% non hutan dan 50% hutan. Pengertian 
hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya 
disebut UU Kehutanan), adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi 
sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam 
lingkungannya yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Ghopur, 2019). 

Indonesia terdiri dari tujuh pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, 
Sulawesi, Bali Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Seluruh pulau besar tersebut 
memiliki kawasan hutan, dan Papua adalah pulau dengan kawasan hutan yang paling 
luas dibandingkan pulau-pulau lainnya, yaitu seluas 40.100.636 ha (BPS, 2020). Papua 
sebagai pulau dengan kawasan hutan paling luas, juga merupakan pulau besar di 
Indonesia dengan kawasan hutan lindung yang paling luas (BPS, 2020). Seperti 
namanya, hutan lindung maka selayaknya keberadaan hutan ini haruslah dilindungi. 
Namun kenyataan apa yang terjadi di lapangan tidaklah demikian, perusakan hutan 
kerap sekali terjadi. 

Perusakan hutan adalah proses, cara, atau perbuatan merusak hutan melalui 
kegiatan pembalakan liar, penggunaan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin 
yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin di dalam kawasan hutan 
yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk, ataupun yang sedang diproses penetapannya 
oleh Pemerintah (Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Kehutanan) (Rendra, 2019). Salah 
satu kegiatan perusakan hutan yang sangat marak terjadi adalah pembalakan liar. 
Dimana pembalakan liar adalah semua kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu secara 
tidak sah yang terorganisasi. 

Asmat merupakan salah satu Kabupaten yang teletak di Provinsi Papua, sebagian 
besar wilayah Asmat merupakan wilayah hutan dengan luas 2.613.727 ha (K. Asmat, 
2020). Asmat merupakan wilayah yang memiliki struktur tanah yang tidak pernah 
kering, dimana hampir 99% pemukiman penduduk di Asmat didirikan di atas rawa- 
rawa. Maka dari itu, kayu merupakan bahan utama untuk mendirikan rumah dan 
membuat jalan serta jembatan. 

Kebutuhan kayu di Asmat sangatlah tinggi, mengingat semua infrastruktur 
dibangun dengan bahan dasar kayu. Dikarenakan kebutuhan kayu yang banyak, maka 
pengambilan hasil hutan kayu di Hutan Asmat juga marak terjadi (Simangunsong, 
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2016). Tak jarang pengambilan kayu dilakukan dengan sistem yang tidak tepat, seperti 
pengambilan kayu yang tidak sesuai izin atau pengambilan kayu tidak pada tempatnya. 
Hal tersebut tentu saja menyalahi aturan yang ada, padahal pemerintah sudah memiliki 
aturan terkait pemanfaatan hasil hutan kayu serta izin dalam memanfaatkan hasil hutan 
kayu kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 

Lahan-lahan yang menjadi lokasi penebangan kayu biasanya bisa berupa lokasi 
hutan yang terdapat hak ulayat adat. Para pemegang hak ulayat biasanya akan 
menyewakan lokasi kayu kepada pihak lain, maka pihak yang sudah menyewa lokasi 
tersebut kemudian bebas untuk mengambil kayunya setelah sebelumnya dilakukan 
perjanjian penyewaan lahan dengan biaya 10 juta hingga 20 juta rupiah. Hal tersebut 
variatif tergantung dari luasnya lokasi dusun/ dusun yang akan disewakan. 

Untuk melakukan penebangan kayu di sekitar hutan haruslah mendapatkan izin 
terlebih dahulu dari pejabat daerah terkait. Kebutuhan kayu yang banyak dikarenakan 
lokasi wilayah Asmat yang berada di rawa-rawa menjadikan pemerintah setempat 
membuat aturan khusus terkait Tata Cara Pemungutan Hasil Hutan (IPHH), dan aturan 
tersebut tertuang dalam Peraturan Bupati Asmat Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata 
Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) di Kabupaten Asmat (selanjutnya 
disebut sebagai Peraturan bupati No. 8/2009). 

Dahulu Perbup Asmat tersebut menjadi acuan regulasi terkait pengambilan hasil 
hutan kayu di Hutan Asmat, namun kemudian pada tahun 2016 mulai diberlakukan UU 
Nomor 23 Tahun 2014. Dimana dengan berlakunya undang-undang tersebut maka 
Perbup tersebut sudah tidak berlaku lagi, karena wewenang pengelolaan hutan 
selanjutnya diberikan kepada Pemerintah Pusat dan Provinsi (Pasal 14 UU Pemerintah 
Daerah). Dengan adanya UU tersebut wewenang terkait pengambilan hasil hutan kayu 
di Asmat menjadi tidak jelas, karena Perbup yang ada sudah tidak berlaku. Sedangkan 
kayu merupakan kebutuhan utama masyarakat dikarenakan struktur tanah yang 
didominasi oleh rawa-rawa. 


Metode Penelitian 

Penelitian merupakan suatu metode untuk menemukan kebenaran yang juga 
merupakan sebuah pemikiran kritis (critical thinking). Penelitian meliputi 
pemberian definisi dan redefinisi terhadap masalah, memformulasikan hipotesis atau 
jawaban sementara, membuat kesimpulan, dan sekurang-kurangnya 
mengadakan pengujian yang hati-hati atas semua kesimpulan untuk menentukan 
apakah ia cocok dengan hipotesis. 

Maka penelitian adalah metode yang dilakukan oleh peneliti untuk 
menemukan kebenaran dengan memberikan definisi, menyimpulkan jawaban 
sementara lalu kemudian membuat kesimpulan dari hasil penelitian sebagai 
pembuktian akhir dari penelitiannya. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis sosilogis atau disebut juga 
dengan penelitian hukum empiris, dimana penelitian ini melihat hukum sebagai 
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suatu institusi sosial yang rill dan fungsional dalam masyarakat yang terjadi dari perilaku 

anggota masyarakat yang mempola. 

Penelitian ini juga melihat hukum sebagai gejala sosio-empirik, di satu sisi 
dipandang sebagai independent variable (sebab) yang menimbulkan efek pada 
berbagai kehidupan masyarakat, di sisi lain hukum juga dipandang sebagai 
dependent variable (akibat) yang kemunculannya sebagai hasil dari ragam 
kekuatan alam proses sosial. Sumber data dari penelitian ini diperoleh melalui tiga 
sumber data, yaitu: 

a. Sumber data primer, merupakan sumber data yang diperoleh melalui aturan- aturan 
yang terkait dengan penelitian ini. Seperti Undang-Undang Kehutanan, 
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004, Undang-Undang Agraria. 

b. Data primer juga diperoleh peneliti melalui wawancara yang dilakukan oleh peneliti 
dengan 5 (lima) orang narasumber, yaitu: 

1. Anggota Reskrim Polres Asmat 

2. ASN Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asmat 

3. ASN Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Papua 
4. Pengusaha Pengolaha Kayu di Asmat 

5. Pengusaha Pengolahan Kayu di Asmat 

c. Sumber data sekunder, diperoleh melalui sumber-sumber yang bisa 
membantu untuk memberikan pemahaman terhadap data-data primer seperti 
buku-buku, jurnal-jurnal, penelitian-penelitian terdahulu serta hasil karya lain dari 
kalangan peneliti bidang hukum. 

d. Sumber data tersier dalam penelitian ini merupakan bahan hukum yang 
menguatkanpenjelasan dari bahan hukum prier dan sekunder seperti kamus, majalah, 
sumber internet, Koran dan sumber lainnya yang terkait. 

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 
wawancara dan studi kepustakaan. Dimana wawancara dilakukan dengan 5 orang 
Narasumber di tempat dan waktu yang berbeda. Kemudian pengumpulan data juga 
dilakukan dengan melakukan studi Pustaka, dimana penulis mencari sumber- 
sumber dari literatur-literatur yang terdapat di dalam buku-buku, jurnal-jurnal, 
penelitian-penelitian terdahulu serta sumber-sumber lain yang terkait. Kemudian 
peneliti membaca, mencatat dan mempeajari bahan-bahan tersebut untuk kemudian 
diolah. 

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kualitatif. 
Dimana dalam analisis data kualitatif data yang dihasilkan diperoleh melalui proses 
wawancara dan observasi kejadian di lapangan, yang didukung dengan peraturan- 
peraturan yang terkait kemudian disusun dengan cara yang sistematis. 

Kemudian data tersebut dianalisis secara sistematis untuk mencapai kepada 
kejelasan masalah yang akan dibahas. Data kemudian akan dianalisa secara 
interpretative menggunakan teori maupun hukum positif yang telah dituangkan, 
kemudian secara induktif ditarik suatu kesimpulan sebagai jawaban atas 
permasalah yang ada. Proses penarikan kesimpulan dilakukan dengan 
menggunakkan metode deduktif dimana penarikan kesimpulan secara menyeluruh 
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dengan satu metode dari hal-hal yang bersifat umum ke penulisan yang bersifat khusus. 


Hasil dan Pembahasan 
A. Hasil 


Penelitian ini dilaksanakan di Asmat, sebuah Kabupaten yang berada di 
Provinsi paling ujung timur Indonesia, Papua. Dahulu, Kabupaten Asmat 
merupakan bagian dari Kabupaten Merauke yang terdiri dari Kecamatan Agats, 
Ayam, Atsj, Sawa Erma dan Pantai Kasuari. Hingga saat ini Kabupaten Asmat 
sudah erupakan Kabupaten sendiri dan terdiri dari sepuluh Distrik, yaitu Agats, 
Astj, Sawa Erma, Fayit, Pantai Kasuari, Sawa Erma, Suator, Kolf Braa, Unir Sirau 
dan Suru-Suru). 

Kabupaten Asmat berada pada posisi 137°140° Bujur Timur dan 4070 
Lintang Selatan. Kabupaten Asmat berbatasan langsung dengan Kabupaten Nduga 
dan Yahukimo di bagian utara. Juga berbatasan di sebelah timur engan Kabupaten 
Boven Digoel dan Kabupaten Mappi. Pada sisi barat, Kabupaten Asmat juga 
berbatasan dengan Kabupaten Mimika dan Laut Arafuru. Laut Arafuru dan 
Kabupaten Mappi menjadi batas terakhir di bagian selatan. 

Secara lokasi, Kabupaten Asmat memiliki lokasi yang strategis dalam aspek 
pertahanan dan keamanan, karena berada di gerbang perairan internasional. 
Kabupaten Asmat berhadapan langsung dengan benua Asutralia dan Negara Timor 
Leste di tepi laut Arafuru. Secara wilayah Kabupaten Asmat memiliki ciri khas 
yang berbeda jika dibandingkan dengan wilayah Indonesia lainnya, dimana 
Kabupaten Asmat didominasi oleh tanah rawa. Dikarenakan kondisi tanah yang 
selalu basah, maka perumahan warga di Asmat dibangun degan model rumah 
panggung. Dimana masing-masing rumah terhubung dengan jembatan panjang yang 
sekaligus menjadi jalur sirkulasi. Ciri khas jalanan di Asmat terbuat dari susunan kayu 
dengan lebar 1 hingga 2,5 meter. 

Sebagian besar wilayah kabupaten Asmat merupakan wilayah hutan, 
sehingga sektor kehutanan merupakan salah satu sektor strategis di Kabupaten 
Asmat. Hal tersebut dapat dilihat pada sumbangan sektor kehutanan terhadap 
PDRB Kabupaten Asmat pada tahun 2014 mencapai hingga Rp. 102,20 miliar (6,87 
persen). Kawasan hutan Asmat seluas 2.613.727 ha yang terdiri dari hutan lindung 
dan hutan produksi. Luas kawasan hutan lindung di Kabupaten Asmat adalah seluas 
1.088.479 ha, sedangkan luas kawasan hutan produksi seluas 1.161.684 ha terdiri 
atas kawasan hutan produksi terbatas seluas 57.053 ha dan hutan produksi tetap 
seluas 1.104.631. Luas hutan cagar alam seluas 312.630 ha, hutan produksi yang 
dikonversi seluas 44.468 ha, dan hutan jenis lainnya seluas 6.466 ha. Jika dibuat ke 
dalam diagram, maka pembagian hutan di Asmat akan tampak seperti diagram 
dibawah ini. 
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Kebutuhan kayu di Asmat sangatlah besar, dikarenakan wilayah Asmat 
yang mayoritas merupakan rawa-rawa dengan struktur tanah yang lembek. 
Dikarenakan hal tersebut, hampir semua infrastruktur di Asmat dibangun dengan 
kayu/ papan. Maka dari itu Asmat juga dikenal dengan Kota Papan. Selain kondisi 
tanah yang memang lembek, tingkat ekonomi masayarakat juga berpengaruh 
terhadap perkembangan infrasturktur. Kondisi ekonomi masyarakat yang bisa 
dikatakan rendah, menyebabkan akan sedikit sulit untuk membuat suatu bangunan 
dari beton atau semen. Bahkan jalan umum saja baru mulai diibangun dengan 
konstruksi beton sejak 2005, itu juga hanya sebahagian wilayah saja. 

B. Pembahasan 
1. Konsepsi Pengaturan mengenai Pembalakan Liar pada Hutan di Kabupaten 
Asmat 

Hukum positif adalah hukum yang berlaku sebagai hukum bagi masyarakat 
suatu negara, pada waktu tertentu. Pada umumnya, yang menjadi sumber dari 
hukum positif adalah undang-undang, kebiasaan, ilmu pengetahuan hukum dan 
jurisprudensi (Kanter & Sianturi, 2002). Maka hukum positif adalah aturan yang 
berlaku bagi suatu masyarakat dalam suatu negara, dimana keberadaan hukum 
tersebut diakui oleh negara dan setiap masyarakat memiliki kewajiban untuk 
menaatinya. 

Indonesia merupakan negara hukum dan semua hal yang ada di negara ini 
memiliki hukum yang mendasarinya, termasuk juga masalah hutan. Perihal 
kehutanan di Indonesia memiliki aturan yang lengkap, dimulai dari aturan 
Pemerintah Pusat dalam bentuk Undang-Undang maupun peraturan Pemerintah 
Daerah yang dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Bupati atau Peraturan Daerah. 

Berbicara tentang hutan maka akan erat kaitannya dengan masyarakat 
hukum adat serta hak ulayat masyarakat hukum adat. Hutan dan masyarakat 
hukum adat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat untuk dipisahkan karena 
keduanya memiliki keterkaitan yang kuat. Terutama wilayah Papua yang sebagian 
wilayahnya merupakan hutan. Papua merupakan Provinsi di Indonesia dengan 
kawasan hutan lindung yang paling luas. Kawasan hutan lindung di Papua 
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tersebar seluas 9.449.872 ha dengan pembagian, 1.631.589 ha di Provisi Papua 
Barat dan 7.815.283 ha di Provinsi Papua (BPS, 2020). 

Keberadaan masyarakat hukum adat diakui oleh negara, hal tersebut seperti 
yang terdapat pada Pasal 18B Ayat 2 UUD 1945, dimana disebutkan bahwa 
Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat 
serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang 
diatur dalam undang-undang. 

Pengakuan negara akan keberadaan masyarakat hukum adat juga terkait 
akan pengakuan negara kepada hak-hak tradisionalnya, dimana hak tardisional 
dari masyarakat hukum adat di Kabupaten Asmat adalah hak atas tanah yang 
disebut juga sebagai tanah hak ulayat. Dimana Undang-Undang Pokok Agraria 
sebagai undang-undang induk terkait aturan pertanahan di Indonesia mengatur 
terkait hak-hak atas tanah. Negara menguasai hak atas tanah, namun hak tersebut 
juga dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum (Pasal 4 UUUPA). 

Selain UUPA, hak-hak tanah juga diatur dalam hukum adat. Hak-hak tanah 
menurut hukum adat adalah, hak ulayat (Beschikkingrecht). Dimana hak ulayat 
adalah hak dari persekutuan hukum untuk menggunakan dengan bebas tanah- 
tanah yang masih merupakan hutan belukar di dalam lingkungan wilayahnya, 
guna kepentingan persekutuan hukum itu sendiri dan anggota-anggotanya, atau 
guna kepentingan orang-orang luaran (orang asing/orang pendatang), dengan izin 
persekutuan hukum itu dengan membayar recognisi (pengakuan) (Supriyadi, 
2013). 

Kabupaten Asmat merupakan salah satu Kabupaten yang terdapat di 
Provinsi Papua, yang masyarakatnya merupakan masyarakat hukum adat yang 
memiliki hak ulayat berupa lahan/ dusun yang juga merupakan hutan. Hutan 
tersebut juga disebut dengan hutan hak ulayat. Daerah Asmat baru dibuka sewaktu 
perang dunia setelah ada misionaris yang menetap pada tahun 1953. Dahulu 
orang-orang Asmat tinggal tersembunyi jauh di dalam hutan-hutan, kemudian 
setelah pemerintah Belanda berhasil menciptakan ketertiban dan keamanan, 
mereka kemudian membangun desa-desa yang berpenghuni sekitar 300-2000 
orang sepanjang sungai-sungai yang besar maupun yang kecil (Boelaars & 
Beding, 1986). 

Sebagian besar wilayah kabupaten Asmat merupakan wilayah hutan, 
kawasan hutan Asmat seluas 2.613.727 ha yang terdiri dari hutan lindung dan 
hutan produksi (P. Asmat, 2021). Menurut Nano Sukarno keberadaan hutan 
lindung di Asmat baru ada sejak tahun 2012, sebelumnya di Asmat hanya terdapat 
hutan produksi. Kemungkinan keberadaan hutan lindung tersebut dikarenakan 
sudah begitu banyak lahan yang dialihfungsikan untuk penanaman kelapa sawit di 
Kabupaten Merauke (Sukarno, 2021). 
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Di Indonesia aturan mengenai hutan merujuk kepada Undang-Undang 
Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kemudian terkait wewenang dan 
pengelolaan hutan selanjutnya diberikan kepada pemerintah Pusat dan Provinsi. 
Hal tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dimana 
dalam Pasal 14 disebutkankan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah bidang 
kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara 
Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi. 

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah (UU Pemerintah Daerah) dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (PP 8/2016), maka pengaturan terkait hutan 
di Kabupaten Asmat resmi diambil alih oleh Pusat dan Provinsi. Sejak saat itu 
pula tidak ada lagi Dinas Kehutanan di Kabupaten Asmat, yang ada hanyalah 
Dinas Lingkungan Hidup yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan hutan 
raya kabupaten saja. 

Kemudian wewenang Dinas Lingkungan Hidup di Asmat berkisar pada 
pengelolaan lingkungan saja, termasuk diantaranya adalah rehabilitasi, abrasi, 
perbaikan lingkungan, dan erosi di pinggiran sungai dan pantai. Termasuk juga ke 
masalah-masalah yang berdampak kepada lingkungan atau analisis Dampak 
Lingkungan (AMDAL). Jika terkait masalah pokok kehutanan maka 
kewenangannya sudah berada di tangan Provinsi (Misiro, 2021) 

Padahal terkait aturan mengenai kehutanan dan pengambilan hasil hutan di 
Kabupaten Asmat telah ada aturannya yang tertuang dalam Peraturan Bupati 
Nomor 8 tahun 2009 yang mengatur mengenai Tata Cara Pemberian Izin 
Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) di Kabupaten Asmat. Dimana aturan tersebut 
dikeluarkan berlandaskan pada kearifan lokal masyarakat Kabupaten Asmat. 
Dimana di Kabupaten Asmat kayu merupakan kebutuhan utama masyarakat, 
dikarenakan struktur tanah Asmat yang didominasi oleh rawa-rawa. Jadi kayu 
sangat dibutuhkan sebagai bahan dasar dari infrastruktur oleh masyarakat dan 
pemerintah. 

Namun semenjak diberlakukannya UU No 23 Tahun 2014 maka Perbup 
Asmat No 8 Tahun 2009 juga tidak berlaku lagi. Akibat dari hal tersebut, konsepsi 
aturan mengenai pembalakan liar yang terjadi di Asmat menjadi tidak fokus. 
Konsepsi hukum terkait kehutanan yang diberlakukan di Asmat seharusnya 
memberikan pertimbangan khusus akan kearifan lokal masyarakat Kabupaten 
Asmat, dimana hal tersebut sangat penting agar dapat mengakomodir segala 
kepentingan yang dimilki oleh masyarakat Asmat. Terutama kayu merupakan 
kebutuhan utama masyarakat Asmat. 

Wawancara dengan ASN Kehutanan Provinsi Papua menyebutkan bahwa 
banyak kearifan lokal yang dikedepankan di Asmat terkait kayu, karena mata 
pencaharian masyarakat Asmat sebagai penggesek, buruh pikul dan pemilik lokasi 
kayu. Ditambah lagi karena pembangunan di Kabupaten Asmat 10046 
menggunakan kayu dikarenakan wilayah Asmat yang terdiri dari rawa. Jika aturan 
diterapkan maka masyarakat tidak akan bisa mengambil kayu, karena nyatanya 
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lahan yang diambil hasil hutannya merupakan hutan lindung. Namun jika 
masyarakat tidak diizinkan mengambil kayu, maka ekonomi masyarakat Asmat 
bisa mati. 


. Efektivitas dari Penerapan Hukum Positif Terkait Pembalakan Liar di 


Kabupaten Asmat 
Setelah diberlakukannya UU No 23 Tahun 2014, kewenangan kehutanan 

termasuk juga kewenangan terhadap perlindungan hutan kepengurusannya 

diserahkan sepenuhnya kepada Provinsi. Jadi pihak daerah/ Pemkab tidak punya 

wewenang lagi dalam mengelola hutan. Sejak Undang-Undang 23 Tahun 2014 

tersebut diberlakukan, ditambah keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 

Tahun 2016, maka secara resmi daerah kehilangan wewenangnya dalam 

mengelola hutan daerahnya dan keseluruhan dari wewenang tersebut dialihkan ke 

Provinsi. 

Maka terkait hal itu, Perbup Nomor 8 tahun 2009 juga tidak berlaku lagi. 
Wewenang daerah hanya terbatas dalam hal pengelolaan lingkungan hidup, hal 
tersebut mencakup rehabilitasi lingkungan, agrasi, erosi pinggiran sungai dan 
pesisir pantai serta terkait analisis dampak lingkungan. Penyebab dari itu semua 
pengawasan akan pengelolaan hutan sudah tidak maksimal lagi dilaksanakan 
(Misiro, 2021). 

Penerapan UU No 23 Tahun 2014 menghilangkan kewenangan teknis 
daerah dalam mengontrol sumber daya alam yang bersifat lintas daerah, sebab 
semua sumber daya yang bersifat lintas daerah sudah sepenuhnya menjadi 
kewenangan pusat. Sekilas aturan dengan pendekatan geopolitik semacam ini 
terlihat ideal, namun apabila diperhatikan secara seksama, akan menimbulkan 
masalah di kemudian hari, yaitu: 

1) Pemerintah kabupaten/ kota yang merasa kehilangan wewenang atas 
wilayahnya, sehingga akan cenderung menjadi apatis dan enggan 
bertanggung jawab apabila muncul permasalahan sumber daya alam yang 
bersifat lintas daerah. Perkara ini bukannya tanpa preseden, karena beberapa 
kejadian telah memperlihatkan kecenderungan ini. 

2) Kewenangan kabupaten/ kota di bidang kehutanan hanya tersisa pada 
pengelolaan taman hutan raya. Urusan selebihnya dibagi antara Pusat dan 
Daerah Provinsi (terdapat dalam Pasal 14 Ayat 1 UU No 23 Tahun 2014). 
Kemudian akan muncul masalah ketika terjadi suatu urusan terkait 
kehutanan yang berada di luar urusan taman hutan raya yang berada dalam 
satu kabupaten, lantas siapa yang berhak mengurusnya? 

3) Memindahkan titik berat otonomi daerah ke provinsi justru berlawanan 
dengan logika kebijakan desentralisasi Widodo Dwi Putro dan Ani 
Adiwinata Nawir tahun 2018. 
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Undang-Undang Pemerintah Daerah dianggap menjadi penyebab akan 
lemahnya pengawasan hutan di Kabupaten Asmat dikarenakan aturan terkait 
hutan akan mengikuti aturan dari Provinsi, juga terkait tindakan yang diambil 
dalam mengelola hutan akan dikomunikasikan dengan provinsi. Dimana hal 
tersebut menyebabkan sistem yang jadi tidak ringkas, malah justru akan birokrasi 
akan menjadi panjang dan berbelit-belit. Karena komunikasi harus dilakukan ke 
Provinsi yang lokasinya berada cukup jauh dari Kabupaten Asmat. 

ASN Dinas Kehutanan Provinsi Papua sendiri mengakui bahwa mereka 
kesulitan dalam melakukan pengawasan terhadap hutan di wilayah kabupaten 
Asmat. Hal tersebut karena jumlah perwakilan ASN dari Dinas Kehutanan 
Provinsi yang ditugaskan di Kabupaten Asmat hanya berjumlah dua orang, 
sedangkan hutan di wilayah Kabupaten Asmat dipisahkan oleh sungai-sungai 
yang harus dilalui oleh kendaraan air (Sukarno, 2021). 

Kendala Sumber Daya Manusia (SDM) yang terbatas serta wilayah hutan 
yang terpisahkan oleh sungai dan akses lokasi yang terbatas, menjadi kendala 
tersendiri bagi ASN Dinas Kehutanan Provinsi Papua yang ditugaskan di Cabang 
Dinas Kehutanan di Asmat. Belum lagi Kabupaten Asmat yang berlokasi sangat 
jauh dengan Ibukota Provinsi Papua, Jayapura. Hal tersebut menjadi kendala- 
kendala terhadap tidak berjalannya pengawasan hutan di Kabupaten Asmat, 
dimana hal tersebut semakin menyababkan maraknya terjadi kasus pembalakan 
liar. 

Kemudian Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai 
kementrian yang bewenang atas pengelolaan hutan di Indonesia menawarkan 
solusi dengan membentuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) (Papua, 2021), 
dimana KPH tersebut menjadi perpanjangan tangan Dinas Kehutanan Provinsi di 
daerah. World Bank mendefinisikan KPH sebagai cara yang diguanakan orang, 
pemangku kebijakan dan Lembaga baik formal maupun informal untuk 
memperoleh dan menggunakan wewenangnya dalam pengelolaan sumberdaya 
hutan, agar lestari dan meningkatkan kualitas hidup dan mata pemcaharian 
masyarakat yang tergantung kepadanya (Hernowo & Ekawati, 2014) 

Pembentukan KPH di tingkat lokal dilaksanakan sebagai satuan manajemen 
baru dan permanen yang secara langsung menangani permasalahan yang ada dan 
memberikan dasar untuk tata kelola hutan menjadi yang lebih baik, perencanaan, 
manajemen sumber daya hutan, pemantauan dan keterlibatan pemangku 
kepentingan (Forclime, 2021). Namun kemudian kendalanya adalah KPH belum 
mampu untuk menjangkau seluruh wilayah hutan yang ada di Papua. Termasuk 
Kabupaten Asmat adalah salah satu Kabupaten yang belum terdapat KPH. 

Maka jika dilihat secara sekilas, terdapat tiga kendala yang saling 
berhubungan terkait efektifitas penerapan hukum positif terkait pembalakan liar di 
Kabupaten Asmat. Kendala yang pertama adalah jumlah ASN yang terbatas, 
dimana keberadaan ASN adalah untuk melalukan pemantauan dan pengawasan 
atas hutan di Kabupaten Asmat. Kendala kedua adalahwilayah hutan Asmat 
yangsangat luas dan terpisahkan oleh sungai-sunagi yang besa. Dimana hal 
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tersebut menyebabkan bahwa transportasi air adlaah satu-satunya transportasi 
yang memungkinkan untuk memantau sekeliling hutan. Kendala ketiga adalah 
ketiadaan KPH yang dianggap sebuah solusi dari Kemenrian Linghungan Hidup 
dan Kehutanan, dimana seharusnya terdapat satu buah KPH di Kabupaten- 
Kabupaten di Indonesia. 

Ketiga kendala tersebut saling berhubungan dan muaranya adalah 
keberadaan dari UU No 23 Tahun 2014, dimana penerapan undang-undang 
tersebut mengagalkan berlakunya aturan terkait pengambilan kayu di Kabupaten 
Asmat. Pada tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Asmat mengeluarkan suatu 
regulasi baru terkait Tata Cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan (IPHH) 
di Kabupaten Asmat, yang tertuang dalam Peraturan Bupati Asmat Nomor 8 
Tahun 2009. Namun kemudian peraturan tersebut sudah tidak berlaku lahi 
semenjak diberlakukannyanUU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

Padahal Perbup Asmat dirasa sudah sangat cocok untuk menjadi regulasi 
terkait pengambilan hasil hutan kayu di Amsat. Dimana seperti yang sudah 
dijelaskan di atas bahwa mayoritas wilayah di Kabupaten Asmat terdiri dari rawa, 
dan kayu menjadi bahan utama untuk membuat infrastruktur di Asmat. Kebutuhan 
kayu bukan hanya dibutuhkan oleh pihak pemerintahan, namun juga oleh 
masyarakat. 

Di Kabupaten Asmat keberadaan masyarakat hukum adat tidak bisa 
diabaikan, dimana masyarakat hukum adat biasanya akan memiliki wilayah yang 
merupakan hak ulayatnya. Wilayah hak ulayat adat yang dimaksud adalah lahan/ 
dusun hutan yang berisi banyak pohon-pohon yang menjadi sumber kebutuhan 
masyarakat Asmat akan kayu. Wilayah hak ulayat seringnya saling tumpang 
tindih dengan lokasi hutan lindung, oleh karena hal tersebut sejak tahun lalu sudah 
berjalan proses TORA. Dimana dengan adanya program TORA ini diharapkan 
dapat memudahkan masyarakat dalam pengambilan kayu di Asmat. Namun 
hingga saat ini SK dari program TORA tersebut belum juga dikeluarkan (Sukarno, 
2021). 

Wilayah hak ulayat ini yang kemudian menjadi sumber pengambilan kayu 
di Kabupaten Asmat. Dimana kayu-kayu tersebut diperoleh dari lahan-lahan hak 
ulayat adat yang dipinjamkan atau disewakan kepada para penyewa lahan untuk 
diambil hasil hutannya. Biasanya para pemilik hak ulayat akan menyewakan 
dusun atau kintalnya (lahannya) kepada perorangan. Perorangan yang dimaksud 
adalah seseorang yang bisa saja memiliki perusahaan dalam bentuk CV (tidak ada 
perusahaan besar di Kabupaten Asmat), atau bisa juga seseorang tanpa embel- 
embel perusahaan. 

Lalu pihak yang menyewa tersebut mengolah hasil hutan yang terdapat pada 
lahan tersebut, pengolahan yang dimaksud dilakukan dengan mengambil kayu 
yang terdapat dalam lahan tersebut. Dusun atau lahan yang disewakan tersebut 
bukanlah lahan kosong, melainkan hutan yang terdapat banyak pohon di 
dalamnya. Dalam proses perjanjian, hanya terdapat kesepakatan secara verbal 
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antara pemilik lahan (pemilik hak ulayat) dengan orang yang akan meminjam 
lahan. Perjanjian terjadi tanpa adanya perjanjian tertulis hitam diatas putih. 

Seperti wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pemilik usaha kayu 
menyebutkan bahwa untuk mendapatkan lahan mereka terlebih dahulu akan 
melakukan survey, dengan turun langsung ke lapangan untuk melihat kira-kira 
dusun/ lokasi mana yang memiliki pohon-pohon bagus yang dapat diolah. Lalu 
ketika sudah menemukan lokasi yang dirasa cocok, pemilik usaha akan menemui 
pemilik usaha dan melakukan prosesi tawar menawar agar mereka bisa mengelola 
lahan tersebut (Samsidar, 2021). 

Di wilayah Kabupaten Asmat tidak terdapat papan pemberitahuan yang 
menyatakan suatu wilayah hutan adalah hutan lindung atau bukan, sehingga hal 
tersebut kemudian bisa menjadi suatu kesilapan. Karena masyarakat terkadang 
mengakui lahan tersebut adalah hak ulayatnya, namun di satu sisi pemerintah 
melalui Dinas Kehutanan merasa lahan tersebut adalah wilayah hutan lindung. 
Dimana hutan lindung memiliki aturan tersendiri, bahwa tidak boleh diambil hasil 
hutannya karena itu adalah wilayah yang dilindungi. 

Hal tersebut seperti kejadian yang disamoaikan oleh anggota Reskrim 
Asmat, tentang kejadian laporan oleh ASN Kehutanan Asmat yang terjadi pada 
tanggal 18 Juni 2018. Laporan itu berdasarkan kepada penglihatan ASN ketika 
dirinya dan tim sedang melakukan tugas patrol kehutnan di wilayah Distrik Akat 
Kabupaten Asmat. Berdasarkan hasil temuan tersebut terdapat sekelompok orang 
sedang melakukan pembalakan terhadap pohon-pohon di hutan di Kampung Beco, 
Distrik Akat Kabupaten Asmat. 

Berdasarkan hasil pantauan ASN tersebut sekelompok orang tersebut 
melakukan pembalakan terhadap pohon-pohon di hutan tersebut untuk 
dimanfaatkan hasil pohonnya yang merupakan jenis kayu besi, yang mana hasil 
dari pembalakan tersebut akan dikomersilkan di Ibukota Kabupaten Asmat yaitu 
Distrik Agast. Namun berdasarkan data yang dimiliki oleh ASN tersebut, hutan 
yang diambil kayunya tersebut masuk ke dalam kawasan hutan lindung. 
Sedangkan masyarakat yang melakukan pembalakan tersebut mengaku jika lahan 
tempat mereka mengambil kayu tersebut merupakan lahan keluarga mereka, atau 
lahan tersebut merupakan lahan ulayat adat (P. Asmat, 2018). 

Tidak adanya papan pengumuman tersebut bisa berakibat fatal terkait kasus 
pembalakan liar yang semakin marak terjadi di Asmat. Dimana pembalakan liar 
yang didefinisikan sebagai tindakan menebang kayu dengan melanggar peraturan 
kehutanan. Tindakan ini adalah sebuah kejahatan yang mencakup dari kegiatan 
seperti menebang kayu di area yang dilindungi, area konservasi dan taman 
naisonal, serta menebang kayu tanpa izin yang tepat di hutan-hutan produksi. Juga 
kegiatan mengangkut dan memperdagangkan kayu illegal dan produk kayu illegal 
juga dianggap sebagai kejahatan kehutanan (Sandino, 2011). 

Oleh karena hal tersebut perlunya regulasi khusus yang dikeluarkan oleh 
daerah terkait urusan kehutanan, sehingga hal tersebut diharapkan bisa 
meminimalisir kasus-kasus pembalakan liar yang terjadi di Kabupaten Asmat. 
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Karena Kabupaten dirasa sebagai pihak yang paling mengetahui tentang wilayah 
daerahnya, termasuk juga urusan terkait kehutanan. Karena dasar dikeluarkannya 
Perbup Asmat No 8 tahun 2009 tersebut telah mempertimbangkan hal-hal yang 
berhubungan dengan kearifan lokal yang terdapat di Asmat. 

Kewenangan terkait pengawasan hutan yang sepenuhnya sudah diambil oleh 
Provinsi juga menjadi penyebab semakin tidak ketatnya pelaksanaan pengawasan 
hutan di Kabupaten Asmat, hal tersebut karena aparat yang langsung dari Provinsi 
tidak optimal dalam pelaksanaannya. Belum lagi KPH yang diharapkan mampu 
sebagai perpanjangan tangan pelaksanaan tugas Dinas Kehutanan Provinsi 
keberadaannya tidak ada di Kabupaten Asmat 

Maka sosialiasi terkait regulasi tentang kehutanan tidak bisa dilaksanakan 
dengan maksimal, karena di kabupaten Asmat hanya terdapat Dinas Lingkungan 
Hidup yang fokus dalam urusan pengawasan lingkungan saja. ditambah lagi Dinas 
Provisni yang berada di Jayapura dimana jarak Jayapra dan Asmat berada sangat 
jauh, sehingga komunikasi dan koordinasi menjadi kurang efektif juga efisien 
untuk dilaksanakan. 

Bahkan jika aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian sudah 
melaksanakan tugas dengan maksimal, kasus pembalakan liar juga akan tidak bisa 
untuk dihindarkan. Hal tersebut karena regulasi yang mengatur hal tersebut 
kurang penerapan dalam sosialiasi di masyarakat. Menurut Romli Atmasasmita 
bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya 
terletak pada sikap mental aparatur penegak hukum (hakim, jaksa, polisi dan 
penasihat hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang 
sering diabaikan (Atmasasmita, 2001). 

Maka solusi yang bisa ditawarkan adalah dengan melakukan alih fungsi 
kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi kembali. Seperti keadaan sebelum 
tahun 2012, dimana hutan lindung di Kabupaten Asmat masih berstatus sebagai 
hutan produksi. Alih fungsi kawsan tersebut sudah mulai dilakukan sejak enam 
tahun yang lalu, namun hingga saat ini permohonan yang diajukan oleh 
Kabupaten Asmat tersebut belum menemukan titik terang. Pengajuan tersebut 
sampai saat ini belum dapat diproses, dan hutan lindung belum berubah statusnya 
menjadi hutan produksi kembali (Sukarno, 2021). 

Karena jika melihat kepada sejarahnya juga hutan lindung yang berada di 
Kabupaten Asmat dahulu merupakan hutan produksi, yang kemudian 
dialihfungsikan menjadi hutan lindung sejak tahun 2012. Dan saat ini pemerintah 
Kabupaten Asmat sedang berupaya mengubah kembali status hutan lindung 
tersebut menjadi hutan produksi. Dikarenakan kebutuhan kayu yang sangat besar 
bagi masyarakat Asmat. Jika pemasokan kayu terhenti karena terkendala oleh 
status hutan, maka tidak akan ada pembangunan yang terjadi di Asmat. Hal 
tersebut juga kemudian akan berimbas kepada perekonomian masyarakat Asmat. 


Syntax Idea, Vol. 3, No. 5, Mei 2021 


Akhmad Alfian 


Kesimpulan 

Kabupaten Asmat merupakan wilayah yang terdiri dari rawa, dimana hal tersebut 
menjadikan kayu sebagai sumber utama kehidupan baik untuk kehidupan sehari-hari 
maupun sebagai bahan infrastruktur. Maka terkait hal tersebut, perlu dibuatkan regulasi 
khusus terkait kayu yang mempertimbangkan keadaan masyarakat Asmat. Semenjak 
diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014, maka kewenangan atas pengelolaan hutan 
sepenuhnya dialihkan ke Provinsi Papua, dan pemerintah Kabupaten Asmat hanya 
berwenang dalam mengelola terkait perlindungan lingkungan saja. Hal tersebut tentu 
saja berimbas kepada pengawasan atas hutan di Kabupaten Asmat. Pengawasan hutan 
menjadi kurang efektif, ditambah hanya terdapat 2 (dua) orang pegawai dari Dinas 
Kehutanan Provinsi yang mengaasi terkait hutan Asmat yang luas. Dalam upaya 
penegakan hukum positif di Kabupaten Asmat, harus mempertimbangkan pada kearifan 
lokal dan kebiasaan serta adat istiadat yang terdapat pada masyarakat tersebut. Oleh 
karena itu penerapan hukum positif nasional serta aturan-aturan yang ada, tidak dapat 
dilaksanakan secara maksimal. Karenanya penerapan sanksi juga tidak berjalan 
sebagaimana mestinya. 
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Abstract 
This research focuses on where the DSN MUI and its implementation of BMT 
institutions specialized in Murabahah products. Data source from leaders and 
members of 3 BMT. Mandatory Fatwa DSN MUI in each Sharia Financial Industry 
in this case BMT for sharia administrators which sharia supervision as separate as 
inseparable with sharia compliance (sharia compliance). This can be seen from 
some of the words strengthened by DSN MUI which became a reference for the 
Islamic Finance industry in its activities in the field of Sharia finance. This research 
is a field research on qualitative descriptive. Data analysis techniques use reduction 
technique data. The results of the analysis showed that: Murabahah financing in 3 
BMT in Ogan Komering Ilir Regency is above Islamic sharia in murabahah 
financing agreement which is also brewing aka wakalah. Factors that cause not 
since Sharia at the event murabahah financing agreement again goods where the 
money there is a difficult variation quite a lot of materials in the form of buildings, so 
the BMT only provide financing, without buying the materials, then back to the 
money. 


Keywords: murabahah financing, BMT; sharia compliance 


Abstrak 
Penelitian ini fokus pada regulasi yang dikeluarkan oleh DSN MUI serta 
implementasinya lembaga BMT khusus produk murabahah. sumber data dari 
pemimpin dan anggota dari 3 BMT. Diwajibkannya Fatwa DSN MUI pada setiap 
industri keuangan syariah dalam hal ini BMT untuk mematuhi ketentuan-ketentuan 
syariat yang telah menjadikan pengawasan syariah sebagai bagian yang tidak 
terpisahkan dengan kepatuhan syariah (syariah compliance). Hal tersebut bisa 
dilihat dari beberapa regulasi yang dikeluarkan oleh DSN MUI yang menjadi acuan 
bagi industri keuangan syariah dalam menjalankan aktifitasnya di bidang keuangan 
syariah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif 
deskriptif. Teknik analisis data menggunakan teknik reduksi data. Hasil dari 
analisis menunjukkan bahwa: Pembiayaan murabahah pada 3 BMT di Kabupaten 
Ogan Komering Ilir telah sesuai dengan syariat islam karena dalam akad 
pembiayaan murabahah yang dilaksanakan disertakan juga akad wakalah. Faktor- 
faktor yang menyebabkan tidak sesuai syariat pada pelaksanaan akad pembiayaan 
murabahah adalah barang yang diminta nasabah memiliki variasi yang cukup sulit 
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berupa material bangunan, sehingga pihak BMT hanya memberikan pembiayaan, 
tanpa membelikan material-material tersebut, kemudian menjual kembali kepada 
nasabah. 


Kata Kunci: pembiayaan murabahah, BMT; syariah compliance 


Pendahuluan 
Secara konseptual, industri keuangan syariah memang sesuai dengan tuntutan 


perkembangan zaman serta sudah menjadi kewajiban sejarahnya untuk lahir dan tumbuh 
menjadi sistem keuangan yang alternatif-solutif. Merealisasikan hal ini bukanlah hal 
yang mudah, banyak tantangan dan rintangan yang harus dihadapi oleh industri 
keuangan syariah ke depan nanti. Industri keuangan syariah baik bank maupun non- 
bank yang saat ini masih dalam tahap awal evolusinya (Setiawan, 2006). 

Meskipun institusi keuangan itu selalu berevolusi, kebangkitan keuangan islam 
tidak dapat dikatakan sebagai semata-mata proses evolusi dari industri keuangan yang 
ada. Sebagai industri keuangan yang berbasis pada agama, industri keuangan yang 
menjalankan aktivitas berbasis Islam karenanya secara ketat didikte oleh ajaran agama, 
yakni al-qur’an dan sunnah Rasulullah SAW. Sistem keuangan islam secara substansial 
berbeda dari industri keuangan yang masih menggunakan sistem konvensional. Ada 
kaitan yang erat antara aspek konseptual dan praktis dari aktivitas bisnis keuangan dan 
prinsip-prinsip Islam atau syariah. Dengan kata lain, salah satu aspek mendasar yang 
membedakan industri keuangan syariah dan konvensional adalah perihal kepatuhan 
pada prinsip syariah (sharia compliance) (Nurhisam, 2016). 

Dalam prinsip syariah kepatuhan merupakan pemenuhan seluruh prinsip syariah 
dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu 
sendiri, termasuk dalam hal Lembaga Keuangan Syariah (LKS) termasuk Baitul Maal 
wa Tamwil (BMT). Dilihat dari sudut pandang masyarakat pengguna, kepatuhan 
syariah merupakan inti dari integritas dan kredibilitas LKS. Keberadaan LKS 
ditujukkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Islam akan pelaksanaan ajaran Islam 
secara menyeluruh (kaffah) termasuk dalam kegiatan penyaluran dana berbasis akad 
syariah. Keyakinan dan kepercayaan masyarakat terhadap LKS didasarkan dan 
dipertahankan melalui pelaksanaan prinsip hukum Islam yang diadaptasi dalam aturan 
operasional institusi tersebut (Bonita & Anwar, 2018). 

Oleh karena itu pertumbuhan lembaga keuangan syariah yang pesat membuat 
persaingan untuk memperoleh nasabah menjadi ketat. Lembaga keuangan syariah harus 
memiliki keunggulan masing-masing agar tetap memperoleh nasabah dan kinerja 
keuangan yang tetap stabil. Masing-masing lembaga memiliki karakteristik, 
kekurangan, dan kelebihan yang berbeda. 

Potensi BMT Prima, BMT Sahabat, BMT Assafi'iyah BN yang ada dikabupaten 
Ogan Komering Ilir ini rata-rata didukung dengan kemudahan proses pengajuan 
pembiayaan usaha yang relatif mudah dengan pengajuan pinjaman minimal Rp 50.000 
dengan rata-rata pinjaman terendah sebesar Rp 500.000. Rendahnya tingkat pembiayaan 
ini menunjukkan bahwa BMT merupakan lembaga keuangan yang pro UMKM, 
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khususnya usaha mikro atau rumah tangga. Pada sisi permintaan tabungan/simpanan, 
BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang mendukung program pemerintah untuk 
giat menabung, karena rata-rata tabungan terendah adalah sebesar Rp 1.000 dengan nilai 
setoran tabungan minimal rata-rata Rp 10.000. 

Dengan demikian peran BMT sebagai lembaga keuangan mikro memberikan 
kontribusi pada perekonomian dengan menggunakan akad-akad berbasis syariah untuk 
kalangan masyarakat menengah ke bawah yang tidak dijangkau oleh kegiatan 
perbankan. BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah memiliki fungsi yang 
meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dana masyarakat. Fungsi penghimpunan 
dana di BMT menggunakan skema seperti produk wadiah, mudharabah, simpanan 
berjangka, Ijarah, dil. Sedangkan fungsi penyaluran dananya lebih diarahkan kepada 
pembiayaan usaha mikro dengan menggunakan skema pembiayaan syariah seperti 
pembiayaan mudharabah, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah, dan lain - 
lain (Suryanto & Sa'adah, 2019). 

Berdasarkan keadaan tersebut lembaga keuangan syariah dilaksanakan dengan 
maksud menghindarkan riba dengan segala praktik dan inofasinya, yang memiliki dua 
sifat utama yakni bunga berlipat dan aniaya. Selain itu dapat digunakan untuk 
membangun budaya baru dalam pengelolaan lembaga keuangan yang mendapat titipan 
dana dari masyarakat, dengan menghindari persentase bunga yang menguntungkan. 
Dalam hal ini BMT memiliki peranan yang sangat strategis dalam pemberdayaan 
masyarakat, khususnya masyarakat lapisan bawah serta peranannya menjauhkan 
masyarakat dari praktik ribawi (Sapudin, Najib, & Djohar, 2017). 

BMT yang dalam pelaksanaannya sebagai bagian pengembang di bidang ekonomi 
memiliki bermacam-macam tantangan yang dihadapi dalam sistem keuangan Islam, 
seperti pada aspek teoritis, operasional dan implementasi. Sebagai Koperasi Simpan 
Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang menjalankan sistem operasional secara 
syariah seharusnya dalam implementasinya juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah 
syariah, tetapi dalam prakteknya masih banyak beberapa Koperasi Simpan Pinjam dan 
Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang menjalankan operasionalnya tidak sesuai dengan 
syariah (Hidayat, 2016). 

Dengan demikian berkembangnya BMT dengan dilandasi implementasi syariah 
compliance dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, termasuk di Kabupaten Ogan 
Komering Ilir dengan produk-produk yang cukup variatif, sehingga mampu 
memberikan pilihan atau alternatif bagi calon nasabah untuk memanfaatkannya. 

Kepatuhan syariah merupakan manifestasi pemenuhan seluruh prinsip syariah 
dalam lembaga yang memiliki wujud karakteristik, integritas dan kredibilitas di BMT. 
Dimana budaya kepatuhan tersebut adalah nilai, perilaku dan tindakan yang mendukung 
terciptanya kepatuhan BMT terhadap Syariah Compliance (Sapudin et al., 2017). 

Sedangkan pada praktik dilapangan beberapa kasus penyimpangan yang terhadap 
prinsip-prinsip syariah, pada tahun 2000 DSN-MUI telah mengeluarkan keputusan No. 
03 tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas 
Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah dan pada tahun 2015 Menteri Koperasi Dan 
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Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Nomor 16 
/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Dan 
Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi. 

Dalam hal ini penting untuk dilakukan pengawasan fungsi kepatuhan syariah di 
industri keuangan syariah, dimana fungsi kepatuhan merupakan tindakan dan langkah 
yang bersifat ex-ante (preventif), untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan 
prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah sesuai 
dengan ketentuan fatwa DSN dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Kian, 
2016). Hal ini dilakukan untuk mengontrol operasional koperasi syariah serta 
menjadikan koperasi syariah agar tidak keluar dari koridornya, disiplin dan langkah 
untuk meminimalisir resiko. 

Adanya penyimpangan yang terjadi terutama dalam praktik akad murabahah. 
Sehingga apakah penyimpangan-penyimpangan tersebut legal secara syariah atau tidak? 
Hal inilah yang menjadi fokus penulis dalam penulisan ini dengan menjadikan BMT 
sebagai unit analisisnya. 

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian kepatuhan syariah (syariah 
compliance) di industri keuangan syariah untuk memastikan kebijakan, ketentuan, 
sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh lembaga keuangan Islam 
sesuai dengan peraturan yang berlaku dengan tujuan untuk menganalisis implementasi 
kepatuhan syariah (Syariah Compliance) produk Murabahah pada BMT di Kabupaten 
Ogan Komering Ilir, dalam pelaksanaannya perlu dilakukan untuk mengontrol 
operasional lembaga keuangan syariah serta menjadikan lembaga keuangan syariah agar 
tidak keluar dari koridornya dan disiplin. Selain itu diharapkan dari penelitian ini agar 
masyarakat umum lebih bijak mengambil keputusan dalam menetukan pilihan produk- 
produk BMT yang dapat memberikan manfaat yang lebih banyak kepada mereka dan 
bagi pihak BMT untuk lebih meningkatkan mutu dan menonjolkan nilai-nilai ekonomi 
Islam di setiap produknya sekaligus membantu masyarakat Indonesia yang mayoritas 
muslim untuk mulai perlahan-lahan berhijrah dan meninggalkan dunia perbankan yang 
menerapkan sistem riba. 


Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu bersifat 
Deskriptif Kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua 
macam diantaranya, Data Primer berupa hasil wawancara responden kepada ketua 
BMT. Data Sekunder dapat berupa buku-buku atau dokumen dan sumber lain yang 
berkaitan dengan penelitian ini antara lain yaitu literatur yang membahas mengenai 
Implementasi Syariah Compliance Produk Murabahah dan dokumen lainnta seperti 
majalah, artikel dan jurnal mengenai pokok permasalah penelitian. 

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu 
gabungan antara penelitian pustaka dan lapangan. Sesuai dengan permasalahan dan 
tujuan penelitian, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah Observasi, 
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Wawancara dengan metode tertutup, Dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini yaitu 
pihak Ketua BMT Prima, BMT Sahabat, BMT Assyafi'iyah BN. 

Teknis analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah reduksi data, karena 
data yang diperoleh merupakan keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Analisa 
data adalah mengubah data mentah menjadi data yang bermakna yang mengarah pada 
kesimpulan. Sedangkan pola pikir yang digunakan adalah secara induktif. Yaitu 
berangkat dari data yang bersifat khusus maupun peristiwa-peristiwa yang konkrit dari 
hasil riset, kemudian ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum. Dalam 
menganalisa data, peneliti terlebih dahulu memperoleh data dari lapangan mengenai 
pelaksanaan pembiayaan pada BMT, mulai dari pelaksanaan prinsip-prinsip yang 
berbasis syariah, guna mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat digeneralisir. 


Hasil dan Pembahasan 
Berdasarkan hasil observasi implementasi syariah compliance terhadap akad 
murabahah berdasarkan ketetapan Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 
Tentang murabahah, maka implementasi syariah compliance di BMT sebagai berikut: 
1. Murabahah sebagai bentuk jual beli maka semua syarat yang berlaku bagi 
sahnya jual beli berlaku pula bagi murabahah. 

Berdasarkan hasil penelitian, BMT yang menjadi unit analisis dalam penelitian 
ini, telah menjalankan akad murabahah yang bebas riba. Sebagaimana yang 
dinyatakan oleh ketua BMT bahwa, pembiayaan yang ditawarkan kepada nasabah, 
pihak BMT meminta nasabah menghadirkan saksi dan meminta penjelasan kegunaan 
pembiayaan yang dilakukan sebelum terjadi kesepakatan. Sedangkan menurut 
Muhammad Khoiri memiliki kesamaan yaitu menanyakan untuk apa pembiayaan 
yang diajukan nasabah dan memastikan kriteria nasabah yang akan diberikan 
pembiayaan, bahkan menanyakan untuk apa barang tersenut digunakan hal tersebut 
perlu dilakukan sebelun adanya kesepakatan. Begitu juga yang disampaikan oleh 
Adam Adwan sebagai ketua BMT mengatakan, perlunya menghadirkan sksi selain 
itu memperhatikan kepribadian nasabah, penilaian terhadap sifat dan kegunaan objek 
yang menjadi pembiayaan dan integritas calon anggota pembiayaan dengan tujuan 
untuk mengetahui kemauan dan komitmen untuk memenuhi kewajibannya. Hal ini 
dilakukan guna untuk mengantisipasi syariah suatu akad yang menjadi perjanjian 
awal. 

Dari hasil penjelasan tersebut, bahwa prosedur pembiayaan dapat dinyatakan 
pada fase pembiayaan tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Syariah. 
Tindakan yang dilakukan BMT dalam menganalisis nasabah guna untuk menjaga 
suatu perjanjian yang menjadi kesepakatan awal. 

Sedangkan standar kepatuhan syariah di Indonesia adalah kesesuaian kegiatan 
lembaga keuangan syariah baik secara operasional maupun produk-produknya. 
Kepatuhan pada prinsip syariah menjadi tuntutan semua lembaga keuangan syariah, 
baik perbankan maupun lembaga keuangan non bank. Manajemen lembaga keuangan 
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syariah wajib memahami fiqih muamalah dalam menjalankan operasional 
lembaganya Susilo tahun 2017. 

2. Pengawasan merupakan suatu mekanisme atau sistem pengendalian secara 
internal untuk menilai dan menguji seluruh aktivitas dan operasi serta produk 
BMT terhadap kepatuhan atas prinsip-prinsip dan aturan syari’ah yang telah 
ditetapkan. 

Berdasarkan hasil penelitian bentuk barang yang diperjual belikan tidak 
mengandung unsur yang melanggar, menurut ketua BMT mengkoreksi bentuk 
pesanan yang diminta nasabah apakah spesifikasi dari barang tesebut melanggar 
syariah Islam atau tidak. Hal ini menurut Didik Budianto selaku ketua BMT akan 
menanyakan permohonan pembiayaan yang diajukan nasabah, sebagai bentuk 
antisipasi apakah pihak BMT sanggup atau tidak sebelum dilanjutkan. Begitupula 
yang disampaikan oleh Adam Adwan sebagai ketua BMT mengatakan, perlunya 
mendengarkan keterangan nasabah yang menjadi permintaannya. Dengan penjelasan 
nasabah tersebut pihak BMT bisa menilai dari permintaan nasabah apakah bisa 
dipenuhi atau tidak. 

Dari hasil penjelasan tersebut, bahwa prosedur memberikan pertanyaan dapat 
dinyatakan pada fase permulaan pembiayaan tidak ada hal-hal yang bertentangan 
dengan ketentuan Syariah. Tindakan ini dilakukan oleh pihak BMT merupakan 
langkah berjaga-jaga untuk menghindari kelalaian dalam membelikan suatu barang 
kepada nasabah, sekaligus salah satu bentuk dan wujud tanggungjawab terhadap 
amanah yang diberikan para penabung dan investor di BMT. 

Praktek produk murabahah di atas juga tidak bertolak belakang dengan fatwa 
Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang 
Murabahah yang pada butir nomor 2 (dua) dinyatakan bahwa “Barang yang 
diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam”. Hal inilah yang harus 
diperhatikan, supaya permintaan pembelian barang yang dilakukan nasabah tidak 
bertentangan dengan syariat Islam, selain itu fungsi kepatuhan sebagai tindakan yang 
bersifat preventif, untuk memastikan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta 
kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank Syariah Waluyo tahun 2016. 

3. Pelayanan BMT dapat membantu memenuhi kepentingan orang lain atau 
kepentingan umum, Dalam hal ini pihak BMT bisa memberikan pelayanan 
pembiayaan pada nasabah dengan memberikan pembiayaan sebagian atau 
seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya pada awal 
perjanjian. 

Dalam hal ini ketua BMT Menganalisi pembiayaan nasabah dengan 
memperhitungkan untuk memberikan pembiayaan secara penuh atau sebagian 
kepada nasabah, dengan tujuan untuk mengantisipasi kesanggupan nasabah dalam 
mengangsur. Sedangkan menurut Muhammad Khoiri sebagai ketua BMT akan 
memperhatikan identitas dan memastikan keseriusan nasabah dalam mengangsur, 
maka dengan demikian pihak BMT bisa menentukan kelanjutannya apakah pihak 
BMT akan memberikan secara penuh atau sebagian. Samahalnya yang disampaikan 
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oleh Didik Budianto dengan mendengarkan keterangan nasabah pihak BMT bisa 
memberikan pembiayaan secara penuh atau sebagian sebelum terjadi kesepakatan. 

Pada keterangan tersebut diperoleh bahwa, semua pihak BMT membiayai 
secara penuh atau sebagian bisa dilihat dari kesanggupan nasabah dalam melakukan 
pengangsuran. Maka dari itu melihat identitas data nasabah dan mendengarkan 
keterangan nasabah perlu dilakukan sebagai bentuk untuk menyakinkan pihak BMT 
bahwa nasabah serius dalam pembiayaannya. 

Kegiatan pencatatan dan pendataan yang dilakukan semakin lengkap maka 
manajemen pembiayaan semakin baik, karena semakin memudahkan untuk 
menunaikan amanah dan dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini menjadikan 
aktivitas hutang piutang menjadi semakin mudah untuk mengingatnya. 

. Setelah pihak BMT melakukan kesepakatan dengan nasabah, pihak BMT 
membeli barang yang diperlukan nasabah yang sesuai dengan kesepakatan 
awal dengan nama BMT sendiri, dan pembelian yang dilakukan harus sah dan 
bebas riba. 

Menurut Muhammad Khoiri, mengirim salah satu karyawan BMT untuk 
mendampingi nasabah dalam melaukan pembelian merupakan tindakan yang benar, 
untuk memastikan pembelian barang sesuai dengan kesepakatan, karena pihak 
nasabah bisa melalukan pemilihan suatu barang secara langsung dan pihak BMT 
yang melakukan transasi dengan pihak penjual. Namun berbeda dengan yang 
disampaikan oleh Adam Adwan, dalam melakukan pembelian dan kesepakatan 
pembiayaan dilakukan, kemudian pihak BMT membelikan pesanan yang diminta. 
tetapi kebanyakan nasabah kami yang meminta untuk membeli sendiri barang yang 
diminta, sedangkan pihak BMT hanya memberikan pembiayaan sesuai permintaan 
dengan disertai akad wakalah, dan barulah nota pembelian diminta pada saat terakhir. 
Sama halnya yang disampaikan oleh Didik Budianto, kebanyakan kami 
mempercayakan kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan dengan 
memberikan pembiayaan yang sesuai harga barang tetapi secara bersamaan memakai 
akad wakalah, hal demikian dilakukan agar pembelian suatu barang tidak terjadi 
kekeliruan yang pernah dialami oleh pihak BMT. 

Dari hasil wawancaa dengan pihak ketua BMT, beberapa BMT yang ada di 
Kabupaten Ogan Komering Ilir pada pelaksanaan akad murabahah, yang apabila 
dilihat pada pelaksanaannya belum sesuai dengan syariah. Sebuah BMT 
menyebutkan bahwa pembelian objek murabahah diwakilkan kepada anggota. 
Sedangkan pengertian murabahah merupakan harga pokok perolehan barang 
ditambah sejumlah margin keuntungan, hal ini menunjukkan bahwa jual beli 
murabahah dilakukan dengan memberikan uang bukan barang kepada nasabah. 
Sehingga tidak terjadi transaksi jual beli secara riil, yang kemudian akan 
mendekatkan praktek ini kepada praktek jual beli uang, bukan barang. Menurut Fiqih 
Muamalah Kontemporer, rukun akad murabahah mewajibkan wujudnya barang yang 
dijadikan objek akad. 
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Sedangkan dari hasil analisis dan pengamatan mengapa BMT tersebut 
melakukan hal demikian: dilihat dari segi waktu yang lebih praktis jika pembelian 
diwakilkan dan dari pihak nasabah yang tidak mau berbelit-beli dalam melakukan 
pembiayaan, selain itu pembelian yang dilakukan oleh pihak nasabah kebanyakan 
lebih murah ketimbang pihak BMT yang membeli, itu karna nasabah yang sudah 
faham dengan harga barang dan letak tempat pembelian. 

Dari keterangan analisis tersebut dari waktu yang lebih praktis dan tidak mau 
berbelit-belit menunjukkan banyaknya masyarakat sekitar kurang begitu memahami 
pengetahuan tentang pembiayaan murabahah dan lebih menginginkan pembiayaan 
secara instan. 

Selain itu pihak BMT kurang begitu memahami dari jenis barang yang diminta, 
hal itu disebabkan karena barang yang diminta kebanyakan alat bangunan dan bahan 
pembuatan properti. 

5. Hal yang sangat krusial dalam produk pembiayaan adalah pengakuan dalam 
tahap penyampaian pembelian. Dengan demikian pihak BMT harus jujur 
dalam menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian. 

Dalam menyampaikan proses pembelian barang yang sudah tercapainya 
kesepakatan, maka tindakan yang dilakukan sudah sesuai dengan syari'ah Islam, 
sebagaimana yang dinyatakan oleh ketua BMT, Melakukan pembelian dengan 
didampingi nasabah, maka pihak nasabah bisa mengetahui keadaan suatu barang 
secara langsung. Sehingga pihak nasabah mengetahui jika ada potongan harga dan 
berapa harga barang tersebut yang dibayarkan. Sedangkan menurut Adam Adwan 
pada tahap ini, pembelian kebanyakan nasabah kami sendiri yang meminta untuk 
melakukan pembelian, namun tidak sedikit juga nasabah kami meminta untuk 
dibelikan. Sehingga memberikan keterangan pada saat pembelian kami sampaikan, 
sedangkan nota pembelian akan diberikan jika nasabah meminta. 

Sedangkan menurut Didik Budianto mengatakan mewakilkan pembelian pada 
nasabah sehingga nasabah sendiri sudah mengetahui setruktur barang, bahkan bisa 
terjadi jika dimana pihak BMT keliru dalam melakukan pembelian. Dengan 
mewakilkan pembelian maka nasabah sendiri sudah mengetahui semua hal yang 
terkait pembelian. Dengan diwakilkannya pembelian kepada nasabah yang berarti 
pihak BMT menyetujui memberikan pembiayaan dengan disertai akad wakalah maka 
terjadilah kesepakatan. 

Jual beli yang dilakukan oleh pihak BMT di Kabupaten Ogan Kolemering Ilir, 
tidak ada kerancuan terkait penyampaian pembelian hal ini terlihat dari pihak BMT 
mendampingi pembelian dan mewakilkan pembelian sehingga nasabah dan pihak 
BMT menyaksikan secara langsung transaksi jual beli. 

Kejujuran merupakan hal yang prinsip bagi manusia dalam segala aspek bidang 
kehidupan, termasuk di dalam jual beli. Jika kejujuran tidak diamalkan dalam jual 
beli, maka akan merusak kepercayaannya. Disamping itu, ketidak jujuran dalam 
menyampaikan pembelian akan berakibat perselisihan di antara kedua belah pihak. 
Allah berfirman: 
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“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan 
Katakanlah Perkataan yang benar”. Surah Al-Ahzab Ayat: 70 
Berdasarkan ayat Al Quran tersebut, diketahui bahwa di dalam hukum kontrak 


syariah sangat menekankan adanya prinsip kejujuran yang hakiki, karena hanya 
dengan prinsip kejujuran itulah keridhaan dari para pihak yang membuat perjanjian 
dapat terwujud. 

. Jujur dalam menyampaikan pembelian dan mengambil keuntungan berarti 
menempatkan sesuatu pada tempatnya atau posisinya. Prinsip kejujuran 
dalam bermuamalah yaitu melarang adanya unsur riba, kezaliman, maysir dan 
gharar. 

Terlihat bahwa dalam praktik akad murabahah oleh BMT dalam hal 
penghitungan jumlah margin keuntungan senantiasa mempertimbangkan jangka 
waktu pembiayaan. Semakin lama jangka waktu pembiayaannya, maka semakin 
besarlah margin keuntungan yang diminta oleh pihak BMT. Begitujuga yang 
disampaikan oleh Muhammad Khoiri dan Adam Adwan memberitahu harga awal 
sebenarnya, sedangkan keuntungan yang diambil berdasarkan hitungan jangka 
waktu kesanggupan nasabah dalam membayar angsurannya. Walaupun jumhur 
ulama baik dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali memperbolehkan 
bahwa jual beli biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan kepada 
pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual (Sa'adah yuliana, 2017). 

Penentuan margin keuntungan dan bagi hasil dalam kontrak pembiayaan di 
BMT yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir, ditentukan dengan cara negosiasi 
antara pihak BMT dan nasabah. Cara penentuan margin keuntungan seperti ini telah 
memenuhi syarat-syarat akad pembiayaan. Hal ini berarti pengungkapan yang 
dilakukan terhadap informasi yang ada pada BMT harus berlandaskan dengan 
prinsip-prinsip Islam, yang berarti mengikuti standar atau hukum yang telah diatur 
lembaga syariah yang berwenang menekankan kepatuhan syariah atau kepatuhan 
pada prinsip-prinsip syariah Angriani tahun 2019. 

Dari pembahasan tersebut sesuai dengan yang dikatakan Wahbah az-Zuhaili 
bahwa dalam jual beli murabahah itu disyaratkan beberapa hal yaitu mengetahui 
harga pokok, mengetahui keuntungan Setiadi tahun 2014. 

Cara pembiayaan murabahah yang dilakukan BMT yang ada di Kabupaten 
Ogan Komering Ilir ini lazim dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW dan para 
sahabat dalam melakukan perniagaan. Secara sederhana murabahah berarti suatu 
penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati 
(Yuliana, Tarmizi, & Panorama, 2017). Cara seperti yang dilakukan oleh Rasulullah 
SAW ini merupakan salah satu cara yang sangat tepat dalam menentukan harga jual 
terhadap barang dengan akad murabahah. 

. Penggunaan pada pembayaran harga barang yang bebas dari unsur riba 
hanya berdasarkan margin keuntungan yang telah ditentukan sebelumnya. 

Pada keterangan mengenai hal-hal terkait pembayaran yang diutarakan oleh 
ketua BMT, melakukan perjanjian terkait kesanggupan waktu dalam mengangsur dan 
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nasabah menyetujuinya maka terjadilah akad, sehingga perjanjian yang dilakukan 
atas dasar suka sama suka. Begitupula yang dikatakan oleh Didik Budianto, aktif 
dalam mengangsur merupakan bagian terpenting dalam pembiayaan, sehingga 
memberikan arahan dan cara pengangsuran bisa diartikan sebagai rasa peduli pada 
nasabah untuk aktif dalam mengangsur. 

Dari permasalahan tersebut sebenarnya pihak BMT menekankan untuk 
ketepatan dalam mengangsur yang sudah dijanjikan nominalnya. Kebijakan yang 
ditetapkan BMT ini pun tidak bertentangan dengan Syariah karena Allah berfirman: 


“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akadmu” QS al-Maidah: 

1 “Seseorang yang berjanji, harus memenuhi janjinya” sesuai firman Allah 

dalam QS al-Isra:34. 

Suatu bentuk perjanjian akad pembiayaan merupakan antara pihak BMT dan 
nasabah pembiayaan masing-masing pihak harus menunaikan janjinya masing- 
masing. Ayat-ayat al-Quran tersebut di atas menjelaskan bahwa Allah SWT telah 
memerintahkan untuk memenuhi akad yang dibuat dan memenuhi janji yang telah 
disepakati dengan membayar angsuran berdasarkan margin keuntungan yang 
disepakati. 

8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad murabahah 
diperlukan prinsip ukhuwah yang berarti menjunjung tinggi nilai kebersamaan 
dalam memperoleh manfaat sehingga keuntungan tidak diperoleh di atas 
kerugian orang lain. 

Menjaga transaksi agar berjalan dengan lancar, melakukan perjajian perlu 
dilakukan dengan melihat nominal yang dikeluarkan namun melihat kembali 
kesanggupan nasabah dalam mengangsur. Sedangkan menurut Muhammad Khoiri, 
melakukan perjanjian merupakan syarat yang harus dilakukan untuk keseriusan 
nasabah dalam mengangsur, jika pihak BMT dan nasabah menyetujui barulah terjadi 
akad. Sedangkan jangka waktu pembayaran sudah ditentukan pada akad sesuai 
dengan kesepakatan dengan nasabah. Namun menurut Adam Adwan selaku ketua 
BMT, dalam melakukan akad pembiayaan mendokumentasikan dan mencatat perlu 
dilakkan sebagai pengawasan dan besarnya kesanggupan nasabah melakukan 
pengangsuran. 

Tindakan yang dilakukan oleh BMT yang ada di Kabupaten Ogan Komering 
Ilir pada fase masa pembiayaan dalam hal mendokumentasikan pembiayaan, adalah 
sangat penting bagi institusi BMT karena data tersebut dapat digunakan untuk 
melakukan pengawasan dan pembinaan nasabah. Ini sesuai dengan perintah Allah 
SWT: 

“Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bermu 'amalah tidak secara tunai 

(secara hutang) untuk masa yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya 

(mencatatkannya). Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 


menuliskannya dengan benar”. Surah al-Baqarah: 282. 
9. Transaksi pada akad murabahah dalam melakukan pembelian dan pihak BMT 


hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, 
akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip 
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menjadi milik BMT. Hal ini dilakukan untuk kemurnian jual beli secara ril 
yaitu adanya penjual dan pembeli. 

Dalam hal ini pihak BMT akan mewakilkan pembelian kepada nasabah 
merupakan cara untuk ketepatan dalam memilih jenis barang. Namun untuk lebih 
tepatnya jika pembelian diwakilkan kepada nasabah dan pihak BMT menemani, dan 
dengan melakukan kerjasama dengan pihak toko sekitar bisa menguntungkan apabila 
terjadi kekeliruan pembelian. Sedangkan dalam keterangan lain, pembelian yang 
diwakilkan kepada nasabah dengan memberikan pembiayaan yang sesuai harga 
barang bersamaan akad wakalah merupakan cara untuk lebih efisien dalam segi 
waktu dan nota pembelian diberikan setelah nasabah melakukan pembelian. 

Begitu juga yang disampaikan oleh Didik Budianto, untuk memastikan bahwa 
pembelian sesuai dengan yang diminta nasabah, mewakilkan pembelian kepada 
nasabah perlu dilakukan tetapi secara bersamaan memakai akad wakalah yaitu 
memiliki kepuasan tersendiri bagi nasabah sehingga pihak BMT tidak akan keliru. 
Dalam hal ini pernah terjadi kekeliruan dalam pembeliah sehingga nasabah 
melakukan protes dan mengembalikan barang yang dipesan. 

Dari penjelasan tersebut, masih ada BMT yang memberikan pembiayaan 
kenasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkan dengan menggunakan 
akad murabahah bersamaan akad wakalah, yang berarti barang belum menjadi milik 
BMT. sedangkan murabahah sendiri merupakan jual beli. Berarti BMT yang ada di 
Kabupaten Ogan Komering Ilir masih ada yang belum menerapkan produk 
murabahah dengan semestinya. 

Padahal syarat kepemilikan merupakan hal yang mutlak dalam jual-beli. 
Rasulullah melarang menjual barang yang belum dimiliki olehnya. Dalam sebuah 
hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad, dari Hakim bin Hazm, Rasulullah bersabda, 
“janganlah menjual barang yang belum dimiliki olehnya.” Sehingga akad tersebut 
menjadi batil (Sulaiman, 2014). 

Sedangkan dari hasil pengamatan mengapa BMT tersebut melakukan hal 
demikian: dilihat dari segi waktu yang lebih praktis jika pembelian diwakilkan dan 
dari pihak nasabah yang tidak mau berbelit-beli dalam melakukan pembiayaan, 
selain itu pembelian yang dilakukan oleh pihak nasabah kebanyakan lebih murah 
ketimbang pihak BMT yang membeli, itu karna nasabah yang sudah faham dengan 
harga barang dan letak tempat pembelian. Sedangkan banyaknya jenis barang yang 
dipesan bisa menjadi kendala tersendiri bagi pihak BMT. 

10. Dalam melakukan pembiayaan diperukan kesepakatan di dalam akad, dan 
akad tersebut harus dijalankan karena kesepakatan tersebut merupakan 
persetujuan antara BMT dan nasabah yang didasarkan pada nilai-nilai 
persaudaraan. Adanya kesepakatan dalam melakukan pembayaran kepada 
BMT mengindikasikan bahwa BMT menjunjung tinggi nilai kebersamaan 
karena pembayaran tangguhan menunjukkan BMT mau dan mampu 
membantu nasabah dalam memenuhi kebutuhan nasabah. 
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Dalam hal permohonan perjanjian yang dilakukan nasabah, pihak BMT 
memberikan surat permohonan dan nasabah melakukan pengisian surat merupakan 
syarat utama dalam permohonan pembiayaan. Begitu juga menurut Muhammad 
Khoiri dan Adam Adwan, nasabah yang mengajukan permohonan melakukan 
pengisian berkas permohonan yang di berikan oleh pihak BMT, hal tersebut 
dilakukan sebagai bentuk keseriusan nasabah untuk mengajukan pembiayaan. 

Pada tahap ini nasabah melakukan pemesanan pada BMT yang berarti nasabah 
menyampaikan minatnya kepada lembaga BMT untuk melakukan pembelian 
terhadap suatu barang dengan memberikan informasi tentang data pribadi nasabah 
dan informasi mengenai jenis dan spesifikasi barang yang dipesan. 

Selain itu pihak BMT harus memiliki kemampuan mengukur pandangan- 
pandangan strategis untuk menghadapi masa yang akan datang. Karena kebijakan 
apapun yang akan diambil saat ini, harus diperhitungkan akibatnya pada sepuluh 
atau dua puluh tahun kedepan Razak tahun 2006. 

Dari pembahasan tersebut, bahwasannya nasabah melakukan pembiayaan ke 

BMT atas dasar keinginannya sendiri yang berarti pembiayaan yang dilakukan 
suka sama suka. 
Dalam transaksi murabahah yang sudah disepakati, maka pihak BMT harus 
membeli terlebih dahulu aset yang dipesan oleh nasabah secara sah dengan 
pedagang. Sehingga tindakan yang dilakukan BMT dalam memberikan 
pembiayaan pada nasabah sudah sesuai dengan kesepakatan. 

Dalam tahap pembelian untuk memastikan akad perjanjian sesuai dengan 
kesepakatan pihak ketua BMT mengatakan, pembelian sebelum terjadinya akad 
yaitu barang yang ditawarkan dan nasabah menyutujui maka terjadilah kesepakatan. 
Bahkan melakukan pembelian dengan didampingi nasabah maka pihak nasabah 
bisa mengetahui keadaan suatu barang secara langsung. Namun menurut keterangan 
lain, mempercayakan pembelian pada nasabah yang berarti nasabah meminta 
pembiayaan dan membeli atas kehendak sendiri. Sehingga pihak BMT hanya 
memberikan pembiayaan yang sesuai harga barang dengan bersamaan memakai 
akad wakalah. 

Untuk memastikan bahwa pembelian sesuai dengan yang diminta nasabah, 
sebagaimana yang dinyatakan oleh ketua BMT, menerima permohonan dan 
mempercayakan pembelian kepada nasabah secara bersamaan memakai akad 
wakalah yaitu memiliki kepuasan tersendiri bagi nasabah sehingga pihak BMT 
tidak akan keliru dalam pembelian. 

Sedangkan pada tahap ini masih ada BMT yang pembelian barangnya masih 
diwakilkan oleh nasabah dengan memberikan pembiayaan melalui akad wakalah, 
sedangkan murabahah sendiri memiliki arti jual beli, yang berarti akad pembiayaan 
murabahah tidaksah karna tidak ada barang yang menjadi objek pembiayaan. 

Adapun mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang sendiri harus 
dihindari, kecuali benar-benar dalam keadaan darurat. Namun Wahbah az-Zuhaily 
menegaskan bahwa pendelegasian pembelian lebih baik tidak dilakukan, karena hal 
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tersebut dapat mendekati dan menyerupai pinjam meminjam uang dengan 
tambahan bunga Djayusman tahun 2018. 

Sedangkan dari hasil analisis dan pengamatan mengapa BMT tersebut 

melakukan hal demikian: dilihat dari segi waktu yang lebih praktis jika pembelian 
diwakilkan dan dari pihak nasabah yang tidak mau berbelit-beli dalam melakukan 
pembiayaan, selain itu pembelian yang dilakukan oleh pihak nasabah kebanyakan 
lebih murah ketimbang pihak BMT yang membeli, itu karna nasabah yang sudah 
faham dengan harga barang dan letak tempat pembelian. Sedangkan banyaknya 
jenis barang yang dipesan bisa menjadi kendala tersendiri bagi pihak BMT. Bahkan 
kualitas dari barang yang dibeli, lebih baik nasabah yang membeli dari pada pihak 
BMT yang membeli. 
Menawarkan produk barang yang dihasilkan (pesanan)-nya untuk digunakan 
oleh nasabah yang berarti nasabah harus menerima pesanannya sesuai 
dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut 
mengikat, sehingga pihak nasabah dan BMT membuat kontrak jual beli guna 
memenuhi kebutuhannya dan memberikan kepuasan. Dalam hal ini 
kesepakatan yang dilkukan sesuai dengan syari'ah Islam 

Dalam hal permohonan perjanjian yang dilakukan nasabah, menurut 
Muhammad Khoiri dan Adam Adwan selaku ketua BMT mengatakan, memberikan 
aset yang dipesan nasabah, aset yang atas permintaan nasabah sendiri yang berarti 
nasabah menerimanya (menyetujui) dan terjadilah kesepakatan. 

Untuk memastikan bahwa aset sesuai dengan yang disepakati nasabah, 
memberikan dan mengisi berkas perjanjian perlu dilakukan sebagaimana yang 
dinyatakan oleh ketua BMT bahwa, sebelum pembelian aset dilakukan, nasabah 
melakukan pengisian berkas permohonan yang diberikan BMT sebagai bentuk 
keseriusan pada pembiayaannya. 

Pada dasarnya untuk membuat kesepakatan dengan nasabah, tindakan yang 
dilakukan oleh BMT termasuk di dalamnya negosiasi tentang margin keuntungan 
dan bagi hasil, model pembayaran angsuran, pengikatan jaminan menunjukkan 
bahwa akad pembiayaan antara pihak BMT dan nasabah pembiayaan dilaksanakan 
berasaskan kesepakatan dan keridaan antara kedua belah pihak. Hal ini sesuai 
dengan firman Allah SWT Surah Al-Nisa: 29 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang 

berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu 
membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. 
Dalam transaksi yang berbasis syariah didasarkan atas akad dan akad 


tersebut selalu sama antara bunyi akad (dalam bentuk hukum) dengan 
substansi dari akad itu sendiri. 

Dalam halini, pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT tidak meminta 
nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal tetapi 
hanya meminta pembayaran angsuran pertama sebagaimana terkonfirmasi oleh 
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ketua BMT bahwa BMT tidak mengambil uang muka pada nasabah tetapi meminta 
nasabah untuk membayar angsuran pertama. Begitupula menurut Didik Budianto 
dan Adam Adwan, Untuk memastikan bahwa perjanjian sesuai dengan yang 
disepakati nasabah, menurut ketua BMT, pembiayaan yang dilakukan terjadi 
kesepakatan dan BMT meminta nasabah membayar angsuran pertama. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka apa itu prinsip syariah dan 
implementasinya dalam operasionalnya, BMT mengikuti aturan-aturan dan norma- 
norma Islam yang bebas dari bunga Yumanita tahun 2005. Maka dalam hal ini 
pelaksanaan akad murabahah yang ada di BMT Kabupaten Ogan Komering Ilir 
harus mengikuti aturan dan pedoman yang telah di buat oleh Dewan Syariah 
Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). 

Dari hasil penelitian yang diperoleh di BMT Kabupaten Ogan Komering Ilir, 
semua pihak BMT melakukan pembuatan kontrak kesepakatan dengan 
mempertimbangkan kesanggupan nasabah dalam melakukan pembiayaan. BMT 
juga dapat meminta pembayaran angsuran pertma oleh nasabah saat awal akad. 
Selama akad jual beli belum berakhir, harga jual beli tidak boleh berubah, bila 
terjadi perubahan maka akad menjadi batal. Melihat permasalahan tersebut pihak 
BMT dan nasabah dalam melakukan pembiayaan tidak ada unsur pemaksaan. 
Menolak membeli barang yang sudah disiapkan oleh pihak BMT merupakan 
kezaliman sehingga nasabah harus mengganti biaya kerugian, sehingga 
kezaliman disini didefinisikan sebagai hal yang merugikan diri sendiri 
maupun orang lain. Dalam transaksi ini kezaliman diartikan memperlakukan 
sesuatu tidak sesuai tempatnya/posisinya. 

Dalam hal permohonan perjanjian yang dilakukan nasabah, pihak BMT harus 
teliti dalam melakukan pembiayaan dengan nasabah, sebagaimana yang dinyatakan 
oleh ketua BMT bahwa melakukan pembelian dengan didampingi nasabah 
sehingga minim terjadi kesalahan yang berarti penolakan pembelian barang oleh 
nasabah dapat dicegah. Selain itu dengan melakukan kerjasama dengan pihak 
pedagang disekitar dapat mengantisipasi jika ada barang yang akan diretur. 
Sedangkan menurut keterangan yang lain, dengan memberikan pembiayaan kepada 
nasabah, selain itu BMT melakukan perjanjian dengan pihak pedagang pada saat 
pembelian akan meminimalisir penolakan bahkan belum ada penolakan 
pembiayaan yang dilakukan oleh nasabah. 

Untuk memastikan bahwa perjanjian sesuai dengan yang disepakati nasabah 
sebagaimana yang dikatakan oleh ketua BMT, memberikan pembiayaan dengan 
mewakilkan pembelian pada nasabah bisa meminimalisir kesalahan, bahkan dapat 
mencegah kesalahan yang pernah terjadi. 

Dalam bai' murabahah merupakan jual beli antara penjual dan pembeli, di 
mana pembeli pada tahap pertama menjual kembali kepada pembeli kedua atau 
kepada pihak yang memesan agar dibelikan barang tersebut. Dari pembahasan 
tersebut terlihat sangat dibutuhkan ketelitian dalam mensetujui suatu akad 
pembiayaan, Artinya pihak BMT meneliti kesungguhan nasabah yang ingin 
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melakukan pembiayaan, hal ini dilakukan agar tidak ada yang dirugikan dan bahkan 
pihak BMT melakukan perjanjian dengan pihak penjual untuk berjaga-jaga ketika 
nasabah menolak barang tersebut. 

Pelaksanaan pembiayaan murabahah tidak dilakukan dengan sendirinya, 
artinya sebelum melakukan akad murabahah terlebih dahulu nasabah dan 
BMT melakukan negosiasi apa saja yang perlu disiapkan. Dalah negosasi 
tersebut salah satunya adalah menyiapkan jamina. 

Berdasarkan penelitian di BMT Kabupaten Ogan Komering Ilir memiliki 
kesamaan dalam menyiapkan jaminan, sebagaimana yang dikatakan oleh 
Muhammad Khoiri, Adam Adwan dan Didik Budianto bahwasannya nasabah yang 
melakukan pembiayaan agar nasabah serius dengan pesanannya maka jaminan 
dalam murabahah dibolehkan, hal ini dilakukan agar nasabah tidak ingkar pada 
perjanjiannya dan sebagai bentuk kepercayaan agar tidak ada yang dirugikan dan 
jaminan itu bertujuan untuk memberi semangat pada nasabah dalam mengangsur. 
Selain itu jaminan dapat memberi kenyamanan dalam berkerja tanpa ada rasa 
khawatir nasabah itu akan ingkar. 

Jaminan dari nasabah untuk pembiayaan yang diberikan oleh BMT harus 

dinilai terlebih dahulu. Tujuan dari penilaian tersebut adalah untuk mengetahui nilai 
ekonomis dari jaminan, serta nilai yuridis dari barang jaminan tersebut. Di samping 
tujuan pokok di atas yang harus dilihat adalah jenis jaminan dari kepemilikan 
barangnya. Barang yang dapat dijadikan sebagai jaminan adalah kekayaan dari 
nasabah itu sendiri, kekayaannya dapat berupa bangunan dalam bentuk Sertifikat 
Hak Milik, kendaraan bermotor dalam bentuk BPKB. 
Dalam transaksi syariah menjunjung tinggi nilai kebersamaan dalam 
memperoleh manfaat sehingga keuntungan tidak diperoleh di atas kerugian 
orang lain. Sehingga dalam penyelesaian utang nasabah dalam transaksi 
murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan 
nasabah dengan pihak lain atas barang tersebut yang dapat merugikan pihak 
BMT. 

Menurut Adam Adwan sebagai ketua BMT, nasabah tetap membayar sesuai 
kesepakatan, karna sudah perjanjian awal, meski nasabah melakukan transaksi lain 
dengan pihak ketiga itu tidak ada kaitannya dengan BMT. Sedangkan menurut 
Didik Budianto, Pelunasan angsuran merupakan tanggung jawab nasabah sesuai 
perjanjian awal, meskipun nasabah memiliki transaksi lain diluar pengetahuan 
BMT, nasabah tetap memiliki kewajiban untuk melunasinya. 

Murabahah adalah akad jual beli yang disepakati antara BMT dengan nasabah, 
dimana BMT menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku yang 
dibutuhkan nasabah, yang akan dibayar kembali oleh nasabah sebesar harga jual 
BMT (harga beli BMT dari pemasok ditambah margin keuntungan) pada waktu 
yang ditetapkan sesuai kesepakatan. 
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Melihat pembahasan tersebut nasabah tetap membayar sesuai perjanjian awal 

meskipun objek yang menjadi pembiyayaan yang diberikan pada nasabah sudah 
dijual meskipun mengalami kerugian atau keuntungan. 
Melakukan kesepakatan dalam melakukan pembayaran kepada BMT 
mengindikasikan bahwa BMT menjunjung tinggi nilai kebersamaan. Sehingga 
tidak dibenaran jika nasabah telah menjual barang yang menjadi objek 
pembiayaan kemudian menunda pembayaran, dari pembahasan tersebut 
nasabah tetap berkewajiban membayar angsuran sesuai dengan perjanjian 
awal dengan BMT 

Nasabah tetap harus melunasi pembiayaan sesuai masa angsuran tetap pada 
kesepakatan awal. Menurut keterangan ketua BMT bahwa nasabah yang 
mengajukan pembiayaan meskipun barang tersebut sudah dijual, nasabah tetap 
memiliki kewajiban untuk membayar angsuran tetap pada kesepakatan, karna 
nasabah yang melakukan pembiayaan dan belum melunasinya, barang tersebut 
masih menjadi milik BMT. Begitupula menurut Adam Adwan, untuk memastikan 
bahwa akad perjanjian berjalan sesuai yang disepakati nasabah, melunasi hutang 
merupakan tanggungjawab nasabah meskipun nasabah menjual barang tersebut 
meskipun dengan sepengetahuan BMT atau tidak. 

Pembiayaan yang dilakukan tersebut, membayar angsuran sesuai perjanjian 

awal merupakan tindakan yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional 
(DSN) MUI No: 04/DSN-MUI/IV/2000, tentang Murabahah yang pada bagian 4 
(empat) nomor 2 (dua) dinyatakan bahwa: “Jika nasabah menjual barang tersebut 
sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh 
angsurannya.” 
Jika nasabah menjual barang tersebut dan menyebabkan kerugian 
penjualan, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan 
awal dan nasabah tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau 
meminta kerugian itu diperhitungkan 

Dalam hal perjanjian yang dilakukan nasabah dan memastikan nasabah serius 
dalam pembiayaannya, pihak BMT meminta nasabah untuk aktif dalam 
mengangsur, sebagaimana yang dinyatakan oleh ketua BMT bahwa keaktifan 
dalam mengangsur sudah disampaikan pada awal perjanjian. Namun masih ada 
nasabah yang menunda pembayarannya, maka pihak BMT melakukan kunjungan 
sosialisasi untuk mengingatkan nasabah, begitupula menurut Adam Adwan, pada 
awal perjanjian BMT telah memberitahukan untuk aktif dalam mengangsur, namun 
masih ada nasabah yang lalai dalam mengangsur, hal inilah yang mengharusan 
BMT untuk kunjungan dan mengingatkannya, maka dengan adanya jaminan 
digunakan sebagai tanda keseriusan nasabah untuk mengangsur. 

Pada tindakan yang dilakukan oleh BMT pada fase masa pembiayaan yang 
kaitannya tidak membenarkan nasabah yang mampu menunda pembayaran, yang 
memang terkadang terjadi di BMT, sikap dan tindakan pihak manajemen BMT 
yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah relatif sama, yaitu dengan 
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pendekatan persuasif dan kekeluargaan. Sebenarnya pihak BMT yang ada di 
Kabupaten Ogan Komering Ilir semuanya mengedepankan ketepatan dalam 
membayar yang berarti tidak membenarkan nasabah yang mampu menunda-nunda 
pembayaran. 

Akan tetapi jika terjadinya keingkaran pembayaran angsuran ini disebabkan 
karena sikap lalai para nasabah untuk membayar angsuran tepat pada waktunya, 
tentu ini merupakan suatu bentuk kezaliman yang dilakukan oleh pihak nasabah 
terhadap pihak BMT. Sikap semacam ini harus dihukum supaya yang membuatnya 
tidak mengulangi tindakannya. Rasul SAW bersabda, artinya: 


“Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang yang mampu 
adalah suatu kezaliman” (HR. Bukhari) 


Nasabah yang menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah 
satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya melalui 
musyawarah sesuai kesepakatan. 

Menurut Adam Adwan, menunda pembayaran angsuran tidak dibenarkan yang 
artinya nasabah yang sudah menyetujui akad yang menjadi perjanjian diharuskan 
aktif dalam mengangsur. Jika nasabah mengalami kemacetan pihak BMT 
mencarikan solusi bisa dari keluarga lain dari nasabah, atau dari jaminan yang 
diberikan. 

Pada tindakan yang dilakukan oleh BMT pada fase masa pembiayaan yang 
kaitannya dengan kejadian kegagalan pembayaran oleh nasabah baik itu karena 
mungkir bayar yang memang terkadang terjadi di BMT, sikap dan tindakan pihak 
manajemen BMT yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah relatif sama, 
yaitu dengan pendekatan persuasif dan kekeluargaan. Sikap dan tindakan ini tentu 
sangat baik, humanis, manusiawi dan Islami, sesuai firman Allah dalam QS al- 
Syura: 38. 

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan 

mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat 

antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami 

berikan kepada mereka”. Surat Asy-Syura Ayat 38 
Jika nasabah pembiayaan pada BMT mengalami kebangkrutan, maka 
tindakan yang dilakukan BMT kepada nasabah yang dinyatakan pailid atau 
gagal menyelesaikan utangnya tersebut, sudah sesuai dengan kesepakatan. 

Menurut Didik Budianto dan Muhammad Khoiri selaku ketua BMT 
mengatakan bahwa jika nasabah yang pailid dan masih memiliki potensi untuk 
berkembang, pihak BMT memberikan modal kembali, tetapi jika nasabah 
dinyatakan pailid dan tidak sangguplagi untuk berkembang maka pihak BMT 
melakukan tindakan pada jaminan nasabah. 

Begitu juga yang disampaikan Adam Adwan selaku ketua BMT, Untuk 
memastikan bahwa akad murabahah yang akan di sepakati tidak merugikan BMT, 
pihak BMT melakukan kunjungan untuk memberikan solusi dengan bantuan dari 
keluarga nasabah, jikapun masih gagal bayar maka pihak BMT memberikan pilihan 
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pada nasabah untuk menjual jaminan yang diberikan atau pihak BMT yang 
menjualnya. Sebagaimana Firman Allah SWT, perintah untuk melaksanakan akad 
berdasarkan kesepakatan atau janji sesama manusia. QS Al-Maidah: 1 


Hai orang-orang yang beriman, penuhilah agad-agad itu 


Dari gambaran praktek pembiayaan murabahah di BMT Kabupaten Ogan 
Komering Ilir, terlihat sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) 
MUI No: 04/DSN-MUI/TV/2000, tentang Murabahah yang pada bagian 6 (enam) 
dinyatakan bahwa: “Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan 
utangnya, BMT harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, 
atau berdasarkan kesepakatan..” 

Kepatuhan terhadap prinsip syariah pada BMT yang ada di Kabupaten Ogan 
Komering Ilir tidak hanya dari sistem dan aturan saja, namun juga yang terpenting 
adalah implementasi prinsip syariah yang tidak bisa dipisahkan dari peranan 
sumber daya manusia. 

Dalam pelaksanaannya tujuan kepatuhan pada produk murabahah berimplikasi 
pada keharusan pengawasan terhadap pelaksanaan kepatuhan pada prodak tesebut. 
Pengawasan terhadap kepatuhan syariah pada prodak murabahah merupakan 
tindakan untuk memastikan bahwa BMT yang ada di Kabupaten Ogan Komering 
Ilir Melalui tindakan pengawasan, mendasarkan diri pada ketentuan syariah. 


Kesimpulan 

Berdasarkan hasil peneliti analisis sharia compliance pada pembiayaan 
murabahah di BMT di Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah sesuai dengan prinsip- 
prinsip Islam dan Fatwa DSN-MUI, dapat dilihat dari beberapa unsur telah sesuai 
dengan akad murabahah yang merupakan kegiatan jual beli antara pembeli (nasabah) 
dan penjual (BMT), dimana BMT membiayai keseluruhan atau sebagian barang yang 
akan dibeli nasabah dengan menambahkan keuntungan melalui kesepakatan antara 
kedua pihak dari perolehan harga barang tersebut. 

Namun ada unsur lain yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN- 
MUI tentang pembiayaan murabahah, yaitu beberapa BMT melaksanakan akad 
murabahah dengan nasabah untuk melakukan sendiri pembelian barang atau BMT 
memberikan uang secara langsung kepada nasabah disertai akad wakalah, namun yang 
menjadi permasalahan disini ialah barang yang menjadi pembiayaan belum ada ketika 
akad dilaksanakan sehingga tidak terjadi transaksi jual beli secara riil melainkan terjadi 
jual beli uang bukan jual beli barang dan tidak ada kepemilikan atas barang oleh BMT 
yang merupakan syarat mutlak murabahah. 

Disamping itu banyak dari nasabah belum paham mengenai keseluruhan 
pembiayaan termasuk pembiayaan murabahah, mereka hanya beranggapan bahwa 
sistem pembiayaan di BMT lebih menguntungkan dari pada sistem kredit di bank 
konvensional. Oleh karena itu BMT sebaiknya harus menjaga praktik pembiayaan 
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murabahah yang sudah berjalan sesuai dengan prinsip syariah, jangan sampai 
menyimpang dari ketentuan ketentuan yang ada. lebih dari itu kurang optimalnya 
pembiayaan yang lain harus lebih di upayakan, dengan memberikan pemahaman yang 
lebih luas kepada nasabah yang menjadi anggota BMT. 
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Abstract 

This study discusses the protection of the law in it conducting the eradication of 
bankrupt property. The type of research that this research is normative. By using the 
sources - data sources of books literature and legislation that applies. In this study, 
the method of data analysis method qualitatively with data which is then processed 
into the results of research. The results of the study can be concluded that the duties 
and responsibilities of curators in the eradication of bankrupt property are very 
heavy. Curators are often districts or reporting both criminal and civil in their 
wrongdoing. This suggests that the protection of the curatorial profession is still 
lacking and there is no clear hukuum to protect the curator. 


Keywords: legal protection; curator; bankrupt 


Abstrak 

Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap kurator dalam 
melakukan pemberesan harta pailit. Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu normatif dengan menggunakan sumber — sumber data yaitu 
buku- buku literatur dan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini, 
menggunakan metode analisis data secara kualitatif dengan mengumpulkan data 
yang kemudian diolah menjadi sebuah hasil penelitian. Hasil penelitian dapat 
disimpulkan bahwa tugas dan tanggung jawab kurator dalam melakukan 
pemberesan harta pailit sangat berat. Kurator kerap kali mendapatkan gugatan atau 
pelaporan baik secara pidana maupun perdata dalam melaksanakan pekerjaannya. 
Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap profesi kurator masih kurang 
dan belum ada jaminan hukum yang jelas untuk melindungi kurator. 


Kata Kunci: perlindungan hukum; kurator; bangkrut 


Pendahuluan 
Krisis ekonomi merupakan peristiwa yang menyebabkan ekonomi pasar dunia 


mengalami keruntuhan dan mempengaruhi sektor lainnya di seluruh dunia. Dalam 
menangani krisis ekonomi tersebut, para penguasaha selaku debitur melakukan upaya 
yang berkaitan dengan rekonstruksi utang yang tujuan utamanya adalah 
mempertahankan perusahaannya untuk dapat menjalankan usahanya dengan cara 
memberikan kesempatan kepada perusahaan-perusahaan yang mempunyai utang kepada 
kreditur yang telah dapat ditagih dan belum dapat membayar tetapi usahanya 
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mempunyai prospek yang baik untuk mendapat kelonggaran dengan waktu yang wajar 
dari kreditur guna untuk dapat melunasi utang-utangnya. Kurator adalah Balai Harta 
Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus 
dan membereskan harta Debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai 
dengan Undang-Undang ini, lalu dalam Pasal-pasal 70 ayat 2 Undang-Undang 
Kepailitan Kurator yang dimaksud dalam Undang-Undang ini adalah orang 
perseorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia dan memiliki 
keahlian khusus sebagaimana diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit 
dan telah terdaftar pada Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. 

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit, kuratorlah yang melakukan 
pengurusan dan pemberesan harta kepailitan. Kurator wajib memastikan bahwa semua 
tindakan yang dilakukan adalah untuk kepentingan harta pailit. Banyak hambatan yang 
ditemui kurator, antara lain terkait dengan kepastian hukum terhadap profesi ini yaitu 
belum adanya jaminan hukum yang jelas untuk melindungi tugas Kurator yang 
mempersulit pelaksanaan tugasnya. Tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepada 
kurator begitu banyak. Ketika menjalankan tugasnya sering kali Kurator mendapat 
hambatan-hambatan baik yang berupa tindakan non-kooperatif maupun tindakan yang 
bersifat psikologis yang dilakukan oleh debitor pailit maupun kreditor pailit. Hambatan 
yang dihadapi oleh kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit dapat berdampak 
pada adanya pelaporan baik secara pidana maupun perdata. Salah satu contoh nyata 
terjadi pada Tim Kurator PT Surabaya Agung Industri Pulp&Kertas Tbk (Dalam Pailit), 
yang digugat secara perdata oleh Atsushi Uchida selaku Direktur dari SAN-MIC. 

Tim Kurator PT Surabaya Agung Industri Pulp&Kertas Tbk (Dalam Pailit) 
digugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menghalangi penggugat 
untuk mengambil atau menguasai kembali barang milik penggugat yang tidak termasuk 
dalam harta pailit PT SAIP yang berada di gudang property milik PT SAIP. 
Berdasarkan hasil pemeriksaan di pengadilan, Majelis Hakim Pengadilan Niaga 
Surabaya dalam amar putusannya menyatakan Tergugat Tim Kurator PT Surabaya 
Agung Industri Pulp&Kertas Tbk (Dalam Pailit) dinyatakan secara sah tidak bersalah 
melakukan perbuatan melawan hukum. 

Berdasarkan contoh kasus tersebut, dapat diketahui bahwa ternyata profesi kurator 
sangat mudah dipermasalahkan baik pidana maupun perdata dalam melakukan tugas 
dan tanggung jawabnya dalam pemberesan harta pailit. Oleh karena itu dalam 
menjalankan tugas dan wewenangnya kurator memerlukan adanya perlindungan hukum. 
Perlindungan Hukum yang dimaksud adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi 
manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada 
masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum 
atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah upaya hukum adalah berbagai upaya 
hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, 
baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak 
manapun. Keterkaitannya dengan kurator, kurator telah melaksnakan tugas dan 
wewenang yang diberikan kepadanya dengan semaksimal mungkin namun sering 
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dianggap merugikan pihak tertentu. Lalu, bagaimanakah bentuk perlindungan hukum 
bagi kurator dalam menjalankan tugasnya dalam membereskan harta kepailitan yang 
dianggap merugikan pihak tertentu, kejelasan dari permasalahan ini harus ada sehingga 
kemungkinan konflik yang terjadi kedepannya dapat dihilangkan Berdasarkan uraian 
tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk memberikan judul yaitu “Perlindungan 
Hukum Terhadap Kurator dalam Melakukan Pemberesan Harta Pailit ”. 


Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 


Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini merupakan 
penelitian hukum normatis atau bisa dikenal dengan penelitian hukum doktrinal 
(doctrinal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 
pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum 
sekunder, dan bahan hukum tersier. 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, segala penelitian yang berkaitan dengan 
hukum (legal research) adalah normatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian 
normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data 
sekunder atau bahan-bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. 

2. Jenis Data 

Bahan atau materi dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang 
diperoleh melalui studi kepustakaan, dengan cara membaca, menelaah dan mengutip 
terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan 
penelitian (Soekanto, 2007). 

3. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah dengan cara studi 
kepustakaan, yaitu merupakan pengumpulan data dengan jalan mempelajari buku, 
makalah, surat kabar, majalah artikel, internet, hasil penelitian dan peraturan 
perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Semua ini 
dijadikan pedoman dan landasan dalam penelitian. 

4. Metode Analisis Data 

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data 
yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini, data 
yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. 
Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan Penelitian Kualitatif yaitu analisa 
bahan hukum yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, maka bahan hukum 
yang dirasa cukup, dikumpulkan, disusun, dan dikelompokkan, kemudian dianalisis 
berdasarkan pendekatan-pendekatan tersebut sehingga menghasilkan data yang baik 
dan benar sesuai dengan bahan data yang digunakan. 

5. Prosedur Melakukan Penelitian Normatif 

Langkah awal dalam melakukan penelitian normatif yakni yang pertama, 

menentukan dan mengidentifikasi permasalahan atau isu hukum nya. Kedua, 
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mengidentifikasi peraturan atau hukum yang berlaku yang mengatur mengenai 
permasalahan atau isu hukum tersebut. Ketiga, menganalisis bagaimana aturan 
tersebut diterapkan pada permasalahan tersebut. Keempat, memberikan kesimpulan 
akhir hasil analisa hukum. 


Hasil dan Pembahasan 
1. Kedudukan Pihak Kurator dalam Perkara Kepailitan 

a. Tanggung Jawab Kurator dalam Perkara Kepailitan 

Seorang kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit harus jeli dan 
teliti dalam membaca peluang, karena kurator disini bukan hanya seorang tukang 
yang menjual aset harta debitor yang pailit, akan tetapi mengelola harta tersebut 
sebaik mungkin sehingga semua utang yang di miliki oleh debitor dapat terlunasi 
semuanya. Selain itu, kurator juga harus mengacu kepada asas-asas yang terdapat 
dalam UUK-PKPU, asas-asas tersebut adalah Asas Keseimbangan, Asas 
kelangsungan Usaha. Mengenai jangka waktu proses pengurusan dan pemberesan 
harta pailit hingga saat ini belum ada peraturan maupun undang-undang yang 
mengaturnya. Oleh karena itu terkait jangka waktu proses pengurusan dan 
pemberesan harta pailit sangatlah tergantung dengan kualitas kurator, kinerja 
kurator dan kerumitan kasus pailit yang sedang di tangani. 

Menurut sifatnya, Kurator dapat melakukan perbuatan melawan hukum 
sehingga ia juga bertanggung jawab atas nama dirinya terhadap kerugian yang 
diderita oleh pihak ketiga. Hal ini jika tindakan Kurator yang merugikan harta 
pailit dan pihak ketiga tersebut merupakan tindakan diluar kewenangan Kurator 
yang diberikan padanya oleh undang-undang, tidak dapat dibebankan pada harta 
pailit, dan merupakan tanggung jawab Kurator secara pribadi. Sebaliknya, 
tindakan Kurator yang dilakukan sesuai dengan kewenangan yang diberikan 
kepadanya oleh undang-undang dan dilakukan dengan itikad baik, namun karena 
hal-hal diluar kekuasaan Kurator ternyata merugikan harta pailit, tidak dapat 
dipertanggung jawabkan secara pribadi kepada Kurator dan kerugian tersebut 
dapat dibebankan pada harta pailit. Jerry Hoff mengungkapkan bahwa tanggung 
jawab Kurator tersebut lebih berat atau bahkan sama saja dengan ketentuan yang 
diatur dalam pasal 1365 B.W. (perbuatan melawan hukum). 

b. Kedudukan Hukum Kurator dalam Melakukan Pemberesan Harta Pailit yang 
Berimplikasi Gugatan Secara Perdata Menurut UU no. 37 Tahun 2004 Tentang 
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 

Kaitannya dengan permasalahan pertama dalam penelitian ini, yaitu tentang 
bagaimana Kedudukan Hukum Kurator dalam Melakukan Pemberesan Harta 
Pailit yang Berimplikasi Gugatan Secara Perdata Menurut UU no. 37 Tahun 2004 
Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, peneliti akan 
menguraikan perkara perdata atas eksekusi budel pailit yang dilakukan oleh Tim 
Kurator PT. Surabaya Agung Industry Pulp & Kertas Tbk (Dalam Pailit) 
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sebagaimana dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung No. 10/Pdt.Sus-Gugatan 
Lain-lain/2014/PN.Niaga.Sby. 

Perkara Tim Kurator PT. Surabaya Agung Industry Pulp & Kertas Tbk 
(Dalam Pailit) yang dikaji dalam penelitian ini sebenarnya berawal dari perkara 
kepailitan, namun pada akhirnya memasuki ranah gugatan perkara perdata. 
Adanya perkara perdata yang menimpa Tim Kurator PT. Surabaya Agung 
Industry Pulp & Kertas Tbk (Dalam Pailit) tersebut di atas, sebagaimana dimuat 
dalam Putusan Mahkamah Agung No.  10/Pdt.Sus-Gugatan Lain- 
lain/2014/PN.Niaga.Sby, memberikan gambaran ternyata hukum perdata ada 
dimana-mana. Kenyataan-kenyataan ini pada akhirnya kembali mempertanyakan 
tentang eksistensi kedudukan kurator dalam UU Kepailitan dan PKPU. Dengan 
kata lain, bagaimana kedudukan kurator dalam melakukan eksekusi budel pailit 
yang berimplikasi pada pelaporan secara perdata sebagaimana yang menimpa No. 
10/Pdt.Sus-Gugatan Lain-lain/2014/PN.Niaga.Sby. Menurut UU Kepailitan dan 
PKPU, meskipun ditunjuk oleh pengadilan, kurator tetap diusulkan oleh pemohon 
pailit. Namun dalam bertugas, kurator tidak bertindak untuk kepentingan 
pemohon pailit melainkan untuk kepentingan budel pailit. Intinya, kurator tidak 
melulu lebih mendahulukan kepentingan kreditor pemohon pailit, tetapi harus adil 
juga terhadap debitor. 

Sehubungan dalam konteks ini, maka kedudukan kurator dalam 
melaksanakan tugasnya harus independen dan tidak mempunyai benturan 
kepentingan dengan debitor atau kreditor. Menurut Pasal 15 ayat (3) UU 
Kepailitan dan PKPU, disebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut 
kurator harus independen dengan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan 
debitor atau kreditor. Dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan 
PKPU, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “independen dan tidak 
mempunyai benturan kepentingan” adalah kelangsungan keberadaan kurator tidak 
tergantung pada debitur atau kreditor dan kurator tidak memiliki kepentingan 
ekonomis yang sama dengan kepentingan ekonomis debitur atau kreditor. 
Ketentuan Pasal 15 ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU tersebut sama dengan bunyi 
ketentuan Pasal 234 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yang menyebutkan bahwa 
Pengurus yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 ayat (2) UU 
Kepailitan dan PKPU harus independen dan tidak memiliki benturan kepentingan 
dengan debitor atau kreditor. Kurator yang melakukan pelanggaran atas ketentuan 
ini dapat dikenai sanksi baik pidana maupun perdata sesuai dengan peraturan 
perundangundangan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 234 ayat (2) UU Kepailitan 
dan PKPU. Berdasarkan ketentuan Pasal 234 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU 
tersebut, kurator dalam melakukan eksekusi budel pailit yang terbukti tidak 
independen dapat berimplikasi pada adanya pelaporan secara pidana terhadap 
dirinya. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 234 
ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, diketahui bahwa kedudukan kurator dalam 
melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit harus independen dan 
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tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor. Nilai-nilai 
independensi pada dasarnya berfungsi agar kurator terhindar dari penjatuhan 
sanksi pidana. Di samping harus independen, kedudukan Kurator Iskandar Tim 
Kurator PT. Surabaya Agung Industry Pulp & Kertas Tbk (Dalam Pailit) dalam 
melakukan eksekusi budel pailit merupakan sebuah profesi hukum. Sebagai 
profesi, kedudukan Tim Kurator PT. Surabaya Agung Industry Pulp & Kertas Tbk 
(Dalam Pailit) dalam melakukan eksekusi budel pailit terikat pada kode etik 
profesi kurator. Secara garis besar, ada 3 (tiga) hal yang mendasari suatu profesi 
yaitu pertama, based on knowledge, dan bukan atas dasar common sense. Artinya, 
suatu profesi diperoleh dari adanya proses belajar keilmuan secara 
berkesinambungan. Kedua, memiliki skill yaitu tidak sekedar memiliki 
pengetahuan, namun pengetahuan tersebut harus didukung oleh suatu keahlian. 
Ketiga, terikat oleh adanya suatu standar moral, di mana hal ini berkaitan erat 
dengan nilai-nilai etika. Sebagai sebuah profesi, maka Tim Kurator PT. Surabaya 
Agung Industry Pulp & Kertas Tbk (Dalam Pailit) akan terikat pada etika moral. 
Menurut Bertens, moral juga membutuhkan hukum, sebab moral akan 
mengawang-awang saja kalau tidak diungkapkan dan dilembagakan dalam 
masyarakat, seperti halnya yang terjadi dengan hukum pidana ada larangan jangan 
membunuh, jangan menipu, tidak saja merupakan larangan moral, tapi perbuatan- 
perbuatan itu dilarang juga menurut hukum, dan orang yang melakukannya pun 
juga harus dihukum dengan tegas. Hukum juga mengatur konsekuensi- 
konsekuensi lebih mendetail dari prinsip-prinsip moral. 
2. Perlindungan Hukum Bagi Kurator 

a. Akibat Hukum yang Timbul Bagi Kurator dalam Melakukan Pemberesan 
Harta Pailit yang Berimplikasi Gugatan Secara Perdata Menurut UU no.37 
Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang. 

Terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit, debitor pailit kehilangan 
haknya untuk mengurusi dan mengelola harta milik yang termasuk boedel 
kepailitan. Kuratorlah yang melakukan pengurusan dan pemberesan harta 
kepailitan tersebut. (Usman, 2004). Dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 
Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 1 angka 
5 menyatakan Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan 
yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor 
Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang ini. 
Dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan 
(UUK) yang menyebutkan bahwa “Tugas kurator adalah melakukanpengurusan 
dan/atau pemberesan harta pailit”. Menurut Jerry Hoft, tujuan kepailitan adalah 
untuk membayar hak para kreditur yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan 
tingkat urutan tuntutan mereka. 

Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakan yang dilakukan adalah 
untuk kepentingan harta pailit. Banyak hambatan yang ditemui kurator, antara lain 
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terkait dengan kepastian hukum terhadap profesi ini yaitu belum adanya jaminan 
hukum yang jelas untuk melindungi tugas Kurator yang mempersulit pelaksanaan 
tugasnya, diantaranya, seorang kurator seringkali menghadapi permasalahan 
dalam proses pelaksanaan putusan pailit, dimana debitur pailit tersebut tidak 
tunduk pada putusan Pengadilan, dan bahkan terus melakukan transaksi bila 
kurator datang, kurator tersebut bahkan diusir dan terhadap debitur ini tidak ada 
akibat atau sanksi apa-apa dari pengadilan. 

Kurator dilaporkan oleh Debitur Pailit, Pihak Ketiga ataupun Kuasa 
Hukumnya, bahwa Kurator telah melakukan perbuatan melawan hukum bukanlah 
merupakan peristiwa yang kerap terjadi pada Profesi Kurator. Karena pada 
dasarnya sudah menjadi hak setiap orang atau badan hukum yang merasa 
dirugikan dapat melakukan tindakan hukum berupa gugatan maupun pelaporan 
atas ke rugian yang diderita oleh orang yang memiliki kepentingan sebagai akibat 
dari perbuatan Kurator. 

Hanya saja akibat gugatan tehadap Kurator, dapat menimbulkan waktu 
pemberesan yang semakin lama dikarenakan aset tidak dapat dilelang atau dijual 
dalam jangka waktu cepat sehingga biaya yang dikeluarkan untuk pengamanan 
aset selama perselisihan terjadi menjadi tanggungan Kurator secara pribadi. Selain 
itu juga dapat menimbulkan ketidak pastian mengenai pembayaran piutang bagi 
para kreditor setelah adanya putusan pailit terkait aset yang masih diperebutkan 
Kurator dan debitor pailit. 36 Pasal 5 ayat (2) 

Etik Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia memberikan kewenangan 
Kurator dalam melaksanakan tugasnya selama pemberesan dan pengurusan harta 
pailit. Ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada 
Kurator dalam melaksanakan tugasnya, meskipun kewenangan dalam 
melaksanakan tugas tesebut, di lapangan tidak dapat berjalan sesuai harapan 
dikarenakan banyaknya kendala yang harus dihadapi oleh Kurator selama 
pemberesan harta pailit. Mulai dari sulitnya mengeksekusi harta pailit yang 
dikuasai pihak lain kemudian debitor pailit atau kreditor nakal yang melakukan 
gugatan dengan berbagai alasan dengan tujuan mengeluarkan sebagian harta dari 
budel pailit ini yang sampai sekarang masih menjadi masalah bagi Kurator dalam 
pengurusan dan pemberesan harta pailit. 

b. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Kurator dalam Melakukan Pemberesan 
Harta Pailit yang Berimplikasi Gugatan Secara Perdata Menurut UU no. 37 
Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran 
Utang 

Dilaporkan oleh Debitur Pailit, Pihak Ketiga ataupun Kuasa Hukumnya, 
bahwa Kurator telah melakukan perbuatan melawan hukum bukanlah merupakan 
peristiwa yang kerap terjadi pada Profesi Kurator. Mengingat tugas berat seorang 
Kurator yang dituntut dengan cermat, dimana tugas tersebut sangat dipengaruhi 
oleh lingkungan sekitarnya, maka hal yang juga menjadi sangat penting ialah 
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jaminan perlindungan hukum bagi seorang Kurator dari hal-hal yang dapat 
menganggu pelaksanaan tugasnya. 

Melihat hal tersebut perlu suatu bentuk nyata perlindungan hukum bagi para 
Kurator, baik dengan adanya suatu aturan khusus tentang perlindungan terhadap 
Kurator yang sedang menjalankan tugasnya dan juga peran aktif aparat hukum 
untuk memberikan perlindungan bagi para Kurator. Menghadapi tindakan Debitur 
Pailit, Pihak Ketiga yang beritikad tidak baik atas pelaksanaan tugas Kurator, di 
antaranya atas pelaporan kepada pihak kepolisian. 

Perlindungan hukum bagi Kurator berdasarkan UU No. 37/2004 yaitu, 
debitor tidak dapat menghalangi ataupun melakukan tindakan-tindakan penolakan 
terhadap kehadiran Kurator yang bertugas, dikarenakan kewenangan untuk 
melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh Kurator untuk 
melaksanakan tugas dan kewenangannya telah diatur dalam UU No. 37/2004. 
Apabila ketentuan Pasal 24 dipatuhi oleh debitor pailit tentunya Kurator tidak 
akan kesulitan untuk pelaksanaan tugas dan kewenangannya. Kurator bergerak 
untuk pelaksanaan tugasnya setelah ada putusan Pengadilan Niaga dan karenanya 
punya kewenangan yang diatur oleh UU No. 37/2004. 

Ada 3 (tiga) organisasi Kurator di Indonesia, ada Ikatan Kurator dan 
Pengurus Indonesia (IKPI), Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) dan 
Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI). Pada prinsipnya ada 
perlindungan hukum bagi setiap anggota Organisasi tersebut, tetapi masih 
menggunakan mekanisme melalui lembaga Dewan Kehormatan, jadi apabila ada 
yang merasa dirugikan dan ingin meminta bantuan hukum dapat melakukan 
permohonan melalui Dewan Kehormatan dan selama ini sarana tersebut jarang 
dipergunakan oleh Kurator. Kode etik AKPI Pasal 5 menyebutkan bahwa AKPI 
wajib untuk memberikan perlindungan dalam hal terjadi ketidakadilan terhadap 
anggota sehubungan dengan pekerjaannya sebagai Kurator, perlindungan itu 
diberikan dalam bentuk misalkan bagi setiap anggota yang mengalami masalah 
hukum diberikan upaya hukum berupa pendampingan bagi Kurator yang digugat 
maupun dilaporkan oleh debitor pailit maupun kreditor secara cuma-cuma. 

Mengenai perlindungan terhadap gugatan maupun pelaporan yang dilakukan 
oleh debitor maupun kreditor pailitnya terhadap Kurator, sepanjang dapat 
dibuktikan bahwa kurator tidak melakukan penyimpangan, maka tentunya mereka 
akan bebas dari segala tuntutan maupun ganti rugi terhadap kerugian yang 
ditimbulkan, Kurator akan terlindungi secara otomatis dengan syarat kurator 
tersebut melakukan tugasnya sesuai prosedur yang diatur oleh UU No. 37/2004 
dalam melaksankan pemberesan maupun pengurusan harta pailit. tetapi dalam hal 
lain perlu satu bentuk aturan yang termuat didalam ketentuan UU No. 37/2004 
yang mendetail mengenai hal-hal apa saja yang tidak dapat dilakukan oleh 
Kurator, misalkan dalam ketentuan Pasal 72 yang menyebutkan bahwa Kurator 
harus bertanggungjawab terhadap kelalaian dalam melaksanakan tugasnya, aturan 
tersebut tidak memberikan pejelasan kelalaian yang seperti apa yang dapat 
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dikenakan terhadap Kurator, sehingga Kurator dapat dikatakan lalai dalam 
melaksanakan tugasnya. Tidak secara khusus UU No. 37/2004 mengatur 
mengenai perlindungan hukum terhadap Kurator. Bukan berarti Kurator tidak 
mempunyai perlindungan hukum dalam melaksanakan kewenangannya, apabila 
dalam hal Kurator dapat dengan mudah melaksanakan tugasnya untuk 
kepentingan para kreditor dan debitor pailit sesuai ketentuan UU No. 37/2004. 
Artinya kebebasan Kurator dalam melaksanakan tugasnya membereskan harta 
pailit sesuai aturan, maka Kurator dilindungi kewenangannya oleh undang- 
undang, termasuk sikap independensi Kurator dalam melaksanakan tugasnya. 
Jaminan perlindungan hukum juga sudah diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 
1945 yang menyebutkan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 
hadapan hukum”. Terkait gugatan yang dilakuan debitor pailit maupun kreditor 
terhadap kewenangan Kurator dalam melaksanakan pemberesan dan pengurusan 
harta pailit, Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, memberikan pijakan dasar dan 
perintah konstitusi untuk menjamin setiap warga Negara, untuk mendapatkan 
akses terhadap warga negara untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di 
hadapan hukum. Apabila Kurator mengalami permasalahan hukum dalam 
menjalankan tugasnya maka Kontitusi negara, yaitu UUD 1945 sudah 
memberikan jaminan perlindungan tersebut dan AKPI sebagai salah satu 
organisasi juga telah mempersiapkan perlindungan hukum terhadap anggotanya 
yang mendapatkan permasalahan hukum didalam menjalankan profesi sebagai 
Kurator ataupun pengurus, yaitu dengan adanya Bidang Advokasi (perlindungan 
hukum) di dalam susunan bidang kepengurusan AKPI. Bidang Advokasi ini 
khusus memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma terhadap anggota AKPI 
yang terjerat permasalahan hukum didalam menjalankan tugasnya sebagai Kurator 
maupun Pengurus. 
3. Analisis Mengenai Penelitian Sejenis 
Penelitian ini berjudul perlindungan hukum terhadap kuratpr dalam melakukan 
pemberesan harta pailit. Dalam penelitian terdahulu sudah ada penelitian yang 
sejenis. Penelitian terdahulu yang sejenis berfungsi sebagai bahan bacaan yang dapat 
dipakai sebagai acuan dalam penelitian ini. Penelitian ini lebih spesifik membahas 
perlindungan hukum terhadap kurator dalam melakukan pemberesan harta pailit yang 
berimplikasi pada gugatan secara perdata. Penelitian terdahulu yang sejenis sudah 
ada yang membahas mengenai perlindungan hukum bagi kurator namun belum 
spesifik pada yang berimplikasi gugatan secara perdata. 


Kesimpulan 

Kurator adalah profesi yang diangkat oleh Pengadilan Niaga untuk melakukan 
pengurusan dan pemberesan harta pailit. Profesi Kurator digunakan untuk kepentingan 
dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan 
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efektif maka profesi Kurator sangat dibutuhkan sebagai pihak yang berwenang untuk 
melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta. Meskipun tugas dan 
kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang sudah cukup luas, namun dalam 
praktiknya seorang kurator seringkali menghadapi permasalahan dan hambatan- 
hambatan dalam proses pelaksanaan putusan pailit, dimana debitur pailit tersebut tidak 
tunduk pada putusan Pengadilan. Kedudukan kurator dalam melakukan eksekusi budel 
pailit dapat berimplikasi pada pelaporan secara perdata maupun pidana jika dalam 
menjalankan tugasnya kurator terbukti tidak independen dan mempunyai benturan 
kepentingan dengan debitor atau kreditor. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 225 ayat (2) 
UU Kepailitan dan PKPU. Mengenai perlindungan terhadap gugatan maupun pelaporan 
yang dilakukan oleh debitor maupun kreditor pailitnya terhadap Kurator, sepanjang 
dapat dibuktikan bahwa kurator tidak melakukan penyimpangan, maka tentunya mereka 
akan bebas dari segala tuntutan maupun ganti rugi terhadap kerugian yang ditimbulkan, 
Kurator akan terlindungi secara otomatis dengan syarat kurator tersebut melakukan 
tugasnya sesuai prosedur yang diatur oleh UU No. 37/2004 dalam melaksankan 
pemberesan maupun pengurusan harta pailit. 

Bentuk perlindungan hukum bagi kurator dalam melakukan pemberesan harta 
pailit yang berimplikasi pada gugatan secara perdata yaitu dengan adanya organisasi 
yang menaungi kurator. Di Indonesia ada 3 (tiga) organisasi Kurator, ada Ikatan Kurator 
dan Pengurus Indonesia (IKPI), Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) dan 
Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI). Pada prinsipnya ada perlindungan 
hukum bagi setiap anggota Organisasi tersebut, tetapi masih menggunakan mekanisme 
melalui lembaga Dewan Kehormatan, jadi apabila ada yang merasa dirugikan dan ingin 
meminta bantuan hukum dapat melakukan permohonan melalui Dewan Kehormatan 
dan selama ini sarana tersebut jarang dipergunakan oleh Kurator. Kode etik AKPI Pasal 
5 menyebutkan bahwa AKPI wajib untuk memberikan perlindungan dalam hal terjadi 
ketidakadilan terhadap anggota sehubungan dengan pekerjaannya sebagai Kurator, 
perlindungan itu diberikan dalam bentuk misalkan bagi setiap anggota yang mengalami 
masalah hukum diberikan upaya hukum berupa pendampingan bagi Kurator yang 
digugat maupun dilaporkan oleh debitor pailit maupun kreditor secara cuma-cuma. 


BIBLIOGRAFI 


Aisyahdie, Zaeni dan Budi Sutrisno. (2013). Hukum Perusahaan dan Kepailitan. 
Jakarta: Erlangga. Google Scholar 


Fuady, Munir. (2017). Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek. Bandung: PT. Citra 
Aditya. Google Scholar 


Ginting, Elyta Ras. (2018). Hukum Kepailitan : Teori Kepailitan. Jakarta: Sinar 
Grafika. Google Scholar 


Hartanto, J. Andy. (2015). Hukum Jaminan Dan Kepailitan. Surabaya: Laksbang 
Justitia Surabaya. Google Scholar 


Syntax Idea, Vol. 3, No. 5, Mei 2021 1005 


Perlindungan Hukum terhadap Kurator dalam Melakukan Pemberesan Harta Pailit 


Nainggolan, Bernard. (2014). Peranan Kurator Dalam Pemberesan Boedel Pailit. 
Jakarta: Alumni. Google Scholar 


Nur, Aco. (2015). Hukum Kepailitan. Jakarta: PT. Pilar Yuris Utama. 


Nurdin, Andriani. (2012). Kepailitan BUMN Persero; Berdasarkan Asas Kepastian 
Hukum. Bandung; Alumni. Google Scholar 


Sinaga, Syamsudin M. (2012). Hukum Kepailitan Indonesia. Jakarta: Tatanusa. Google 
Scholar 


Sjahdeini, Sutan Remy. (2015). Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan : 
Memahami Undang- Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan dan 


Penundaan Kewajiban Pembayaran. Jakarta: Kencana. Google Scholar 


Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2011). Penelitian Hukum Normatif Suatu 
Tinjauan Singkat. Jakarta: Raya Grafindo Persada. Google Scholar 


Suratman, H. Philips Dillah. (2013). Metode Penelitian Hukum. Bandung: Alfabeta. 
Google Scholar 


Suryonto, Danang (2016). Aspek Hukum Dalam Bisnis. Yogyakarta: Danang Medika. 
Google Scholar 


Suyatno, R. Anton. (2012). Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: 
Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan. Jakarta: Kencana. Google Scholar 


Puang, Victorianus M.H. Randa. (2011). Penerapan Asas Pembuktian Sederhana 
Dalam Penjatuhan Putusan Pailit. Bandung: Satu Nusa. 


Wijaya, Andika. (2017). Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan 
Pembayaran Secara Praktis. Bandung: PT Cltra Aditya Bakti. Google Scholar 
Copyright holder: 
Alma Safira (2021) 


First publication right: 
Journal Syntax Idea 


This article is licensed under: 


1006 Syntax Idea, Vol. 3, No. 5, Mei 2021 


Syntax Idea: p-ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X 
Vol. 3, No. 5, Mei 2021 





PERAN POLRI DALAM UPAYA PENEGAKAN HUKUM POSITIF 
TERHADAP MASYARAKAT HUKUM ADAT DI WILAYAH HUKUM 
PUNCAK JAYA, PAPUA 


Ary Purwanto 
Universitas Tarumanagara Jakarta, Indonesia 
Email: arypurwanto99 @ gmail.com 


Abstract 

The Puncak Jaya people are an indigenous people who still use customary law to 
resolve criminal cases. The use of customary law to settle criminal cases in Puncak 
Jaya is thought to be more successful because it can fully resolve criminal cases. 
Since the use of positive state legislation to resolve criminal proceedings is 
considered incapable of meeting the interests of both parties and may lead to tribal 
wars. Polri is a law enforcement agency tasked with maintaining stability and 
enforcing positive law in the resolution of criminal cases. The issue would then arise 
as the community is more likely to use common law to resolve criminal cases. This 
study was conducted in Puncak Jaya Regency, and it is a normative juridical study in 
which the data for this study was collected through a literature review. The state 
recognizes the existence of customary law, as specified in Article 18B paragraph (2) 
of the 1945 Constitution. Because of cultural customs, the Puncak Jaya community 
tends to resolve criminal cases using customary law. Besides, customary law is 
thought to be more able to accommodate the interests of those involved in criminal 
proceedings, owing to the presence of customary fines as punishment for customary 
offenses. The National Police, in carrying out its function as a law enforcement 
officer, must be aware of the presence of customary law as a state-recognized law 
and live in the Puncak Jaya culture. Finally, law enforcement's function is to ensure 
that all parties involved in criminal cases are satisfied. 


Keywords: customary law; the role of police; indigenous people 


Abstrak 
Masyarakat Puncak Jaya adalah masyarakat adat yang masih menggunakan hukum 
adat untuk menyelesaikan kasus pidana. Penggunaan hukum adat untuk 
menyelesaikan kasus pidana di Puncak Jaya diduga lebih berhasil karena dapat 
sepenuhnya menyelesaikan kasus pidana. Karena penggunaan undang-undang negara 
positif untuk menyelesaikan proses pidana dianggap tidak mampu memenuhi 
kepentingan kedua belah pihak dan dapat menyebabkan perang suku. Polri adalah 
lembaga penegak hukum yang bertugas menjaga stabilitas dan menegakkan hukum 
positif dalam penyelesaian kasus pidana. Masalah ini kemudian akan muncul karena 
masyarakat lebih cenderung menggunakan hukum umum untuk menyelesaikan kasus 
kriminal. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Puncak Jaya, dan merupakan kajian 
yuridis normatif di mana data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui tinjauan 
literatur. Negara mengakui adanya hukum adat, sebagaimana tertuang dalam Pasal 
18B ayat (2) UUD 1945. Karena adat budaya, masyarakat Puncak Jaya cenderung 
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menyelesaikan kasus pidana menggunakan hukum adat. Disamping itu, hukum adat 
diduga lebih mampu mengakomodasi kepentingan mereka yang terlibat dalam proses 
pidana, karena adanya denda adat sebagai hukuman atas pelanggaran adat. Polri, 
dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat penegak hukum, harus mewaspadai 
kehadiran hukum adat sebagai hukum yang diakui negara dan hidup dalam budaya 
Puncak Jaya. Terakhir, fungsi penegak hukum adalah memastikan semua pihak yang 
terlibat dalam kasus pidana merasa puas. 


Kata Kunci: hukum adat; peran polisi; masyarakat adat 


Pendahuluan 

Perjalanan sejarah berlakunya hukum di Indonesia mencatat bahwa banyak para 
ahli hukum justru mempelajari hukum adat sebagai hukum yang hidup di masyarakat 
Indonesia (Abubakar, 2013). 

Keberadaan hukum adat di Indonesia diakui oleh negara, hal tersebut dapat dilihat 
dalam pasal 18 B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai hasil 
amandemen kedua, yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati 
kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang 
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Hukum adat di Indonesia 
merupakan pencerminan dari kepribadian bangsa, yang merupakan penjelmaan jiwa 
bangsa tersebut dari abad ke abad. Adat yang dimiliki oleh daerah-daerah adalah 
berbeda-beda, meskipun dasar Negara sifatnya satu yaitu ke-Indonesiannya. Hal 
tersebut juga yang menjadi landasan akan adanya semboyan Bhineka Tunggal Ika, yang 
memiliki arti berbeda-beda, tetapi tetap satu (Ismi, 2012). 

Di wilayah Papua, dalam menyelesaikan sengketa pidana masyarakat masih 
identik untuk menggunakan hukum adat. Penyelesaian sengketa dengan hukum adat 
bukanlah tanpa alasan, mengingat masyarakat Papua bisa dikatakan sedikit lebih 
tradisional dibandingkan dengan suku lain yang ada di Indonesia. Penerapan hukum 
adat juga dilaksanakan untuk meminimalisir konflik selanjutnya yang mungkin saja 
terjadi. Polisi Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang berperan dalam 
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta 
memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam 
rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Hal tersebut seperti yang tertuang dalam 
Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (Purba, 2011). 
Sebagai aparat penegak hukum yang berperan dalam upaya penegakan hukum, maka 
peran Polri sangat penting dalam penegakan hukum positif nasionai terkait penyelesaian 
perkara pidana di Papua. Namun kemudian akan muncul masalah ketika masyarakat 
cenderung untuk lebih menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan masah pidana 
alih-alih menggunakan hukum positif Negara, dalam hal ini berdasarkan kepada hukum 
pidana. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Papua khususnya masyarakat yang tinggal 
di wilayah pegunungan merasa bahwa hukum positif Negara kurang dapat memenuhi 
kepuasan di kalangan mereka. Untuk masyarakat yang berada di wilayah pegunungan, 
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seperti kasus-kasus pidana umum yang terjadi seperti kasus penganiyaan, perzinahan 
atau bahkan pembunuhan maka penyelelesaiannya dengan cara adat, yaitu denda atau 
ganti kepala. Maka dari itu akan sangat penting untuk melihat bagaimana peran Polri 
dalam upaya penegakan hukum positif di Papua, tertutama di wilayah pegunungan 
tengah Papua (Tuharea, 2014). 


Metode Penelitian 

Peneltian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan 
maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk 
mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Kemudian 
melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang 
telah dikumpulkan dan diolah. Maka dari itu, penelitian adalah sarana bagi 
berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktriner, dimana 
penelitian ini sangat erat kaitannya dengan studi kepustakaan. Karena data-data yang 
diperoleh untuk kemudian diteliti tersebut berasal dari perpustakaan sepanjang data 
yang diperoleh mengandung kaidah hukum (Ishaq & SH, 2017). 

Untuk memahami adanya hubungan antara ilmu-ilmu hukum dengan hukum 
positif (dalam hal ini yang tertulis, oleh karena menyangkut penelitian hukum normatif; 
atau mungkin juga hukum tercatat) diperlukan suatu telaah terhadap unsur-unsur hukum 
atau “gegevens van het recht”. 

Dalam penelitian hukum, data sekunder dapat diperoleh dari tiga sumber, yaitu : 

a. Bahan hukum primer, merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat. Adapun 
bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian 
Negara Republik Indonesua Nomor 1 Tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan 
Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia (Peraturan 
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2019). Undang-undang Nomor 21 
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua, Undang-Undang Dasar 1945 DAN 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
Undangan. 

b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan 
mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini 
adalah Rancangan Undang-Undang, buku-buku, jurnal-jurnal, penelitian-penelitian 
terdahulu, hasil karya dari kalangan hukum, dan lain sebagainya. 

c. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 
terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian 
ini adalah: kamus, ensiklopedia, dan bahan lainnya. 

Penelitian ini menggunakan bahan pustaka yang berupa data sekunder sebagai 
data utamanya. Terkait dengan hal itu, maka teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini dilakuakn dengan melakukan studi pustaka dengan melakukan 
penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku tentang hukum 
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maupun topik terkait, jurnal-jurnal serta sumber online yang dapat dipertanggung 
jawabkan. 


Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif. Pada 


metode kualitatif, seluruh data yang berhasil dikumpulkan akan disortir dan 
diklasifikasikan. Kemudian data tersebut akan diintepretasikan dan disajikan dalam 
bentuk uraian yang sistematis. 


Hasil dan Pembahasan 
A. Hasil 


1. 
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Peran Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum Positif di Wilayah Puncak 
Jaya, Papua 

Masyarakat Puncak Jaya adalah masyarakat hukum adat yang sangat 
menghargai adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan yang ada. di Puncak Jaya 
Penerapan hukum adat lebih dominan diterapkan dibandingkan dengan hukum 
positif nasional. Hal tersebut terjadi karena keberadaan hukum adat sendiri sudah 
ada sejak lama dan sudah menjadi bagian dari masayarakat Puncak Jaya 
(Munandar, 2019). 

Keberadaan kepolisian sebagai aparat negara yang bertugas untuk menjaga 
ketertiban dan keamanan serta menegakkan hukum, diakui oleh masyarakat 
Puncak Jaya. Hal tersebut dapat dilihat dari peran Polisi sebagai mediator atau 
negosiator ketika terjadi kasus tindak pidana di Puncak Jaya. Polres Puncak Jaya 
melakukan upaya medisi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tidak 
pidana dengan restorative justice (Syarief, 2014). 

Dimana Kepolisian Resor puncak Jaya hanya memfasilitasi dan menjadi 
mediator tanpa boleh melakukan intervensi kepada pihak yang terlibat kasus 
tindak pidana. Karena sepenuhnya keputusan penyelesaian kasus tindak pidana 
berada pada pihak yang terlibat, pihak pelapor dan pihak terlapor. Kapolres 
Puncak jaya juga akan bertugas menjadi negosiator ketika terjadi perang antar 
suku atau perang antar kampung, Kapolres akan menjadi negosiator bersama 
dengan Dandim dan Bupati. 

Peran dari Kepolisian Resor Puncak Jaya terletak dalam upaya 
mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa dengan penerapan restorative justice. 
Walau lebih mengedepankan hukum adat dibandingkan hukum positif nasional, 
masyarakat Puncak Jaya menghargai dan mengakui keberadaan Polisi sebagai 
aparat penegak hukum. Hal tersebut bisa dilihat dari keterlibatan Polisi dalam 
upaya mendamaikan pihak yang terlibat dalam kasus tindak pidana. 

Ketika terjadi perang adat, ada masa ketika Kapolres akan memberikan 
arahan kepada masyarakat yang ikut berperang. Ketika pemerintah memberikan 
wejangan atau arahan kepada masyarakat ketika perang suku terjadi, masyarakat 
juga masih mendengarkan dengan saksama arahan tersebut. Hal tersebut 
menunjukkan bahwa masyarakat Puncak Jaya masih mengakui dan menghargai 
keberadaan pemerintah, melalui keberadaan Kapolres dan Dandim. 
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Gambar 4 
Kapolres memberikan arahan kepada pihak-pihak yang berperang 


2. Kendala yang Dihadapi Polri dalam Upaya Penegakan Hukum Positif di Puncak 
Jaya, Papua 

Masyarakat Puncak Jaya merupakan masyarakat adat yang mendiami 
wilayah di pegunungan tengah Papua, di Puncak Jaya. Masyarakat Papua dan 
yang mendiami wilayah pegunungan terutama, terkenal sebagai masyarakat yang 
sering berperang baik itu perang antar suku maupun perang antar kampung. Bisa 
dikatakan bahwa berperang adalah cara masyarakat Puncak Jaya dalam 
menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. 

Walau masyarakat Puncak Jaya sering berperang, namun tidak semua 
masalah selalu diselesaikan dengan perang kampung/ suku. Terkadap beberapa 
masalah bisa diselesaikan dengan negosiasi dan mediasi. Pada ratah inilah 
Kepolisian memiliki peranan yang penting dalam menyelesaikan masalah yang 
terjadi, sehingga jangan sampai berlanjut hingga ke perang antar suku/ antar 
kampung. Penerapan restorative justice sebagai suatu upaya yang diterapkan 
kepolisian dalam menyelesaikan kasus pidana di Polres Puncak Jaya. 

Penerapan hukum adat lebih diminati di Puncak Jaya dibandingkan dengan 
hukum positif negara. Hal tersebut dikarenakan masyarkat Puncak Jaya yang 
belum mengetahui serta memahami sepenuhnya akan keberadaan hukum positif 
nasional tersebut. Hal tersebut yang kemudian menjadi kendala bagi pihak 
kepolisian dalam menerapkan hukum positif nasional di Puncak jaya. 

Masyarakat Puncak Jaya sudah hidup dengan hukum adat sejak dahulu kala, 
jauh ke belakang sejak masa nenek moyang mereka. Lokasi Puncak Jaya yang 
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berada di pegunungan Papua dengan akses transportasi terbatas, ketiadaan fasilitas 
listrik yang memadai serta fasilitas internet menjadikan Puncak Jaya tidak dapat 
mengakses informasi yang bebas. Sangat berbeda jika dibandingkan dengan 
daerah yang memiliki akses transportasi dan ketersediaan listrik serta internet 
yang memadai. Kemudian keberadaan wilayah Puncak Jaya yang memang bisa 
dikatakan sangat jauh dari pusat pemerintahan provinsi terlebih pusat 
pemerintahan negara, menjadi alasan lainnya. 

Hal tersebut kemudian menjadi kendala lain yang mengakibatkan 
terbatasnya informasi masuk ke uncak Jaya, sehingga masyarakat tidak terbiasa 
untuk mengetahui hal-hal yang berada diluar daerah dan berada diluar dari 
kebiasaan hidup yang mereka jalani, termasuk di dalamnya keberadaan akan 
hukum positif nasional. 

Hukum adat di Papua identik dengan membayar denda sebagai hukuman 
yang berlaku bagi pelaku. Pembayaran denda dianggap sebagai ganti rugi pelaku 
kepada korban atas apa yang sudah pelaku lakukan, sebagai alat untuk mengganti 
kerusakan/ kehilangan yang disebabkan oleh pelaku. Dalam menentukan jumlah 
denda adat masyarakat Papua identik dengan mematok harga yang fantastis, 
ratusan juta hingga miliar rupiah. Uang hasil denda adat tidak hanya diberikan 
kepada korban saja, tapi juga akan diberikan kepada saudara-saudara dari korban 
yang masih satu suku atau satu kampung. Jadi jika sudah pembayaran denda adat, 
maka yang memperoleh dana adat bukan hanya korban tapi juga masyarakat satu 
kampung (Retnowulan, 2017). 

Hal tersebut yang kemudian tidak didapatkan ketika suatu kasus tindak 
pidana diselesaikan dengan hukum pidana positif nasional. Selayaknya hukuman 
dalam tindak pidana hukum positif, maka biasnaya pelaku akan dihukum dengan 
kurungan penjara bukan dengan denda uang atau denda adat. Anggapan 
masyarakat bahwa hukuman belum dilaksanakan ketika belum terjadi pembayaran 
denda adat. 

Selain memegang teguh nilai-nilai serta adat istiadat yang ada, masyarakat 
Puncak Jaya juga mempercayai dan menghormati hal-hal yang berbau mistis. Hal 
tersebut dapat dilihat ketika terjadi kasus penemuan mayat, masyarakat akan 
langsung membakar mayat yang ditemukan karena dianggap meninggalnya 
dengan tidak wajar. Jadi masyarakat percaya bahwa seseorang yang meninggal 
dengan cara tidak wajar, mayatnya harus dibakar. 

Hal tersebut tentu saja menjadi kendala bagi Polisi dalam melakukan 
tugasnya, karena tidak akan bisa lagi dilakukan olah TKP (Tempat Kejadian 
Perkara), bahkan mayat tersebut tidak akan bisa diautopsi untuk diketahui apa 
penyebab kematiannya. Padahal melakukan olah TKP sangat penting bagi polisi 
dalam menjalankan tugasnya untuk mencari tahu apa yang terjadi dengan 
kematian tersebut. 

Bakar batu merupakan suatu ritual yang sakral bagi masyarakat Papua, 
khususnya Puncak Jaya. Prosesi Bakar Batu tidak hanya dilakukan sebagai tanda 
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bahwa sudah berakhirnya perang, namun Bakar Batu juga dilakukan ketika perang 
akan dimulai. Ketika proses Bakar Batu sebelum terjadinya perang, di situ 
nantinya akan ketahuan apakah perang bisa dilanjutkan atau tidak berdasarkan 
dari tanda-tanda alam yang ditunjukkan ketika Bakar Batu dilaksanakan. Jadi 
masyarakat Papua sangat menjunjung tinggi adat istiadat serta keyakinan yang ada 
di masyarakat. 
B. Pembahasan 

1. Peran Kepolisian dalam Upaya Penegakan Hukum Positif di Wilayah 
Puncak Jaya, Papua 

Jika merujuk kepada Pasal 5 Ayat 1 UU Kepolisian, Kepolisian memiliki 
peran untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan 
hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada 
masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Penegakan 
hukum mensyaratkan polisi untuk berdiri diatas peraturan hukum (Siregar, 2014). 
Namun di sisi lain Polisi juga harus mengemban tugas sosial kemasyarakatan, 
yang mana harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Kedua 
hal tersebut menimbulkan gap di dalam implementasinya, karena di satu sisi polisi 
harus tetap melaksanakan tugasnya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 
Namun juga di satu sisi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai yang 
terkandung di masyarakat, dimana tak jarang nilai-nilai tersebut tidak sejalan 
dengan peraturan yang berlaku. Seperti yang terjadi di Puncak Jaya, Polisi sebagai 
aparat negara yang memiliki tugas untuk menegakkan hukum positif yang ada di 
dalam negara. Namun di satu sisi, Puncak Jaya merupakan wilayah yang masih 
menjunjung tinggi adat istiadat dan nilai luruh budaya. Dimana masyarakat masih 
belum mengetahui sepenuhnya akan keberadaan hukum adat, sehingga ketika 
kasus tindak pidana terjadi seringnya kasus tindak pidana tersebut akan 
diselesaikan di luar dari pada hukum positif nasional. 

Pihak kepolisian tidak bisa memaksakan bahwa suatu kasus harus 
diselesaikan dengan jalur pidana atau tidak, karena keputusan tersebut sepenuhnya 
terletak pada pihak yang terlibat kasus tindak pidana. Pihak kepolisian Puncak 
Jaya hanya sebatas menjadi mediator dari jalannya proses yang sudah disepakati 
bersama. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Puncak Jaya merupakan 
masyarakat yang masih menerapkan hukum adat dalam menyelesaikan kasus 
tindak pidana yang terjadi (Nurwijayanti, 2019). 

Penerapan hukum adat di Puncak Jaya merupakan solusi dalam 
menyelesaikan kasus tindak pidana di Puncak Jaya, mengingat masyarakat Puncak 
Jaya yang sering berperang jika merasa kepentingannya tidak diakomodir atau 
mereka tidak mendapatkan keupuasan akan suatu perkara yang terjadi. Hal 
tersebut dikarenakan masih berlakunya istilah darah dibalas darah, dan kepala 
dibalas dengan kepala di Puncak Jaya (Nurani, Absori, & Khudzaifah Dimyati, 
2019). 
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Keberadaan hukum adat diakui oleh negara, hal tersebut seperti yang tertera 
pada Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, dimana disebutkan bahwa Negara mengakui 
dan menghormati kesataun-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam 
undang-undang. Maka dari itu hukum adat yang ada di Puncak Jaya diakui 
keberadaannya oleh negara, sebagai hukum adat yang masih digunakan oleh 
masyarakat Puncak Jaya serta tidak melanggar aturan dan prinsip NKRI yang 
berada dalam konstitusi. Keberadaan hukum adat di Puncak Jaya bisa dilihat 
sebagai hukum yang menyatukan masyarakat Puncak Jaya yang sedang 
berkonflik. Kasus-kasus tindak pidana yang terjadi di Puncak Jaya akan selesai 
jika diselesaikan dengan hukum adat, hal tersebut dikarenakan masyarakat yang 
masih mengakui dan menghormati adat istiadat yang mereka miliki. 

Keberadaan hukum adat dan peradilan adat sebagai bagian dari sistem 
kehakiman yang ada di Papua juga terdapat pada Pasal 50 Ayat 1 UU Otsus 
bahwa, kekuasaan kehakiman di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Badan 
Peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian ditambahkan 
pada Ayat 2 UU yang sama bahwa, di samping kekuasaan kehakiman 
sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, diakui adanya peradilan adat di dalam 
masyarakat hukum adat tertentu. Masyarakat Kabupaten Puncak Jaya terdiri dari 
suku-suku yang mendiami wilayah pegunungan tengah Papua, yang terdiri dari 
Suku Lani/Dani, Suku Damal, Suku Dawa, Suku Wano, Suku Nduga, Suku Turu 
dan Sebagian kecil pendatang. Namun suku Dani merupakan suku mayoritas 
yang mendiami wilayah Puncak Jaya. 

Ketika terdapat suatu kasus tindak pidana di Puncak Jaya dan ada satu pihak 
yang merasa keinginannya tidak diakomodir, maka pihak tersebut akan marah- 
marah serta melakukan ancaman. Dimana hal tersebut bisa saja menyebabkan 
pecahnya perang antar suku atau perang antar kampung. Seperti yang sudah 
disebutkan di awal, bahwa masyarakat Puncak Jaya merupakan masyarakat 
komunal. Ketidakpuasan dari masyarakat ketika keinginannya tidak terpenuhi 
itulah yang kemudian dapat memunculkan satu masalah baru ketika penyelesaian 
kasus tindak pidana terjadi di Papua. Mulai dari maasalah kecil hanya ancam- 
mengamcam sampai terjadi perang suku. Hal tersebut yang kemudian menjadi 
pertimbangan pihak kepolisian Puncak Jaya, untuk mengikuti kemauan 
masyarakat agar menyelesaikan kasus tindak pidana yang terjadi di Puncak Jaya 
dengan hukum adat. Dalam memberikan kepuasan bagi semua lapisan 
masyarakat. 

Pada akhirnya fungsi hukum juga untuk memberikan kepuasan, jadi ketika 
masyarakat sudah mendapatkan kepuasan, kedua belah pihak sudah mendapatkan 
kepuasan maka bisa dikatakan bahwa polisi sudah melakukan perannya dalam 
melakukan upaya penegakan hukum. Dimana Penegakan hukum adalah proses 
dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum 
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secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan 
hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Penegakan hukum secara konkret dapat dilihat dengan berlakunya hukum 
positif di dalam praktik yang harus ditaati. Jadi memberikan keadilan di dalam 
suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto di dalam menjamin dan 
mempertahankan ditaatinya suatu hukum materiil dengan menggunakan cara 
prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Menyelesaikan kasus tindak 
pidana dengan restorative justice merupakan upaya yang dilakukan polisi untuk 
melakukan penegakan hukum dengan memberikan keadilan bagi dua pihak yang 
terlibat dalam kasus tindak pidana. 

Sudikno Mertokusumu menjelaskan bahwa dalam upaya penegakkan hukum 
terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: 

a. Kepastian Hukum (rechtssicherheit) 

Hukum haruslah dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang 
mengharapkan bahwa hukum dapat diterapkan dalam hal terjadi peristiwa 
yang konkrit. 

b. Manfaat (zweckmassigkeit) 

Manfaat sebagai pelaku dalam pelaksanaan hukum mengharapkan 
manfaat dalam pelaksanaan hukum tersebut. keberadaan hukum adalah untuk 
manusia, maka manusia juga harus mendapatkan manfaat dari hukum 
tersebut. 

c. Keadilan (gerechtigkeit) 

Dalam proses penegakan hukum, sangat penting yang namanya keadilan. 
Barang siapa yang melakukan pelanggaran terhadap hukum, maka harus 
dihukum tanpa membeda-bedakan siapa yang melanggar hukum. 

Penerapan restorative justice di Puncak Jaya sudah memenuhi unsur 
penegakan hukum yang disebutkan oleh Sudikno Martokusumo tersebut. 
Dimana penerapan keadilan restoratif dapat memberikan kepastian akan 
ditegakkannya hukum atas pelanggaran tindak pidana yang terjadi. Pelaku 
dari tindak pidana akan mempertanggung jawabkan tindakannya, mengakui 
kesalahannya, meminta maaf serta mengembalikan/ mengganti rugi 
kerusakan/ kehilangan yang dia perbuat. Sehingga hal tersebut diharapkan 
mampu untuk memberikan efek jera kepada si pelaku, agar ke depannya dia 
tidak akan melakukan tindakan yang sama lagi. Jadi dalam pelaksanaan 
keadilan restoratif ketiga unsur dalam menegakkan hukum dapat dipenuhi, 
yaitu penegakan hukum itu sendiri, manfaat yang diperoleh bukan hanya oleh 
satu pihak melainkan semua pihak. Dan yang ketiga adalah keadilan. 

2. Penegekan Hukum Positif di Puncak Jaya 

Penegakan hukum positif di Puncak Jaya dilaksanakan oleh Polri sebagai 
aparat penegak hukum yang bertugas dalam penegakan hukum. Menurut 
Baringbing, Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan segala 
keinginan-keinginan dalam hukum agar dapat menjadi suatu kewajiban yang 
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ditaati oleh masyarakat. Soerjono Soekanto menambahkan bahwa penegakan 
hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam 
kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah. Lalu sikap tindak sebagai 
rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan 
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. 

Tujuan utama dari penegakan hukum adalah untuk menciptakan, 
memelihara dan mempertahankan kedamaian yang ada di masyarakat. Restorative 
justice sebagai pendekatan dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang 
dilakukan oleh Kepolisian Resor Puncak Jaya dalam upaya penerapan hukum 
positif di Puncak Jaya. Upaya penegakan hukum di Puncak Jaya dilaksanakan 
Polri dengan menerapkan metode pendekatan keadilan restoratif. Hal tersebut 
berklandaskan kepada Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/8/VII/2018 Tanggal 27 
Juli 2018. 

Landasan diberlakukannya keadilan restoratif berlandaskan kepada 
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik 
Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman 
Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Pendekatan restorative 
justice akan menghasilkan bahwa kasus tindak pidana yang terjadi akan 
diselesaikan dengan hukum adat. 

Hukum adat adalah aturan yang tidak tertulis yang hidup di dalam 
masyarakat adat suatu daerah, dan akan tetap hidup selama masyarakatnya masih 
memenuhi hukum adat yang telah diwariskan kepada mereka dari nenek moyang 
sebelum mereka. Oleh karena itu, keberadaan hukum adat dan kedudukannya 
dalam tata hukum nasional tidak dapat dipungkiri walaupun hukum adat tidak 
tertulis dan berdasarkan asas legalitas adalah hukum yang tidak sah. Hukum adat 
akan selalu ada dan hidup di dalam masyarakat. 

Masyarakat Papua telah menerapkan hukum adat sejak jaman dahulu, 
bahkan sebelum dibentuknya Polres Puncak Jaya di Kabupaten Puncak Jaya. 
Keberadaan hukum adat sudah diwarisi masyarakat Puncak Jaya sejak jaman 
pendahulunya, sejak jaman nenek moyangnya. Hukum adat di Puncak Jaya hidup 
di dalam masyarakat dan menjadi metode yang diguanakan masyarakat dalam 
menyelesaikan kasus tindak pidana yang terjadi. 

Lawrence M. Friedman berpendapat bahwa untuk melihat berhasil atau 
tidaknya suatu penegakan hukum bergantung pada: 

1) Substansi hukum (legal substance) 

Dalam teori Lawrence, substansi hukum dikatakan sebagai sistem 
substansial yang menentukan bahwa bisa atau tidaknya hukum tersebut 
dilaksanakan. 

2) Struktur hukum/ pranata hukum (legal structure) 

Dalam teori Friedman dikatakan bahwa sistem struktural yang 

menentukan bisa atau tidaknya hukum dilaksanakan dengan baik. 
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3) Budaya hukum (legal culture) 

Hukum merupakan sikap manusia terhadap hukum yang lahir melalui 
kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya yang berkembang menjadi satu 
di dalamnya. 

Jadi menurut Lawrence, ada tiga ukuran untuk melihat berhasil atau 
tidaknya suatu penegakan hukum, yaitu 1) Substansi hukum, 2) Struktur 
hukum, dan 3) Budaya hukum. Kemudian akan dibahas secara satu persatu. 

Substansi hukum. Menurut Lawrence substansi hukum dikatakan sebagai 
suatu sistem substansial yang menentukan bahwa bisa atau tidaknya hukum 
tersebut dilaksanakan. Hukum adat tentu saja bisa dilaksanakan dan sah untuk 
dilaksanakan. Keberadaan hukum adat diakui oleh negara, hal tersebut terdapat 
dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, dimana disebutkan bahwa Negara 
mengakui dan menghormati kesataun-kesatuan masyarakat hukum adat beserta 
hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan 
perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, 
yang diatur dalam undang-undang. 

Struktural hukum. Dalam penegakan hukum terdapat badan-badan 
struktural yang membantu hukum tersebut untuk ditegakkan. Polri memiliki 
tugas sebagai aparat penegak hukum, jadi Polri adalah aparat yang bertugas 
dalam melakukan penegakan hukum di Puncak Jaya. 

Budaya Hukum. Hukum adat lahir dari nilai-nilai, kepercayaan serta 
harapan masyarakat adat Puncak Jaya. Hukum adat di Puncak Jaya hidup di 
dalam masyarakat dan akan tetap berada dalam masyarakat, karena hukum adat 
merupakan bagian dari masyarakat Puncak Jaya. Tentunya hal-hal yang 
terdapat di dalam hukum adat masyarakat Puncak Jaya tidak akan bertentangan 
dengan adat istiadat juga kebiasaan masyarakat Puncak Jaya. Hukum adat yang 
ada dalam masyarakat Puncak Jaya juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai 
yang ada dalam NKRI. 

3. Kendala yang Dihadapi oleh Polri dalam Upaya Penegakan Hukum Positif di 
Puncak Jaya, Papua 
Masyarakat Puncak Jaya merupakan masyarakat hukum adat yang 
mendiami wilayah di Kabupaten Puncak Jaya, Papua. Masyarakat Puncak Jaya 
sangat memegang teguh nilai-nilai luhur serta adat istiadat dan kebiasaan yang 
ada. Sejak dahulu penerapan hukum adat atas setiap kasus tindak pidana yang 
terjadi di Papua sudah menjadi kebiasaan masyarakat Puncak Jaya, hukum adat 
sudah menjadi bagian dari masyarakat Puncak Jaya. Pada dasarnya masyarakat 
mengakui akan keberadaan hukum positif nasional, masyarakat juag mengakui 
akan keberadaan Polisi sebagai aparat penegak hukum. Hal tersebut bisa dilihat 
bahwa ketika terjadi tindak pidana, masyarakat akan datang ke kantor polisi. Juga 
ketika terjadi perang adat, Kapolres merupakan salah satu pihak yang menjadi 
mediator. 
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Namun keberadaan hukum adat sudah menjadi identitas dari Masyarakat 
Adat Puncak Jaya, sudah ada sejak dahulu bersama dengan leluhur mereka dan 
jika dibandingkan dengan keberadaan hukum politik nasional tentu sangat 
berbeda. Oleh karena itu mengenalkan sesuatu yang baru bukanlah perkara yang 
mudah, membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Karena tak jarang terkadang 
masyarakat justru bingung dan tidak mengetahui sepenuhnya jika terdapat hukum 
positif nasional. 

Jika bersumber kepada hukum positif negara, maka seharunya penegakan 
hukum atas kasus tindak pidana yang terjadi di Puncak Jaya berpedoman kepada 
KUHP. Namun di Puncak Jaya jika terjadi kasus tindak pidana, masyarakat 
meminta kepada kepolisian agar kasus yang terjadi diselesaikan secara hukum 
adat saja. Jadi dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana tersebut, polisi 
bertindak sebagai mediator dalam upaya penyelesaian kasus yang terjadi. 

Hukum positif merupakan sederet asas dan kaidah hukum yang berlaku saat 
ini, berbentuk ke dalam lisan maupun tulisan yang keberlakuan hukum tersebut 
mengikat secara khusus dan umum. Dimana hal tersebut mengikat secara khusus 
dan umum yang ditegakkan oleh lembaga peradilan atau pemerintahan yang hidup 
dalam suatu Negara. Hukum positif nasional akan lebih sulit diterapkan di tengah 
masyarakat yang lebih cenderung untuk menerapkan hukum adat dalam 
menyelesaikan kasus tidank pidana. Begitu pula yang terjadi di Puncak Jaya, 
Polisi sebagai aparat hukum yang bertugas dalam memelihara keamanan serta 
menegakkan hukum, memiliki kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya 
menerapkan hukum positif nasional di Puncak Jaya. 

Penerapan hukum positif nasional di wilayah yang memegang teguh yang 
masyarakatnya belum terbiasa sepenuhnya akan keberaadaan hukum positif 
nasional, seperti Kabupaten Puncak Jaya tentu saja bukan pekerjaan yang mudah. 
Hal tersebut tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi Kepolisian Resor Puncak 
Jaya. Bukannya Polisi tidak memberitahu untuk menyelesaikan kasus tindak 
pidana yang dihadapi warga untuk diselesaikan dengan hukum positif nasional, 
namun yang kemudian menjadi kendala adalah keberadaan hukum positif nasional 
yang masih terasa asing di tengah masyarakat serta hukum adat yang sudah 
menjadi bagian dari masyarakat. Dalam banyak kasus tindak pidana yang terjadi 
di Puncak Jaya, masyarakat lebih cenderung untuk menyelesaikan kasus tindak 
pidana yang terjadi dengan hukum adat atau secara kekeluargaan, dibandingkan 
diselesaikan dengan hukum positif nasional yang berlandaskan kepada KUHP. 

Permasalahan hukuman yang diterima pelaku atas kasus tindak pidana yang 
dilakukannya, menjadi salah satu pertimbangan yang menjadikan masyarakat 
Puncak Jaya enggan untuk menerapkan hukum positif nasional. Jika mendasar 
kepada hukum positif nasional dalam hal tersebut adalah KUHP, jika terjadi suatu 
kasus tindak pidana maka pelaku tindak pidana akan dihukum dengan kurungan 
penjara. Namun jika menerapkan hukum adat, maka pelaku akan dihukum dengan 
membayar denda adat (Ismantoro Dwi Yuwono, 2018). 
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Terkait denda adat yang terjadi di Papua secara umum dan Puncak Jaya 
secara khusus, masyarakat Puncak Jaya tidak pernah meminta nominal yang 
rendah sebagai denda adat. Nominal yang dikeluarkan berkisar ratusan hingga 
miliaran rupiah. Hal ini kemudian yang tidak akan didapatkan oleh masyarakat 
ketika kasus tindak pidana diselesaikan secara hukum pidana nasional. 

Masyarakat Puncak Jaya merupakan masyarakat komunal, yaitu masyarakat 
yang menjunjung tinggi nilai bersama yang dengan mudah menggugah kesadaran 
orang untuk merasa, berfikir dan bertindak secara bersama-sama. Ciri lain dari 
masyarakat komunal adalah memiliki ikatan yang kuat sesama saudara. Hal 
tersebut pada dasarnya memiliki sisi yang baik, karena masyarakat akan kuat dan 
saling membantu antara satu dan yang lain. Namun hal tersebut juga ternyata 
mempunyai sisi negatif, ketika dengan alasan yang sama menjadikan masyarakat 
tidak bisa bekerjasama dengan pihak kepolisian. 

Ketika terjadi suatu kasus tindak pidana dan polisi sudah mengetahui siapa 
pelaku dari tindak pidana tersebut, kemudian polisi akan melakukan pencarian ke 
kediaman pelaku. Ternyata sesampainya di kediaman pelaku, keluarga bahkan 
tetangga dari pelaku akan berusaha menutup-nutupi keberadaan pelaku. 
Mengatakan bahwa pelaku tidak tinggal di tempat itu atau alasan-alasan lainnya. 
Hal tersebut tentu saja tindakan yang menghambat kinerja polisi dalam 
menangkap pelaku dari tindak pidana dan menegakkan hukum serta menjaga 
keamanan. Padahal penegakan hukum dan menjaga keamanan merupakan tugas 
pokok Polri. 

Menjadi kebiasaan masyarakat Puncak Jaya untuk membakar setiap mayat 
yang meninggal dengan cara tidak wajar, hal tersebut berkaitan dengan kebiasaan 
masyarakat Puncak Jaya. Dimana proses pembakaran mayat tersebut jutru 
menghalangi tugas Polisi dalam melakukan pengidentifikasian akan penyebab 
meninggalnya mayat tersebut. Dengan dibakarnya mayat tersebut, maka proses 
olah TKP tidak akan bisa dilakukan dengan sepenuhnya. 


Kesimpulan 

Masyarakat Puncak Jaya merupakan masyarakat hukum adat yang memegang 
teguh nilai dan adat istiadat serta kebiasaan-kebiasaan leluhurnya. Hukum adat sebagai 
hukum yang berasal dari masyarakat Puncak Jaya, dan telah hidup bersama dengan 
masyarakat Puncak Jaya. Keberadaan hukum adat diakui oleh negara, hal tersebut 
terdapat dalam Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945, dimana disebutkan bahwa Negara 
mengakui dan menghormati kesataun-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 
tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan 
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. 

Kepolisian Resor Puncak Jaya adalah aparat penegak hukum yang berugas dalam 
memelihata keamanan dan penegakan hukum di Puncak Jaya. Tujuan utama dari 
penegakan hukum adalah untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan 
kedamaian yang ada di masyarakat. Restorative Justice sebagai pendekatan dalam 
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menyelesaikan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Puncak Jaya 
dalam upaya penerapan hukum positif di Puncak Jaya. Upaya penegakan hukum di 
Puncak Jaya dilaksanakan Polri dengan menerapkan metode pendekatan keadilan 
restoratif. Hal tersebut berklandaskan kepada Surat Edaran Kapolri Nomor: 
SE/8/VI1/2018 Tanggal 27 Juli 2018. 

Hukum adat tidak akan bisa dihilangkan dari masyarakat, mengingat hukum adat 
telah hidup sejak lama dengan masyarakat Puncak Jaya. Maka keadilan restoratif 
sebagai solusi yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Puncak Jaya dalam upaya 
penegakan hukum positif di Polres Puncak Jaya. Dimana dengan keadilan restoratif 
hukum tetap berjalan, kedamaian serta ketertiban masyarakat juga akan berjalan. Karena 
pada akhirnya tujuan dari keberadaan hukum adalah untuk memberikan kepuasan 
kepada semua pihak yang terlibat kasus tindak pidana. 
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Abstract 

Gisik Cemandi Village, Sedati districts is a village located in the coastal area of 
Sidoarjo Regency. This geographical condition has resulted in the hamlet of Gisik 
Cemandi having abundant natural resources and economic potential so that it can 
be developed and utilized as a business unit in the form of BUMDesa. The 
formation of a BUMDesa has a significant role to play in accelerating the 
economic development of Gisik Cemandi Village in realizing an independent 
village and a more prosperous community. However, due to several social 
problems, the formation of BUMDesa in Gisik Cemandi Village has not yet been 
realized. This study aims to determine the urgency of establishing BUMDesa in 
Gisik Cemandi Village through SWOT analysis (Strengths and Opportunities also 
Threats and Weakness). The method used in this research is descriptive qualitative. 
The results of the study describe the formation of BUMDesa in the village of Gisik 
Cemandi, Sedati sub-district, Sidoarjo district, which is very much needed based on 
a SWOT analysis, which shows that the formation of Bumdesa is crucial to support 
the welfare of the village community and the economic sustainability of the village 
of Gisik Cemandi. 


Keywords: urgency; bumdes; SWOT; village potential 


Abstrak 
Desa Gisik Cemandi, Kecamatan Sedati adalah desa yang terletak di kawasan 
pesisir Kabupaten Sidoarjo. Kondisi geografis tersebut, mengakibatkan Desa Gisik 
Cemandi memiliki sumber daya alam dan potensi ekonomi yang melimpah 
sehingga dapat dikembangkan serta dimanfaatkan sebagai unit usaha dalam bentuk 
BUMDesa. Pembentukan BUMDesa memiliki peran penting untuk percepatan 
pembangunan ekonomi Desa Gisik Cemandi dalam mewujudkan desa yang mandiri 
dan masyarakat menjadi lebih sejahtera. Namun, dikarenakan terdapat beberapa 
persoalan sosial menjadikan pembentukan BUMDesa di Desa Gisik Cemandi 
belum terwujud. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pembentukan 
BUMDesa di Desa Gisik Cemandi melalui analisa SWOT (Strengths dan 
Opportunities serta Threaths dan Weakness). Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menggambarkan pembentukan BUMDesa di 
Desa Gisik Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sangat diperlukan 
dengan didasarkan pada analisis SWOT, yang menunjukan bahwa pembentukan 
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BUMDesa sangat penting dilakukan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat 
desa dan keberlanjutan ekonomi Desa Gisik Cemandi. 


Kata Kunci: urgensi, BUMDES; SWOT; potensi desa 


Pendahuluan 

Desa merupakan struktur terkecil dalam pembagian wilayah Republik Indonesia. 
Meskipun terdapat istilah lain seperti Nagari (Sumatera Barat), Gampong (Aceh), 
kelurahan (wilayah kota), hal demikian merupakan tata pemerintahan setingkat desa. 
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), saat ini terdapat 75.436 desa yang 
tersebar dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Aziz, 2016). Jumlah desa yang 
demikian besar, tentu memegang peran penting dalam pembangunan nasional. 
Sebagaimana pembangunan ekonomi desa merupakan langkah strategis sebagai upaya 
pembangunan nasional, sehingga perlu mendapat perhatian khusus dan serius dari 
pemerintah baik pusat maupun daerah, provinsi maupun kabupaten/kota (Timotius, 
2018). 

Menurut (Undang-Undang No.6 Tahun 2014) Tentang Desa merupakan 
manifestasi perhatian khusus dari pemerintah pusat. Lahirnya undang-undang tersebut 
sebagai langkah konkret pemerintah pusat untuk mewujudkan pembangunan desa yang 
lebih inklusif. Sebagaimana pembangunan desa yang masuk dalam Nawacita Presiden 
Joko Widodo poin ketiga di laman resmi Sekretariat Kabinet Republik Indonesia (2019) 
yang berbunyi: “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah - 
daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan”. 

Di dalam (Undang-Undang No.6 Tahun 2014) Tentang Desa menyebutkan bahwa 
sebuah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Wewenang otonomi penuh yang 
dimiliki desa tersebut, mengartikan bahwasannya desa berusaha sendiri mencari dana 
desanya dalam rangka mengembangkan potensi lokal desa untuk mewujudkan 
masyarakat yang adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945. Dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur 
dapat dilihat bagaimana upaya dalam membangun perekonomian desa. Salah satunya, 
pembangunan perekonomian desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). 

Menurut (Prasetyo, 2019) bahwa BUMDesa merupakan badan usaha yang 
dikelola Pemerintah desa dan berbadan hukum. BUMDesa didirikan sesuai dengan 
kebutuhan dan potensi desa oleh Pemerintah Desa. 

BUMDesa merupakan badan usaha yang mengoptimalkan pengelolaan aset-aset 
dan sumberdaya ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat (Dewi, 
2014). Sifat BUMDesa yang berorientasi pada keuntungan diharapkan dapat 
memperkuat Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam rangka keberlangsungan program 
pembangunan desa. Sehingga pada akhirnya BUMDesa sebagai motor penggerak 
perekonomian desa dan mendorong percepatan peningkatan masyarakat kesejahteraan 
masyarakat desa (Prasetyo, 2019). Sebagaimana Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa tepatnya pada pasal 
3 menyebutkan bahwa salah satu tujuan didirikannya BUMDesa untuk peningkatan 
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pendapatan asli desa. Dengan meningkatkan pendapatan asli desa dapat mewujudkan 

desa yang mandiri yakni desa yang mampu memenuhi kebutuhannya. 

Pembentukan BUMDesa tidak berdasarkan intruksi dari pusat melainkan inisiatif 
murni dari masyarakat desa untuk mengoptimalkan potensi ekonomi desa. Hal tersebut 
sebagaimana pilihan kata yang tercantum pada Undang-Undang No.6 Tahun 2014 
Tentang Desa yaitu “desa dapat” mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang disebut 
BUM Desa”. Pilihan kata “dapat” tersebut mencerminkan bahwasannya pendirian 
BUMDesa tidak bersifat intruksional. Adapun pendirian BUMDesa merupakan hasil 
kesepakatan musyawarah desa yakni proses pengambilan keputusan tingkat desa serta 
partisipasi masyarakat. Hal mengartikan bahwa pendirian BUMDesa bersifat bottom up, 
karena lebih mengedepankan inisiatif, aspirasi dan partisipasi masyarakat. Di sisi lain, 
pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota hanya berperan dalam bantuan 
permodalan, pendampingan teknis dan akses pasar serta memprioritaskan pengelolaan 
sumber daya alam di desa (Wahyudi, 2019). 

Pentingnya peran BUMDesa untuk mendongkrak perekonomian masyarakat desa 
menjadikan prioritas pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur yang 
dimanifestasikan dalam program “Nawa Bhakti Satya” tepatnya program “Jatim 
Berdaya” yang merupakan program untuk meningkatkan perekonomian desa melalui 
BUMDesa. Hal tersebut juga dimanifestasikan dalam capaian Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo melakukan sosialisasi program ke seluruh 
desa yang ada di Kabupaten Sidoarjo, baik desa yang telah mendirikan BUMDesa 
maupun desa yang belum mendirikan BUMDesa (Sidoarjonews.id, 2020). 

Desa Gisik Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu 
desa yang mengikuti sosialisasi program Jatim Berdaya oleh Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo. Sosialisasi tersebut menjadi muatan materi 
penting bagi Desa Gisik Cemandi dalam mengembangkan potensi desa yang dimiliki, 
sebagaimana Desa Gisik Cemandi adalah desa yang memiliki potensi potensi kekayaan 
alam yang melimpah dan bertekad untuk mendirikan BUMDesa. 

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat diformulasikan pertanyaan penelitian yakni 
bagaimana urgensi pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Desa Gisik Cemandi 
Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, serta rekomendasi atau strategi apa yang dapat 
diajukan dalam pembentukan BUMDesa di Desa Gisik Cemandi. 

Berkenaan dengan hasil penelitian terdahulu, penelitian yang relevan dengan 
penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang, yaitu sebagai berikut: 

1) Hasil penelitian (Ridlwan, 2014) berjudul “Urgensi Badan Usaha Milik Desa 
(BUMDES) Dalam Pembangungan Perekonomian”. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendiskripsikan pentingnya keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan 
pengelolaannya guna kepentingan masyarakat desa. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa BUMDesa merupakan suatu lembaga perekonomian desa yang memiliki 
peranan penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, desa dan pemerintah 
desa dan tata kelola yang profesional dengan mengacu pada pembentukan 


1024 Syntax Idea, Vol. 3, No. 5, Mei 2021 


Bella Wanda Anastasia, Berliana Aji Anggraeni, Nur Fitriana dan Sri Wibawani 


BUMDesa berdasarkan peraturan perundang-undangan menjadi prasyarat 
berjalannya BUMDesa secara baik. 

2) Hasil Penelitian (Laga & Jamu, 2018) berjudul “Upaya Pembentukan BUMDes 
Melalui Analisa SWOT di Desa Lengkosambi Timur Kabupaten Ngada NTT”. Hasil 
penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia masih memiliki 
keterbatasan dalam akses informasi pembentukan BUMDesa dan tata aturan 
(perundang-undangan), kemudian perlunya pendampingan oleh pemerintah daerah 
dan akademisi dalam mengoptimalkan pembentukan BUMDesa. 


Berdasarkan kedua penelitian tersebut, maka dalam penelitian ini bermaksud 
menganalisis urgensi pembentukan BUMDesa melalui analisis SWOT sehingga dapat 
menunjukan bahwa pembentukan BUMDesa sangat penting dilakukan untuk 
mendukung kesejahteraan masyarakat desa dan keberlanjutan ekonomi desa Gisik 
Cemandi. 


Metode Penelitian 
Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, sebagai desain 


dalam melakukan penelitian. Penelitian kualitatif dilakukan untuk meneliti pada kondisi 
objek ilmiah dengan peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data 
dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil 
penelitian yang lebih menekankan pada makna daripada generalisasi (Kuswana, 2011). 
Subjek dalam penelitian ini adalah urgensi pembentukan BUM Desa dengan objek 
penelitian pada Desa Gisik Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Analisis 
data dilakukan dengan menggunakan beberapa indikator berdasarkan teori yang 
dikemukakan oleh (Rangkuti, 2004). Adapun indikator yang digunakan untuk 
menganalisis urgensi dalam penelitian ini adalah analisis SWOT (Strengths, 
Weaknesses, Opportunities, Threats). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan 
data observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Hal tersebut sejalan dengan 
teknik pengumpulan data yang memiliki makna sebagai langkah yang paling strategis 
dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data 
(Sugiyono, 2018). Adapun informan dalam penelitian ini yakni kepala desa dan 
sekretariat desa gisik cemandi untuk mengungkapkan informasi terkait urgensi 
pembentukan BUMDesa di Desa Gisik Cemandi Kabupaten Sidoarjo 


Hasil dan Pembahasan 

Desa Gisik Cemandi adalah daerah yang terletak di kawasan pesisir Kota Sidoarjo 
dengan luas 58.756 Ha yang dekat dengan tempat pelelangan ikan (TPI). Dusun Gisik 
Cemandi terletak di Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Secara 
geografis letak wilayah Desa Gisik terletak di dataran rendah atau kawasan pesisir 
Kabupaten Sidoarjo. Adapun batas-batas wilayah administrasi Desa Gisik Cemandi 
sebelah utara Desa Banjar Kemuning, sebelah selatan Desa Tambak Cemandi dan Desa 
Cemandi, sebelah barat Lanudal Juanda, dan sebelah Timur Selat Madura (Manurung, 
2020). 
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A. Hasil Penelitian 


Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis melalui metode 


wawancara dengan informan dan observasi di lapangan dari kondisi di Desa Gisik 
Cemandi, potensi desa menunjukkan keragaman yang cukup melimpah. Potensi desa 
dibedakan menjadi dua; Pertama adalah potensi fisik yang berupa laut, sungai, 
lingkungan geografis, dan sumber daya manusia. Kedua adalah potensi non-fisik 
berupa masyarakat dengan corak interaksinya, lembaga-lembaga sosial, lembaga 
pendidikan, dan organisasi sosial desa, serta aparatur dan pamong desa (Soleh & 
Rochmansjah, 2010). Secara lebih rinci potensi desa yang dimiliki oleh Desa Gisik 


Cemandi dapat dijelaskan sebagai berikut: 


1. 


2. 
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Potensi Fisik 
Potensi fisik merupakan potensi yang berhubungan dengan sumber daya alam 
yang ada di desa berupa : 

a. Laut, karena terletak di kawasan pesisir rata-rata hasil laut yang dimiliki oleh 
desa sangatlah melimpah. Dari hasil laut ini diperoleh berbagai jenis ikan 
maupun hasil laut lainnya yang berfungsi sebagai pendukung kehidupan 
masyarakat Desa Gisik Cemandi utamanya sebagai mata pencaharian dalam 
memenuhi kebutuhan hidup. 

b. Sungai, merupakan salah satu sumber mata air yang dapat memberi manfaat 
bagi kelangsungan hidup. Desa Gisik Cemandi memiliki sungai yang masih 
asri sehingga selaras bagi pemanfaatan tertentu utamanya dalam hal wisata. 

c. Lingkungan geografis, sebagaimana letak Desa Gisisk Cemandi secara 
geografis, luas wilayah, tanah, sumber daya alam, dan penggunaan lahan 
sangat mempengaruhi pengembangan desa. 

d. Sumber daya manusia, adalah tenaga dalam proses pengolahan setiap 
kekayaan yang dimiliki oleh desa, sehingga manusia menjadi potensi yang 
sangat berharga bagi desa dalam mengelola sumber daya alam yang ada. 
Tingkat pendidikan, ketrampilan dan semangat hidup masyarakat menjadi 
faktor yang sangat menentukan dalam pembangunan desa. 

Potensi Nonfisik, adalah segala potensi yang berhubungan dengan masyarakat 
desa dan tata perilakunya. Adapun potensi desa nonfisik Desa Gisik Cemandi, 
sarana pendukung kelancaran perubahan dan tingkat perkembangan desa yakni 
aparatur desa dan segenap lembaga desa, serta lembaga ekonomi. 

Pengembangan potensi desa secara umum dilakukan sebagai upaya dalam 
mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat Desa/Kelurahan melalui 
pengembangan potensi unggulan, penguatan kelembagaan dan pemberdayaan 
masyarakat. Sejalan dengan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat 
di Desa Gisik Cemandi yang masih rendah ada beberapa hal yang bisa dilakukan 
sebagai landasan dalam mengembangkan potensi desa salah satunya adalah 
dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa. Sebagaimana dilakukan oleh 
peneliti dalam memetakan faktor internal dan faktor eksternal untuk 
menggambarkan urgensi pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Desa Gisik 
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Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan indikator 
dalam analisis SWOT yakni Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats 
menurut (Rangkuti, 2004) secara rinci dijelaskan sebagai berikut: 

1) Strengths 
Kekuatan (Strengths) adalah kepemilikan sumber daya oleh suatu organisasi 
dalam hal ini pembetukan BUMDesa di Desa Gisik Cemandi. Adapun kekuatan 
yang dimiliki oleh Desa Gisik Cemandi Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo 
sebagai unit organisasi yang melaksanakan kegiatan administrasi dalam 
memenuhi kebutuhan masyarakat desa berusaha memberikan alternatif terbaik 
dalam mengembangkan potensi yang dimiliki oleh desa, yaitu sebagai berikut: 
A. Potensi Sumber Daya Alam 

Desa Gisik Cemandi merupakan desa yang terletak di kawasan pesisir 

Kabupaten Sidoarjo. Secara geografis letak wilayah Desa Gisik Cemandi 

merupakan dataran paling rendah yang berbatasan dengan air laut dan tambak. 

Sehingga Desa Gisik Cemandi memiliki potensi kekayaan alam yang 

melimpah. Adapun potensi Desa Gisik Cemandi, yaitu sebagai berikut: 

1) Hasil laut paling banyak ditangap ditangkap oleh nelayan Gisik Cemandi 
adalah ikan. Seperti ikan layur, tengiri, payus, kerang, kupang, sembilang, 
cumi, dan udang lobster. 

2) Wisata Susur Sungai yaitu wisata yang menyusur sungai menggunakan 
kapal. Wisata ini terletak di RT 7 RW 2 Desa Gisik Cemandi. 

B. Wisata Realigi 
Wisata realigi yaitu Makam Dewi Reni Sekardadu. Dewi Reni Sekardadu 
sebagaimana kepercayaan warga Desa Gisik Cemandi adalah ibunda dari 
salah seorang penyebar agama Islam di Pulau Jawa, yakni Raden Ainul Yaqin 
atau Sunan Giri. 
C. Jasa 
1) Jasa Pemandu Wisata (Tour Guide) 
Adanya potensi wisata unggulan seperti wisata susur sungai dan wisata 
realigi menggerakkan anggota Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Desa 
Gisik Cemandi sebagai pemandu wisata lokal. 
2) Jasa Cabut Duri 
Lahan Desa Gisik Cemandi sebagian besar digunakan sebagai industri 
tambak ikan bandeng. Sehingga sebagian masyarakat Desa Gisik 
Cemandi ber-inisiatif membuka usaha jasa cabut duri. 
D. Produk UMKM 
1) Portashop 
Portashop merupakan outlet yang menyediakan bahan bakar perahu 
nelayan. Sebagaimana sebagian besar mata pencaharian masyarakat Desa 
Gisik Cemandi sebagai nelayan. 
2) Produk UMKM Ibu-Ibu PKK dimulai adanya program pemberdayaan 
dari Pemerintah Desa Gisik Cemandi. Adapun produk unggulan yang 
memiliki nilai jual tinggi, seperti : 
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a) Pupuk organik dari kulit kerang; dan 
b) Krupuk tengiri dan nugget ikan. 

E. Program Pemberdayaan Masyarakat 
Program pemberdayaan masyarakat berupa pelatihan dari Pemerintah Desa 
Gisik Cemandi ini dimaksudkan sebagai pengembangan Sumber Daya 
Manusia (SDM) masyarakat Desa Gisik Cemandi yaitu pelatihan pengolahan 
hasil laut, seperti; pupuk organik dari kulit kerang, krupuk ikan, dan nugget 
ikan. 

Weakness 

Kelemahan (weakness) merupakan suatu keterbatasan atau kekurangan yang dapat 

menghalangi kinerja organisasi dalam pembentukan BUMDesa di Desa Gisik 

Cemandi, yaitu sebagai berikut : 

A. Minimnya Kualitas Sumber Daya Manusia 
Mayoritas warga Desa Gisik Cemandi berpendidikan akhir Sekolah Dasar 
(SD). Hal tersebut berdampak pada pengetahuan pentingnya pembentukan 
BUMDesa sekaligus timbulnya mindset pesimis bahwa menjadi pengelola 
BUMDesa berpenghasilan rendah dan lebih menguntungkan jika potensi desa 
dikelola pribadi. 

B. Rendahnya Partisipasi Masyarakat 
Partisipasi masyarakat Desa Gisik Cemandi yang rendah dipengaruhi oleh 
minimnya pengetahuan akan pentingnya pembentukan BUMDesa sehingga 
berdampak pada proses pengambilan keputusan. 


3) Opportunities 


Peluang (opportunity) merupakan karakteristik dari lingkungan eksternal yang 
memiliki potensi untuk membantu organisasi meraih atau melampui sasaran 
tujuan pembentukan BUMDesa di Desa Gisik Cemandi, yaitu sebagai berikut: 
Dana Hibah, Adanya dana hibah oleh salah satu politik di Kabupaten Sidoarjo 
berupa mesin perahu untuk pengembangan wisata susur sungai. 


4) Threats 
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Ancaman atau tantangan (threats) merupakan karakteristik dari lingkungan 

eksternal yang dapat mencegah organisasi dalam meraih tujuan pembentukan 

BUMDesa, yaitu sebagai berikut: 

A. Minimnya Sumber Daya Manusia berjiwa entrepreneur 
Tatangan Desa Gisik Cemandi dalam membangun BUMDesa dibutuhkan 
sosok figur yang kuat dalam mengelola BUMDesa. Sebagaimana hasil 
wawanacara dengan Kepala Desa Gisik Cemandi, dibutuhkan pengelola 
BUMDesa yang berjiwa entrepreneur dan terpenting orang yang “pinter, 
kober, ada waktu”. Selain itu, dikarenakan rendahnya partisipasi masyarakat 
mengakibatkan hingga saat ini belum terbentuk pengelola BUMDesa. 
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B. Mayoritas kepemilikan lahan milik TNI AL 
Dikarenakan sebagian besar lahan di Desa Gisik Cemandi merupakan milik 
TNI AL mengakibatkan kekhawatiran dalam mendirikan unit usaha 




















BUMDesa. 
Tabel 1 
Matriks Analisis SWOT Kondisi Desa Gisik Cemandi 
Faktor Strength (S) Weakness (W) 
Internal 1. Potensi Sumber Daya Alam (hasil laut 1. Minimnya 
dan wisata susur sungai) kualitas SDM 
2. Wisata Realigi 2. Rendahnya 
Faktor 3. Jasa Pemandu Wisata (Tour Guide) Partisipasi 
Ekstrenal 4. Jasa Cabut Duri Masyarakat 
5. Portashop 
6. Produk UMKM Ibu-Ibu PKK 

Opportunity (O) Strategi (SO) Startegi (WO) 

1. Dana Hibah 1. Optimalisasi dana hibah mesin perahu 1. Meningkatkan 
berupa mesin untuk pengembangan wisata susur kualitas SDM 
perahu sungai melalui program 

2. Optimalisasi potensi dan produk pemberdayaan 
UMKM untuk menangkap peluang masyarakat 
pasar berupa pelatihan 

3. Meningkatkan produk UMKM dengan hasil olahan laut 
sertifikasi produk oleh BPOM dan 
Dinas Kesehatan. 

4. Paket Wisata 

Threats (T) Startegi (ST) Strategi (WT) 

1. Minimnya 1. Mengintensifkan pemberian pelatihan 1. Penguatan 
SDM berjiwa dan seminar kewirausahaan pendamping desa 
entrepreneur (entrepreneurship) dalam upaya 

2. Mayoritas 2. Melakukan kolaborasi antara Dinas mengintensifkan 
kepemilikan Pemberdayaan Masyarakat Desa arti pentingnya 
lahan TNI- dengan Pemerintah Desa Gisik pembentukan 
AL Cemandi untuk sosialisasi dan BUMDesa bagi 

pelatihan administrasi BUMDesa perekonomian 
3. Melakukan musyawarah kepada pihak desa kepada 
TNI AL dengan mengkaji pemanfaatan masyarakat 
lahan sebagaimana tercantum dalam dengan 
UU 1945 Pasal 33 Ayat 2 melibatkan 
akademisi 





Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis melalui metode 


wawancara dengan informan, dapat diketahui hasil dari sasaran kajian analisis 
SWOT yang telah ditentukan oleh penulis sebelumnya dapat diketahui faktor 
internal dan faktor eksternal serta strategi yang sesuai melalui persilangan/matrik 
sebagai urgensi pembentukan BUMDesa di Desa Gisik Cemandi dalam upaya 
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meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan keberlanjutan ekonomi Desa 
Gisik Cemandi. 
B. Pembahasan 

Urgensi merupakan suatu masalah yang harus segera di tindak lanjuti. Urgensi 
berasal dari kata dasar “urgen” yang mendapat akhiran “i' yang berarti sesuatu yang 
memegang pimpinan utama pada unsur yang penting. Istilah urgensi merujuk pada 
sesuatu yang mendorong kita untuk memaksa diselesaikan. Dalam pembentukan 
BUMDes di Desa Gisik Cemandi menjadi salah satu agenda yang harus segera 
dilaksanakan pada tahun 2021. Setelah adanya penundaan yang terjadi pada tahun 
2020 (Hasil wawancara, 2021). 

Pembentukan BUMDesa sebagai usaha terarah dalam mewujudkan suatu 
organisasi yang bertujuan menjalankan suatu fungsi atau maksud tertentu 
(Kusdi, 2009:4). Dalam hal ini, fungsi atau maksud pembentukan BUMDesa di Desa 
Gisik Cemandi sebagai upaya mewujudkan peningkatan perekonomian desa, 
peningkatan pendapatan asli desa, peningkatan pengelolaan potensi desa, serta 
menjadikan tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa (Prawestri, 
2021). 

Berdasarkan pasal 23 ayat (1) (Undang-Undang No.32 Tahun 2004), 
menerangkan bahwa desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan 
kebutuhan dan potensi desa. Hal demikian sebagaimana tercantum pada Pasal 78 
ayat (1) PP 72/2005 menyatakan bahwa “dalam meningkatkan pendapatan 
masyarakat dan desa Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa 
sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. Hal tersebut mengartikan bahwa 
BUMDesa sebagai lembaga yang bergerak dalam bidang pengelolaan aset dan 
sumber ekonomi desa dalam kerangka pemberdayaan masyarakat serta peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. 

Desa Gisik Cemandi merupakan desa dengan kategori Desa Berkembang. 
Melalui potensi desa yang beragam baik sumber daya alam, sosial, ekonomi serta 
buatan menjadikan urgensi untuk diperlukan adanya BUMDesa sebagai wadah untuk 
mengelola potensi tersebut. Sebagaimana hasil analisa SWOT diketahui bahwa 
kekuatan (strenght) dari potensi kekayaan Sumber Daya Alam seperti wisata Susur 
Sungai dan potensi sosial makam realigi Dewi Reni Sekar Dadu, produk UMKM 
unggulan berupa krupuk tengiri dan nugget ikan, serta portashop yakni penyediaan 
bahan bakar untuk perahu nelayan, kemudian adanya jasa pemandu wisata dan jasa 
cabut duri. Berbagai potensi tersebut ditunjang adanya peluang dana hibah berupa 
mesin perahu dalam rangka pengembangan wisata susur sungai menjadikan faktor 
dalam urgensi pembentukan BUMDesa. Hal tersebut mengartikan BUMDesa sebagai 
pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (social 
institution) yang berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya 
dalam penyediaan layanan sosial dan sebagai lembaga komersial (comercial 
institution) yang memiliki tujuan dalam mencari keuntungan melalui penawaran 
sumber daya lokal (barang dan jasa) ke pasar (Prasetya & Wijayanti, 2019). 
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Keanekaragaman dan keunikan potensi Desa Gisik Cemandi menjadikan desa 
wisata. Sebagaimana suatu desa dapat dikatakan ‘desa wisata’ yaitu apabila 
memenuhi beberapa faktor yakni; faktor kelangkaan, faktor alamiah, faktor 
keunikan, dan faktor pemberdayaan (Istiyani, 2019) Beberapa faktor tersebut relevan 
terhadap hasil analisa kekuatan (strenght) diatas. Maka, entitas BUMDesa di Gisik 
Cemandi berperan penting dalam mengembangkan serta mengelola potensi desa 
sebagai wujud desa wisata, misalnya membuat inovasi paket wisata. Hal tersebut 
ditujukan untuk memaksimalkan pemanfaatan sumber daya lokal agar memiliki daya 
beli bagi calon wisatawan. 

Selain itu, potensi Desa Gisik Cemandi menjadikan concern untuk dikelola 
secara baik, karena dapat berperan dari hulur hingga hilir. Peran hulur misalnya, 
BUMDes berperan untuk membantu menyalurkan berbagai subsidi pemerintah, 
misalnya produk pupuk organik dari kulit kerang Desa Gisik Cemandi. Sedangkan di 
sektor hilir, BUMDesa bisa jadi pengumpul hasil produksi yang dihasilkan oleh 
masyarakat. Hal tersebut mengartikan BUMDesa memiliki peran yang cukup besar 
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Desa Gisik Cemandi. 

Dalam mengembangkan potensi desa untuk mencapai pembentukan BUMDes 
di Desa Gisik Cemandi, sebagaimana hasil analisa SWOT ditemukan kelemahan 
maupun tantangan. Kelemahan yang ada yaitu minimnya kualitas Sumber Daya 
Manusia (SDM) dikarenakan mayoritas warga Desa Gisik Cemnadi berpendidikan 
terakhir Sekolah Dasar (SD) dan sehingga melatarbelakangi rendahnya kesadaran 
masyarakat akan pentingnya BUMDesa bagi perekonomian desa. Kemudian, 
rendahnya partisipasi masyarakat disebabkan timbul mindset bahwa potensi desa 
yang menjadi bagian sumber mata pencaharian seperti hasil olahan perikanan lebih 
menguntungkan apabila dikelola dan dikembangkan secara individu bukan atas nama 
usaha desa. 

Sedangkan tantangan pembentukan BUMDesa di Desa Gisik Cemandi yakni 
sulitnya memperoleh SDM berjiwa entrepreneur sebagaimana keberhasilan 
organisasi BUMDesa diperlukan pengelola BUMDesa yang berjiwa entrepreneur 
agar lebih cepat dalam membaca peluang usaha-usaha yang inovatif dan kreatif. 
Tantangan lain yaitu mayoritas kepemilikan lahan TNI-AL yang menjadi 
kekhawatiran Pemeirntah Desa Gisik Cemandi untuk mendirikan unit-unit usaha 
BUMDesa. 

Adanya peluang dan ancaman dari eksternal serta kekuatan dan kelemahan 
internal menjadi pemetaan strategis dalam rangka mencapai tujuan pembentukan 
organisasi BUMDesa di Desa Gisik Cemandi. Untuk itu, melalui strategi 
persilangan/matrik hasil analisa SWOT sebagaimana tabel 1, dapat dirumuskan arah 
dan kebijakan strategi sebagai pijakan dalam pembentukan BUMDesa yang 
memaksimalkan segala potensi desa dari berbagai aspek baik ekonomi, sumber daya 
alam, dan sumber daya manusia. 
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Kesimpulan 

Pembentukan BUMDesa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa menjadi aspek 
penting memperkuat perekonomian desa. Melalui kekuatan dan peluang yang dimiliki 
Desa Gisik Cemandi menjadikan komponen penting dalam urgensi pembentukan 
BUMDesa di Desa Gisik Cemandi. Sehingga potensi dan aset Desa Gisik Cemandi 
dapat dikelola secara maksimal dan menciptakan kemakmuran bagi perekonomian desa. 
Rekomendasi yang diajukan oleh peneliti untuk mengatasi kelemahan dan tantangan 
dapat direalisasikan melalui strategi dari persilangan/matrik hasil analisa SWOT. 
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Abstract 

The purpose of this research is to find out about the effects of economic growth, 
distric minimum wages, and unemployment on poverty in Madiun Regency in 2002- 
2019. This research utilizes secondary data sources which are data collected by 
researchers through the statistical center of East Java and Madiun. By adopting a 
quantitatibe approach method through multiple linear regression analysis with the 
Ordinary Least Square (OLS) model. This study is able to show an increase in the 
economy along with the distric minimum wage,so that the influence variabel of 
economic growth and distric minimum wages on poverty in Madiun Regency is 
considered to have a significant effect and negative. However, unemployment 
variabel on poverty in Madiun doesn’t have a significant effect. 


Keywoard: poverty; economic growth; minimum wages; unemployment 


Abstrak 

Pelaksanaan penelitian ini memiliki tujuan untuk mencari tahu tentang pengaruh 
yang dapat ditimbulkan dari pertumbuhan ekonomi, upah minimum kabupaten, 
beserta penggangguran terhadap terhadap kemiskinan di Kabupaten Madiun tahun 
2002- 2019. Penelitian ini memanfaatkan sumber data sekunder yang merupakan 
data yang berhasil dihimpun oleh peneliti melalui badan pusat statistik Jawa Timur 
dan Madiun. Dengan mengadopsi metode pendekatan kuantitatif melalui analisis 
regresi linier berganda dengan model Ordinary Least Square (OLS), penelitian ini 
mampu memperlihatkan adanya peningkatan ekonomi beserta upah minimum 
kabupaten, sehingga variable pengaruh dari pertumbuhan ekonomi dan upah 
minimum kabupaten terhadap kemiskinan di Kabupaten Madiun dinilai memiliki 
pengaruh yang bernilai negatif dan signifikan. Akan tetapi variabel pengangguran 
terhadap kemiskinan di Kabupaten Madiun tidaklah berpengaruh secara signifikan. 


Kata Kunci: pertumbuhan ekonomi, upah minimum kabupaten pengangguran; 
kemiskinan 


Pendahuluan 

Menurut (Marini, 2016) mendefinisikan bahwa pembangunan ialah upaya dalam 
mensejahterakan masyarakat yaitu dengan mengembangkan perekonomian. Upaya 
dalam membangun perekonomian berasarkan pendapat yang dikemukakan oleh 
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(Wijayanti & Wahono, 2005) ialah meningkatkan pertumbuhan beserta menekan angka 
kemiskinan dan kesenjangan yang terjadi di masyarakat beserta dengan tingkat 
pengangguran yang melanda masyarakat. 

Di negara yang dikategorikan sebagai negara berkembang, kemiskinan merupakan 
permasalahan yang umum terjadi. Banyak sekali negara dalam kategori ini memiliki 
tugas untuk menumpas kemiskinan dan memakmurkan masyarakatnya (Pratama, 2014) 
Sebuah masyarakat yang dikategorikan miskin apabila jumlah anak yang menderita gizi 
buruk masih banyak jumlahnya, tingginya angka buta huruf yang dialami masyarakat, 
minimnya kesadaran akan pentingnya kesehatan, serta kebutuhan infrastuktur publik 
yang tidak memadai beserta dengan buruknya tingkat pelayanan publik (Tisniwati, 
2012). Indonesia mengalami permasalahan kemiskinan ini disebabkan masih rendahnya 
pendapatan masyarakat, tingginya angka pengangguran, beserta pertumbuhan ekonomi 
yang tidak pesat (Pateda et al., 2017). 

Permasalahan kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan serius, hal ini 
disebabkan jumlahnya akn cenderung meningkat serta dapat mempengaruhi berbagai 
aspek (Pratama, 2014). Beranjak dari hal ini, penanganan akan kemiskinan lebih 
diutamakan dalam pembangunan ekonomi. 

Saat ini telah terlihat bahwa angka kemiskinan di Indonesia tiap tahun terus 
menurun. Penurunan ini dikarenakan upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan 
kemiskinan dengan menyusun strategi jitu yaitu dengan memberikan perlindungan 
sosial yang komperhensif, menyediakan beserta meningkatkan akses dalam memperoleh 
pelayanan publik, serta mendapatkan pekerjaan yang layak dan dapat terus menghidupi 
(BPS Jawa Timur, 2020a) Untuk melihat perkembangan kemisinan Jawa Timur dan 
Kabupaten Madiu n dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini. 
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Gambar 1 Kemiskinan di Jawa Timur dan Kabupaten Madiun Tahun 2015-2019 
Sumber : (Badan Pusat Statistik Jawa Timur, 2020) 
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Berdasarkan gambar tabel diatas angka kemiskinan Provinsi Jawa Timur terus 
mengalami penurunan selama tahun 2015-2019, sedangkan pada Kabupaten Madiun 
meskipun pada periode tahun 2015 hingga 2017 justru mengalami fluktuasi dan pada 
tahun-tahun selanjutnya mengalami penurunan. Hal ini menggambarkan upaya 
pemerintah daerah sebagai pemimpin berbanding lurus dengan target pembangunan 
yang telah terencana. 

Kemiskinan pada Provinsi Jawa Timur terus mengalami penurunan disebabkan 
oleh karakteristik pendidikan di Jawa Timur semakin membaik setiap tahun seiring 
dengan gencarnya berbagai program pendidikan yang dilaksanakan pemerintah pusat 
maupun daerah dalam usaha meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat khususnya 
penduduk miskin (BPS Jawa Timur, 2020a). Dalam hal ini yang termasuk dalam 
karakteristik pendidikan adalah Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah 
Pendidikan yang ditamatkan (BPS Jawa Timur, 2020a). 

Namun dengan terus menurunnya tingkat kemiskinan, Provinsi Jawa Timur masih 
menempati peringkat ke-3 dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Pulau Jawa 
lainnya seperti Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan DIY. Kondisi ini 
dikarenakan tiap tahun terus terjadi peningkatan angka kemiskinan dikarenakan 
urbanisasi yang terus menerus terjadi tiap tahunnya dengan tidak disertai dengan 
pemerataan persebaran penduduk (BPS Jawa Timur, 2020a). Data berdasarkan hasil 
sensus yang dilakukan BPS pada 2010 menyatakan bahwa 57,48% orang dari total 
jumlah penduduk Indonesia yang tinggal di Pulau Jawa, hal ini membuktikan bahwa 
Pulau Jawa telah dinilai padat penduduk dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia. 
Data ini juga turut dilengkapi dengan fakta bahwa 27,43% dari jumlah tersebut 
merupakan penduduk yang bermukim di Provinsi Jawa Timur (Zamhari et al., 2015). 
Hal ini mengakibatkan kesenjangan pembangunan dan tingkat pendapatan per daerah 
menjadi tidaklah merata yang berakibat pada ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi 
(Prawidya, 2016). 

Misalnya pada daerah Surabaya memiliki jumlah penduduk terbanyak di Jawa 
Timur sehingga pembangunan banyak dipusatkan pada daerah tersebut dibandingkan 
dengan daerah lain yang memiliki jumlah penduduk yang lebih sedikit. Terjadinya 
ketimpangan pembangunan antar wilayah ini selanjutnya akan berdampak pada 
kesejahteraan masyarakat pada daerah yang bersangkutan (Prawidya, 2016) 

Pada tahun 2019, Madiun telah mencatat bahwa terjadi penurunan tingkat 
kemiskinan hingga 0,88% apabila dibandingkan dengan tahun 2018, tingkat kemiskinan 
Kabupaten Madiun ini menempati posisi ke- 16 dari jumlah total 38 Kabupaten/Kota di 
Jawa Timur (BPS Kabupaten Madiun, 2021) Menurunnya kemiskinan d Kabupaten 
Madiun dipengaruhi oleh meningkatnya kesejahteraan masyarakat yaitu dilihat dari 
rata-rata pengeluaran perkapita dan konsumsi masyarakat (BPS Kabupaten Madiun, 
2021) 
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Tabel 1 
Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum Kabupaten, Pengangguran tahun 2015- 
2019 
Tahun Pertumbuhan Ekonomi Upah Minimum Pengangguran 

(70) Kabupaten (Rp) (70) 
2015 5,26 1.201.750 6,99 
2016 5,27 1.340.000 6,69 
2017 5,42 1.450.550 3,19 
2018 5,10 1.576.893 3,81 
2019 5,42 1.763.268 3,62 





Sumber : (BPS Jawa Timur, 2020b)& (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2020) data diolah 


Pada tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten 
Madiun tahun 2019 sebesar 5,42%. Pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten Madiun 
mengalami peningkatan pada tahun 2019, hal tersebut dipengaruhi oleh meningkanya 
produksi tanaman pangan terutama tanaman padi sejumlah 58,92% dari total jumlah 
produksi (BPS Kabupaten Madiun, 2021). Kondisi tersebut disebabkan karena sektor 
yang memiliki kontribusi terbesar di Kabupaten Madiun merupakan sektor pertanian 
(BPS Kabupaten Madiun, 2021). 

Upah minimum kabupaten di Kabupaten Madiun setiap tahunnya selalu 
mengalami kenaikan. Sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur No 
188/666/KPTS/013/2018 tentang Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota di Jawa 
Timur tahun 2019 bahwa UMK Kabupaten Madiun Tahun 2019 ditetapkan sejumlah 
Rp. 1.763.268 lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2018 
dengan jumlah Rp. 1.576.893. Meningkatnya UMK tidak serta merta dapat menurunkan 
angka kemiskinan, hal ini disebabkan adanya peningkatan dalam nilai Kebutuhan Hidup 
Layak (KHL) sehingga pemerintah merasa perlu adanya peningkatan untuk menjamin 
kesejahteraan para pekerja di daerahnya (Merdekawaty et al., 2016) 

Dilihat melalui perbandingannya, tingkat pengangguran di Kabupaten Madiun 
dengan kabupaten/kota lain wilayah di Provinsi Jawa Timur berada di urutan ke 17 yang 
berarti naik empat peringkat dibanding pada tahun 2018 yang berada di urutan ke-21 
(BPS Jawa Timur, 2020a). Pengangguran di Kabupaten Madiun pada tahun 2019 
trennya menurun sebesar 0,18%. Penurunan pengangguran di Kabupaten Madiun 
tersebut disebabkan karena meningkatnya kesadaran masyarakat perihal pentingnya 
mengenyam dunia pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan memilih untuk menunda 
kerja untuk menggapai pendidikan yang jauh lebih layak lagi. Sedangkan angka 
pengangguran di Kabupaten Madiun di dominasi oleh masyarakat lulusan SMA (BPS 
Kabupaten Madiun, 2021). 

Dalam menentukan keberhasilan dalam pembangunan yang terjadi di suatu 
negara, dibutuhkannya penilaian atas pertumbuhan ekonomi beserta angka kemiskinan 
yang berada di negara tersebut. Apabila suatu negara berhasil mengatasi permasalahan 
tersebut dengan menunjukkan bahwa angka kemiskinan menurun, maka negara tersebut 
dinyatakan telah berhasil membangun negaranya dengan maksimal (Jonaidi, 2012). 
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Masyarakat miskin diakibatkan oleh kekurangan dana atau tidak memiliki dana untuk 
memenuhi kebutuhan sehari-harinya (Harlik et al., 2013). Dengan penerapan upah 
minimum maka pendapatan masyarakat akan meningkat maka ke depannya diharapkan 
mampu lebih mensejahterakan masyarakatnya serta menekan angka kemiskinan yang 
melanda. Kemiskinan seringkali dikaitkan dengan banyaknya pengangguran, menurut 
Yacoub (2012) secara teori apabila seorang individu atau masyarakat memiliki 
pekerjaan maka akan dapat memenuhi kebutuhannya menggunakan upah kerja yang 
dimiliki sehingga kebutuhan hidup akan terpenuhi. 

Berbagai penelitian yang bertopik pada kemiskinan telah sering kali 
dilaksanakan,salah satunya dilaksanakan oleh (Purnama, 2017), (Hambarsari & Inggit, 
2016), (Windra et al., 2016) yaitu membuktikan bahwa secara signifikan dan negatif, 
pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan. Akan tetapi pernyataan yang 
berbeda dapat disimpulkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyoningrum, 
2018), (Romi & Umiyati, 2018) yaitu menyatakan bahwa dari pertumbuhan ekonomi 
dengan kemiskinan tidak memiliki pengaruh yang signifikan antara kedua faktor 
tersebut. 

Penelitian tentang pengaruh UMK terhadap kemiskinan yang dilakukan oleh 
(Safitri et al., 2020), (Yusnedi et al., 2019) menyatakan bahwa secara negatif dan 
signifikan UMK dapat mempengaruhi kemiskinan. Akan tetapi (Kurniawati et al., 
2017), (Suyono, 2018) menyatakan bahwa UMK tidak memiliki pengaruh yang 
signifikan pada kemiskinan. 

Penelitian tentang pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan dilakukan oleh 
(Bintang & Woyanti, 2018), (Prasetyoningrum, 2018), (Kurniawan, 2018) membuktikan 
adanya pengaruh yang positif serta signifikan antara pengangguran terhadap 
kemiskinan. Akan tetapi (Zuhdiyaty & Kaluge, 2017), (Diramita & Usman, 2018) 
memberikan pernyataan yang berbeda bahwa antara pengangguran terhadap kemiskinan 
tidak ditemukan pengaruh yang signifikan. 

Dilandaskan pada pemaparan akan hasil penelitian terdahulu tersebut, ditemukan 
bahwa adanya keragaman dalam faktor determinan atas topik perihal kemiskinan. Hasil 
yang diutarakan sejumlah pihak yang telah menjalankan penelitian mengenai topik ini 
tidaklah seragam dan konsisten. Beranjak dari hal ini, peneliti merasa masih 
dibutuhkannya penelitian dengan menganggkat topik ini yaitu dengan melakukan 
serangkaian pengujian terhadap determinan dari kemiskinan terbaru. Pada penelitian ini, 
tingginya tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Madiun menjadi persoalan yang 
akan diteliti dimana kemiskinan di Kabupaten Madiun masih tergolong cukup tinggi 
yang menggambarkan upaya pemerintah daerah sebagai pemimpin belum mampu 
mengatasi masalah kemiskinan dimana hal tersebut dapat menghambat target 
pembangunan yang telah terencana. Hal tersebut menunjukkan diperlukan adanya 
analisis berbagai faktor yang mempengaruhinya, meliputi pertumbuhan ekonomi, upah 
minimum kabupaten, dan pengangguraan. Sehingga pada kesempatan ini penulis 
mengambil judul penelitian mengenai “Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah 
Minimum Kabupaten dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten Madiun”. 


1038 Syntax Idea, Vol. 3 , No. 5, Mei 2021 


Deby Oktaviana, Wiwin Priana Primandhana dan Mohammad Wahed 


Metode Penelitian 

Dengan menerapkan metode kuantitatif dalam melangsungkan penelitian ini 
peneliti akan berpegang teguh pada filsafat positivisme untuk melangsungkan penelitian 
terhadap populasi atau sampel tertentu, dalam menghimpun data, menganalisis data 
secara kuantitatif, sehingga peneliti mampu memberikan jawaban atas hipotesis yang 
telah ditetapkan. Tujuan dari diadakannya penelitian ini ialah menganalisis pengaruh 
pertumbuhan ekonomi, upah minimum kabupaten, dan pengangguran, terhadap 
kemiskinan di Kabupaten Madiun tahun 2002-2019. 

Dalam menghimpun data, peneliti memanfaatkan sejumlah sumber data sekunder 
yaitu dengan mengadakan studi keperpustakaan sehingga peneliti mendapatkan 
sejumlah informasi berdasarkan berbagai literatur yang tersedia. Peneliti juga 
memanfaatkan data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur 
dan Madiun selama periode tahun 2002-2019 serta Direktorat Jendral Perimbangan 
Keuangan. 

Data yang berhasil peneliti himpun kemudian peneliti analisis dengan menerapka 
analisis regresi linier berganda dengan model Ordinary Least Square (OLS). Analisis 
regresi linier berganda ialah metode yang diterapkan guna melihat adanya pengaruh 
yang ditimbulkan oleh variabel independen (X1, X2, X3,......,k) terhadap variabel 
dependen (Y). Persamaan Model Regresi Linier Berganda : 


Y = BO + B1Xı + B2X2 + P3X3 +e 


Keterangan : 
Y = Kemiskinan 
X1 = Pertumbuhan Ekonomi 


X2 = Upah Minimum Kabupaten 

X3 = Pengangguran 

BO — Konstanta (nilai Y apabila X1, X2, X3 = 0) 

p = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 
e = sisa (error) 


Hasil dan Pembahasan 
A. Hasil Penelitian 
Melalui pengelohan data yang memanfaatkan bantuan perangkat keras 
komputer dengan program IBM SPSS versi 25, peneliti mendapatkan persamaan 
regresi linier berganda sebagai berikut : 


Y = 32,257 — 2,390X1 — 6,381E-6X2 + 0,245X3 
Berdasarkan atas persamaan seperti yang dituliskan sebelumnya dapat 


diuraikan, Nilai konstanta sejumlah 32,257 Menunjukkan apabila Pertumbuhan 
Ekonomi (X1), Upah Minimum Kabupaten (X2 dan Pengangguran (X3) dianggap 
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konstan maka Kemiskinan (Y) akan naik sebesar 32,257 persen. Koefisien regresi X1 
(B1) : Y= - 2,390 Menunjukkan bahwa terdapat pengaruh secara negatif dalam 
Pertumbuhan Ekonomi (X1). Hal ini dipat diidentifikasikan bahwa apabila angka 
pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 1 persen maka angka 
kemiskinan (Y) akan menurun sejauh 2,390 persen. Dengan mengasumsikan X2 dan 
X3 Konstan. Koefisien regresi X2 (P2) : Y= - 6,381E-6 Menunjukkan bahwa upah 
minimum kabupaten (X2) berpengaruh negatif, dapat diartikan apabila upah 
minimum kabupaten mengalami peningkatan sebesar 1 persen maka angka 
kemiskinan (Y) mengalami penurunan sebesar 6,381E-6 persen. Dengan asumsi X1 
dan X3 Konstan. Koefisien regresi X3 (P3) : Y= 0,245 Menunjukkan bahwa 
pengangguran (X3) berpengaruh positif, dapat diartikan apabila angka pengangguran 
mengalami kenaikan sebesar 1 persen maka kemiskinan (Y) mengalami kenaikan 
sejumlah 0,245 persen. Dengan asumsi X1 dan X2 Konstan. 


1. Hasil Uji Asumsi Klasik (BLUE / Best Linier Unbiased Estimator) 
a. Uji Normalitas 

One Sample Solgomorov Sminov Test yang dilakukan pada penelitian 
ini bertujuan untuk melangsungkan pengujian atas normalitas dengan 
memanfaatkan P-P Plot. Hasil yang didapatkan melalui uji ini terlampir 
pada tabel di bawah : 

Tabel 2 
Uji Normalitas (One Sample Solgomorov Sminov Test) 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov 
































Test 

Unstand 
ardized 
Residual 
N 18 
Normal Mean .000000 
Parameters?? 0 
Std. 169359 
Deviatio 39 

n 
Most Extreme Absolut .196 

Differences e 
Positive .090 
Negativ -.196 

e 
Test Statistic .196 
Asymp. Sig. (2-tailed) 066. 





a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 
Sumber: Output SPSS 
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Setelah menjalan pengujian ini, dapat dilihat bahwa data yang ada 
pada penelitian ini telah terdistribusi secara normal, dilihat berdasarkan nilai 
signifikan residual yang melebihi 0,05. Dapat dilihat bahwa nilai kolmogrov 
smirnov yang diperoleh berdasarkan penelitian ini, senilai 0,196 dan nilai 
Asymp Sig. (2-tailed) 0,066. Sehingga terlihat bahwa nilai signifikan 
residual yaitu 0,066 > 0,05, yang kemudian dapat diambil kesimpulan 
bahwa data tersebut secara normal terdisribusi. Untuk grafik uji P-P Plot 
terlampir berikut : 


Normal P-Plot of Regression Standardized Residual 
Dependent Variable : Kemiskinan 
oj 


1 


Expected Cum Prob 





Observed Cum Prob 


Gambar 2. Uji Normalitas (P-P Plot) 
Sumber: Output SPSS 


Berdasarkan pada pengujian P-P Plot, terlihat bahwa data atau titik 
tersebar pada pada sumbu diagonal grafik yaitu pada sekitar areal smbu 
diagonal dan mengarah pada sumbu diagonal atau grafik histogramnya. Hal 
ini memperlihatkan bahwa pola terdistribusi secara normal sehingga model 
regresi sesuai dengan asumsi normalitas. 


b. Uji Linearitas 
Uji linearitas dapat dilakukan melalui test of linearity. 
Kriteria yang berlaku adalah jika nilai signifikansi pada linearity < 0,05 














Tabel 3 
Uji Linearitas 
Variabel Sig Ketentuan 
Pertumbuhan ekonomi 0,031 < 0,05 
Upah minimum 0,000 < 0,05 
kabupaten 
Pengangguran 0,010 < 0,05 





Sumber : Output SPSS 
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Tabel 3 telah memaparkan adanya signifikasi dalam nilai yang dapat 
mempengaruhi variabel pertumbuhan ekonomi, upah minimum kabupaten, 
dan pengangguran. Hal ini didapatkan dengan mengamati kolom Linearity 
pada tabel anova yang menunjukkan < 0,05, sehingga ditarik keimpulan 
bahwa semua variabel x berpola linier terhadap variabel y. 

Uji Autokorelasi 

Pengujian autokorelasi memperolah bahwa nilai yang diperoleh pada 
DW test senilai 1,013. Pada persamaan kali ini, total variabel bebas (k) ialah 
3 beserta jumlah data (n) ialah 18, hal ini menunjukkan bahwa nilai DW 
tabel adalah sebesar dL = 0,9331 dan dU = 1,6961. Beranjak dari hal 
tersebut, nilai DW test terletak di antara nilai dL hingga dua, oleh karena 
itu, data yang diuji dalam penelitian ini terletak pada daerah keragu-raguan 
atau tidak terdampak gejala autokorelasi, sehingga dapat diterapkan pada 
penelitian berikutnya. 
Uji Multikolinieritas 

Pengujian multikolinieritas dilakukan setelah memperoleh hasil dari 
pengujian atas analisis regresi linier berganda yang menunjukkan nilai VIF 
pertumbuhan ekonomi (1,509), upah minimum kabupaten (1,844), dan 
pengangguran (1,421). Dari hasil pengujian tersebut, terlihat semua variabel 
bernilai di bawah 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak adanya 
multikolinieritas dalam model regresi ini. 

Uji Heterokedastisitas 

Terdapat pengecualian di dalam regresi linier pada nilai residual, yaitu 
tidak diperkenankannya hubungan terhadap variabel bebas (X). Pengujian 
ini memperlihatkan bahwa tingkat signifikansi koefisien korelasi Rank 
Spearman untuk variabel terikat Kemiskinan, keseluruhan residualnya lebih 
besar dari 0,05 (tidak signifikan). Beranjak dari perolehan tersebut, maka 
nilai residual terhadap variabel yang memaparkan bahwa tidak adanya 
korelasi yang bernilai, sehingga dapat ditarik sebuah simpulan bahwa 
persamaan yang telah dilangsungkan tersebut tidak terlihat adanya 
heterokedastisitas. 


2. Pengujian Hipotesis 


1042 


a. Uji Koefisien Determinasi (R2) 








Tabel 4 
Uji Koefisien Determinasi 
Adjusted R Std. Error Of 
Model = a asah Sguare The Estimate 
1 0,956" 0,913 0,895 1,67673 





Sumber: Output SPSS 


Didasarkan pada output penelitian, diperoleh bahwa koefisien 
determinasi senilai 0,913 artinya 91,3 % berdasarkan semua penujian yang 
telah dilangsungkan maka variabel bebas Pertumbuhan Ekonomi (X1), 
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Upah Minium Kabupaten (X2) dan Pengangguran (X3) dinilai dapat 
memaparkan variasi variabel terikatnya yaitu Kemiskinan (Y), sisanya 8,7 
% memperoleh pengaruh dari variabel di luar penelitian. 

















b. UjiF 
Tabel 5 
Uji F Simultan (ANOVA) 
ANOVA? 
Model aa 2. df Mean F Sig. 

quares Square 
Regress 414.192 3 138.064 49.10 .000? 
ion 8 
Residua 39.360 14 2.811 
1 
Total 453.552 17 





a. Dependent Variable: Y 





b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2 





Sumber: Output SPSS 


Pengujian F ditujukan guna menelusuri pengaruh ataupun keterkaitan 
secara simultan (serempak). Berdasarkan pengujian ini, didapatkan bahwa 
nilai F hitung senilai 49,108 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,000b 
dengan taraf signifikasi 5 persen atau (a = 0,05) sehingga nilai sig 0,000 < 
0,005. Sedangkan nilai F tabel dengan degree of freedom (dfl) adalah 3 
Gumlah variabel bebas/k) dan df2 14 (n-k-1) diperoleh nilai F tabel sebesar 
3,344. Berdasarkan pengujian tersebut, didapatkan bahwa nilai F hitung 
49,108 = F tabel 3,344 sehingga HO ditolak dan Hi diterima. Sehingga dapat 
ditarik simpulan bahwa secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Upah 
Minimum Kabupaten, dan Pengangguran berimbas positif terhadap 
Kemiskinan di Kabupaten Madiun yang kemudian ditunjukkan melalui 
kurva uji F berikut. 






Daerah Penolakan Ho 
Daerah Penerimaan Ho 
3,344 49,108 


Gambar 3 
Kurva Distribusi Uji F 
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c. Uji T 
Tabel 6 
Uji T Parsial 
Variabel T Hitung T Tabel Sig. 

Pertumbuhan Ekonomi (X1) -4,278 2,145 0,001 
Upah Minimum Kabupaten -5,557 2,145 0,000 
(X2) 

Pengangguran (X3) 1,074 2,145 0,301 





Sumber: Output SPSS 


1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi 


Dari perhitungan secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar — 4,278 
sedangkan nilai sig (a/2= 0,025) dengan degree of freedom (df) 14 (n-k-1) 
diperoleh nilai t tabel sebesar 2,145. Dari hasil tersebut diketahui bahwa 
nilai t hitung — 4,278 > t tabel 2,145 maka HO ditolak dan Hi diterima, 
dengan nilai signifikansi 0,001 < 0,05. Maka Pertumbuhan Ekonomi 
berpengaruh negatif dan signifikan kepada Kemiskinan di Kabupaten 
Madiun. 


. Variabel Upah Minimum Kabupaten 


Dari perhitungan secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar — 5,557 
sedangkan nilai sig (a/2— 0,025) dengan degree of freedom (df) 14 (n-k-1) 
diperoleh nilai t tabel sebesar 2,145. Dari hasil tersebut diketahui bahwa 
nilai t hitung — 5,557 2 t tabel 2,145 maka HO ditolak dan Hi diterima, 
dengan nilai signifikansi 0,000 « 0,05. Maka Upah Minimum Kabupaten 
berpengaruh negatif dan signifikan kepada Kemiskinan di Kabupaten 
Madiun. 


. Variabel Pengangguran 


Dari perhitungan secara parsial diperoleh nilai t hitung sebesar 1,074 
sedangkan nilai sig (a/2= 0,025) dengan degree of freedom (df) 14 (n-k-1) 
diperoleh nilai t tabel sebesar 2,145. Dari hasil tersebut diketahui bahwa 
nilai t hitung 1,074 < t tabel 2,145 maka HO diterima dan Hi ditolak, 
dengan nilai signifikansi 0,301 > 0,05. Maka Pengangguran tidak 
berpengaruh signifikan kepada Kemiskinan di Kabupaten Madiun. 


B. Pembahasan 


1. 
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Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan 


Pertumbuhan Ekonomi secara parsial berpengaruh negatif dan signifkan 


terhadap kemiskinan di Kabupaten Madiun tahun 2002-2019. Hasil penelitian ini 
sesuai dengan beberapa penilitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh 
(Purnama, 2017), (Hambarsari & Inggit, 2016), (Windra et al., 2016) yang 
menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Madiun berpengaruh 
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terhadap kemiskinan, hal ini tersebut dipengaruhi oleh sektor pertanian terutama 
tanaman pangan. Kabupaten Madiun yang menjadi salah satu tulang punggung 
sektor pertanian tanaman bahan pangan di Jawa Timur dengan produksi padi 
menempati peringkat ke-7 tertinggi se-Jawa Timur pada tahun 2020 yang 
memiliki produksi sebesar 453,54 ribu ton GKG (Gabah Kering Giling) (BPS 
Kabupaten Madiun, 2021a). Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun mampu 
melihat peluang dalam pengelolaan pertanian sebagai sarana guna meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi dengan menerapkan program peningkatan pengelolaan 
pra dan pasca panen di Kabupaten Madiun dan menerapkan peraturan daerah 
Nomor 1 Tahun 2014 tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan guna 
melindungi lahan-lahan pertanian di Kabupaten Madiun (Madiunkab.go.id, 
2021). Lebih lanjut menurut Kuznet dalam Tambunan (2001) pertumbuhan 
ekonomi memiliki kaitan yang kuat terhadap kemiskinan, terdapat suatu korelasi 
menemukan bahwa adanya hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi 
terhadap kemiskinan yaitu apabila pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan 
maka akan menurunkan tingkat kemiskinan 
2. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten Terhadap Kemiskinan 

Upah minimum kabupaten secara parsial berpengaruh negatif dan signifkan 
terhadap kemiskinan di Kabupaten Madiun tahun 2002-2019. Hasil penelitian ini 
sesuai dengan beberapa penilitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh (Safitri 
et al., 2020) dan (Yusnedi et al., 2019) yang menjelaskan bahwa upah minimum 
kabupaten berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan. Upah 
minimum di Kabupaten Madiun dipengaruhi oleh nilai kebutuhan hidup layak 
(KHL). Nilai kebutuhan layak ini didapatkan dari hasil survey yang dilakukan 
oleh tim survey Dewan Pengupahan Provinsi/Kota diamana survey tersebut 
dilakukan di pasar-pasar tradisional dengan responden penjual barang-barang 
kebutuhan sehari-hari (Mahila, 2014). Selain itu pengaruh negatif dan signifikan 
upah minimum terhadap kemiskinan di Kabupaten Madiun senada dengan tujuan 
ditetapkannya Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-01/Men/1999 dan 
UU Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, yaitu untuk meningkatkan 
kesejahteraan pekerja, sehingga terbebas dari kemiskinan. Menurut (Khabhibi, 
2010) Semakin tingginya upah minimum maka akan semakin tinggi pula 
pendapatan masyarakat sehingga berpengaruh pada kesejahteraan yang 
meningkat dan pada akhirnya terbebas dari kemiskinan. 

3. Pengaruh Pengangguran Terhadap Kemiskonan 

Pengangguran secara parsial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di 
Kabupaten Madiun tahun 2002-2019. Hasil penelitian ini sesuai dengan 
beberapa penilitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh (Zuhdiyaty & Kaluge, 
2017) dan (Diramita & Usman, 2018) yang menjelaskan bahwa pengangguran 
tidak berpengaruh terhadap kemiskinan. Hal tersebut berbeda dengan teori dan 
hipotesa yang dikeluarkan oleh (Sukirno, 2004) yang mengatakan bahwa 
pengangguran memberikan dampak yang buruk yaitu dapat mengurai 
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pendapatan masyarakat hingga dapat menyebabkan tingkat kesejahteraan yang 
sebelumnya telah dicapai oleh seseorang menurun, jika tingkat kesejahteraan 
semakin menurun yang disebabkan oleh menganggur maka dapat menjebak 
dalam kemiskinan. Banyaknya pengangguran di Kabupaten Madiun disebabkan 
oleh masih banyaknya kesenjangan antara ketersediaan tenaga kerja yang ada 
dengan lowongan pekerjaan yang tersedia (BPS Kabupaten Madiun, 2021a). 
Selain itu, menurut uji yang telah dilakukan menyatakan kemiskinan di 
Kabupaten Madiun tidak dipengaruhi oleh tingkat pengangguran, karena tingkat 
pengangguran bukan satu-satu faktor yang menyebabkan kondisi kemiskinan, 
dimana pengangguran di Kabupaten Madiun adalah penduduk dengan kondisi 
yang baru saja telah menyelesaikan pendidikan yang sedang berada pada waktu 
pencarian kerja dengan kesesuaian pada keahlian yang telah dimiliki dan juga 
pada tingkat penghasilan yang susai dengan keinginan. Selain itu, tingkat 
pendapatan keluarga yang cukup tinggi dengan hal tersebut dapat memberikan 
biaya hidup dari anggota keluarga yang merupakan pengangguran. 
Pengangguran memiliki hubungan yang sangat erat dalam mempengaruhi 
tingkat kemiskinan (Todaro, 2003). Secara teori apabila masyarakat 
mendapatkan pendapatan maka secara umum masyarakat dapat memenuhi 
kebutuhannya. Apabila tingkat pengangguran (terbuka dan terselubung) tinggi 
maka kemiskinan akan marak ditemukan (Todaro, 2000). 


Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan maka peneliti mengambil 
kesimpulan bahwa secara negatif dan signifikan mampu mempengaruhi kemiskinan di 
Kabupaten Madiun tahun 2002-2019. Hal tersebut dipengaruhi oleh sektor pertanian 
terutama tanaman pangan. Perlu diketahui bahwa Kabupaten Madiun menjadi pusat 
pertanian yaitu dengan memproduksi bahwan pangan untuk wilayah Jawa Timur. Hal 
ini dibuktikan bahwa Kabupaten Madiun mampu menduduki posisi ke-7 sebagai 
kabupaten yang paling banyak memproduksi padi di Jawa Timur pada 2020. Upah 
minimum kabupaten secara parsial berpengaruh negatif dan signifkan terhadap 
kemiskinan di Kabupaten Madiun tahun 2002-2019. Upah minimum di Kabupaten 
Madiun dipengaruhi oleh nilai kebutuhan hidup layak (KHL) yang didapatkan melalui 
survey pasar oleh tim survey Dewan Pengupahan Provinsi/Kota. Pengangguran secara 
parsial tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten Madiun tahun 2002-2019. 
Pertumbuhan Ekonomi secara parsial Banyaknya pengangguran di Kabupaten Madiun 
disebabkan oleh masih banyaknya kesenjangan antara ketersediaan tenaga kerja yang 
ada dengan lowongan pekerjaan yang tersedia, banyaknya penduduk dengan kondisi 
yang baru saja telah menyelesaikan pendidikan yang sedang berada pada waktu 
pencarian kerja, tingkat pendapatan keluarga yang tinggi. 
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Abstract 

The research was conducted with the aim of knowing the influence of exchange 
rates, inflation, money supply, external debt, and gross domestic product on foreign 
exchange reserves in Indonesia in the quarter of 2016 to 2020. Secondary data in 
this study was obtained through the website of the Central Bureau of Statistics and 
Bank Indonesia. This study used quantitative methods and used Multiple Linear 
Regression Analysis with Ordinary Least Square (OLS) model. It can be concluded 
that the exchange rate has a negative and significant effect on foreign exchange 
reserves, the amount of money supply and external debt has a positive and 
significant effect on foreign exchange reserves, while for inflation and external debt 
has a positive but insignificant influence on foreign exchange reserves. 


Keywoards: FER; ER; inflation; MS; ED; GDP 


Abstrak 
Penelitian dilakukan dengan tujuan mengetahui pengaruh dari nilai tukar, inflasi, 
jumlah uang beredar, utang luar negeri, dan produk domestik bruto terhadap 
cadangan devisa di Indonesia periode triwulan tahun 2016 hingga 2020. Data 
sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui website Badan Pusat Statistik dan 
Bank Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif serta menggunakan 
Analisis Regresi Linier Berganda dengan model Ordinary Least Square (OLS). 
Dapat disimpulkan nilai tukar berpengaruh negative dan signifikan terhadap 
cadangan devisa, jumlah uang beredar dan utang luar negeri berpengaruh poisitif 
dan signifikan terhadap cadangan devisa, sedangkan untuk inflasi serta utang luar 
negeri memiliki pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap cadangan devisa. 


Kata Kunci: CD; NK; inflasi; JUB; ULN; PDB 


Pendahuluan 

Indonesia mendapatkan pengaruh yang besar apabila terjadi fluktuasi 
perekonomian dunia, hal ini disebabkan negara ini bercermin pada sistem perekonomian 
terbuka. Contohnya saat terjadi krisis ekonomi Asia pada akhir tahun 1990-an yang 
diawali karena pemerintah Thailand mengambangkan mata uang Bath (Harahap, 2013). 
Imbas dari krisis yang tengah melanda Indonesia pada tahun 1988 menyebabkan 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami penuruhan yang signifikan hingga 
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mencapai -13,13, hal ini disebabkan oleh tingginya inflasi dan lemahnya nilai tukar saat 
itu (Mahmudy, 2003). 

Dampak yang dirasakan juga terjadi dari sisi neraca pembayaran yaitu 
menurunnya jumlah cadangan devisa. Hal tersebut dikarenakan cadangan devisa 
digunakan untuk mengintervensi nilai tukar pada saat itu. Rendahnya cadangan devisa 
suatu negara dapat menyebabkan sentimen ekonomi Indonesia akan berubah banyak 
pinjaman dalam bentuk Balance Of Payment untuk mengatasi defisit neraca 
pembayaran untuk memperkuat cadangan devisa Indonesia (Tarmidi, 2003). 

Berlangsungnya perbaikan atas perekonomian yang tengah Indonesia alami 
bergantung terhadap dua strategi penting, stabilitas lingkungan makroekonomi dan 
implementasi restrukturisasi utang korporasi yang dapat dipercaya serta perbaikan 
industri perbankan (Indrawati, 2002). Perdagangan internasional merupakan faktor 
penting dalam kejadian tersebut yang membuktikan bahwa sebuah negara mustahil 
apabila dapat mencukupi segala kebutuhannya tanpa adanya campur tangan dari pihak 
lain dan faktor penting dalam pendapatan nasional (Sonia & Setiawina, 2016). Untuk 
mengukur sejauh mana perdagangan internasional di dalam sebuah negara, terlihat 
berdasarkan berapa besar cadangan devisa yang dimiliki negara itu sendiri apakah kuat 
atau justru lemah (Uli, 2016). Jumlah cadangan devisa bukan hanya mampu mendorong 
perekonomian, namun dapat memperkuat variabel yang paling mudah mengalami 
kemunduran, contohnya ialah nilai tukar, utang, dan defisit (Rizvi et al., 2011). 
Perkembangan cadangan devisa berfluktuasi setiap tahunnya, dapat dilihat sebagai 
berikut. 
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Gambar 1 
Perkembangan Cadangan Devisa Indonesia Tahun 2016-2020 
Sumber: Bank Indonesia (data diolah) 
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Berdasarkan gambar diatas, cadangan devisa Indonesia terus berfluktuasi. Seperti 
yang terjadi di Indonesia pada tahun 2016 hingga tahun 2017 cadangan devisa yang 
terus mengalami peningkatan, namun berdasarkan laporan neraca pembayaran yang 
dipublikasikan oleh Bank Indonesia pada tahun 2018 terjadi penurunan dalam jumlah 
cadangan devisa yang disebabkan banyaknya jumlah yang harus dibayarkan untuk 
memenuhi utang luar negeri serta dipengaruhi oleh stabilisasi nilai tukar pada saat itu. 

Pada tahun 2019-2020 tercatat bahwa terjadi kenaikan dalam cadangan devisa 
yang dimiliki Indonesia. Pada tahun 2020 krisis kembali melanda dunia, tidak hanya 
Indonesia, namun hampir seluruh negara mengalami yang terjadi akibat pandemi Covid- 
19. Cadangan devisa Indonesia cukup fluktuatif, namun pada bulan Agustus 2020 
cadangan devisa Indonesia mengalami peningkatan hingga 137 milyar USD tertinggi 
sepanjang sejarah yang disebabkan oleh penarikan utang luar negeri yang digunakan 
untuk menangani pandemi Covid-19 dan upaya penanganan ekonomi nasional hingga 
akhirnya cadangan devisa tahun 2020 tetap memadai. 

Indikator yang digunakan dalam mengukur sejauh mana nilai tukar mata uang di 
suatu negara dalam kondisi baik ialah cadangan devisa yang dimiliki negara tersebut. 
Dengan mengelola devisa, maka nilai tukar dapat dijaga stabilitasnya walaupun 
cadangan devisa sudah habis (Ridho, 2015). Semakin banyak jumlah cadangan devisa 
suatu negara, semakin membuktikan bahwa negara tersebut mampu melangsungkan 
transaksi ekonomi dan perdagangan internasional sehingga nilai tukar dari mata uang 
negara tersebut kian menguat. (Agustina, 2014). 

Kuatnya nilai tukar dari mata uang suatu negara dapat meminimalisir terjadinya 
inflasi. Apabila harga barang dan jasa mengalami pelonjakan, maka perekonomian di 
negara tersebut mengalami hambatan sehingga negara tersebut memerlukan devisa 
dengan jumlah yang lebih banyak sehingga dapat bertransaksi ke luar negeri (Pratiwi et 
al., 2018). 

Pada dasarnya perekonomian membutuhkan tingkat inflasi tertentu, dan jika 
inflasi berlangsung dengan jumlah di atas kadar wajar, masyarakat akan mengalami 
kerugian. Hal inilah yang kemudian dinyatakan bahwa apabila terjadi inflasi, maka 
harga dari barang dan jasa di negara tersebut meninggi yang menyebabkan nilai dari 
mata uang berubah sehingga dapat berpengaruh terhadap cadangan devisa. 

Terjadinya fenomena inflasi juga dapat disebabkan banyaknya jumlah uang yang 
beredar di masyarakat, sehingga harga barang pun kian menaik dalam kurun waktu yang 
lama. Maksud dari jumlah uang yang beredar di masyarakat ialah jumlah total dari uang 
yang beredar di masyarakat selama periode tertentu. (Rahmawati, 2018). Meningkatnya 
cadangan devisa harus dibarengi dengan meningkatnya jumlah uang yang beredar di 
masyarakat, hal ini ditujukan untuk menukarkan pengeluaran di tahun tersebut dengan 
nominal rupiah. Penukaran tersebut dilandasi pada alasan bahwa pengeluaran nasional 
umumnya diambil dari cadangan devisa sehingga demi kepentingan pemenuhan 
kebutuhan nasional tersebut, maka cadangan devisa harus diubah ke dalam mata uang 
rupiah (Sonia & Setiawina, 2016). 
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Salah satu upaya untuk menambah devisa yang dilakukan pemerintah ialah 
melakukan pinjaman dan melakukan kegiatan ekspor sumber daya alam ke luar negeri 
(Sayoga & Tan, 2017). Surplus yang didapatkan dari kegiatan ekspor tidak sepenuhnya 
dapat mengisi cadangan devisa negara, mayoritas cadangan devisa negara didapatkan 
melalui utang luar negeri dengan tujuan untuk menggenapi defisit transaksi yang tengah 
berlangsung sekaligus membayarkan pinjaman pokok, hal ini membuktikan bahwa tidak 
secara langsung utang luar negeri dapat dimanfaatkan untuk menggenapi cadangan 
devisa negara (Ridho, 2015). 

Definisi dari Produk Domestik Bruto ialah total yang berhasil didapatkan dari 
penghasilan dan pengeluaran barang dan jasa atas output barang dan jasa dalam kurun 
waktu tertentu, yang kemudian akan menjadi cerminan atas seberapa jauh kinerja dari 
perekonomian di sebuah negara (Sapthu, 2013). Dapat dikatakan semakin baik PDB 
suatu negara, semakin baik pula kinerja perekonomian suatu negara. Komponen dari 
Produk Domestik Bruto ialah bahan yang dikonsumsi bagi sebagian besar rumah 
tangga, investasi, konsumsi pemerintah, dan ekspor neto. Semua komponen yang telah 
disebutkan tersebut terletak ke dalam sebuah fungsi linier, dapat ditarik sebuah 
simpulan bahwa meningkatnya Produk Domestik Bruto yang dimiliki sebuah negara 
akan mempengaruhi peningkatan cadangan devisa begitupun sebaliknya (Astuty, 2020). 

Lebih lanjut, penelitian tentang pengaruh nilai tukar, inflasi, jumlah uang beredar, 
utang luar negeri, dan produk domestik bruto terhadap cadangan devisa sudah pernah 
diteliti oleh peneliti lainnya antara lain, (Dani et al., 2020) dan (Islami & Rizki, 2018), 
dimana penelitian tersebut mampu memaparkan bahwa secara positif nilai tukar mampu 
mempengaruhi cadangan devisa. Akan tetapi sebaliknya, (Agustina, 2014) 
mengungkapkan bahwa secara negatif nilai tukar mampu mempengaruhi cadangan 
devisa. (Kuswantoro, 2017) dan (Pratiwi et al., 2018) mengungkapkan bahwa adanya 
pengaruh ke arah yang positif di dalam variabel inflasi terhadap cadangan devisa, 
dimana hasil penelitian ini dibantah oleh (Agustina, 2014) dan (Rahmawati, 2018) 
dimana kedua penelitian ini menunjukkan bahwa secara negatif inflasi mampu 
mempengaruhi cadangan devisa negara. Penelitian terkait pengaruh yang ditimbulkan 
oleh variabel jumlah uang beredar terhadap cadangan devisa negara telah dilakukan 
oleh (Firmansyah & Safrizal, 2018) yang memaparkan hasil bahwa kedua variabel 
tersebut saling mempengaruhi akan tetapi tidaklah signifikan, akan tetapi penelitian 
yang dilangsungkan oleh (Rahmawati, 2018) menyanggah penelitian tersebut, 
Rahmawati tidak menemukan adanya pengaruh yang ditimbulkan oleh jumlah uang 
yang beredar terhadap cadangan devisa. Penelitian terkait utang luar negeri terhadap 
cadangan devisa negara pernah dilakukan oleh (Adiyadnya, 2017), (Sayoga & Tan, 
2017) dan (Prameswari et al., 2019a) dimana mampu memaparkan bahwa pengaruh 
yang ditimbulkan oleh variabel utang luar negeri terhadap cadangan devisa ialah 
pengaruh yang positif serta signifikan. Penelitian yang dilaksanakan oleh (Astuty, 2020) 
dan (Indrayadi, 2017) memaparkan bahwa pengaruh yang ditimbulkan oleh hubungan 
antara variabel produk domestik bruto terhadap cadangan devisa ialah pengaruh yang 
bernilai positif dan signifikan. 
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Beranjak dari penelitian yang pernah dilangsungkan inilah, peneliti menemukan 
adanya ketidakkonsistenan dalam hasil penelitian sehingga peneliti menilai 
dibutuhkannya sebuah penelitian yang mengkaji secara lebih spesifik dan terbaru lagi. 
Tentunya juga semakin mengetahui sejauh mana nilai tukar, inflasi, jumlah uang 
beredar, utang luar negeri, dan produk domestik bruto mempengaruhi cadangan devisa 
di Indonesia periode triwulan tahun 2016-2020. Dengan melihat latar fenomena yang 
sudah penulis uraikan, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jelas bagaimana 
pengaruh nilai tukar, inflasi, jumlah uang beredar, utang luar negeri, dan produk 
domestik bruto terhadap cadangan devisa di Indonesia. 


Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Metode yang diadopsi ke dalam penelitian ini ialah metode kuantitatif, 
dengan menggunakan instrumen untuk memeriksa data tertentu dengan analisis 
data yang bersifat statistik (Sugiyono, 2015). Penelitian ini bertujuan untuk 
mendapatkan informasi terkait pengaruh yang ditimbulkan oleh nilai tukar, inflasi, 
jumlah uang beredar, utang luar negeri, dan produk domestik bruto terhadap 
cadangan devisa di Indonesia periode triwulan tahun 2016-2020. 
2. Pengumpulan data 
Peneliti menghimpun sebagian besar data sekunder yang bersumber dari 
instansi yang mengurusi hal ini. Peneliti juga melakukan studi pustaka, meninjau 
gambaran umum dan jurnal, makalah, ataupun laporan. Data pokok di dalam 
penelitian ini peneliti dapatkan melalui Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik 
periode triwulan tahun 2016-2020. 
3. Teknik analisis 
Teknik analisis yang peneliti adopsikan ke dalam penelitian ini ialah jenis 
analisis regresi linier berganda dengan model Ordinary Least Square (OLS), 
sehingga penulis mampu meninjau apakah variabel bebas (Xi, X2, X3,......,K) dapat 
memberikan pengaruh terhadap variabel terikat (Y). 
Persamaan Model Regresi Linier Berganda : 


Y = PO + B1X1 + Bakat P3X3 + B4X34 + PsXs +e 


Dimana : 

Y = Cadangan Devisa 

X1 = Nilai Tukar 

X2 = Utang Luar Negeri 

X3 = Produk Domestik Bruto (PDB) 

X4 = Uang Beredar 

Xs = Inflasi 

po = Konstanta (nilai Y apabila X1, X2, X3, X4, Ks= 0) 

p = Koefisien regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 
e = Variabel Pengganggu 
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Hasil dan Pembahasan 
A. Hasil Penelitian 
Berdasarkan pengolahan data dengan dibantu oleh program IBM SPSS 25, 
peneliti memperoleh persamaan di bawah: 
Y = 3,710 — 0,747X1 + 0,002X2 + 1,059X3 + 0,435X4 + 0,041 X5 
Apabila model persamaan tersebut diuraikan, maka didapatkan bahwa nilai 
konstanta sebesar 3,710 dimana hal ini berarti jika Nilai Tukar (X1), Inflasi (X2), 
Jumlah Uang Beredar (X3), Utang Luar Negeri (X4), dan Produk Domestik Bruto 
(X5) dinilai sebagai sebuah variabel yang konstan, maka angka Cadangan Devisa 
(Y) akan mengalami kenaikan sejumlah 3,71%. Koefisien regresi Xi (P1) : Y= - 
0,747 memaparkan bahwa adanya pengaruh secara positif yang ditunjukkan oleh 
variabel Nilai Tukar (X1), sehingga dapat diidentifikasikan bahwa apabila Nilai 
Tukar meningkat sebanyak 1%, maka Cadangan Devisa (Y) akan turun sejauh - 
0,747 Yo, dengan asumsi X2, X3, X4, dan X5 konstan. Koefisien regresi X2 (Ba) : 
Y= 0,002 memaparkan bahwa Inflasi (X2) mampu mempengaruhi cadangan devisa 
(Y) secara positif, yang apabila diidentifikasikan maka terlihat bahwa apabila 
Inflasi meningkat sejauh 1%, maka cadangan devisa (Y) turut meningkat sebesar 
0,002% dengan asumsi X1, X3. X4, dan X5 konstan. Koefisien regresi X3 (P3) : Y= 
1,059 memaparkan bahwa terdapat pengaruh yang positif pada variabel jumlah 
uang beredar (X3), sehingga apabila diidentifikasikan menjadi seandainya jumlah 
uang beredar mengalami peningkatan sejauh 1% maka cadangan devisa (Y) turut 
meningkat hingga 1,059% dengan asumsi X1. X2, X4, dan X5 konstan. Koefisien 
regresi X4 (Pa) : Y = 0,435 memaparkan bahwa secara positif utang luar negeri (X4) 
akan mempengaruhi cadangan devisa (Y), sehingga dapat diidentifikasikan 
menjadi, apabila utang luar negeri meningkat hingga 1% maka cadangan devisa (Y) 
turut meningkat hingga 0,435% dengan asumsi X1, X2, X3 dan X5 konstan. 
Koefisien regresi Xs(Ps) : Y= 0,041, memaparkan bahwa produk domestik bruto 
(X5) memberikan dampak yang positif terhadap cadangan devisa (Y), yaitu apabila 
produk domestik bruto meningkat sebesar 1% maka cadangan devisa turut 
meningkat hingga 0,041% dengan asumsi X1, X2, X3 dan X4 konstan. 
1. Hasil Uji Asumsi Klasik (BLUE / Best Linier Unbiased Estimator) 
a. Uji Normalitas 
Diberlakukannya uji One Sample Solgomorov Sminov Test dan P-P Plot 
ditujukan untuk mendapatkan informasi perihal distribusi yang terjadi pada 
residual bernilai normal atau sebaliknya. Berdasarkan pengujian yang telah 
dilakukan, maka didapatkan hasil berikut: 
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Tabel 1 
Uji Normalitas (One Sample Solgomorov Sminov Test) 


One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
































Unstandardized 
Residual 

N 20 
Normal Parameters*> Mean .0000000 
Std. .00615197 

Deviation 
Most Extreme Absolute 120 
Differences Positive 103 
Negative - 120 
Test Statistic 120 
Asymp. Sig. (2-tailed) 2009 





Sumber: Output SPSS 


Dalam uji normalitas residural terlihat bahwa data berdisribusi dengan 
normal. Hal ini dibuktikan dengan nilai kolmogorov smirnov sejumlah 0,120 
dan nilai Asymp. Sig sejumlah 0,200, yang dimana apabila nilai Asymp. Sig 
melebihi angka 0,05 maka data dinyatakan berdistribusi secara normal, 
sehingga dapat disimpulkan bahwa Nilai signifikan residual yaitu 0,200 > 
0,05, sehingga data dalam penelitian ini dinyatakan sebagai daya yang 
terdistribusi secara normal. 


Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 


Dependent Variable: Cadangan Devisa 
0 


Expected Cum Prob 











Observed Cum Prob 


Gambar 2 
Uji Normalitas (P-P Plot) 


1056 Syntax Idea, Vol. 3, No. 5, Mei 2021 


Analisis nilai tukar, inflasi, jumlah uang beredar, utang luar negeri, dan produk 
domestik bruto 


Menurut gambar yang telah dilampirkan di atas, terlihat bahwa 
penyebaran data (titik) tersebar searah garis diagonal dan grafik histogram, 
berdasarkan hal ini terlihat bahwa data di dalam penelitian ini merupakan data 
yang terdistribusi secara normal. 

b. Uji Autokorelasi 
Berdasarkan pengujian akan autokorelasi, didapati bahwa nilai dari 
pengujian DW diketahui senilai 1,240. Persamaan ini memiliki variabel bebas 
(k) sejumlah 5 dan data yang dimiliki (n) sebanyak 20. Berdasarkan hal itu, 
didapati bahwa nilai dari DW tabel ialah sejumlah dL = 0,7918 dan dU = 
1,9908. Dikarenakan Nilai DW test terletak di antara nilai dL hingga dU, 
maka dapat ditarik simpulan bahwa data yang dimanfaatkan ke dalam 
penelitian ini terletak pada daerah keragu-raguan, sehingga data tidak terkena 
dari gejala autokorelasi yang diartikan bahwa data dapat diterapkan ke dalam 
pengujian berikutnya. 
c. Uji Multikolinieritas 
Di dalam pengujian atas multikolinieritas didapati bahwa nilai VIF 
sebagai berikut nilai VIF nilai tukar (5,698), inflasi (4,343), jumlah uang 
beredar (9,090), utang luar negeri (6,196) dan produk domestik bruto (4,284). 
Perolehan tersebut memaparkan bahwa VIF ditiap variabel di dalam 
penelitian ini belum menyentuh angka 10, sehingga model tidak terdampak 
atas gejala multikolinieritas. 
d. Uji Heterokedastisitas 
Berdasarkan pengujian Glejser didapati bahwa nilai tukar (0,537), 
inflasi (0,214), jumlah uang beredar (0,807), utang luar negeri (0,954) dan 
produk domestik bruto (0,999), sehingga dapat diidentifikasikan bahwa nilai 
signifikan yang terkandung ditiap-tiap variabel melebihi angka 0,05, sehingga 
terlihat bahwa nilai redisual yang terkandung di tiap-tiap variabel tidak 
memiliki persamaan yang berarti. Hal ini menunjukkan bahwa persamaan 
yang terkandung di tiap-tiap variabel tidak mengalami heterokedastisitas. 
Sesuai dengan perolehan dari pengujian atas Asumsi Klasik yang telah 
dipaparkan tersebut, dapat ditarik sebuah simpulan bahwa tidak 
ditemukannya pelanggaran atas asumsi klasik di dalam model ini, maka 
model ini dapat dianalisis ke tahapan berikutnya. 
2. Pengujian Hipotesis 
a. Uji Koefisien Determinasi (R Square) 
Tabel 2 
Uji Koefisien Determinasi 
R Adjusted Std. Error of the 
Model K Square R Square ee 
1 987" 974 964 ,00717 
Sumber: Output SPSS 
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Nilai dari Koefisien determinasi sejumlah 0,974, yang dimana nilai ini 
mengartikan bahwa sejumlah 97,4% dari total pengamatan mampu 
memeperlihatkan variabel bebas Nilai Tukar (X1), Inflasi (X2), Jumlah Uang 
Beredar (X3), Utang Luar Negeri (X4) dan Produk Domestik Bruto (X5) 
dapat memaparkan keberagaman atas variabel terikatnya yaitu Cadangan 
Devisa (Y), dan 2,6% sisanya mendapatkan pengaruh dari faktor yang tidak 
terkandung di dalam model. 














. Uji F 
Tabel 3 
Uji F Simultan (ANOVA) 
um n : 

Model ae df yen F Sig. 
Regression ,027 5 ,005 104,105 000° 
Residual 0,001 14 ,000 
Total ,027 19 
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Sumber: Output SPSS 


Pengujian F akan bertujuan untuk mendeteksi pengaruh ataupun korelasi 
yang terkandung di dalam model penelitian. Berdasarkan pengujian F ini, 
peneliti mendapati bahwa nilai F hitung 4,428 signifikasinya 0,022 dengan 
ukuran signifikasinya 5% atau (a = 0,05), berdasarkan hal tersebut maka 
didapati bahwa nilai signya 0,000 < 0,05. F tabel dengan derajat kebebasan 
(df1) bernilai 3 jumlah varaibel bebas/k), df2 bernilai 14 (n-k-1) didapatkan 
nilai F tabel 3,344, maka HO ditolak dan Hi diterima, oleh karenanya 
diketahui Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran, kemiskinan memiliki 
hubungan/pengaruh positif terhadap IPM di Kabupaten Bojonegoro dan dapat 
dibuktikan dengan kurva uji F berikut. 

Dapat diketahui pada tabel ANNOVA nilai F hitung sebesar 104,105 
dengan tingkat signifikansi sebesar .000° < 0,005. Untuk nilai F tabel dengan 
degree of freedom (dfl) adalah 5 (jumlah variabel bebas/k) dan df2 (n-k-1) 
diperoleh nilai F tabel sebesar 2,96. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa 
F hitung 104,105 = F tabel 2,96 sehingga HO ditolak dan Hi diterima. Maka 
dapat disimpulkan secara simultan Nilai Tukar, Inflasi, Jumlah Uang Beredar, 
Utang Luar Negeri, dan Produk Domestik Bruto berpengaruh positif terhadap 
Cadangan Devisa di Indonesia dengan dapat dibuktikan pada kurva distribusi 
uji F sebagai berikut. 
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Daerah Penolakan 





Daerah Penerimaan 























2,960 104,105 
c. Uji T 
Tabel 4 
Uji t Parsial 
Variabel tHitung tTabel Sig. 

Nilai Tukar (X1) -0,747 2,148 0,000 
Inflasi (X2) 0,02 2,148 0,288 
Jumlah Uang Beredar (X3) 1,059 2,148 0,000 
Utang Luar Negeri (X4) 0,435 2,148 0,003 
Produk Domestik Bruto (X5) 0,041 2,148 0,635 





Sumber: Output SPSS 
1. Variabel Nilai Tukar 

Berdasarkan hasil kalkulasi secara parsial didapati bahwa nilai t 
hitung sejumlah -0,747 sedangkan nilai sig (a/2— 0,025) dengan degree of 
freedom (df) 14 (n-k-1) didapati nilai t tabel sebesar 2,1448. Berdasarkan 
perolehan inilah didapatkan informasi bahwa nilai t hitung -0,747 < t tabel 
2,1448 sehingga HO diterima dan Hi ditolak, dengan nilai signifikansi 0,000 
« 0,05. Hal ini mampu dibuktikan dengan kurva Uji T dan t hitung yang 
terletak pada daerah penerimaan. Maka dapat ditarik simpulan bahwa 
terdapat pengaruh secara parsial terhadap variabel nilai tukar dengan 
cadangan devisa di Indonesia secara negatif dan signifikan. 

2. Variabel Inflasi 

Berdasarkan perolehan kalkulasi secara parsial didapati bahwa nilai t 
hitung sejumlah 0,02 sedangkan nilai sig (a/2— 0,025) dengan degree of 
freedom (df) 14 (n-k-1) didapati nilai t tabel senilai 2,1448. Berdasarkan 
temuan ini, maka didapati sebuah informasi yaitu nilai t hitung 0,02 < t tabel 
2,1448 maka HO diterima dan Hi ditolak, dengan nilai signifikansi 0,288 > 
0,05. Hal ini mampu ditunjukkan melalui kurva Uji T dan t hitung yang 
terletak pada daerah penerimaan. Maka simpulan yang didapatkan ialah 
secara parsial variabel inflasi mampu mempengaruhi cadangan devisa di 
Indonesia dengan cenderung mengarah positif akan tetapi tidaklah 
signifikan. 
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3. Variabel Jumlah Uang Beredar 
Berdasarkan kalkulasi, didapati bahwa secara parsial nilai t hitung 
sejumlah 1,059 sedangkan nilai sig (a/2= 0,025) dengan degree of fre edom 
(df) 14 (n-k-1) didapati nilai t tabel senilai 2,1448. Berdasarkan perolehan 
ini, didapatkan sebuah informasi bahwa nilai t hitung 1,059 < t tabel 2,1448 
maka HO diterima dan Hi ditolak, dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05. 
Hal ini mampu ditunjukkan melalui kurva Uji T dan t hitung yang terletak 
pada daerah penerimaan. Maka simpulan yang dapati diambil ialah secara 
parsial variabel jumlah uang beredar mempengaruhi cadangan devisa di 
Indonesia secara positif dan signifikan. 
4. Variabel Utang Luar Negeri 
Berdasarkan kalkulasi didapati bahwa secara parsial nilai t hitung 
senilai 0,435 sedangkan nilai sig (a/2= 0,025) dengan degree of freedom 
(df) 14 (n-k-1) didapati nilai t tabel senilai 2,1448. Berdasarkan perolehan 
tersebut, maka didapati informasi bahwa nilai t hitung 0,435 < t tabel 2,1448 
maka HO diterima dan Hi ditolak, dengan nilai signifikansi 0,003 < 0,05. 
Hal ini ditunjukkan melalui kurva Uji T dan t hitung yang terletak pada 
daerah penerimaan. Maka dapat diambil sebuah simpulan bahwa secara 
parsial variabel utang luar negeri mempengaruhi cadangan devisa di 
Indonesia secara positif dan signifikan. 
5. Variabel Produk Domestik Bruto 
Berdasarkan kalkulasi didapati bahwa, secara parsial nilai t hitung 
senilai 0,041 sedangkan nilai sig (a/2= 0,025) dengan degree of freedom 
(df) 14 (n-k-1) didapati nilai t tabel senilai 2,1448. Berdasarkan perolehan 
inilah didapati informasi bahwa t hitung 0,041 < t tabel 2,1448 maka HO 
diterima dan Hi ditolak, dengan nilai signifikansi 0,653 > 0,05. Hal ini 
ditunjukkan dengan letak kurva Uji T dan t hitung di daerah penerimaan. 
Maka simpulan yang didapatkan ialah secara parsial variabel produk 
domestik bruto mampu mempengaruhi cadangan devisa di Indonesia secara 
positif dan signifikan. 


B. Pembahasan 


1. 
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Pengaruh Nilai Tukar Terhadap Cadangan Devisa di Indonesia 

Nilai tukar secara parsial mampu mempengaruhi cadangan devisa di 
Indonesia periode triwulan tahun 2016-2020 secara negatif dan signifikan. 
Berdasarkan penelitian yang pernah (Agustina, 2014) dan (Kuswantoro, 2017) 
lakukan, kedua penelitian tersebut mendapati bahwa cadangan devisa akan 
mengalami peningkatan apabila nilai tukar turut mengalami peningkatan dan 
disertai dengan kondisi perekonomian yang tengah prima, terjadinya fenomena 
ini dilatarbelakangi pada terdapatnya dorongan dari para investor yang 
berkeinginan untuk menanamkan sejumlah modalnya ke pasar keuangan 
domestik. Dengan adanya peningkatan dalam nilai tukar, hal ini menunjukkan 
bahwa mata uang US dollar tengah terjadi apresiasi sedangkan rupiah tengah 
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terjadi depresiasi. Melemahnya Rupiah apabila dibandingkan dengan US dollar 
akan menuntut Bank Indonesia menggunakan cadangan devisa guna intervensi 
pasar uang dengan tujuan untu menstabilkan nilai tukar rupiah. Aktivitas 
intervensi ini akan mengakibatkan total dari cadangan devisa yang bernilai 
dollar AS menurun. 
2. Pengaruh Inflasi Terhadap Cadangan Devisa di Indonesia 
Nilai tukar secara parsial mampu mempengaruhi cadangan devisa di 
Indonesia periode triwulan tahun 2016-2020 secara positif akan tetapi tidak 
signifikan. Berdasarkan penelitian yang (Kuswantoro, 2017) dan (Sitohang & 
Sudiana, n.d.) lakukan, kedua penelitian ini mendapati bahwa apabila sebuah 
negara mengalami inflasi maka harga dari barang dan jasa akan mengalami 
kenaikan yang berimbas pada berubahnya nilai mata uang serta dapat 
memberikan dampak yang besar terhadap giro bank, serta cadangan devisa. 
Kenaikan harga pangan dan minyak umumnya diakibatkan oleh inflasi. 
Fenomena inflasi ini dapat terjadi akibat terdapat perbedaan yang mencolok 
antara permintaan dan penawaran yang kian menguat akan tetapi terjadi 
keterhambatan di dalam sektor eskpor yang mengakibatkan terus terjadi 
penurunan yang konstan yang berdampak pada peningkatan harga barang 
domestik dibandingkan barang dari luar negeri. Dengan terjadinya fenomena 
inflasi, aktivitas perekonomian di sebuah negara akan terhambat serta 
mengakibatkan defisit neraca perdagangan di Indonesia dan cadangan devisa 
mengalami penurunan. 
3. Pengaruh Jumlah Uang Beredar Terhadap Cadangan Devisa di Indonesia 
Jumlah uang beredar secara parsial mampu mempengaruhi cadangan 
devisa di Indonesia periode triwulan tahun 2016-2020 secara signifikan. 
Penelitian ini memperoleh hasil yang selaras dengan perolehan atas penelitian 
yang dilaksanakan oleh (Sonia & Setiawina, 2016) dan (Rahmad, 2020), dimana 
penelitian tersebut memaparkan bahwa apabila pengeluaran yang dibutuhkan 
oleh pemerintah mengalami peningkatan, maka jumlah uang yang beredar di 
tengah-tengah masyarakat juga perlu ditingkatkan. Seluruh pengeluaran 
pemerintah didanai dengan memanfaatkan mata uang Rupiah, cadangan devisa 
akan dibelanjakan, dan akan menjadi pengeluaran pemerintah nasional dengan 
menukarkannya ke dalam mata uang Rupiah. 
4. Pengaruh Utang Luar Negeri Terhadap Cadangan Devisa di Indonesia 
Utang luar negeri secara parsial mampu mempengaruhi cadangan devisa di 
Indonesia periode triwulan tahun 2016-2020 secara signifikan. Penelitian ini 
memperoleh temuan yang selaras dengan temuan yang dikemukakan oleh 
(Sayoga & Tan, 2017), (Prameswari et al., 2019), dan (Ridho, 2015) dimana 
ketiga penelitian ini mampu memaparkan bahwa utang luar negeri merupakan 
salah satu dari sumber cadangan devisa negara. Bentuk dari utang luar negeri 
pun bermacam, salah satunya ialah surat berharga dan sejenisnya. Kebijakan 
pemerintah Indonesia untuk mengambil pinjaman luar negeri dikarenakan untuk 
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keperluan dalam memutar valuta asing. Terjadinya perputaran valuta asing 
dikarenakan pihak peminjam akan meminjamkan dana kepada pihak yang 
meminjam melalui cadangan devisa yang dimilikinya atau dari badan 
internasional, otomatis dana yang didapatkan berupa mata uang asing yang 
sifatnya likuid atau valuta asing. Dana yang berhasil dipinjam tersebut, 
kemudian akan masuk ke dalam cadangan devisa Indonesia dalam bentuk mata 
uang Rupiah. Dengan adanya perputaran valuta asing ini, maka Indonesia 
mendapatkan cadangan devisa serta menambah cadangan devisa dalam bentuk 
valuta asing. 
5. Pengaruh Produk Domestik Bruto Terhadap Cadangan Devisa di Indonesia 
Adanya pengaruh yang mengarah positif akan tetapi tidak signifikan di 
dalam variabel produk domestik bruto secara parsial terhadap cadangan devisa 
di Indonesia periode triwulan tahun 2016-2020. Hal ini sesuai dengan penelitian 
yang dilangsungkan oleh (S & Zuhroh, 2018), (Astuty, 2020) dan (Indrayadi, 
2017), dimana ketiga penelitian tersebut mampu mamaparkan bahwa 
peningkatan PDB mampu mempengaruhi cadangan devisa disebabkan volume 
transaksi internasional yang turut meningkat. Adanya peningkatan di dalam tiap- 
tiap komponen PDB, seperti keperluan konsumsi rumah tanggan, konsumsi 
pemerintah, investasi, dan ekspor akan mengakibatkan jumlah PBD turut 
meningkat. Peningkatan PDB ini akan menyebabkan cadangan devisa dengan 
melalui proses perdagangan internasional (Masdjojo, 2010). 


Kesimpulan 

Dari hasil penelitian dan berbagai teori yang telah dijabarkan peneliti mengambil 
kesimpulan nilai tukar berpengaruh negatif dan signifikan terhadap cadangan devisa di 
Indonesia, jumlah uang beredar dan utang luar negeri berpengaruh positif signifikan 
terhadap cadangan devisa di Indonesia sedangkan untuk inflasi dan produk domestik 
bruto berpengaruh tidak signifikan terhadap cadangan devisa di Indonesia, sehingga 
dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Pada pengujian secara parsial nilai tukar mampu mempengaruhi cadangan devisa 
secara negatif dan signifikan. Hal ini dijelaskan saat terjemakin kuatnya nilai tukar 
maka akan menurunkan cadangan devisa. Ini terjadi akibat apresiasi nilai tukar saat itu 
akan menyebabkan tingginya harga barang domestik dibanding yang berasal dari luar 
negeri dan eksporpun menurun. Fenomena tersebut akan membuat defisit neraca 
pembayaran dan cadangan devisa Indonesia pun mengalami hal serupa. 

Pada pengujian secara parsial diketahui inflasi berpengaruh positif namun tidak 
signifikan. Hal ini dijelaskan inflasi dapat membuat kesenjangan yang meningkatkan 
permintaan dan penawaran serta menghambat terjadinya ekspor yang kemudian disusul 
pada penurunan nilai ekspor yang berdampak pada tingginya harga barang domestik 
apabila dibandingkan dengan barang dari luar negeri sehingga perekonomian ikut 
mengalami keterhambatan serta mengakibatkan defisit neraca perdagangan di Indonesia 
turut menghambat dan berimbas pada menurutnnya akumulasi cadangan devisa. 
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Untuk jumlah uang beredar dalam pengujian secara parsial ditemukan pengaruh 
yang mengarah positif dan signifikan di dalam variabel jumlah uang beredar terhadap 
devisa negara. Hal ini dijelaskan jika terjadi lonjakan dalam jumlah uang beredar 
meningkat, maka cadangan devisa turut mengalami lonjakan. Hal ini dikarenakan 
terdapatnya peningkatan di dalam pengeluaran pemerintah yang memaksa terjadi 
lonjakan dalam jumlah uang yang beredar. Pembayaran pengeluaran tersebut haruslah 
menggunakan mata uang Rupiah, pembelajaan atas cadangan devisa negara dan 
kemudian akan dimasukkan ke dalam pengeluaran nasional pemerintah sehingga perlu 
ditukarkan ke dalam mata uang rupiah. 

Pada pengujian utang luar negeri terhadap cadangan devisa negara menunjukkan 
angka yang positif dan signifikan. Fenomena ini kemudian dijelaskan bahwa apabila 
semakin bertambahnya utang luar negeri maka cadangan devisa turut mengalami hal 
yang serupa. Perihal ini terjadi diakibatkan transaksi finansial valuta asing dari pemberi 
pinjaman akan masuk kedalam negeri dan cadangan devisa pun mengalami kenaikan. 
Hal ini terbukti saat Indonesia menarik pinjaman untuk pemulihan ekonomi saat 
pandemi Covid-19 bertambah dan cadangan devisa mengalami peningkatan. 

Produk domestik bruto yang diuji secara parsial berpengaruh positif namun tidak 
signifikan. Hal ini dijelaskan tiap-tiap komponen di dalam produk domestik bruto yaitu 
konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, investasi dan ekspor dijelaskan apabila 
mengalami peningkatan maka jumlah produk domestik bruto juga akan bertambah. 
Produk domestik bruto juga mempengaruhi cadangan devisa melalui mekanisme 
perdagangan internasional dan juga cadangan devisa meningkat karena peningkatan 
produk domestik bruto melalui kenaikan volume transaksi internasional. 
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Abstract 

This study aims to determine the effect of Work Motivation and Education Level on 
the Performance of Family Planning Instructors. The sampling technique used total 
sampling (n = 44), and the data analysis technique used Correlation and 
Regression with SPSS version 22. The results showed that Work Motivation had a 
positive and significant effect on the performance of KB counselors (t count = 
2.494, p <0.00). The level of education has a positive and significant effect on the 
performance of family planning counselors (t arithmetic = 9.595, p <0.00). Work 
motivation and education level simultaneously have positive and significant effect 
on the performance of family planning counselors (F arithmetic = 13,665, p 
<0.00). The Contribution of Work Motivation and Education Level to the 
Performance of KB Extension Workers is shown by the Adjusted R Square value of 
0.835 or (83.5%). The remaining 16.5% is influenced by other variables. The 
implication of this research is that there must be a government policy in increasing 
the performance of family planning counselors in the Karawang regency's 
Population and Family Planning Control Office (DPPKB) to improve the 
performance of family planning instructors through leading the process of good 
work motivation and increasing education levels so that the performance of family 
planning counselors is better. 


Keywords: work motivation; education level; performance of family planning 
instructors 


Abstrak 
Tinjauan motivasi kerja dan tingkat pendidikan pada kinerja penyuluh keluarga 
berencana. Penelitian Ini Bertujuan Untuk Mengetahui Pengaruh Motivasi Kerja 
Dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kinerja Penyuluh Kb. Teknik Pengambilan 
Sampel Menggunakan Total Sampling (N = 44), Dan Teknik Analisis Data 
Menggunakan Korelasi Dan Regresi Dengan Program Spss Versi 22. Hasil 
Penelitian Menunjukkan Bahwa Motivasi Kerja Berpengaruh Positif Dan 
Signifikan Terhadap Kinerja Penyuluh Kb (T Hitung = 2,494, P < 0.00). Tingkat 
Pendidikan Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kinerja Penyuluh Kb (T 
Hitung = 9,595, P < 0.00). Motivasi Kerja Dan Tingkat Pendidikan Secara Simultan 
Berpengaruh Positif Dan Signifikan Terhadap Kinerja Penyuluh Kb (F Hitung = 
13,665, P < 0.00). Kontribusi Motivasi Kerja Dan Tingkat Pendidikan Terhadap 
Kinerja Penyuluh Kb Ditunjukan Oleh Nilai Adjusted R Square Sebesar 0,835 Atau 
(83,5%). Sisanya Sebanyak 16,5% Dipengaruhi Oleh Variabel Lain. Implikasi 
Penelitian Ini Adalah Harus Ada Kebijakan Pemerintah Dalam Peningkatan Kinerja 
Penyuluh Kb Di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dppkb) 
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Kabupaten Karawang Untuk Perbaikan Kinerja Penyuluh Kb Melalui Penerepan 
Proses Motivasi Kerja Yang Baik Dan Peningkatan Tingkat Pendidikan Agar 
Kinerja Penyuluh Kb Menjadi Lebih Baik. 


Kata Kunci: motivasi kerja; tingkat Pendidikan; kinerja penyuluh KB 


Pendahuluan 
Salah satu usaha pemerintah dalam program penanggulangan stunting dilakukan 


melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Adapun 
program dari BKKBN di tingkat kabupaten yang bersinggungan dengan penanganan 
kasus stunting adalah program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan 
Keluarga (KKBPK). Dalam program KKBPK sendiri terdapat pencerminan dari 
pelaksanaan 8 fungsi keluarga, yang meliputi (1) fungsi keagamaan, (2) fungsi social 
budaya, (3) fungsi cinta kasih, (4) fungsi perlindungan, (5) fungsi reproduksi, (6) fungsi 
sosialisasi dan pendidikan, (7) fungsi ekonomi, dan (8) fungsi pembinaan lingkungan 
(Tentama, Delfores, Wicaksono, & Fatonah, 2018). 

Keberhasilan pelaksanaan program kependudukan, dan keluarga berencana tidak 
terlepas dari peran Penyuluh Keluarga Berencana (yang disingkat dengan PKB) atau 
Petugas Lapangan Keluarga Berencana (yang disingkat dengan PLKB) yang merupakan 
tombak di lapangan dalam menjabarkan visi dan misi program kependudukan, keluarga 
berencana dan pembangunan keluarga yang harus diterjemahkan dengan baik di 
lapangan sehingga masyarakat sebagai pihak penerima dan pengguna program dapat 
menikmatinya (Wahyuni, 2015). 

Tugas utama dari Penyuluh Keluarga Berencana atau Petugas Lapangan Keluarga 
Berencana adalah mempertahankan pencapaian angka kesertaan KB yang tinggi dan 
mengendalikan angka kelahiran penduduk di wilayah binaannya (Restiyani & Yasa, 
2019). Peran Penyuluh Keluarga Berencana atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana 
memotivasi, membina dan meningkatkan akseptor KB; menjaga hubungan komunikasi 
dengan keluarga binaan serta menentukan angka kesertaan ber-KB yang tinggi 
berdampak pada penurunan angka kelahiran Sebagai tombak di lapangan Penyuluh 
Keluarga Berencana atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana langsung berhadapan 
dengan calon akseptor KB terkait berbagai permasalahan dan isu di masyarakat. 
Keberhasilan ini tergantung kepiawaian Penyuluh Keluarga Berencana atau Petugas 
Lapangan Keluarga Berencana meyakinkan calon akseptor (Maya Yusnita & Agustina, 
2020). 

Gerakan Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan kesehatan 
dan kesejahteraan ibu dan anak maupun keluarga serta bangsa secara menyeluruh. 
Tujuan lain adalah untuk meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat dengan 
mengurangi angka kelahiran sehingga pertumbuhan penduduk tidak melebihi kapasitas 
produksi (Zuhriyah, Indarjo, & Raharjo, 2017). 

KB untuk ikut serta dalam program kependudukan keluarga berencana dan 
pembangunan keluarga. Melalui advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi atau yang 
biasa disebut konseling, Penyuluh Keluarga Berencana atau Petugas Lapangan Keluarga 
Berencana dapat meyakinkan masyarakat atau calon akseptor KB untuk ikut serta dalam 
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program kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga sehingga 
akseptor KB dapat meningkat (Restiyani & Yasa, 2019). Kabupaten Karawang 
memiliki 30 wilayah kecamatan, 9 wilayah kelurahan dan 309 wilayah desa. Sedangkan 
jumlah Penyuluh Keluarga Berencana atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana 
sebanyak 43 orang, PLKB non PNS 163. Seharusnya setiap Penyuluh Keluarga 
Berencana atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana memegang satu wilayah 
desa/kelurahan binaan. Tentunya hal ini sangat mempengaruhi keefektifan penyuluhan. 
Sehingga Penyuluh Keluarga Berencana atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana 
dituntut kinerja yang lebih maksimal dan optimal dalam melaksanakan tugas pokok dan 
fungsi yang merupakan tanggung jawabnya (Rizki, Winangsih, & Praceka, 2015). 
Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana 
dipengaruhi oleh motivasi kerja dan tingkat Pendidikan yang melatarbelakanginya. Dari 
hasil survey sementara terhadap kinerja penyuluh KB, ternyata masih ditemukan 
berbagai masalah yang menyangkut kinerja Penyuluh Keluarga Berencana atau Petugas 
Lapangan Keluarga Berencana di lapangan, antara lain meliputi: (1) kemampuan 
manajemen yang terbatas; (2) pelaksanaan tugas yang berorientasi angka kredit; (3) 
pengetahuan dan wawasan tentang program kependudukan keluarga berencana dan 
pembangunan keluarga yang masih terbatas; (4) kemampuan mendorong partisipasi 
masyarakat yang tidak merata; (5) penampilan kerja yang belum memadai; (6) rasio 
Penyuluh Keluarga Berencana atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana terhadap 
jumlah desa/kelurahan binaan yang kurang tepat; (7) masih kurangnya dana operasional 
Penyuluh Keluarga Berencana atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana; serta (8) 
masih kurangnya fasilitas Penyuluh Keluarga Berencana atau Petugas Lapangan 
Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang merupakan 
tanggungjawabnya; (9) masih rendahnya motivasi kerja Penyuluh Keluarga Berencana 
atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana; (10) masih rendahnya tingkat pendidikan 
Penyuluh Keluarga Berencana atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana (Arliman, 
2015). 

Beberapa kendala tersebut diatas sangat mempengaruhi kinerja Penyuluh 
Keluarga Berencana atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana dalam meningkatkan 
akseptor KB di wilayah Kabupaten Karawang. Khusus wilayah Desa Kemiri Kecamatan 
Jayakerta Kabupaten Karawang yang terdiri dari sepuluh dusun, memiliki jumlah 
Penduduk sebanyak 1.828 jiwa yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 932 jiwa 
dan penduduk perempuan sebanyak 896 jiwa. Kondisi wilayah pesawahan yang 
dominan penduduknya bertani nanam padi, pengetahuan dan pemahaman masyarakat 
desa kemiri terhadap kelembagaan keluarga berencana masih sangat kurang di 
akibatkan masih kurangnya pemahaman dari masyarakat tentang keluarga berencana, 
bahkan dalam satu kepala keluarga masih ada yang memiliki anak sebanyak tujuh orang 
(Tamboto & Manongko, 2019). Prinsip banyak anak banyak rejeki masih dipercayai 
oleh penduduk Desa Kemiri, Masyarakat tidak mempercayai dampak dari seringnya 
hamil dan melahirkan, serta akibat dari memiliki banyak anak apalagi bila anak tersebut 
tidak terpenuhi segala kebutuhan hidupnya utamanya kebutuhan pendidikan, sandang, 
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pangan dan papan (Ridwan, 2020). Sehingga tingkat kesejahteraan keluarga tidak 
tercapai akibat banyaknya anak. Dari data yang diperoleh, sebanyak 456 pasangan usia 
subur di Desa Kemiri masih terdapat 233 pasangan usia subur yang bukan peserta KB 
atau belum ikut KB. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa 
Kemiri masih rendah terhadap program kependudukan keluarga berencana dan 
pembangunan keluarga. Penyebab tersebut dapat berupa karena adat istiadat atau agama 
atau bahkan ada faktor lainnya. Karena masih kurangnya masyarakat dalam hal ini 
pasangan usia subur mengikuti program kependudukan keluarga berencana dan 
pembangunan keluarga, sehingga dalam hal ini Petugas Lapangan Keluarga Berencana 
di Desa Kemiri Kecamatan Jayakerta Kabupaten Karawang di tuntut kinerja yang lebih 
maksimal dalam mengajak masyarakat tersebut untuk ikut serta dalam program 
kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga agar mau ikut serta 
menjadi akseptor KB. 

Berdasarkan fenomena tersebut, mendorong peneliti untuk mengkaji kinerja 
Petugas Lapangan Keluarga Berencana di Desa Kemiri Kecamatan JayakertaKabupaten 
Karawang melalui penelitian yang mendalam untuk mengetahui faktor faktor apa yang 
dominan menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat Desa Kemiri terhadap program 
kependudukan keluarga berencana dan pembangunan keluarga masih rendah, sehingga 
peneliti merumus kanjudul “Pengaruh Motivasi Kerja Dan Tingkat Pendidikan 
Terhadap Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana Di Dinas Pengendalian Penduduk Dan 
Keluarga Berencana Kabupaten Karawang”. 


Metode Penelitian 
1. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel 
Dalam penelitian ini populasi adalah Penyuluh Keluarga Berencana. Jumlah 
populasi sebanyak 44 orang di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten 
Karawang. 
2. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Penelitian Lapangan 
(Field Research), yaitu penelitian di Dinas Pengendalian Penduduk dan KB 
Kabupaten Karawang dengan maksud memperoleh data-data primer dan skunder 
(Sembiring & Bangun, 2021). Adapun metode pengumpulan datanya adalah dengan 
menyebarkan kuisioner untuk lebih jelasnya sebagai berukut: Melalui kuesioner 
penulis mendapatkan data primer yaitu data yang didapat langsung dari sumber yaitu 
responden yang menjadi sampel penelitian (data hasil sebaran kuasioner) dengan kisi 
kisi definisi operasional sebagai berikut: 
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3. Operasionalisasi Variabel Penelitian 
Tabel 1 
Operasional Variabel Penelitian 





; : : : No. 
Variabel Dimensi Indikator Angket 
Need For Kebutuhan Akan Prestasi 
Achievement Tinggi 
Melakukan Pekerjaan Lebih 
Baik 
Berani Mengambil Resiko. 
Motivasi Kerja Merasa Puas Dalam 
X1) Malaksakan Tugas 
(Mangkunegara & Need For Berinteraksi Dengan Orang 
Waris, 2015) Affiliation, Lain, 
Bekerja Sama 
Tidak Merugikan Orang Lain 
Need For Power Dorongan Memiliki Otoritas 
Memiliki Pengaruh Pada 
Orang Lain. 
Penghasilan Memadai 
Pendidikan Memiliki Sikap Pengetahuan 1 
Menengah Dan Kemampuan Dasar Dalam 
Tingkat Pendidikan Umum Pelaksanaan Tugas 
(X2) Memiliki Sikap Pengetahuan 2 
Sumber : (Dewi & Dan Kemampuan Dasar Dalam 
Utari, 2014) Memberikan Penyuluhan 
Pendidikan Memiliki Kemampuan 3 
Menengah Melakukan Hubungan Social 
Kejuruan Memiliki Kemampuan 4 
Melakukan Penyuluhan 
Kesehatan Reproduksi 
Pendidikan Memiliki Kompetensi 5 
Tinggi Profseional 
Kompetensi Kepribadian 
Kompetensi Sosial 
Pendidikan Memiliki Keahlian Bidang 
Keahlian Kb 
Memiliki Keterampilan 
Advokasi 
Memiliki Keahlian Dalam 
Penyuluhan 
Memiliki Keahlian Dalam 
Pembinaan Akseptor 
Kuantitas Pendataan Dan Analisa. 
Menyusun Rencana Kegiatan 
Mencari Peserta Kb Baru, 
Kinerja Penyuluh Kb Pembinaan Peserta Kb Lama 
(Y) Pendekatan Dengan Tokoh 
Formal Dan Informal 
Pencatatan Dan Pelaporan 
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f ; ; : No. 
Variabel Dimensi Indikator Angket 
Kualitas Evaluasi Terhadap Rencana 7 
Kerja, Tenaga, Sarana, 8 


Metoda, Evaluasi Terhadap 9 
Proses, Evaluasi Terhadap Out 

Put, Evaluasi Terhadap Faktor 10 
Pendukung Atau Hambatan 

Mengikuti Rakor Tingkat 
Kecamatan 





4. Analisis data 
Metode analisis data menggunakan regresi dan korelasi untuk mecari pengaruh 
variabel independen (Pengaruh Motivasi Kerja dan Tingkat Pendidikan) terhadap 
veriabel dependen (Kinerja Penyuluh KB) analisais data dilakukan dengan 
menggunaka SPSS IBM versi 22 (Yulida, 2019). 


Hasil dan Pembahasan 
1. Analisis Regresi Linier Sederhana 

Perhitungan analisis regresi linier sederhana variabel independen Motivasi 
Kerja (X1) dengan variabel dependen Pembangunan Kinerja Penyuluh KB (Y) 
dilakukan untuk mengetahui arah pengaruh antara variabel independen dengan 
variabel dependen. Hipotesis 1. Ada pengaruh secara signifikan antara variable 
Motivasi Kerja (X1) dengan variabel dependen Kinerja Penyuluh KB (Y). 

Dari tabel 1. dapat disusun persamaan regresi yaitu Y= 10,278 + 0,841 X1. 
Angka- angka dari persamaan ini dapat diartikan sebagai berikut : (1) Konstanta 
sebesar 10,278 artinya jika Motivasi Kerja (X1) nilainya adalah 0, maka Kinerja 
Penyuluh KB (Y”) nilainya positif yaitu sebesar 10,278. (2) Koefisien regresi 
variabel Motivasi Kerja (X1) sebesar 0,841 artinya jika Motivasi Kerja mengalami 
kenaikan 1, maka Kinerja Penyuluh KB (Y”) akan mengalami peningkatan sebesar 
0,841. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh Motivasi Kerja terhadap 
Kinerja Penyuluh KB. (3) Kinerja Penyuluh KB yang diprediksi (Y”) dapat dilihat 
pada tabel Casewise Diagnostics (kolom Predicted Value). Sedangkan Residual 
(unstandardized residual) adalah selisih antara Motivasi Kerja dengan Predicted 
Kinerja Penyuluh KB, dan Std. Residual (standardized residual) adalah nilai residual 
yang telah terstandarisasi (nilai semakin mendekati 0 maka model regresi semakin 
baik dalam melakukan prediksi, sebaliknya semakin menjauhi 0 atau lebih dari 1 atau 
-1 maka semakin tidak baik model regresi dalam melakukan prediksi). 
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Berencana (KB) 
Tabel 2 
Regresi Linier Variabel Motivasi Kerja 
dengan Variabel Kinerja Penyuluh KB 
Coefficients“ 
Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
Model B Std. Error Beta t Sig. 
(Constant) 10,278 4,121 2,494 ,017 
Motivasi 
Kerja 841 ,120 735 7,035 ,000 





Hipotesis 2. Ada pengaruh secara signifikan antara variable Tingkat 
Pendidikan (X2) dengan variabel dependen Kinerja Penyuluh KB (Y). 

Dari tabel 3. dapat disusun persamaan regresi yaitu Y= 16,445 + 0,677 X2, 
Angka-angka ini dapat diartikan sebagai berikut: (1) Konstanta sebesar 16,445, 
artinya jika Tingkat Pendidikan (X2) nilainya adalah 0, maka Kinerja Penyuluh KB 
(Y”) nilainya positif yaitu sebesar 16,445, (2) Koefisien regresi variabel Tingkat 
Pendidikan (X2) sebesar 0,677; artinya jika Tingkat Pendidikan mengalami 
kenaikan 1, maka Kinerja Penyuluh KB (Y”) akan mengalami peningkatan sebesar 
0,677. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh Tingkat Pendidikan 
terhadap Kinerja Penyuluh KB 


Tabel 3 
Regresi sederhana variable Tingkat Pendidikan 
dengan Kinerja Penyuluh KB 

















Coefficients? 
Unstandardized Standardized 
Coefficients Coefficients 
Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 16,445 1,714 9,595 ,000 
Tingkat Pendidikan ,677 ,049 ,904 13,694 ,000 





Hipotesis 3. Ada pengaruh secara signifikan variable Motivasi Kerja (X1) dan 
Tingkat Pendidikan (X2) secara bersama-sama terhadap Kinerja Penyuluh KB (Y). 

Dari tabel 4. dapat disusun persamaan regresi berganda Y’ = 12,444 + 0,217 
Xı + 0,576 X2. Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) 
Konstanta sebesar 12,444; artinya jika Motivasi Kerja (X1) dan Tingkat Pendidikan 
(X2) nilainya adalah 0, maka Kinerja Penyuluh KB (Y”) nilainya adalah. 12,444, (2) 
Koefisien regresi variabel Tingkat Pendidikan (X2) sebesar 0,217 artinya jika 
variabel independen lain nilainya tetap dan Tingkat Pendidikan mengalami kenaikan 
1%, maka Kinerja Penyuluh KB (Y’) akan mengalami penurunan sebesar 0,217. 
Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan antara Tingkat Pendidikan dengan 
Kinerja Penyuluh KB, semakin naik Tingkat Pendidikan maka semakin naik pula 
Kinerja Penyuluh KB. (2) Koefisien regresi variabel Tingkat Pendidikan (X2) sebesar 
0,576; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Tingkat Pendidikan 
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mengalami kenaikan 1%, maka Kinerja Penyuluh KB (Y’) akan mengalami 
peningkatan sebesar 0,576. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif 
antara Tingkat Pendidikan dengan Kinerja Penyuluh KB, semakin baik Tingkat 
Pendidikan maka semakin meningkat Kinerja Penyuluh KB. 


Tabel 4 
Regresi Berganda variabel variable Motivasi Kerja (X1), Tingkat 
Pendidikan (X2) dengan variabel Kinerja Penyuluh KB (Y). 




















Coefficients" 
Unstandardized Standardized 
Coefficients Coefficients 
Model B Std. Error Beta t Sig. 
1 (Constant) 12,444 2,514 4,950 ,000 
Motivasi Kerja 217 ,103 ,190 2,107 041 
Tingkat Pendidikan 516 ,067 ,769 8,544 ,000 





Untuk uji signifikansi Regresi Berganda menggunakan Uji F pada Tabel 5. 
Berdasarkan tabel 5. diperoleh F hitung sebesar 13,665. Menentukan F table dengan 
menggunakan tingkat keyakinan 95%, a = 5%, df 1 (jumlah variabel-1) = 2, dan df 2 
(n-k-1) atau 44-2-1 = 41 (n adalah jumlah sample dan k adalah jumlah variabel 
independen), hasil diperoleh untuk F tabel sebesar 1.9949. Karena F hitung > F table 
(13,665 > 1.994), maka Ho ditolak, artinya ada pengaruh secara signifikan antara 
Motivasi Kerja dan Tingkat Pendidikan secara bersama-sama terhadap terhadap 
Kinerja Penyuluh KB. 

















Tabel 5 
Hasil Uji F 
ANOVA? 
Sum of 

Model Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 2807,682 2 14,841 13,665 ,000? 

Residual 555,227 41 13,542 

Total 3362,909 43 





Analisis Determinasi (R2) Analisis determinasi dalam regresi linear berganda 
digunakan untuk mengetahui prosentase sumbangan pengaruh variabel independen 
variable Motivasi Kerja (X1) dan Tingkat Pendidikan (X2) secara serentak terhadap 
variabel dependen Kinerja Penyuluh KB (Y), disajikan pada tabel 5. 











Tabel 6 
Hasil Analisis Determinasi 
Model Summary” 
Adjusted R Std. Error of the 
Model R R Square Square Estimate Durbin-Watson 
1 9148 ,835 ,821 1,67996 2,083 
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Berdasarkan tabel di atas diperoleh angka R sebesar 0,914. Hal ini 
menunjukkan bahwa terjadi hubungan yang sangat kuat antara Motivasi Kerja dan 
Tingkat Pendidikan terhadap Kinerja Penyuluh KB. Berdasarkan tabel di atas 
diperoleh angka R? (R Square) sebesar 0,835 atau (83,5%). Hal ini menunjukkan 
bahwa presentase sumbangan pengaruh variabel independen (Motivasi Kerja dan 
Tingkat Pendidikan) terhadap variabel dependen (Kinerja Penyuluh KB) sebesar 
83,500. Atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model (Motivasi 
Kerja dan Tingkat Pendidikan) mampu menjelaskan sebesar 83,5% variasi variabel 
dependen (Kinerja Penyuluh KB). 

Sedangkan sisanya sebesar 16,5% dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel 
lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini. Adjusted R Sguare adalah 
nilai R Sguare yang telah disesuaikan, nilai ini selalu lebih kecil dari R Sguare dan 
angka ini bisa memiliki harga negatif. Menurut Santoso (2001) bahwa untuk regresi 
dengan lebih dari dua variabel bebas digunakan Adjusted R? sebagai koefisien 
determinasi. Standard Error of the Estimate adalah suatu ukuran banyaknya 
kesalahan model regresi dalam memprediksikan nilai Y. Dari hasil regresi di dapat 
nilai 1,679, hal ini berarti banyaknya kesalahan dalam prediksi kinerja sebesar 1,679. 
Sebagai pedoman jika Standard error of the estimate kurang dari standar deviasi Y 
(1.383), maka model regresi semakin baik dalam memprediksi nilai Y. 


Kesimpulan 

Berdasarkan pada hasil analisis yang telah penulis bahas bab V hasil penelitian 
dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain sebagai berikut: (1.) Ada 
Pengaruh secara signifikan Motivasi Kerja (X1) terhadap Kinerja Penyuluh KB (Y). (2.) 
Ada pengaruh secara signifikan antara variabel Tingkat Pendidikan (X2) terhadap 
variabel Kinerja Penyuluh KB (Y). (3.) Ada pengaruh signifikan secara simultan 
variabel Motivasi Kerja (X1) dan Tingkat Pendidikan bersama sama terhadap variabel 
Kinerja Penyuluh KB (Y). 
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Abstract 

National Population and Family Planning Board is a government-owned agency of 
the Republic of Indonesia which has the main task of carrying out government tasks 
in the field of population control and family planning. The design of information 
systems architecture is carried out using a framework by realizing harmony 
between information technology and the business processes that the organization 
runs. The framework used in this research is TOGAF using ADM. The final result 
Of this research is an information system architecture as a guide in building SIGA 
BKKBN. If implemented, SIGA BKKBN will function as an information technology 
solution for the provision and management of BKKBN program data. 


Keywords: enterprie architecture: TOGAF ADM 9.2: BKKBN, SIGA 


Abstrak 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional merupakan instansi milik 
pemerintah Republik Indonesia yang memiliki tugas utama melaksanakan tugas 
pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga 
berencana. Perancangan arsitektur sistem informasi dilakukan dengan 
menggunakan suatu framework dengan mewujudkan keselarasan antara teknologi 
informasi dan proses bisnis yang dijalankan organisasi. Framework yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah TOGAF dengan menggunakan ADM. Hasil akhir dari 
penelitian ini adalah arsitektur sistem informasi sebagai panduan dalam 
membangun SIGA BKKBN. SIGA BKKBN tersebut jika diimplementasikan akan 
berfungsi sebagai solusi teknologi informasi penyediaan dan pengelolaan data 
program BKKBN. 


Kata Kunci: enterprie architecture, TOGAF ADM 9.2: BKKBN, SIGA 


Pendahuluan 
Sistem Informasi Keluarga diselenggarakan dengan tujuan untuk menyediakan 


data dan informasi kependudukan dan keluarga berbasis data mikro keluarga yang 
diperoleh melalui pendataan keluarga (Nurhuda, Philipus, & Gunawan, 2021). 
Pelaksanaan pendataan keluarga setiap tahun wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, sebagai dasar pertirnbangan dalam 
pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah. 
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Perancangan Arsitektur Sistem Informasi Keluarga Berbasis Togaf ADM 


Perancangan arsitektur sistem informasi dilakukan dengan menggunakan suatu 
framework dengan mewujudkan keselarasan antara teknologi informasi dan proses 
bisnis yang dijalankan organisasi. Framework yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah TOGAF dengan menggunakan ADM. Tujuan dari penelitian ini yaitu merancang 
arsitektur sistem informasi untuk panduan pembangunan SIGA BKKBN. 


Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan framework The Open Group Architecture Framework 
(TOGAF) dengan metode Architecture Development Method (ADM) (Rizky, Fitroh, & 
Firmansyah, 2017). Langkah-langkah penelitian mengikuti setiap tahapan yang telah 
tersusun pada kerangka dasar TOGAF ADM. Pada gambar 1 adalah tahapan-tahapan 
yang akan dilakukan pada penelitian ini. 





/ Preliminary 
Studi Pustaka dan 
Perumusan Masalah 


Pengumpulan Data dan 


Investigasi Sistem 





Technology 
Architecture 


Cetak Biru 
Perancangan 





Gambar 1 
Tahapan Penelitian 


1. Preliminary 
Langkah awal pada penelitian ini yang juga dalam tahapan preliminary 
dari TOGAF adalah studi Pustaka, perumusan masalah, serta wawancara 
dalam bentuk diskusi dengan pengelola SIGA. 
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2. 


4. 


Architecture Vision 
Architecture vision diawali dengan menentukan prinsip arsitektur. 


TOGAF mengartikan prinsip sebagai kumpulan aturan dan pedoman bagi 
organisasi dalam menjalankan misinya, prinsip jarang dirubah dalam jangka 
waktu yang lama. Prinsip-prinsip arsitektur adalah kumpulan aturan atau 
rekomendasi yang ditetapkan oleh perancang arsitektur sebagai pedoman 
dalam pembangunan arsitektur untuk mencapai tujuan yang telah disepakati 
(Atmajaya YT, 2016). (Desfray & Raymond, 2014) menyatakan bahwa 
penentuan prinsip-prinsip arsitektur harus memperhatikan beberapa properties 
sebagai berikut: 
1. Stability, Prinsip bahwa arsitektur sangat jarang dilakukan perubahan. 
2. General scope, Prinsip bahwa arsitektur dapat diterapkan ke seluruh 
bagian dari organisasi. 
3. Comprehensibility, Prinsip bahwa arsitektur dapat mudah dipahami dengan 
baik oleh seluruh stakeholders. 
4. Coherence, Tidak ada prinsip-prinsip yang saling berlawanan 
Berikutnya visi arsitektur disesuaikan dengan sasaran program yang 
tercantum pada rencana strategis instansi yang terkait dengan tujuan 
arsitektur. Akhir dari architecture vision adalah menetapkan goals. 


Business Architecture 
Pada business architecture dilakukan perancangan arsitektur proses 


bisnis target sebagai usulan perbaikan dari proses bisnis pencataan dan 
pelaporan yang sedang berjalan. Business architecture membutuhkan 
masukan berupa hasil investigasi sistem proses bisnis lama dan requirements 
yang telah ditentukan untuk mendapatkan proses bisnis target yang dapat 
merepresentasikan goals (Ramadhani, 2017). 


Information System Architecture 
Arsitektur informasi terdiri dari dua arsitektur. Pertama arsitektur 


aplikasi, pada arsitektur aplikasi akan dirancang arsitektur aplikasi dengan 
tujuan dengan memperhatikan arsitektur bisnis pada fase sebelumnya. 
Keluaran dari arsitektur aplikasi antara lain: kandidat aplikasi yang 
dibutuhkan, fungsi bisnis dari masing-masing aplikasi, dan hubungan 
keterkaitan antar aplikasi (Norman, Kom, Sophan, Kom, & MT, 2011) 

Kedua adalah arsitektur data, Arsitektur data ini merupakan perancangan 
berupa design menggunakan Unified Modeling Language (UML) yang 
menggambarkan kandidat entitas data termasuk relasi antar entitas yang 
dibuat melalui identifikasi fungsi bisnis (Syaddad, 2017). 

Technology Architecture 

Pada fase ini akan dirancang arsitektur teknologi yang terdiri dari 
identifikasi perangkat lunak, infrastruktur perangkat keras dan jaringan 
internet yang dibutuhkan untuk menjalankan Sistem Informasi Keluarga 
(Heryanto & Kohar, 2021). 
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6. Requirements Management 
Requirements adalah apa yang harus dilakukan untuk mencapai goals. 
Pada requirements management dilakukan proses pengelolaan kebutuhan 
arsitektur pada seluruh fase TOGAF ADM (Puspasari, Fauzi, & Dewi, 2020). 


Hasil dan Pembahasan 
1. Architecture Vision 

Penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip arsitektur yang dihasilkan dari 
penelitian (Kotusev, Singh, & Storey, 2015) yaitu: Standardization, Compliance, 
Data Consistency, Modularity, Reusability, Interoperability, Integration, Easy-of-use 
applications, Simplicity, Portability, Centralization. 

Stakeholders pada penelitian ini adalah Unit kerja terkait, Direktur pelaporan 
statistik, Staf ahli DITLAPTIK, staf ahli perwakilan BKKBN Provinsi, Staf Operator 
Kbaupaten/Kota, Staf Operator Kecamatan, PLKB/PKB, Business analyst and 
architect, Application architect, Data architect dan Technical architect. 

2. Batasan Domain Penelitian 
Ruang lingkup fokus penelitian ini ada pada sasaran program BKKBN yaitu: 
1. Peningkatan kualitas data dan informasi dalam sistem informasi keluarga Program 
Bangga Kencana di Seluruh Tingkatan Wilayah 
2. Peningkatan kualitas teknologi informasi dan dokumentasi dalam pengelolaan 
Program Bangga Kencana 
3. Goals 

Terdapat delapan goal yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dari arsitektur 

delapan goals tersebut di sajikan pada tabel 1. 


Tabel 1 
Goals catalog 
Goals 

Tersedianya data Tempat pelayanan KB 
Tersedianya data Peserta KB 
Tersedianya data stok alat dan obat kontrasepsi 
Tersedianya data sarana tempat pelayanan KB 
Tersedianya datanya SDM 
Tersedianya data Kelompok kegiatan 
Tersedianya data Sarana 
Tersedianya data setara kelompok kegiatan 





zZ 
> 


























SO [JON] Gu Bo a 





4. Business Architecture 
Pada business architecture ini akan dikembangkan proses bisnis target yang 
menggambarkan usulan alur proses bisnis sistem informasi keluarga berjalan untuk 
mencapai tujuan (Nugroho, 2012). 
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5. Gap analisis 

Gap analisis yang disajikan pada tabel 2. dilakukan dengan tujuan untuk 
mendapatkan kekurangan yang terdapat pada proses bisnis yang saat ini berjalan 
pada sistem informasi keluarga (Kartika & Priyadi, 2020). 

















Tabel 2 
Gap analisis 
Proses bisnis saat ini Analisis Proses bisnis target 
Data pelayanan KB Diperlukan Data pelayanan KB 
berupa Rekapitulasi implementasi data detail By name by address 
by name by address 
Tidak ada approval meningkatkan kualitas Implementasi 
data approval satu tingkat 
diatas wilayah 
Tidak ada notifikasi Diperlukan notifikasi Implementasi 
jika ada keluarga yang aplikasi pendataan notifikasi ke aplikasi 
tidak ditemukan keluarga jika ada data sistem aplikasi 
dikasus pelayanan keluarga yang tidak pendataan keluarga 
ditemukan dikasus jiga tidak ada 
pelayanan keluarga yang tidak 
ditemukan dikasus 
pelayanan 
Sistem tidak Diperlukan sistem yang Sistem 
terhubung/terintegrasi terhubung/terintegrasi terhubung/terintegrasi 
dalam lingkup dalam lingkup 
BKKBN BKKBN 
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Proses bisnis pada sistem informasi keluarga di bagi menjadi delapan 


aktifitas utama yaitu: 


a. 


Tempat pelayanan KB-—mencatat tempat pelayanan KB dilakukan 
dipuskesmas, 


. Register pelayanan KB-mencatat calon peserta KB yang datang untuk 


mendapatkan pelayanan akan didaftarkan terlebih dahulu 

Mutasi alat dan obat kontrasepsi-mencatat stok alat dan obat kontrasepsi pada 
setiap tempat pelayanan yang jumlahnya akan berkurang atau bertambah 
Register sumber daya manusia mencatat registrasi seluruh sumberdaya 
manusia yang terkait dengan aktifitas kegiatan bangga kencana dilapangan : 
PKB/PLKB, PPKBD, SubPPKBD dan kelompok KB 

Register kelompok kegiatan dan rumah data kependudukan-mencatat seluruh 
kelompok kegiatan di lapangan yang terkait dengan data keluarga yang ada 
dalam sistem pendataan keluarga 

Aktivitas kelompok kegiatan dan rumah data kependudukan mencatat 
aktifitas seluruh kelompok kegiatan di lapangan 

Register setara kelompok kegiatan mencatat seluruh setara kelompok 
kegiatan 
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h. Aktivitas setara kelompok kegiatan mencatat aktivitas seluruh setara 


kelompok kegiatan 
Tabel 3 
matriks interaksi bisnis 


Staf Ahli 
Direktorat 
Pelaporan dan 
Statistik 


Staf ahli 
perwakilan 
BKKBN Provinsi 


Staf Operator/ 
: 1,2,5,6 

Admin 7 

Kabupaten 4 

Kecamatan 

Keterangan aliran informasi/data. 

Membuat tanggal deadline input laporan 
Mengaktifkan/menonaktifkan kartu pendaftaran 


1. 

2. 

3. Melakukan entry kartu pendaftaran (KO) 
4. Melakukan entry register (R/I dan R/II) 
5. 

6. 

7. 





Melakukan approval laporan R/I dan R/II 
Melihat dan mendapatkan laporan 
Pengolahan data 


6. Proses bisnis pelayanan KB 
Kegiatan pelayanan KB meliputi pendaftaran tempat pelayanan/faskes, 
pelayanan KB kepada peserta, dan mutasi alokon. Pencatatan kegiatan dilakukan 
oleh petugas kesehatan menggunakan formulir K/0/KB untuk pendaftaran tempat 
pelayanan/faskes, formulir R/I/KB untuk pelayanan KB kepada peserta, dan formulir 
R/I/KB untuk mutasi alokon. Formulir yang telah disiapkan, akan dicatat pada 
aplikasi SIGA, dilakukan oleh operator Yan KB. 
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Operator 
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Operator 
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Operator 
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Admin 





Kabupaten/Kota 


Pelayanan KB 


Operator YanKB 


Yama Je- 





Gambar 2 


Alur proses bisnis pengendalian lapangan 


7. Proses bisnis pengendalian lapangan 
Kegiatan pengendalian lapangan meliputi pengelolaan SDM dan pengelolaan 
kelompok kegiatan. Pencatatan kegiatan poktan, dilakukan secara manual oleh 
pengurus poktan. Formulir pelaporan kegiatan dicatat pada aplikasi SIGA, dilakukan 
oleh operator poktan. Alur proses bisnis pengelolaan SDM dan pengelolaan 


















































kelompok kegiatan. 
Pengendalian Lapangan 
POKTAN-SDM POKTAN 
í 
$ Registrasi SDM —A Laporan le, S3 Pendaftaran Pi TTD Ketua Poktan ) 
Operator : t Persetuji 
SDM H aba ia aaa a ee a kias ersetujuan 
po i { SS Pembina Poktan 
sape AA i E 
5 5 H Q Menara Register » 
Registrasi Poktan | | : 
OperatorPoktan H Anggota Pengurus s 
p IN Poktan Poktan : 
$ Registrasi ME - --------------------------- Anna 
$ Kabupaten/Kota : 
Admin 








! 
SDMPoktan 4 
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Gambar 3 


Alur proses bisnis pengendalian lapangan 
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8. Information System Architecture 
Pada fase ini akan dilakukan perancangan arsitektur sistem informasi dengan 
baseline arsitektur bisnis yang telah dirancang pada fase sebelumnya. Arsitektur 
sistem informasi ini terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu arsitektur aplikasi dan arsitektur 
data (Manolita, Murahartawaty, & Hanafi, 2016). 
9. Arsitektur aplikasi 
Arsitektur aplikasi dirancang berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan sistem 
informasi pada masing-masing fungsi bisnis di dalam proses pengelolaan pencatatan 
dan pelaporan. Keluaran dari arsitektur aplikasi yaitu application portfolio catalog 
dan use case diagram. Kandidat aplikasi yang dibutuhkan dalam proses bisnis SIGA 
disusun pada application portfolio catalog yang ditunjukan pada Tabel 4. 











Tabel 4 
Application portfolio catalog SIGA BKKBN 
Aplikasi Pelayanan Pengendalian 
KB Lapangan 
Fungsi 1 2 
Registrasi Tempat 
Pelayanan KB 





Registrasi Pelayanan KB 
Registrasi Mutasi Alokon 
Verifikasi/ Approval 
Laporan Tempat Pelayanan 
KB 

Laporan Pelayanan KB 
Laporan Mutasi Alokon 
Registrasi SDM 
Registrasi Kelompok 
Kegiatan 

Registrasi Kegiatan 
Poktan 





























Laporan SDM 





Laporan Poktan 
Laporan Kegiatan Poktan 








10. Arsitektur data 
Perancangan arsitektur data difokuskan pada penggambaran objek dan 
aliran data yang dibutuhkan di dalam SIGA BKKBN. Masing-masing fungsi 
bisnis sistem informasi keluarga yang telah didefinisikan pada fase sebelumnya 
harus dapat didukung oleh aliran data dalam sistem. 
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Tabel 5 


Deskripi Class Diagram SIGA 





Class 


Deskripsi 





Wilayah 


Class Wilayah digunakan untuk mengelola data 
wilayah. Metode yang digunakan pada class 
wilayah adalah: 


a. 


b. 
c: 


Create, digunakan untuk membuat wilayah 
baru 

Update, digunakan untuk merubah wilayah 
Delete, digunakan untuk menghapus wilayah 





User 


Class User digunakan untuk mengelola user 
untuk masing-masing wilayah. Metode yang 
digunakan pada class user adalah: 


a. 
b. 
c. 


Create, digunakan untuk membuat User 
Update, digunakan untuk merubah User 
Delete, digunakan untuk menghapus User 


d. Get_Wilayah, digunakan untuk mengambil 


wilayah 





Registrasi Tempat 
Pelayanan KB 


Class Registrasi Tempat Pelayanan KB 
digunakan untuk mengelola tempat pelayanan KB 
untuk masing-masing wilayah. Metode yang 
digunakan pada class Registrasi Tempat 
Pelayanan KB adalah : 


a. 


b. 


C. 


d. 


e. 


Create, digunakan untuk membuat tempat 
pelayanan baru 

Update, digunakan untuk merubah tempat 
pelayanan 

Get keluarga, untuk mengambil data 
keluarga 

Get Wilayah, digunakan untuk mengambil 
wialyah 

Get User, digunakan untuk mengambil ata 
User 





Registrasi layanan 
KB 


Class Registrasi layanan KB digunakan untuk 
mengelola layanan KB untuk masing-masing 
tempat layanan KB. Metode yang digunakan pada 
class Registrasi layanan KB adalah : 


a. 


b. 


Create, digunakan untuk membuat data 
layanan KB 

Update, digunakan untuk merubah data 
layanan KB 

Delete, digunakan untuk menghapus data 
layanan KB 

Get registrasitempatlayanan KB digunakan 
untuk menampilkan Tempat pelayanan KB 
Get Keluarga, digunakan untuk 
menampilkan data keluarga yang diambil 
dari aplikasi pendataan keluarga 

Get Wilayah, digunakan untuk mengambil 
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Class Deskripsi 
wialyah 
g. Get_User, digunakan untuk mengambil ata 
User 





Registrasi Mutasi Class Registrasi mutasi alokon digunakan untuk 
Alokon mengelola mutasi alokon untuk masing-masing 
tempat layanan KB. Metode yang digunakan pada 
class Registrasi mutasi alokon adalah : 
a. Create, digunakan untuk membuat data 
registrasi mutasi alokon 
b. Update, digunakan untuk merubah data 
registrasi alokon 
c. Delete, digunakan untuk menghapus data 
registrasi mutasi alokon 
d. Get_registrasi layananKB digunakan untuk 
menampilkan hasil layanan KB 
e. Get_Wilayah, digunakan untuk mengambil 
wialyah 
f. Get User, digunakan untuk mengambil ata 
User 
Registrasi SDM Class Registrasi SDM digunakan untuk 
mengelola SDM untuk masing-masing wilayah. 
Metode yang digunakan pada class registrasi 
SDM adalah : 
a. Create, digunakan untuk membuat data 
registrasi mutasi alokon 
b. Update, digunakan untuk merubah data 
registrasi alokon 
c. Delete, digunakan untuk menghapus data 
registrasi mutasi alokon 
d. Get Keluarga, digunakan untuk 
menampilkan data keluarga yang diambil 
dari aplikasi pendataan keluarga 
e. Get Wilayah, digunakan untuk mengambil 
wialyah 
f. Get User, digunakan untuk mengambil ata 
User 
Registrasi POKTAN Class Registrasi POKTAN digunakan untuk 
mengelola POKTAN untuk masing-masing 
wilayah. Metode yang digunakan pada class 
registrasi POKTAN adalah : 
a. Create, digunakan untuk membuat data 
registrasi mutasi alokon 
b. Update, digunakan untuk merubah data 
registrasi alokon 
c. Delete, digunakan untuk menghapus data 
registrasi mutasi alokon 
d. Get SDM, digunakan untuk mengambil data 
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Class Deskripsi 
SDM pada wilayah 
e. Get_keluarga, digunakan untuk mengambil 
data keluarga 
f. Get_Wilayah, digunakan untuk mengambil 
wialyah 
g. Get_User, digunakan untuk mengambil ata 
User 
Registrasi Kegiatan Class Registrasi Kegiatan POKTAN digunakan 
POKTAN untuk mengelola data kegiatan POKTAN untuk 


masing-masing masing-masing. Metode yang 

digunakan pada class registrasi kegiatan 

POKTAN adalah : 

a. Create, digunakan untuk membuat data 
registrasi mutasi alokon 

b. Update, digunakan untuk merubah data 
registrasi alokon 

c. Delete, digunakan untuk menghapus data 
registrasi mutasi alokon 

d. Get SDM, digunakan untuk mengambil data 
SDM pada wilayah 

e. Get RegistrasiPoktan, digunkan untuk 
menampilkan anggota POKTAN 

f. Get Wilayah, digunakan untuk mengambil 
wialyah 

g. Get User, digunakan untuk mengambil ata 
User 

Registrasi Sarana Class Registrasi Kegiatan POKTAN digunakan 

untuk mengelola data kegiatan POKTAN untuk 

masing-masing masing-masing. Metode yang 

digunakan pada class registrasi kegiatan 

POKTAN adalah : 

a. Create, digunakan untuk membuat data 
registrasi mutasi alokon 

b. Update, digunakan untuk merubah data 
registrasi alokon 

c. Delete, digunakan untuk menghapus data 
registrasi mutasi alokon 

d. Get SDM, digunakan untuk mengambil data 
SDM pada wilayah 

e. Get Keluarga, digunakan untuk 
menampilkan data keluarga yang diambil 
dari aplikasi pendataan keluarga 

f. Get Wilayah, digunakan untuk mengambil 








wialyah 
g. Get User, digunakan untuk mengambil ata 
User 
Registrasi Setara Class Registrasi setara POKTAN digunakan 
Poktan untuk mengelola data kegiatan POKTAN untuk 
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Class Deskripsi 

masing-masing masing-masing. Metode yang 

digunakan pada class registrasi kegiatan 

POKTAN adalah : 

a. Create, digunakan untuk membuat data 
registrasi mutasi alokon 

b. Update, digunakan untuk merubah data 
registrasi alokon 

c. Delete, digunakan untuk menghapus data 
registrasi mutasi alokon 

d. Get SDM, digunakan untuk mengambil data 
SDM pada wilayah 

e. Get Keluarga, digunakan untuk 
menampilkan data keluarga yang diambil 
dari aplikasi pendataan keluarga 

f. Get Wilayah, digunakan untuk mengambil 








wialyah 
g. Get User, digunakan untuk mengambil ata 
User 
Registrasi kegiatan Class Registrasi setara POKTAN digunakan 
setara Poktan untuk mengelola data kegiatan POKTAN untuk 


masing-masing masing-masing. Metode yang 

digunakan pada class registrasi kegiatan 

POKTAN adalah : 

a. Create, digunakan untuk membuat data 
registrasi mutasi alokon 

b. Update, digunakan untuk merubah data 
registrasi alokon 

c. Delete, digunakan untuk menghapus data 
registrasi mutasi alokon 

d. Get registrasisetarapoktan, digunakan untuk 
mengambil data anggota setara poktan 

e. Get Wilayah, digunakan untuk mengambil 
wialyah 

f. Get User, digunakan untuk mengambil ata 
User 

Verifikasi / Approval Class Registrasi setara POKTAN digunakan 

untuk mengelola data kegiatan POKTAN untuk 

masing-masing masing-masing. Metode yang 

digunakan pada class registrasi kegiatan 

POKTAN adalah : 

a. Create, digunakan untuk membuat data 
registrasi mutasi alokon 

b. Update, digunakan untuk merubah data 
registrasi alokon 

c. Delete, digunakan untuk menghapus data 
registrasi mutasi alokon 

d. Get registrasilayanan KB, digunakan untuk 
mengambil data layanan KB 
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Class Deskripsi 

e. Get registrasimutasialokom, digunakan 
untuk mengambil data mutasi alokon 

f. Get Wilayah, digunakan untuk mengambil 
wialyah 

g. Get User, digunakan untuk mengambil data 
User 

Laporan Class Laporan digunakan untuk melihat laporan 


baik laporan pelayanan KB maupun Pengendalian 
Lapangan. Metode yang digunakan pada class 
Laporan adalah : 


a. 


b. 


Get registrasilayanan KB, digunakan untuk 
mengambil data layanan KB 

Get_registrasi mutasia lokon, digunakan 
untuk mengambil data mutasi alokon 

Get Wilayah, digunakan untuk mengambil 
wialyah 

Get User, digunakan untuk mengambil data 
User 





Technology Architecture 
Perangkat Lunak 


1. Untuk pembangunan SIGA 


e Web Page Authoring. Perangkat lunak yang menghasilkan format 
halaman web. Perangkat lunak ini bersifat WYSIWYG biasa dibaca 


“whizzy-wig” (What You See Is What You Get). 


e HTML Editor 
e PostgreSQL 


2. Untuk menjalankan SIGA 


SIGA BKKBN dikembangkan untuk dapat beroperasi dengan baik di web 
browser pada perangkat yang berbasis Windows, Linux, iOS, Mac OS, 


Blackbarry, Android, atau yang lainnya 


3. Hardware 


SIGA BKKBN membutuhkan dukungan perangkat keras supaya bisa 
berjalan dengan baik dalam menjalankan fungsi bisnis pelaksanaan kegiatan 
dan anggaran. Jenis perangkat keras apa saja yang dibutuhkan SIGA 


BKKBN terdapat pada Tabel 6. 
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Tabel 6 
Identifikasi perangkat keras 
: Spesifikasi yang 
Jenis perangkat keras dibutuhkan 





Personal Computer (PC), a) RAM 4 GB 
Laptop b) HD Minimal 64 GB (Free space) 
c) Procesor Dual Core 
d) Kartu grafis integrated 
e) Port USB 2.0 
f) LAN Card atau wireless network 


adapater 

g) 1 Unit modem & Jaringan internet 

h) Operating sistem: Windows 
7/Linux/Mac OS 


i) Web Browser: Google Chrome 56+, 
Firefox 52+, Microsoft Edge 41+ 





SmartPhone a) OS: minimal versi Android 8.0 Oreo 
(release 2017) 
e Browser: Google Chrome minimal 
versi 47 
e RAM: 3 GB 


e CPU: Quad Core 
b) Disk: minimal 16 GB dengan 8 GB 
khusus disediakan untuk aplikasi PWA 





Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil 
kesimpulan yaitu penelitian ini merancang enterprise architecture dengan 
menggunakan framework TOGAF ADM yang dimulai dari Preliminary Phase 
sampai dengan fase technology architecture yang menghasilkan rancangan blueprint 
yang dapat dimanfaatkan BKKBN sebagai pedoman dalam melakukan pengembangan 
SIGA. 
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Abstract 

The cities which predicted to be the golden triangle are Yogyakarta, Solo and 
Semarang. The three cities work together within the scope of DIY - Central Java. 
The analysis techniques applied and used in this research are Location Quotient, 
Shift Share and Klassen Typology. This research is conducted to know the superior 
sectors that may have an impact both internally and externally. The results of this 
research are that in these three cities or the golden triangle in Joglosemar, eight 
sectors based on Location Quotient analysis which are the processing industri 
sector, electricity and gas supply, water supply, waste handling, waste, and 
recycling; providing facilities as well as food; information and communication; 
financial and insurance services; housing; company services, government 
administration, defence and compulsory social security. Through the Shift Share 
analysis, these three cities have different sectors. For Yogyakarta, the growing and 
influential sector is the sector in providing facilities and food. However, in 
Semarang, there is a sector of electricity and gas supply; transportation and 
warehousing; housing; company services; education services; along with several 
other services that cannot be mentioned. In Solo itself, the growing and influencing 
sectors are the health services sector and social activities. 


Keywords: location quotient; gross regional domestic product; shift share; klassen 
typology 


Abstrak 
Daerah yang digadang-gadang sebagai segitiga emas ialah Kota Yogyakarta, Solo 
dan Semarang. Ketiga daerah tersebut saling berkerjasama dalam lingkup DIY- 
Jateng. Teknik dalam penganalisisan yang diterapkan ke dalam riset ini ialah 
Location Quotient,Shift Share dan Typology Klasssen dengam metode penelitian 
kuantitatif. Riset ini dilakukan dengan tujuan mengetahui sektor-sektor yang 
unggul dan juga dapat berpengaruh baik secara internal maupun eksternal. Hasil- 
hasil dari penelitian ini adalah di tiga kota ini atau segitiga emas kawasan 
joglosemar ini terdapat 8 sektor yang basis melalui analisis Location Quotient 
diantaranya sektor industri pengolahan, suplai listrik dan gas, suplai air, 
penanganan sampah, limbah, serta daur ulang; pemberian fasilitas serta pangan; 
informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; perumahan; jasa 
perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan beserta jaminan sosial wajib. 
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Melalui analisis Shift Share ketiga kota ini memiliki sektor yang berbeda-beda di 
kota Yogyakarta sektor yang bertumbuh dan berpengaruh ialah pada sektor dalam 
memberikan fasilitas serta pangan, di Kota Semarang ada sektor suplai listrik dan 
gas; transportasi dan pergudangan; perumahan; jasa perusahaan; jasa pendidikan; 
beserta beberapa jasa lain yang tidak dapat disebutkan. Dikota Solo sektor yang 
bertumbuh dan berpengaruh ialah sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. 


Kata Kunci: produk domestik regional bruto; location quotient (lq); shift share (ss); 
tipologi klassen 


Pendahuluan 
Di sejumlah negara berkembang, pembangunan masyarakatnya condong ke arah 


pembangunan perekonomian, hal ini dilatarbelakangi pada ketertinggalan ekonomi di 
sejumlah negara yang dalam kategori negara berkembang. Oleh sebab itu pembangunan 
dan pertumbuhan ekonomi mendapat perhatian utama dan menjadi tuntutan sejarah. 
(Siagian, 1984) 

Pembangunan ekonomi bukan hanya proses, namun juga penjelamaan yang 
bersumber dari upaya untuk mengubah politik, sosial dan budaya bangsa. Kesejahteraan 
dan kemakmuran rakyat yang adil serta merata telah tercermin pada pembangunan 
nasional yang notebenenya merupakan cita-cita bangsa itu sendiri (Anonim, 2018) 

Tingginya pertumbuhan perekonomian di suatu negara akan menjadi poin penting 
di dalam membangun perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan. Pengukuran akan 
kesejahteraan masyarakat yaitu dalam hal meningkatkan kualitas dan standar hidup 
dapat diukur dengan melalui Produk Domestik Bruto (PDB) pada tingkat nasional dan 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat daerah atau Provinsi. 
(Tambunan, 2012) Dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta 
memamfaatkan sumber daya ekonomi daerah secara optimal, pembangunan disusun 
menurut tujuan antar sektor. Perencanaan sektoral diartikan guna mengembangkan suatu 
sektor yang telah disesuaikan sedemikian rupa hingga dapat memenuhi kondisi dan 
potensi daerah tersebut beserta dapat menggapai tujuan yang telah dicita-citakan. 
(Hariyono, 2010). 


Lapangan Usaha Kota Yogyakarta Kota Surakarta/Solo Kota Semarang 








2014 2018 2014 2018 2014 2018 





C | Industri 2,943,904.47 | 3,394,676.56 2,184,105.67 2,556,984.70 | 27,431,689.49 | 33,249.531.00 
Pengolahan 





F | Konstruksi 1.674,189.00 | 1.981.269.91 7,024,333.33 2.688.085.26 | 26,845,871.01 | 34,109,911.00 





G | Perdagangan 1,480.894.06 | 1,845.196.02 | 6.458,014.08 7.800.993.15 | 15,684,775.33 | 19.393,067.00 
Besar dan Eceran: 
Reparasi Mobil 

dan Sepeda Motor 





J | Informasi dan 2,898,953.30 | 3,704,297.56| 3,490,333.91 4.897.768.51 | 9.442.903.29 | 13,921,172.00 
Komunikasi 





I | Penyediaan 2,444,064 84 | 3.127.938.790 1,377,875.81 1.672,613.64 | 3,281,192.76 | 4.320.766.00 
Akomodasi dan 
Makan Minum 























Gambar 1 
Perbandingan PDRB terbesar Kota Solo Semarang dan Yogyakarta 
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Tabel diatas menunjukkan tiga sektor terbesar dari ketiga kota penelitian, Pada 
Kota Yogyakarta sektor industri pengolahan meningkat sebesar 15% pada tahun 2014 
ke 2018, hal ini diketahui pada 2017 ada tuntuna regulasi untuk zona industri. Bagi 
wilayah perkotaan sulit untuk mecari ruang, sehingga banyak pelaku yang 
memindahkan usaha ke kabupaten. Namun, industri tetap melakukan pengembangan 
sehingga masalah ini dapat diselesaikan dengan mudah. (Walikota Yogyakarta, 2019). 
Dikota Semarang sektor industri pengolahan juga meningkat sebesar 21%, hal ini 
dikarenakan ada kenaikan pertumbuhan produksi industri besar dan disumbangkan pada 
beberapa kelompok industri (PPID Disperindag Prov Jateng, 2019) Dikota 
Surakarta/Sol sektor konstruksi meningkat sebesar 24% dari tahun 2014 menuju tahun 
2018. Kenaikan ini terjadi karena eksapnsi usaha terjadi seiring berjalannya proyek 
infrastruktur (Jatengprov, 2020). 

Pola pembangunan suatu daerah sangat ditentukan oleh visi dan misi dari masing- 
masing daerah (Restiatun, 2009). Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses 
pemerintah daerah dan masyarakat mengelola sumberdaya serta menjalin pola-pola 
kemitraan dengan pihak swasta guna menciptakan lapangan kerja dan merangsang 
pertumbuhan ekonomi (Nurlina, Andiny, & Sari, 2019). 

Penelitian pada tahun 2018 menunjukkan bahwa di Kota Yogyakarta ditemukan 
ada 10 sektor yang dapat dikembangkan lebih lanjut, dikota Semarang terdapat 9 sektor, 
dan di Solo terdapat 12 sektor yang dapat dikembangkan atau dapat dikatakan 
merupakan sektor-sektor unggulan (KM & Eko Prakoso, 2018). Ketiga kota ini 
digadang-gadang sebagai segitiga emas atau tiga pusat pertumuhan dimana saling 
melakukan kerja sama antar daerah dalam lingkup DIY -Jateng (Noviani, 2010). Melihat 
latar belakang peneliti tertarik untuk melihat lebih lanjut apakag sektor-sektor yang 
termasuk dalam unggulan dapat mengembangkan dan bahkan bisa mempengaruhi 
sektor-sektor lain mapun wilayah-wilayah sekitarnya, terutama mendorong 
perekonomian di Provinsi masing-masing. 


Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini dilangsungkan dengan mengadopsi pendekatan kuantitatif 
sehingga dapat secara bebas meninjau nilai, objektif, serta realita di lapangan. Fokus 
dalam penelitian yang mengadopsi pendekatan kuantitatif ialah untuk menghimpun 
dan menyusun fakta yang berada di lapangan serta dapat menjelaskan hubungan 
yang ada di antara hasil serta prediksi di dalam penelitian (Musianto, 2002). 
Dilakukannya penelitian ini dengan tujuan untuk mengtahui sektor unggulan di 
Kawasan Joglosemar tahun 2014 dan 2018. 
2. Pengumpulan Data 
Data yang berhasil dihimpun di dalam penelitian ini ialah data sekunder yang 
didapat dari beberapa buku literatur sebagai bahan Pustaka dan juga beberapa 
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Lembaga seperti Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 
Yogyakarta tahun 2013-2014 dan 2017-2018. 
1. Teknis Analisis 
Dalam penelitian ini digunakan 3 alat Analisis yaitu Location Quotient 
(LQ), Shift Share (SS), dan Typology Klassen. 
a. Location Quotient 
Sejumlah data yang berhasil peneliti himpun, yaitu data yang bersumber dari 
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi, dan PDRB per sektor, 
akan peneliti analisis. Ditambah lagi, PDRB yang berasal dari tiap-tiap kota 
setiap sektor akan dimanfaatkan datanya sebagai sumber data yang akan 
peneliti analisis. Berdasarkan data tersebutlah, peneliti dapat memperoleh 
informasi perihal sektor yang menjadi basis atau non-basis di tiap-tiap kota. 


Adapun Formulasi perhitungan LQ adalah sebagai berikut 
Vaji /Vati 

Lea 

Dimana : Vaji - Jumlah PDRB sektor Kota 

: Vaii = Jumlah PDRB sektor Provinsi 

: PDRB = Jumlah PDRB total Kota 

: PDRBi = Jumlah PDRB total Provinsi 


Terdapat 3 kategori yang diadopsi ke dalam perhitungan Location Quotient 

(LO) terhadap tingkat perekonomian di suatu daerah, diantaranya : 

1) Apabila nilai LQ>1, dapat didefinisikan bahwa sektor yang berada di dalam 
wilayah yang tengah dilaksanakan studi penelitian tersebut lebih unggul 
dalam suatu sektor apabila dibandingkan dengan wilayah referensi. Hal ini 
berarti sektor tersebut di dalam tingkat perekonomian suatu wilayah lebih 
unggul dibandingkan wilayah lainnya sehinga dapat diklasifikasikan ke 
dalam sektor basis. 

2) Apabila nila LO « 1, dapat didefinisikan bahwa sektor tersebut dinilai 
kurang unggul apabila dibandingan dengan wilayah yang menjadi referensi, 
sehingga sektor tersebut dimasukkan ke dalam kategori sektor non basis. 

b. Shift Share 

Memanfaatkan analisa Shift Share ditujukan untuk melakukan sebuah 
perbandingan atas selisih dalam laju pertumbuhan di beberapa sektor yang 
berada di dalam wilayah studi maupun wilayah referensi. Dengan 
mengadopsi analisis ini ke dalam penelitian, peneliti mampu 
memperlihatkan sektor yang tengah berkembang di suatu wilayah studi 
apabila dilakukan perbandingan dengan tingkat perekonomian di wilayah 
referensi. Terlebih lagi, analisis ini memanfaatan data pertumbuhan PDRB 
terhadap tiap-tiap sektor baik yang memperoleh pengaruh dari dalam (faktor 
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lokasional) ataupun pengaruh dari luar (struktur industri) (Yasa, 2011). 
Analisis Shift Share dibagi menjadi 3 bagian yang diukur yaitu : 


PR,; — 05 [a] 
PS,,=@° S- 
” Y NQ A 


t t 
AQE; = Qi 05; 
Keterangan : 
Y, = Total PDRB Provinsi Periode tahun t 
Y, = Total PDRB Provinsi Periode tahun dasa 
Q = PDRB Provinsi sektor i pada tahun t 
Q? = PDRB Provinsi sektor i pada tahun dasar 
Q = PDRB Kabupaten/Kota sektor i pada tahun t 
@? = PDRB Kabupaten/Kota sektor i pada tahun dasar 


Setelah dilakuakn perhitungan diatas, dapat ditarik kesimpulan: 

1. PS < 0, dapat diartikan bahwa sektor yang terkait secara cepat tidak mengalami 
pertumbuhan di tingkat kota. 

2. PS > 0, didefinisikan bahwa sektor terkait secara cepat mengalami pertumbuhan di 
dalam tingkat kota. 

3. DS « 0, dapat didefinisikan bahwa sektor terkait mengalami keterlambatan di dalam 
pertumbuhan apabila disandingkan dengan di daerah yang berbeda, atau dapat 
diartikan bahwa sektor tersebut tidaklah memberikan keuntungan dalam hal 
lokasional secara optimal. 

4. DS > 0, diartikan bahwa sektor terkait lebih menguntungkan apabila dibandingkan 
dengan sektor tersebut bertumbuh di daerah yang berbeda, sehingga dapat 
didefinisikan bahwa sektor ini dalam faktor lokasional akan memberikan keuntungan 
yang optimal. 

5. PR < AG dapat diartikan bahwa produksi di daerah bersangkutan mengalami 


pertumbuhan yang mengakibatkan tingkat pertumbuhan kota meningkat. 

6. PR > AG dapat didefinisikan bahwa produksi di daerah bersangkutan mengalami 
pertumbuhan yang akan menekan pertumbuhan kota. 
Penggunaan metode shift share dalam melakukan analisis terhadap perekonomian 


regional dapat dilakukan dengan menerapkan rumus di bawah ini (John P. Blair) 
(Nurlina et al., 2019) 
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a. 


Dij = Nij + My + Cy....... (1) 
Apabila penganalisisan ini digunakan ke dalam Produk Domestik Regional Brutol 
(PDRB), terlihat bahwa : 


Dij = YË -Yij ................ (2) 
Nij = Yij.m ................. (3) 
Mij = Yij (rin-rn)............. (4) 
Cij = Yij (rij-rin).............. (5) 


Dimana rij,rin, dan rn akan mewakilkan laju pertumbuhan wilayah provinsi dan 
nasional yang mana masing-masing didefinisikan sebagai berikut: 


rij = (YÏ — Yij)/Yij........... (6) 
rin = (Y"— Yin)/Yin......... (7) 
m=(Y"—Yn)/Yn............ (8) 


Dimana : Yij = PDRB sektor i di wilayah kota 

: Yin = PDRB sektor I di tingkat provinsi 

: Yn = PDRB di tingkat provinsi 
Persamaan shift-share untuk sektor i di Provinsi adalah: 
Dij = Yij.(rn) + Yij (rin-rn) + Yij (rij-rin).... (9) 
Kriteria penilaian adalah (Abidin, 2015) 


. Jika Nij > 0 Pertumbuhan sektor i secara positif dipengaruhi pertumbuhan provinsi 
. Jika Nij < 0 Pertumuhan sektor i secara negatif dipengaruhi pertumbuhan provinsi 
. Jika Mij > 0 Kota x mengalami peningkatan pertumbuhan sektor serupa apabila 


disandingkan dengan tingkat pertumbuhan sektor tersebut di tingkat provinsi. 


. Jika Mij « 0 Kota x mengalami keterbelakangan dalam perumbuhan sektor tersebut 


apabila disandingkan dengan tingkat pertumbuhan sektor yang serupa di koridor 
provinsi. 


. Jika Cij > 0 Daya saing yang dimiliki sektor di kota x dinilai baik apabila bersaing 


di ranah provinsi. 


. Jika Cij < 0 Daya saing yang dimiliki sektor tersebut di kota x dinilai tidak mampu 


bersaing di ranah provinsi. 


7. Jika Dij > 0 Sektor i tergolong sektor yang progresif/ bergerak maju 
. Jika Dij < 0 Sektor i tergolong sektor yang regresif / bergerak mundur 


Typology Klassen 

Analisis Typologi klassen dimanfaatkan dengan tujuan untuk memperoleh 
suatu gambaran perihal pola dan struktur dalam pertumbuhan ekonomi di tiap-tiap 
daerah. Pada tipologi daerah, umumnya ada 2 indikator yang menjadi indikator 
utama, yaitu pertumbuhan ekonomi daerah dan pendapatan perkapita daerah. Dalam 
hal ini, rerata yang didapatkan berdasarkan data pertumbuhan perekonomian akan 
dilambangkan ke dalam sumbu vertikal dan rerata dari data pendapatan perkapita 
akan disimbolkan ke dalam sumbu horizontal, sehingga daerah pengamatan akan 
diklasifikasikan ke dalam 4 kategori sebagai berikut : (Prabansari Mahalayasakti, 
2016). 
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a. Daerah cepat maju dan cepat tumbuh ialah daerah yang mempunyai laju 
pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita yang melebihi rerata wilayah 
tersebut. 

b. Daerah maju tapi tertekan ialah daerah yang mempunyai pendapatan perkapita 
yang relatif tinggi akan tetapi pertumbuhan perekonomian di daerah tersebut 
masih di bawa rerata. 

c. Daerah berkembang cepat ialah daerah yang tengah bertumbuh akan tetapi tingkat 
perkapitanya di bawah rerata. 

d. Daerah relative tertinggal ialah daerah yang mempunyai tingkat pertumbuhan 
perekonomian dan pendapatan perkapita yang dinilai kurang dari rerata. 


PDRB perkapita (y) 


Laju Pertumbuhan (r) 


Daerah Maju dan Daerah Berkembang 
Tumbuh Cepat Cepat 


(Kuadran I) (Kuadran III) 


Daerah Maju tapi Daerah Relatif 
Tertekan Tertinggal 





(Kuadran II) (Kuadran IV) 





Gambar 2 
Tingkat pertumbuhan perekonomian dan pendapatan perkapita 


Dimana: Ri = Laju pertumbuhan PDRB di kota/kabupaten 1 
Yi = Pendapatan perkapita kota/kabupaten i 
R = Laju pertumbuhan PDRB Provinsi 
Y = Pendapatan perkapita Provinsi 


Hasil dan Pembahasan 

Dari hasil perhitungan Location Quotient, Shift Share, dan juga Typology Klassen 
di Kota Yogyakarta ada 12 sektor yang basis yatu Sektor Industri Pengolahan; Sektor 
Suplai Listrik dan Gas; Sektor Suplai Air, penanganan sampah, limbah dan daur ulang; 
Sektor pemberian fasilitas dan pangan; sektor informasi dan komunikasi; sektor jasa 
keuangan dan asuransi; Sektor perumahan; sektor jasa perusahaan; sektor administrasi 
pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; sektor jasa Pendidikan; sektor jasa 
Kesehatan dan aktivitas sosial; beberapa sektor jasa lainnya yang tidak dirincikan. 

Untuk Hasil analisis Shift Share PR yang digunakan untuk mengetahui 
pertumbuhan produksi daerah Yogyakarta mendorong atau menghambat terdapat 2 
sektor yang terus mendorong pada 2014 dan 2018 yaitu sektor pemberian fasilitas dan 
pangan; dan sektor jasa Kesehatan dan aktivitas sosial. Untuk analisis PS digunakan 
untuk memperlihatkan sektor yang pertumbuhannya lambat atau cepat di Kota tersebut, 
terdapat 3 sektor yang tetap bertumbuh cepat pada tahun 2014 dan tahun 2018 yaitu 
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sektor konstruksi; sektor informasi dan komunikasi; serta sektor pemberian fasilitas dan 
pangan. Tujuan dari dilakukannya penganalisisan DS bermaksud untuk mendapatkan 
informasi perihal keuntungan yang terkandung di dalam tiap sektor di daerah 
Yogyakarta merupakan keuntungan keuntungan lokasional atau tidak, berdasarkan 
analisis tersebut, terlihaat bahwa keuntungan lokasional tiap sektor tidaklah stabil 
sehingga memungkinkan adanya perubahan menjadi lebih baik, lebih buruk, bahkan 
tetap tidak berkembang. 

Selain itu untuk analisis Shift Share ada juga analisis Shift Share Nij yang 
dimaksudan untuk memperlihatkan pertumbuhan tiap-tiap sektor tersebut mendapatkan 
pengaruh dari pertumbuhan Provinsi atau tidak. Hasil perhitungan analisis Nij 
menunjukkan bahwa semua sektor dipengaruhi secara positif oleh pertumbuhan provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk analisis Mij yang menunjukkan pertumbuhan 
sektor-sektor tersebut cepat atau lambat di tingkat provinsi, dan hasil menunjukkan 3 
sektor yang tetap bertumbuh cepat yaitu sektor konstruksi; pemberian fasilitas dan 
pangan; serta sektor informasi dan komunikasi. Analisis Cij diaplikasikan guna 
mendapatkan informasi terkait sektor mana yang mempunyai daya saing ditingkat 
provinsi, berdasarkan hasil penganalisisan, terlihat bahwa tiap- tiap sektor tersebut 
berubah pada tahun 2014 dan 2018 ada sektor yang berdaya saing pada 2014 dan tidak 
pada 2018 dan begitupun sebaliknya. Yang terakhir dari analisis Shift Share Dij yang 
dimaksudkan untuk mendapatkan infomasi terkait keregrresifan tiap-tiap sektor. 
Progresif, dan hasil yang didapat hanya 1 sektor yang bergerak regresif (mengalami 
kemunduran) pada tahun 2014 yaitu sektor pertaninan, kehutanan, dan perikanan. Tetapi 
pada 2018 sektor ini berubah menjadi sektor yang progresif. 

Jadi dapat dikatakan pada kota Yogyakarta terdapat 1 sektor yang berkembang 
dan berpengaruh baik secara internal maupun eksternal yaitu sektor pemberian fasilitas 
dan pangan, walaupun pada tahun 2014 sektor ini tidak memiliki keuntungan lokasional 
juga tidak memiliki daya saing 

Dari hasil perhitungan Location Quotient, Shift Share, dan juga Typology Klassen 
di Kota Semarang hasil Location Quotient pada tahun 2014 dan 2018 terlihat bahwa ada 
11 sektor yang diklasifikasikan ke dalam sektor basis yang dimiliki Kota Semarang, 
diantaranya sektor suplai listrik dan gas, suplai air, penanganan sampah, limbah, dan 
kegiatan daur ulang, sektor pembangunan, sektor perniagaan berskala besar ataupun 
kecil, perbaikan kendaraan bermotor, transportasi dan pergudangan, pemberian fasilitas 
dan pangan, informasi dan komunikasi, sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor 
perumahan, sektor jasa perusahaan; sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial 
wajib. 

Dari hasil analisis Shift Share PR ditemukan ada 8 sektor yang tetap mendorong 
pertumbuhan kota Yogyakarta yaitu sektor industri pengolahan; sektor suplai listrik dan 
gas; sektor transportasi dan pergudangan; sektor pemberian fasilitas dan pangan; sektor 
informasi dan komunikasi; sektor perumahan; sektor jasa perusahaan; sektor jasa 
Pendidikan; sektor jasa Kesehatan dan kegiatan sosial; beberapa sektor jasa lain yang 
tidak dirincikan. Unutuk analisis PS terdapat 10 sektor yang bertumbuh secara cepat 
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yaitu sektor suplai listrik dan gas; sektor transportasi dan pergudangan, sektor 
pemberian fasilitas dan pangan, sektor informasi dan komunikasi, sektor perumahan, 
sektor jasa perusahaan, sektor jasa Pendidikan, sektor jasa Kesehatan dan aktivitas 
sosial, beberapa sektor jasa lain yang tidak dirincikan. Untuk analisis DS didapat 11 
sektor uang memiliki keuntungan lokasional tetap yaitu sektor industri pengolahan, 
sektor suplai listrik dan gas, sektor pembangunan, sektor perniagaan berskala besar 
ataupun kecil, jasa perbaikan kendaraan bermotor, sektor angkutan dan pergudangan, 
pemberian fasilitas dan pangan, sektor perumahan, sektor jasa perusahaan, sektor 
administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib: sektor jasa 
Pendidikan, beberapa sektor jasa lain yang tidak dirincikan. 

Untuk hasil analisi Nij sama seperti kota Yogyakarta, Kota Semarang juga tetap 
mendapat hasil posistif di semua sektor yang artinya semua sektor dipengaruhi secara 
positif oleh pertumbuhan provinsi. Hasil analisis Mij menunjukkan ada 9 sektor yang 
bertumbuh cepat yaitu sektor suplai listrik dan gas, angkutan dan pergudangan, 
pemberian fasilitas dan pangan informasi dan komunikasi, perumahan; jasa perusahaan, 
jasa Pendidikan, jasa Kesehatan dan aktivitas sosial, serta beberapa jasa lain yang tidak 
dirincikan. Pada analisis Cij terdapat 11 sektor yang terus memiliki daya saing yaitu 
sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan, suplai listrik dan gas; 
pembangunan, peniagaan berskala besar ataupun kecil, perumahan; jasa perusahaan, 
administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa Pendidikan, 
serangkaian jasa lain yang tidak dirincikan. Dan yang terakhir dari analisis Shift Share 
Dij hanya ada 1 sektor yang bergerak regresif dan terjadi pada tahun 2018 yaitu sektor 
pertambangan dan penggalian. 

Pada kota Semarang didapatan 6 sektor yang berkembang juga berpengaruh baik 
secara internal maupun eksternal yaitu sektor suplai listrik dan gas, transportasi dan 
pergudangan, perumahan, jasa perusahaan, jasa Pendidikan, beberapa jasa lain yang 
tidak dirincikan. 

Dari hasil perhitungan Location Ouotient, Shift Share, dan juga Typology Klassen 
di Kota Solo terdapat 12 sektor yang digolongkan ke dalam sektor basis, diantaranya 
sektor suplai listrik dan gas, suplai air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, 
pembangunan, perniagaan berskala besar ataupun kecil, perbaikan kendaraan bermotor, 
pemberian fasilitas dan pangan, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, 
perumahan; jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial 
wajib: jasa Pendidikan, jasa Kesehatan dan aktivitas sosial. 

Untuk hasil analisis melalui Shift Share PR terdapat 5 sektor yang mendorong 
pertumbuhan kota Solo yaitu sektor transportasi dan pergudangan, jasa keuangan dan 
asuransi, jasa perusahaan, jasa Pendidikan, jasa Kesehatan dan aktivitas sosial. Dari PS 
ditemukan 9 sektor yang tumbuh cepat ditingkat kota diantaranya sektor suplai listrik 
dan gas, angkutan dan pergudangan, pemberian fasilitas dan pangan, informasi dan 
komunikasi, perumahan; jasa perusahaan, jasa Pendidikan, jasa Kesehatan dan aktivitas 
sosial, serta serangkaian jasa lain yang tidak terincikan. Analisis DS hanya menemukan 
1 sektor yang memiliki keuntungan pada tahun 2014 dan 2018 yaitu sektor pertanian 
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dan kehutanan dan perikanan. Sejumlah sektor turut mengalami penurunan maupun 
peningkatan, dan ada juga yang tetap tidak memiliki keuntungan lokasional. 

Shift Share Nij mendapatkan hasil yang sama seperti kedua kota lainnya, semua 
sektor yang ada dipengaruhi secara positif oleh pertumbuhan provinsi. Pada analisis 
Shift Share Mij terdapat 9 sektor yang pertumbuhannya cepat di tingkat provinsi ialah 
pada sektor suplai listrik dan gas; angkutan dan pergudangan; ketersediaan fasilitas dan 
pangan; informasi dan komunikasi; perumahan; jasa perusahaan; jasa Pendidikan; jasa 
Kesehatan dan aktivitas sosial; beserta jajaran jasa lain yang tidak terincikan. Untuk 
analisis Cij ditemukan 2 sektor yang berdaya saing di tingkat provinsi yaitu sektor 
pertanian, kehutanan, dan perikanan; juga sektor Kesehatan dan kegiatan sosial. Yang 
terakhir adalah analisis Dij pada analisis ini ditemukan satu sektor yang tetap 
bertumbuh secara regresif pada tahun 2014 dan 2018 yaitu sektor pertambangan dan 
penggalian. 

Jadi untuk analisis Shift Share dari Kota Solo dapat dikatakan hanya ada satu 
sektor yang berkembang dan berpengaruh baik secara internal maupun eksternal yaoti 
Jasa kesehata dan kegiatan sosial walaupun pada tahun 2018 sektor ini tidak memiliki 
keuntungan lokasional. 


Kuadran I Kuadran II 
Daerah cepat maju dan Daerah berkembang cepat 
cepat tumbuh 
(Kota Yogyakarta tahun 2014) 
(Kota Semarang tahun 2014 dan 2018) 


(Kota Solo tahun 2014 dan 2018) 


Kuadran III Kuadran IV 
Daerah maju tapi tertekan Daerah relatif tertinggal 
(Kota Yogyakarta tahun 2018) 


Gambar 3 
Hasil Tipologi Klassen tiga kota 





Untuk hasil Typology Klassen dari Kota Yogyakarta pada tahun 2014 kota ini 
berada pada kuadran I (Daerah cepat maju dan cepat tumbuh) dan pada 2018 memasuki 
kuadran III (Daerah maju tapi tertekan) tidak stabilnya posisi ini dikarenakan presentasi 
pertumbuahan PDRBnya juga implementasi pekerjaan Kota Yogykarta tidak dapat 
memenuhi target yang ditetapkan. 

Dan untuk Kota Semarang dan Solo kedua kota ini memasuki Kuadran I (Daerah 
cepat maju dan cepat tumbuh) kestabilan ini dikarenakan pemerintah Kota Semarang 
dan Solo beruapaya meningkatkan kinerja dan mencapai target yang sudah 
direncanakan. 


Kesimpulan 


Berdasarkan analisis-analisis yang ada juga dari perhitungan di atas maka dapat 
disimpulkan bahwa sektor industri pengolahan; suplai listrik dan gas; suplai air; 
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penanganan sampah,limbah dan daur ulang; ketersediaan fasilitas dan pangan; informasi 
dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; perumahan; jasa perusahaan; administrasi 
pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; jasa Kesehatan dan aktivitas sosial; 
beserta serangkaian jasa lain yang tidak dirincikan merupakan sektor basis di Kota 
Yogyakarta. Sedangkan di kota Semarang sektor basisnya ialah sektor sulpai listrik dan 
gas, suplai air, penanganan sampah, limbah dan daur ulang, pembangunan; perniagaan 
berkala besar maupun kecil, perbaikan kendaraan bermotor; angkutan dan pergudangan; 
ketersediaan fasilitas dan pangan; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan 
asuransi; perumahan; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan 
jaminan sosial wajib. Dikota Solo atau Surakata sektor basisnya adalah sektor suplai 
listrik dan gas; suplai air, penanganan sampah, limbah dan daur ulang, pembangunan, 
perniagaan berkala besar ataupun kecil, perbaikan kendaraan bermotor, ketersediaan 
fasilitas dan pangan; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; 
perumahan; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial 
wajib; jasa Pendidikan; jasa Kesehatan dan aktivitas sosial. 

Dari sektor-sektor basis ketiga kota maka dapat dilihat bahwa terdapat 8 sektor basis 
di Kawasan Joglosemar, sektor basis tersebut antara lain sektor industri pengolahan; 
suplai listrik dan gas; suplai air; penanganan sampah,limbah dan daur ulang; 
ketersediaan fasilitas dan pangan; infromasi dan komunikasi; jasa keuangan dan 
asuransi; perumahan; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan 
jaminan sosial wajib. 

Melalui perhitungan analisis Shift Share di Kota Yogyakarta dilihat seluruh hasil, 
sektor yang paling berkembang adalah sektor ketersediaan fasilitas, dan pangan walau 
daya saing dan lokasi pada 2014 tidak mendukung tetapi di 2018 Kota Yogyakarta 
sangat berkembang. Di Kota Semarang dari seluruh hasil sektor yang paling 
berkembang adalah sektor suplai listrik dan gas; angkutan dan pergudangan; Real 
Estate; jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; Jasa lainnya. Keenam sektor inilah merupakan 
sektor yang hasil analisisnya positif. Yang terakhri dari Kota Solo hasil sektor yang 
paling berkembang adalah sektor jasa Kesehatan dan kegiatan sosial walau pada 2018 
sektor tersebut tidak memiliki keuntungan lokasional. 

Untuk alat analisis yang terakhir adalah analisis Typologi Klassen di Kota 
Yogyakarta pada tahun 2014 masuk dalam daerah maju dan tumbuh cepat dan pada 
tahun 2018 masuk dalam daerah maju tapi tertekan. Di Kota Semarang pada 2014 dan 
2018 keduanya masuk dalam daerah maju dan tumbuh cepat. Dan di Kota Solo tahun 
2014 dan juga 2018 sama sama memasuki daerah maju dan tumbuh cepat. Rata-rata di 
Kawasan Jolgosemar termasuk dalam Daerah maju dan tumbuh cepat. 
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Abstract 

This study was conducted to find out the influence between the economic growth, 
education, unemployment, and poverty in Malang City from 2005 to 2019. 
Secondary data of the study was obtained through the Central Bureau of Statistics 
website in East Java and Malang City. The method used was quantitative research 
using Multiple Linear Regression Analysis with Ordinary Least Square (OLS) 
model. From the results of the study can be concluded that economic growth has a 
positive and significant impact on poverty in Malang City. This is known according 
to t count more than t table (2.668 2 2.201) and the significance level of 0.022. On 
the other hand, education cannot significantly influence the poverty in Malang City 
with the t count less than t table (1.309 < 2.201) and seen from the significance 
level of 0.217. Meanwhile, unemployment has a positive and significant impact on 
the poverty in Malang City seen from the t count more than t table (6.052 2 2.201) 
and from the significance level of 0.000. 


Keywords: poverty; economic growth; education; unemployment 


Abstrak 

Penelitian dilakukan dengan tujuan mengetahui pengaruh dari pertumbuhan 
ekonomi, pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Kota Malang 
tahun 2005 hingga 2019. Data sekunder untuk penelitian ini diperoleh melalui 
website Badan Busat Statistik (BPS) Jawa Timur dan Kota Malang. Metode yang 
digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan Analisis 
Regresi Linier Berganda dengan model Ordinary Least Square (OLS). Dari hasil 
penelitian dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap kemiskinan di Kota Malang diketahui berdasarkan t hitung 
lebih dari t tabel (2,668 > 2,201) dan dilihat dari tingkat signifikansinya yaitu 
0,022. Di sisi lain, pendidikan belum mampu mempengaruhi secara signifikan 
terhadap kemiskinan di Kota Malang dengan nilai t hitung kurang dari t tabel 
(1,309 < 2,201) dan dilihat dari tingkat signifikasinya yaitu 0,217. Sedangkan 
pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kota 
Malang, dilihat dari nilai t hitung lebih dari t tabel (6,052 > 2,201) selain itu dilihat 
dari tingkat signifikasinya yaitu 0,000. 
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Pendahuluan 

Salah satu target sebuah negara ialah pembangunan ekonomi, yang ditunjukkan 
dengan persentase pembangunan yang terus menerus meningkat di negara tersebut. 
Penambahan tingkat pertumbuhan perekonomian di suatu negara ialah salah satu 
parameter yang dipakai untuk mengetahui seberapa jauh negara tersebut berhasil 
membangun perekonomian mereka (Zuhdiyaty & Kaluge, 2018). Tujuan pembangunan 
nasional adalah untuk meningkatkan kemakmuran atau kesejahteraan masyarakatnya 
secara merata. Masyarakat dikatakan sejahtera jika mereka mampu memenuhi 
kebutuhannya secara mandiri. Menurut (Zulhanafi. et al., 2013), salah satu tujuan dari 
pembangunan adalah peluasan lapangan kerja agar masyarakat memperoleh pendapatan. 
Kesuksesan dalam pembangunan nasional akan diukur dengan meninjau seberapa besar 
penurunan kemiskinan di suatu negara. Keefektifan dalam mengurangi tingkat 
kemiskinan ialah tujuan utama dalam menentukan strategi pembangunan (Simatupang, 
2003). Permasalahan kemiskinan ini dinilai menjadi permasalahan yang rumit dan 
memiliki sifat yang multidimensional (Jundi & Poerwono, 2014). Menurut UNDP 
(United Nations Development Programs) dalam (Cahyat, 2004) kemiskinan merupakan 
tidak mampunya seseorang dalam memilih alternatif pilihan lainnya di dalam hidupnya, 
seperti dengan memilih pilihan untuk tidak ikut campur dalam perumusan kebijakan 
publik yang merupakan indikator dalam menentukan tingkat kemiskinan. Terjadinya 
fenomena kemiskinan dilandasi pada ketidakmampuan seseorang dalam mencukupi 
kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu untuk mencapai kemakmuran dalam 
hidup. Menurut (Rintuh. et al., 2003), definisi dari kemiskinan ialah sebuah situasi 
ketika seorang individu mengalami kesulitan dalam mencapai dan meningkatkan 
kebutuhan dasar serta memperbaiki kualitas hidupnya. 

World Bank dalam (Annur, 2013) menyebutkan bahwa kemiskinan dapat terjadi 
dikarenakan terbatasnya pendapatan dan aset (lack of income and assets) yang dimiliki 
seseorang dalam mencukupi kebutuhan yang paling mendasar untuk melangsungkan 
hidupnya, seperti sandang, pangan, dan papan serta pendidikan dan kesehatan. Faktor 
minimnya lapangan pekerjaan tidak luput dari jeratan kemiskinan. Fenomena 
kemiskinan dapat melanda diakibatkan karena tidak sanggupnya seseorang dalam 
memenuhi kebutuhan dasarnya yang merupakan standar hidup paling minimal yang 
harus dipenuhi, sehingga ini melambangkan bahwa kemiskinan yang dialami seseorang 
akan menyebabkan sulitnya orang tersebut dalam memenuhi tingkat kemakmuran 
ekonomi (Azizah et al., 2018). Begitupun dengan kemiskinan yang terjadi di kawasan 
Malang Raya yang terdiri dari wilayah Kota Malang, Kota Batu, dan Kabupaten 
Malang, dimana penduduk tidak dapat mencapai kemakmuran hidup karena kurangnya 
pendapatan yang dimiliki guna memenuhi kebutuhan hidup, beserta dapat dipengaruhi 
oleh beberapa faktor lainnya seperti menurunnya produktifitas sumber daya manusia 
dan pertumbuhan ekonomi yang menurun. 

Permasalahan kemiskinan ini telah melanda berbagai negara yang berkaitan 
dengan kesejahteraan penduduknya. Faktor yang mampu memberikan pengaruh besar di 
dalam fenomena kemiskinan ialah tingkat pertumbuhan perekonomian (Atalay, 2015). 
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Hal ini disebabkan pertumbuhan ekonomi merupakan parameter pengukuran atas 
suksesnya kegiatan pembangunan di suatu negara, dengan adanya pembangunan daerah 
diharapkan dapat berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang diukur 
melalui perubahan PDRB dalam suatu wilayah (Dama et al., 2016). 

Selain itu, terdapat upaya lain untuk mengurangi kemiskinan yaitu pendidikan. 
Faktor pendidikan akan membuat produktivitas individu di suatu negara meningkat 
yang tentunya akan disusul dengan peningkatan produksi serta tingkat pembangunan 
yang terjadi di wilayah tersebut. Hal ini dibuktikan oleh beberapa negara maju, dimana 
peningkatan modal manusia dapat meningkatkan tingkat produktivitas dalam 
produksinya (Atalay, 2015). Tersedianya fasilitas pendidikan yang layak dan kenaikan 
tingkat pendidikan penduduk dapat digunakan sebagai salah satu parameter dalam 
mengukur keberhasilan pembangunan. Menurut (Jundi & Poerwono, 2014), diharapkan 
produktivitas seseorang meningkat saat terjadi peningkatan tingkat pendidikan. 
Peningkatan produktivitas akan dapat meningkatkan pendapatan sehingga penduduk 
mampu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan menurunkan kemiskinan. Sejalan 
dengan penjelasan tersebut, maka pengangguran merupakan masalah yang selalu 
dihadapi dalam proses pembangunan ekonomi. Menurut (Giovanni, 2018), tingkat 
kemiskinan suatu daerah akan meningkat jika tingkat pengangguran daerah tersebut 
tinggi, hal ini disebabkan karena mereka kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Didasarkan pada data yang didapatkan dari BPS, tingkat kemiskinan di kawasan 
Malang Raya cenderung menurun setiap tahunnya. Meskipun angka kemiskinan Kota 
Malang sendiri termasuk kategori rendah yaitu termiskin terendah kedua setelah Kota 
Batu, namun masih cukup banyak penduduk yang tidak dapat memenuhi kebutuhan 
hidupnya, yaitu sekitar 35.390 jiwa (BPS, 2020). Dengan adanya fenomena ini, 
menjadikan kemiskinan di kawasan Malang Raya khususnya Kota Malang, masih 
menjadi permasalahan utama yang perlu diselesaikan, karena penduduk yang memiliki 
kehidupan di bawah garis kemiskinan masih cukup banyak, maka diperlukan sinergi 
yang tepat antara kebijakan dan program yang dilaksanakan agar kemiskinan dapat 
berkurang lebih banyak lagi. 
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Kemiskinan di Kawasan Malang Raya 2015-2019 
Sumber: BPS Jawa Timur, 2020 (data diolah) 
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Dari gambar 1, diketahui bahwa tingkat kemiskinan wilayah Malang Raya 
bervariasi masing-masing daerah, tingkat kemiskinan tertinggi berada di Kabupaten 
Malang, disusul Kota Malang, yang terakhir ialah Kota Batu. Kota Malang ialah kota 
terbesar kedua di Jawa Timur setelah Kota Surabaya, aektor pariwisata, pendidikan, 
perdagangan jasa dan industri menjadi sektor penunjang perekonomian di Kota Malang. 
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Kota Malang ditopang oleh sektor pariwisata dan 
pendidikan karena terdapat beberapa universitas ternama berada di Kota Malang, selain 
itu terdapat banyak tempat wisata disana yang menjadi daya tarik tersendiri di wilayah 
tersebut. Namun, Kota Malang sampai saat ini masih dihadapkan dengan masalah 
kemiskinan yang masih menjadi masalah utama, sehingga perlu berbagai strategi 
kebijakan untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut. Secara angka, tingkat 
kemiskinan telah menurun hingga mencapai 4,07 persen pada tahun 2019. Namun, Kota 
Malang masih banyak masyarakatnya yang memiliki kehidupan di bawah garis 
kemiskinan (kurang) sehingga merasa tidak mampu dalam mencukupi kebutuhannya, 
yaitu mencapai 35.390 jiwa yang masih belum memperoleh kemakmuran hidup (BPS, 
2020). Kemungkinan besar masyarakat dalam kategori ini masuk ke dalam kemiskinan 
kronis (Chronic Poverty), dimana orang-orang yang masuk dalam katogeri ini 
merupakan masyarakat paling rendah derajat kehidupannya dan juga paling sedikit 
menerima manfaat dari pertumbuhan ekonomi. 

Kemiskinan kronis yang terjadi dapat dikarenakan penghasilan yang tidak cukup 
apabila harus digunakan untuk mencukupi segala kebutuhan atau bahkan mereka tidak 
mempunyai pendapatan yang bisa dibelanjakan untuk kebutuhan mereka. Selain itu, 
kemiskinan terjadi juga dikarenakan beberapa hal lain seperti pendistribusian 
pendapatan tidak merata dan sumber daya manusia yang kurang produktif. Pemerintah 
Kota Malang masih berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dengan memperbaiki 
faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan agar masyarakatnya dapat memenuhi 
kebutuhan mereka dengan baik dan mencapai tingkat kemakmuran ekonomi. Dalam 
fenomena kemiskinan, terdapat serangkaian faktor yang saling memiliki keterkaitan, 
diantaranya adalah pengangguran, pendidikan, kesehatan, tingkat pendapatan 
masyarakat, konsumsi, lokasi dan lingkungan (Putra & Arka, 2018). Berikut terdapat 
beberapa faktor yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Pengangguran. 
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Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan dan Pengangguran 
Kota Malang 2015-2019 
Sumber: BPS Kota Malang 2020 (data diolah) 


Ditinjau pada gambar 2 memperlihatkan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kota 
Malang cenderung meningkat dan di tahun 2019 tumbuh 5,73 persen. Ini juga turut 
terjadi pada sektor Pendidikan yang juga meningkat, tercatat pada tahun 2019 sebesar 
10,17 persen. Sedangkan angka pengangguran selalu mengalami penurunan setiap 
tahunnya hingga mencapai 6,04 persen pada tahun 2019. Keberhasilan Kota Malang 
yang diukur dari tiga indikator tersebut belum mampu mencerminkan keberhasilan 
dalam proses pembangunannya, seperti pemerataan distribusi pendapatan, akses 
pendidikan yang murah dan berkualitas, serta peningkatan lapangan kerja baru untuk 
masyarakat Kota Malang. 

Berbagai riset yang bertopikkan pada pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan telah 
berulang kali dilaksanakan, diantaranya dilakukan oleh (Suadnyani & Darsana, 2018), 
(Fadillah, 2016), dan (Suryandari, 2017) yang menerangkan bahwa secara negatif dan 
signifikan kemiskinan dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Namun, pada riset 
yang dijalankan oleh (Utami & Masjkuri, 2018) dan (Romi & Umiyati, 2018) 
menunjukkan bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan dari pertumbuhan ekonomi 
terhadap kemiskinan. Dalam riset yang dilaksanakan (Putra & Arka, 2018), (Ishak et al., 
2020), dan (Utami & Masjkuri, 2018) menerangkan bahwa pendidikan akan 
mempengaruhi kemiskinan secara negatif dan signifikan. Akan tetapi menurut 
(Giovanni, 2018), (Fadillah, 2016) dan (Suryandari, 2017) tidak ditemukannya 
pengaruh signifikan dari tingkat pendidikan terhadap kemiskinan. Dalam riset (Putra & 
Arka, 2018), (Ishak et al., 2020), (Andhykha et al., 2018) menunjukan bahwa secara 
positif dan signifikan pengangguran mampu mempengaruhi kemiskinan. Sebaliknya, 
menurut (Diramita & Usman, 2018), (Giovanni, 2018) dan (Fadillah, 2016) tidak 
terdapat pengaruh signifikan di dalam variabel pengangguran terhadap variabel 
kemiskinan. Adanya perbedaan di berbagai hasil penelitian yang telah diselenggarakan 
ini memperlihatkan perlunya dilangsungkan sebuah penelitian terbaru perihal pengaruh 
pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan. 

Meninjau dari uraian sebelumnya, diketahui bahwa tingkat kemiskinan yang 
terjadi di Kota Malang masih lebih tinggi dibanding dengan kota terdekatnya, yaitu 
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Kota Batu, hal ini disebabkan karena masih banyaknya penduduk Kota Malang yang 
tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan masih banyak penduduk sehingga 
mereka berprofesi sebagai pengemis. Menurut Dinas Sosial (Firdausi, 2018), banyaknya 
pengemis di Kota Malang disebabkan karena ekonomi rendah dan masih terjadi 
ketidakmerataan pendapatan penduduk yang mengakibatkan sebagian penduduk tidak 
dapat mencukupi kebutuhan hidupnya. Selain itu, penyebab lainnya yaitu pendidikan 
rendah, biaya hidup semakin mahal serta lapangan pekerjaan yang tersedia masih 
terbatas, hal inilah yang menyebabkan kemiskinan terjadi. 

Melihat fenomena tersebut, tergambar bahwa situasi yang tengah terjadi saat ini 
masihlah jauh dari tujuan pembangunan yaitu mensejahterakan kehidupan masyarakat. 
Ketidaksesuaian antara tujuan pembangunan terhadap apa yang sebenarnya terjadi di 
lapangan mencermikan bahwa kegiatan pembangunan yang selama ini dilakukan masih 
belum mampu menanggulangi masalah kemiskinan. Oleh sebab itu, peneliti hendak 
menggambarkan secara jelas perihal dampak yang mampu ditimbulkan oleh 
pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan di Kota 
Malang. 


Metode Penelitian 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini mengadopsi metode kuantitatif dalam memperoleh informasi 
perihal keberadaan hubungan antar variabel ataupun pengaruh di dalam independent 
variable terhadap dependent variable, dimana terdapat hipotesis untuk diuji 
kebenarannya pada peneitian kuantitatif (Mulyadi, 2011). Penelitian ini termasuk 
kuantitatif karena tujuan dari dilangsungkannya penelitian ialah untuk 
melangsungkan serangkaian pengujian terhadap hipotesis yang telah penulis tetapan 
yang berisi praduga atas adanya pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel 
pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan pengangguran terhadap kemiskinan yang 
melanda Kota Malang tahun 2005 sampai 2019. 
2. Pengumpulan data 
Data yang digunakan ke dalam penelitian ini berjenis data sekunder yang 
dimana berhasil dihimpun melalui informasi yang secara langsung penulis dapatkan 
dari instansi terkait, studi literatur, jurnal, makalah, dan laporan yang berhasil 
peneliti himpun. Data pokok penulis dapatkan berdasarkan data yang dipaparkan 
oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur dan Kota Malang tahun 2005-2019. 
3. Teknik analisis 
Dalam penganalisaan data, peneliti menggunakan model analisis regresi linier 
berganda dengan menerapkan model Ordinary Least Square (OLS). Hal ini berarti 
metode yang digunakan untuk melihat dapatkah variabel bebas (X1, X2, X3.......,k) 
memberikan pengaruhnya terhadap variabel terikat (Y). Persamaan Model Regresi 
Linier Berganda: 
Y = PO + B1Xı + P2X2 + P3X3 +e 
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Keterangan : 
Y : Kemiskinan 
X1 : Pertumbuhan Ekonomi 
X2 : Pendidikan 
X3 : Pengangguran 
Bo : Konstanta (nilai Y apabila X1, X2, X3= 0) 
p : Koefisien Regresi (nilai peningkatan ataupun penurunan) 
e : error 


Hasil dan Pembahasan 
A. Hasil Penelitian 
Berdasarkan pengolahan program komputer IBM SPSS 25 didapati persamaan 
di bawah ini : 
Y = -8,878 + 1,081 X1 + 0,431X2 + 0,432X3 
Apabila model persamaan tersebut kita uraikan, terlihat bahwa nilai dari 
konstanta senilai -8,878 yang berarti apabila Pertumbuhan Ekonomi (X1), 
Pendidikan (X2), dan Pengangguran (X3) dinyatakan sebagai variabel yang bernilai 
konstan, maka kemiskinan di Kota Malang (Y) akan turun sebesar 8,878 persen. 
Koefisien regresi Xı (Bı) 1,081 menjelaskan bahwa apabila Pendidikan (X2) dan 
Pengangguran (X3) dianggap konstan, setiap pertumbuhan ekonomi (X1) meningkat 
sebesar satu persen, hal ini akan menyebabkan kemiskinan di Kota Malang (Y) juga 
turut meningkat sejauh sebesar 1,081 persen. Koefisien regresi X» (P2) 0,431 
menjelaskan apabila Pertumbuhan Ekonomi (X1) dan Pengangguran (X3) dianggap 
konstan, setiap pendidikan (X2) yang digambarkan oleh rata-rata lama sekolah naik 
satu tahun maka kemiskinan di Kota Malang (Y) akan naik sebesar 0,431 persen. 
Koefisien regresi X3 (P3) 0,432 menjelaskan apabila Pertumbuhan Ekonomi (X1) dan 
Pendidikan (X2) dianggap konstan, setiap pengangguran (X3) meningkat sebesar 
satu persen, hal ini akan menyebabkan kemiskinan di Kota Malang (Y) juga akan 
meningkat senilai 0,432 persen. 
1. Hasil Uji Asumsi Klasik (BLUE / Best Linier Unbiased Estimator) 
a. Uji Autokorelasi 
Berdasarkan hasil penganalisisan yang ditujukan guna 
melangsungkan pengujian autokorelasi di dalam penelitian ini, diketahui 
bahwa nilai DW test senilai 1,681. Terdapat 3 variabel bebas (k) di dalam 
penelitian ini dengan jumlah data (n) sejumlah 15 data, yang kemudian 
mengartikan bahwa nilai DW tabel menjadi dL = 0,8140 dan dU = 1,7501. 
Beranjak dari temuan ini maka mampu menjelaskan bahwa nilai DW test 
terletak di antara nilai dL dan dU, yang dapat didefinisikan bahwa data yang 
digunakan di dalam penelitian ini terletak di dalam daerah keragu-raguan 
yang menyebabkan data penelitian tidak terdapat gejala autokorelasi 
sehingga data dapat dilanjutkan ke pengujian berikutnya. 
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b. Uji Multikolineritas 


Dari hasil untuk uji multikolinearitas diketahui nilai VIF dan 
tolerance masing-masing variabel yaitu nilai VIF pertumbuhan ekonomi 
(2,071), pendidikan (1,039), dan pengangguran (2,056). Sedangkan nilai 
tolerance pertumbuhan ekonomi (0,483), pendidikan (0,962), dan 
pengangguran (0,486). Adapun dari hasil tersebut memperlihatkan bahwa 
nilai VIF semua variabel bebas kurang dari 10 dan nilai tolerance semua 
variabel bebas lebih dari 0,10, yang dalam hal ini memperlihatkan bahwa 
model regresi yang diterapkan tidak mengalami multikolinearitas. 

Uji Heterokedastisitas 

Berdasarkan riset turut memperlihatkan bahwa variabel terikat 
kemiskinan memiliki tingkat signifikasi koefisien korelasi rank spearman 
yang keseluruhan residualnya melebihi angka 0,05, diantaranya X1 (0,491), 
X2 (0,819), dan X3 (0,439), yang kemudian dapat diidentifikasi bahwa antar 
variabel bebas (X) tidaklah mengalami korelasi yang menyebabkan tidak 
terjadinya heterokodastisitas di dalam model regresi ini. 

Dilandaskan pada perolehan di dalam pengujian Asumsi Klasik 
tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa tidak adanya pelanggaran atas 
asumsi klasik di dalam model penelitian yang diterapkan oleh peneliti 
sehingga penelitian dapat dilaksanakan ke tahap penganalisisan berikutnya. 
Uji Koefisien Determinasi (R?) 


Tabel 1 
Uji Koefisien Determinasi 





R Adjusted Std. Error of the 
Model á Square R Square Estimate 





1 ,899° ,807 ,155 61382 





Sumber: Output SPSS 


Dari pengolahan data yang telah dilakukan didapati nilai koefisien 
determinasi ialah 0,807 atau 80,7%, yang berarti bahwa seluruh variabel 
bebas yaitu Pertumbuhan Ekonomi (X1), Pendidikan (X2) dan Pengangguran 
(X3) mampu memaparkan variabel terikatnya yaitu Kemiskinan (Y) sebesar 
80,7%, dan sisanya yaitu sebesar 19,346 dijelaskan oleh variabel lain di luar 
model penelitian. 














Uji F 
Tabel 2 
Uji F Simultan (ANOVA) 
Sum o Mean 2 
Model Dan df Saute F Sig. 
1 Regression 17,364 3 5,788 15,362 000° 

Residual 4,145 11 0,377 
Total 21,509 14 





Sumber: Output SPSS 
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Uji F dipakai guna memperlihatkan adanya pengaruh atau hubungan 
secara simultan (serempak), dari hasil pengujian diketahui nilai F hitung 
15,362 dan signifikasinya sebesar 0,000 dengan ukuran signifikasinya 5% 
atau (a = 0,05), sehingga dapat diketahui nilai signya 0,000 < 0,05. Nilai F 
tabel dengan degree of freedom (dfi) yaitu 3 (jumlah variabel bebas/k) dan 
df» yaitu 11 (n-k-1) diperoleh nilai F tabel sebesar 3,59, sehingga HO tidak 
diterima dan Hi diterima. Sehingga dapat diketahui bahwa secara serempak 
dan nyata, Pertumbuhan Ekonomi (X1), Pendidikan (X2), dan Pengangguran 
(X3) mampu mempengaruhi Kemiskinan (Y) di Kota Malang serta mampu 
ditunjukkan sebuah bukti melalui kurva uji F di bawah ini. 








Daerah Penerimaan Hj 


Daerah Penerimaan Ho 














Kurva Djsfyibusi Uji F 362 
f. Uji T 
Tabel 3 
Uji t Parsial 
Variabel tHitung tTabel Sig. 
Pertumbuhan Ekonomi 2,668 2,201 0,022 
X1) 
Pendidikan (X2) 1,309 2,201 0,217 
Pengangguran (X3) 6,052 2,201 0,000 





Sumber: Output SPSS 


a) Variabel Pertumbuhan Ekonomi (X1) 
Berdasarkan pengujian t didapati hasil berupa nilai t hitung senilai 
2,668 beserta nilai sig 0,022, sedangkan nilai t tabel (a/2= 0,025) dengan 
(df) 11 (n-k-1) didapati nilai t tabel senilai 2,201. Dari perolehan ini 
diketahui nilai t hitung 2,668 > t tabel 2,201 yang menyebabkan HO tidak 
diterima dan Hi diterima, dengan nilai signifikansi 0,022 « 0,05. Maka 
peneliti menyimpulkan bahwa pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel 
pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Kota Malang secara parsial 
mampu memberikan pengaruh yang positif dan signifikan. 
b) Variabel Pendidikan (X2) 
Dari pengujian t didapati bahwa nilai t hitung sebesar 1,309 dan nilai 
sig 0217, sedangkan nilai t tabel (a/2= 0,025) dengan (df) 11 (n-k-1) 
didapati nilai t tabel sebesar 2,201. Dari perolehan ini diketahui nilai t 
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hitung 1,309 < t tabel 2,201 sehingga HO diterima dan Hi tidak diterima, 
dengan nilai signifikansi 0,217 > 0,05. Sehingga penulis mampu 
menyimpulkan secara parsial variabel pendidikan belum mampu 
mempengaruhi kemiskinan Kota Malang secara signifikan. 

c) Variabel Pengangguran (X3) 

Berdasarkan pengujian atas t didapati bahwa nilai t hitung sejumlah 
6,052 dan nilai sig 0,00, sedangkan nilai t tabel (a/2= 0,025) dengan (df) 
11 (n-k-1) didapati nilai t tabel sejumlah 2,201. Dari hasil ini diketahui 
nilai t hitung 6,052 2 t tabel 2,201, hal ini dapat disimpulkan dengan 
ditolaknya HO dan diterimanya Hi, dengan nilai signifikansi 0,000 « 0,05. 
Peneliti mampu menyimpulkan bahwa pengaruh yang disebabkan oleh 
variabel pengangguran terhadap kemiskinan di Kota Malang secara parsial 
mampu memberikan pengaruh yang positif disertai pengaruh yang cukup 
signifikan. 


B. Pembahasan 


1. 


Pertumbuhan Ekonomi 

Secara positif dan signifikan pertumbuhan ekonomi mampu mempengaruhi 
kemiskinan Kota Malang di tahun 2005-2019. Fenomena ini disebabkan 
pertumbuhan ekonomi yang tidak secara otomatis dapat mengurangi kemiskinan di 
Kota Malang karena tidak meratanya penghasilan yang didapati oleh masyarakat. 
Ditambah lagi para penduduk di golongan bawah (miskin) tidak dapat merasakan 
dampak dari pertumbuhan ekonomi, banyaknya pendatang di Kota Malang 
menyebabkan bertambahnya tempat penginapan dan tempat wisata sehingga 
mengakibatkan usaha masyarakat meningkat namun kalangan masyarakat 
menengah ke atas lah yang merasakan dampak tersebut sehingga tidak 
mempengaruhi kemiskinan. Disisi lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi hanya 
didominasi oleh sektor tertentu saja, dimana yang menjadi penyumbang terbesar 
PDRB Kota Malang yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil 
dan Sepeda Motor dengan kontribusi rata-rata mencapai 30,79% dari total PDRB 
Kota Malang, sehingga penduduk miskin masih belum dapat menikmati 
peningkatan pertumbuhan ekonomi (Barenlitbang, 2017). Penelitian yang pernah 
(Diramita & Usman, 2018) dan (Ishak et al., 2020) langsungkan memperoleh 
sebuah temuan yang menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu 
mempengaruhi kemiskinan secara positif dan signifikan, hal ini disebabkan karena 
ketimpangan distribusi pendapatan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang 
tidak dapat penduduk golongan bawah rasakan karena kurangnya pemerataan 
pembangunan untuk mengurangi kemiskinan. Pertumbuhan harus dipastikan 
berlangsung pada sektor yang sekiranya menjadi ladang pencaharian para penduduk 
golongan bawah (pertanian atau sektor padat karya). 
Pendidikan 

Pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel pendidikan terhadap Kota Malang 

pada kurun waktu 2005-2019 tidak signifikan, hal ini disebabkan karena pendidikan 


1116 Syntax Idea, Vol. 3, No. 5, Mei 2021 


Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap 
Kemiskinan Di Kota Malang 


tidak mempengaruhi seseorang untuk mengembangkan usaha sendiri, hal ini 
didukung dengan melihat data dari (BPS, 2020), yang memperlihatkan bahwa 
persentase kemiskinan yang terjadi pada penduduk lulusan SMA sebesar 37,89% 
lebih tinggi daripada penduduk lulusan SD sebesar 17,41%, hal ini terjadi karena 
penduduk dengan pendidikan yang cukup biasanya cenderung memilih pekerjaan 
yang sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki, sehingga peningkatan 
pendidikan tidak mempengaruhi kemiskinan. Selain itu, peningkatan pendidikan di 
Kota Malang dikarenakan banyaknya pendatang yang menempuh pendidikan di 
Kota Malang karena fasilitas pendidikan yang cukup baik sehingga mendorong 
mereka untuk menempuh pendidikan di Kota Malang, namun setelah lulus mereka 
mencari kembali ke kota asalnya sehingga tidak mempengaruhi kemiskinan di Kota 
Malang. Penelitian ini memperoleh temuan yang selaras dengan temuan yang 
dikemukakan pada penelitian yang pernah Giovanni tahun 2018, Fadillah tahun 
2016 dan Suryandari tahun 2017 langsungkan dimana memaparkan bahwa 
pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel pendidikan terhadap kemiskinan tidak 
signifikan. Namun temuan ini tidak selaras terhadap teori yang (Jundi & Poerwono, 
2014) sampaikan, serta hipotesis yang ada yang menyatakan bahwa peningkatan 
pendidikan akan dapat meningkatkan produktivitas seseorang sehingga mereka 
dapat memperoleh pendapatan untuk mencukupi segala kebutuhan yang dibutuhkan 
untuk melangsungkan hidup serta mengurangi kemiskinan. 
Pengangguran 

Pengaruh yang ditunjukkan oleh variabel pengangguran terhadap kemiskinan 
Kota Malang pada kurun waktu 2005-2019 juga menunjukkan nilai yang positif dan 
signifikan. Penelitian ini memperoleh temuan yang mendukung teori yang Sukirno 
tahun 2006 kemukakan, dimana teori tersebut mengungkapkan bahwa 
pengangguran akan memperburuk tingkat kemiskinan disebabkan pengangguran 
akan menekan pendapatan masyarakat, sehingga mereka tidak dapat memenuhi 
kebutuhan dan tidak mencapai kemakmuran hidup. Semakin menurunnya tingkat 
kemakmuran hidup seseorang, maka akan semakin besar peluang seseorang 
terjebak dalam kemiskinan. Tingginya pengangguran di Kota Malang disebabkan 
karena peningkatan angkatan kerja baru di Kota Malang namun tidak diimbangi 
dengan penambahan lapangan pekerjaan di Kota Malang (BPS Kota Malang, 2019). 
Selain itu banyaknya penduduk yang memiliki pendidikan yang cukup di Kota 
Malang, menyebabkan mereka cenderung memilih pekerjaan yang sesuai dengan 
keinginan dan keahlian yang mereka miliki, dimana kapasitas dan keterampilan 
yang ada di Kota Malang masih belum sesuai dengan yang dibutuhkan lapangan 
pekerjaan saat ini, sehingga mereka tidak memiliki pendapatan untuk memenuhi 
kebutuhan hidup. Kemiskinan yang terjadi didominasi oleh penduduk yang tidak 
bekerja yaitu sebesar 48,31% (BPS Kota Malang, 2019), hal ini berarti bahwa 
pengangguran yang terjadi berpengarh pada peningkatan kemiskinan. Penelitian ini 
memperoleh temuan yang selaras dengan temuan yang pernah Putra & Arka tahun 
2018 dan Ishak et al tahun 2020 kemukakan di dalam penelitiannya, yaitu 
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pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel pengangguran terhadap kemiskinan akan 
menunjukkan nilai yang positif, hal ini dapat terjadi disebabkan individu yang tidak 
memiliki pekerjaan berarti tidak memiliki penghasilan yang mampu mencukupi 
kebutuhannya yang menyebabkan individu tersebut terjerat ke dalam lingkup 
kemiskinan. 


Kesimpulan 

Berdasarkan sejumlah teori dan pembahasan akan temuan peneliti, peneliti 
mampu menyimpulkan bahwa secara positif dan signifikan variabel pertumbuhan 
ekonomi serta pengangguran dapat mempengaruhi kemiskinan di Kota Malang, akan 
tetapi lain halnya dengan variabel pendidikan, variabel ini tidak memiliki pengaruh 
secara signifikan apabila dikaitkan dengan kemiskinan di Kota Malang dalam kurun 
waktu 2005 hingga 2019, maka dapat dipaparkan demikian : 

Di dalam pengujian atas uji t parsial mampu memaparkan bahwa pertumbuhan 
ekonomi dapat berpengaruh terhadap kemiskinan di Kota Malang, dimana ketika terjadi 
peningkatan pertumbuhan ekonomi justru akan meningkatkan kemiskinan, yang dapat 
ditinjau melalui pengujian atas nilai t hitung dan t tabel yang memperoleh fakta bahwa 
nilai t hitung melebihi dari t tabel (2,668 > 2,201) dengan tingkat signifikasinya yaitu 
0,022. Hal ini terjadi karena ketidakmerataan distribusi pendapatan serta pertumbuhan 
ekonomi yang terjadi hanya didominasi oleh sektor tertentu saja, dimana yang menjadi 
penyumbang terbesar PDRB Kota Malang yaitu sektor Perdagangan Besar dan Eceran, 
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dengan kontribusi rata-rata mencapai 30,79% dari 
total PDRB Kota Malang, sehingga tidak mempengaruhi kemiskinan. 

Dari pengujian secara parsial untuk pendidikan, memperlihatkan bahwa pengaruh 
yang ditimbulkan oleh variabel pendidikan terhadap kemiskinan di Kota Malang 
merupakan pengaruh yang tidak signifikan, yang ditinjau melalui hasil pengujian yang 
memperlihatkan bahwa nilai t hitung di bawah t tabel (1,309 < 2,201) dengan tingkat 
signifikasinya yaitu 0,217. Hal tersebut karena karena pendidikan tidak mempengaruhi 
seseorang untuk mengembangkan usaha sendiri. Selain itu, peningkatan pendidikan di 
Kota Malang dikarenakan banyaknya pendatang yang menempuh pendidikan di Kota 
Malang, namun setelah lulus mereka mencari kembali ke kota asalnya sehingga tidak 
mempengaruhi kemiskinan di Kota Malang. 

Pada pengujian yang telah dilakukan dengan uji t parsial menunjukkan bahwa 
pengangguran dapat berpengaruh terhadap kemiskinan di Kota Malang, yaitu saat 
pengangguran meningkat maka kemiskinan juga meningkat, yang dapat dilihat 
berdasarkan hasil pengujian yang menunjukkan nilai t hitung lebih dari t tabel (6,052 > 
2,201) dengan tingkat signifikasinya yaitu 0,000. Hal ini disebabkan karena 
penambahan angkatan kerja yang terjadi tidak diimbangi dengan penambahan lapangan 
pekerjaan serta kapasitas dan keterampilan yang ada di Kota Malang masih belum 
sesuai dengan yang dibutuhkan lapangan pekerjaan saat ini, sehingga mereka tidak 
memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemiskinan yang terjadi 


1118 Syntax Idea, Vol. 3, No. 5, Mei 2021 


Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap 
Kemiskinan Di Kota Malang 


didominasi oleh penduduk yang tidak bekerja yaitu sebesar 48,31% yang berarti bahwa 
pengangguran yang terjadi sangat mempengaruhi kemiskinan. 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka diharapkan agar pemerintah Kota Malang 
mampu mengurangi ketimpangan distribusi pendapatan yang ada di masyarakat, dengan 
meningkatkan pendapatan sektor-sektor lain pada PDRB dengan memanfaatkan potensi 
daerah yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya daerah 
tertinggal di Kota Malang agar dapat mengurangi ketimpangan dan mengurangi 
kemiskinan. Selain itu, diharapkan juga pemerintah daerah dapat memberikan program 
bantuan khusus kepada masyarakat miskin, menyediakan program pelatihan dan 
sertifikasi kerja bagi masyarakat yang disesuaikan dengan keahlian dan keterampilan 
yang dibutuhkan oleh lapangan pekerjaan saat ini, serta meningkatkan sektor industri 
padat karya, sehingga akan dapat mengurangi angka pengangguran dan masyarakat 
memiliki pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk penelitian 
selanjutnya diharapkan menggunakan alternatif variabel penelitian lainnya agar dapat 
memberikan hasil penelitian dan kesimpulan yang lebih komperehensif dalam 
mengukur kemiskinan karena kemiskinan yang bersifat dinamis. 
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Abstract 

This study aims to determine the increase in the ability of teachers to apply the 
Student Teams Achieverment Divisions (STAD) model of cooperative learning 
through the Kelompok Kerja Guru (KKG) or teacher working group activities at SD 
Negeri Getas II, Playen sub-district in 2020. This research used the School Action 
Research design. The research subjects were teachers in grades I, II, III, IV, V, VI, 
teachers of Islamic Religious Education subjects, and teachers of Physical Education 
at SD Negeri Getas II in Playen sub-district in 2020. Data collection was through 
observation of teachers' abilities in applying the Student Teams Achieverment 
Divisions (STAD) model of cooperative learning through school teacher working 
group activities and assessment of the results of learning actions. Meanwhile, the 
data analysis used is descriptive qualitative analysis. The results showed an increase 
in the ability of teachers to apply the Student Teams Achieverment Divisions model 
of cooperative learning through the teacher working group activities of SD Negeri 
Getas IT, sub-district Playen in 2020 which was marked by an increase in the value 
obtained between before being subjected to action and after being subjected to 
action. The value of the teacher's ability to apply the Student Teams Achieverment 
Divisions (STAD) model of cooperative learning has increased. Before being 
subjected to the action, only 60% of teachers got good grades. After being subjected 
to the action, the teacher's ability score at the end of the first cycle got a mean score 
of 81.47 in the Good category, and at the end of the second cycle the teacher's score 
got an average score of 87.30 in the Good category. 


Keywords: teacher ability; applying cooperative learning model Student Teams 
Achieverment Divisions (STAD); teacher working group. 


Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan kemampuan guru dalam 
menerapkan pembelajaran kooperatif model Student Teams Achieverment Divisions 
(STAD) melalui Kelompok Kerja Guru di SD Negeri Getas II kecamatan Playen 
Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan desain Penelitian Tindakan Sekolah 
(PTS). Subjek penelitian yaitu guru kelas I sampai VI, guru mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam, dan PENJASORKES SD Negeri Getas II. Pengumpulan 
data melalui observasi dan penilaian hasil tindakan pembelajaran. Sedangkan 
analisis data yang digunakan dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian 
menunjukkan meningkatnya kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran 
kooperatif model Student Teams Achieverment Divisions (STAD) melalui kegiatan 
Kelompok Kerja Guru Sekolah pada guru-guru SD Negeri Getas II kecamatan 
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Playen Tahun 2020 yang ditandai adanya peningkatan nilai yang didapat antara 
sebelum dikenai tindakan dan setelah dikenai tindakan. Nilai kemampuan guru 
dalam menerapkan pembelajaran kooperatif model Student Teams Achieverment 
Divisions (STAD) mengalami peningkatan. Sebelum dikenai tindakan, hanya 60% 
dari guru yang mendapatkan nilai baik. Setelah dilakukan tindakan nilai 
kemampuan guru pada akhir siklus I mendapat nilai rerata 81,47 dengan kategori 
Baik, dan pada akhir siklus II nilai guru mendapat nilai rerata 87,30 dengan 
kategori Baik. 


Kata Kunci: kemampuan guru; menerapkan pembelajaran kooperatif model Student 
Teams Achieverment Divisions (STAD); Kelompok Kerja Guru sekolah. 


Pendahuluan 
Spencer and Spencer memandang bahwa kompetensi sebagai karakteristik yang 


menonjol dari seorang individu yang berhubungan dengan kinerja efektif dari atau 
superior dalam suatu pekerjaan atau situasi. Kompetensi adalah seperangkat 
pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai 
oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan (Guza, 2009). Maka 
dari itu, kemampuan atau kompetensi guru merupakan perpaduan antara kemampuan 
personal, keilmuan tehnologi, sosial, dan spiritual yang secara menyeluruh membentuk 
kompetendi standar kompetensi guru yang mencakup materi pemahaman terhadap 
peserta didik, pembelajaran yang mendidik, pengembangan pribadi dan 
profesionalisme. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan 
Dosen Pasal 20 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru 
mempunyai kewajiban antara lain merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses 
pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran. 
Berdasar undang-undang tersebut maka guru mempunyai kewajiban merencanakan 
pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan 
mengevaluasi hasil pembelajaran. (Guza, 2009) menyebutkan bahwa kompetensi 
pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan 
kegiatan pembelajaran, evaluasi hasil belajar dan pengembangan peserta didik. 

Pembelajaran kooperatif adalah salah satu bentuk pembelajaran yang berdasarkan 
faham konstruktivitas. Pembelajaran kooperatif merupakan strategi belajar dengan 
sejumlah siswa sebagai anggaran kelompok kecil yang tingkat kemampuannya berbeda. 
Dalam menyelesaian tugas keterampilan, setiap siswa anggota kelompok harus saling 
bekerja sama dan saling membantu untuk memahami materi pelajaran. Dalam 
pembelajaran kooperatif belajar dikatakan belum selesai jika salah satu teman dalam 
kelompok belum menguasai bahan pelajaran (Isjoni, 2009). Menurut Nurhadi dan 
Senduk ,pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara sadar menciptakan 
interaksi yang silih asuh sehingga sumber belajar bagi siswa bukan hanya guru dan 
buku ajar, tetapi juga sesama siswa (Wena, 2009). Berdasarkan beberapa pengertian 
tersebut, dapat ditegaskan bahwa pembelajaran kooperatif adalah sistem pembelajaran 
yang berusaha memanfaatkan teman sejawat (siswa lain) sebagai sumber belajar, di 
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samping guru dan sumber belajar yang lainnya atau pembelajaran yang melibatkan 
kerjasama antar teman. 

Kelompok Kerja Guru merupakan wadah atau forum kegiatan profesional bagi 
para guru SD / MI di tingkat gugus atau kecamatan yang terdiri dari beberapa guru dari 
berbagai sekolah (Direktorat Profesi Pendidik, 2008). Menurut Hasibuan Borung 
dikutip oleh Ginting Kelompok Kerja Guru merupakan suatu wadah dalam pembinaan 
kemampuan profesional guru, pelatihan dan tukar menukar informasi dalm suatu mata 
pelajaran tertentu sesuai dengan tuntunan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi. Menurut Julia Kelompok Kerja Guru merupakan wadah dalam pembinaan 
profesional guru yang dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi ,bertukar pikiran dan 
berbagi pengalaman, melaksanakan berbagai demontrasi, atraksi dan simulasi dalam 
pembelajaran. Dari pengertian di atas dapat ditegaskan kan bahwa Kelompok Kerja 
Guru adalah sebuah forum/organisasi atau perkumpulan guru- guru mata pelajaran yang 
mempunyai kegiatan khusus memberikan informasi-informasi pendidikan dalm rangka 
meningkatkan kualitas pribadi guru dalam proses belajar mengajar. 

Melaksanakan pembelajaran merupakan salah satu tugas keprofesian dan 
kewajiban guru. Keberhasilan dari suatu kegiatan pembelajaran sangat ditentukan oleh 
kegiatan kelompok kerja guru sekolah. Sementara Masnur Muslih tahun 2008, 
menyebut kegiatan pembelajaran adalah suatu proses interaksi antara anak dengan anak, 
anak dengan sumber, dan anak dengan pendidik. Kegiatan menjadi bermakna bagi anak 
jika dilakukan dalam lingkungan yang nyaman dan memberikan rasa aman bagi anak. 
Proses belajar bersifat individual dan kontekstual, artinya proses belajar terjadi dalam 
diri individu sesuai dengan perkembangan dan lingkungannya. 

Situasi kondusif pembelajaran berdampak pada keberhasilan siswa dalam 
menerima/menyerap materi pelajaran. Kemampuan menyerap materi pelajaran 
membawa dampak pada peningkatan hasil belajar siswa. Guru perlu mendesain situasi 
yang beragam dalam pembelajaran sehingga kondisi kelas menjadi dinamis. Kegiatan 
pembelajaran juga memerlukan kondisi yang dinamis. Kinerja dalam pembelajaran yang 
dimiliki guru membawa peserta didik untuk siap mengikuti kegiatan inti pembelajaran. 
keberhasilan guru juga mampu membawa peserta didik termotivasi untuk mengikuti 
kegiatan inti pembelajaran. 

Berdasarkan hasil monitoring dan supervisi yang dilakukan kepala sekolah di SD 
Negeri Getas II kecamatan Playen, hanya 6096 guru yang telah mampu menerapkan 
pembelajaran kooperatif model Student Teams Achieverment Divisions (STAD) 
Keaktifan siswa dalam pembelajaran di kelas masih rendah yang ditandai dengan siswa 
tidak perhatian dalam kegiatan pembelajaran, kurang semangat dalam belajar, dan tidak 
mengerjakan tugas yang diberikan. Dari observasi selama guru mengajar, kurangnya 
perhatian dan minat siswa dalam kegiatan pembelajaran tersebut disebabkan salah 
satunya oleh cara mengajar guru. Guru dalam melakukan kegiatan pembelajaran belum 
sesuai dengan kaidah yang ada. Dari hasil supervisi yang dilakukan hanya 60% guru 
yang sudah dapat melaksanakan pembelajaran dengan nilai minimal baik,berarti masih 
ada 40% guru yang belum mendapatkan nilai minimal baik. Dampak dari keadaan 
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tersebut adalah kegiatan inti pembelajaran juga kurang berjalan dengan optimal. 
Kesulitan guru dalam pembelajaran disebabkan guru belum memiliki kemampuan 
mengajar. Kesulitan guru tersebut karena mereka jarang melihat dan memperhatikan 
contoh cara mengajar yang benar dan baik. 

Berbagai cara telah ditempuh oleh kepala sekolah cara untuk mengatasi rendahnya 
kemampuan kinerja guru, antara lain dengan workshop, seminar, diskusi. Kegiatan 
peningkatan kompetensi guru melalui cara tersebut kurang membawa peningkatan yang 
signifikan terhadap peningkatan kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran 
kooperatif model Student Teams Achieverment Divisions (STAD). 

Kegiatan peningkatan kemampuan mengajar bagi guru dapat dilakukan dengan 
menerapkan kooperatif model Student Teams Achieverment Divisions (STAD) melalui 
kegiatan Kelompok Kerja Guru Sekolah. Kelebihan dari kegiatan Kelompok Kerja Guru 
Sekolah adalah dapat meningkatkan kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran 
kooperatif model Student Teams Achieverment Divisions (STAD) melalui Kelompok 
Kerja Guru Sekolah, guru mampu berekspresi seolah-olah dalam situasi yang nyata. 
Melalui kegiatan Kelompok Kerja Guru Sekolah dalam kegiatan pembelajaran guru 
dapat berlatih praktik kegiatan pembelajaran di kelas. 

Dari kegiatan kepala sekolah saat mengadakan supervisi terhadap guru yang 
sedang melakukan proses pembelajaran, ditemukan bahwa tidak semua guru 
mempunyai kemampuan untuk menerapkan model pembelajaran dalam pembelajaran 
dengan baik, untuk itulah dalam kegiatan Kelompok Kerja Guru sekolah perlu 
ditingkatkan lagi. Berangkat dari kondisi, permasalahan, dan altenatif pemecahan 
masalah tersebut Kepala Sekolah melakukan penelitian tindakan sekolah tentang 
peningkatan kemampuan guru dalam menerapkan kooperatif model Student Teams 
Achieverment Divisions (STAD) melalui kegiatan Kelompok Kerja Guru Sekolah. 
Melalui penelitian tindakan sekolah ini diharapkan guru dapat meningkatkan 
kemampuannya dalam menerapkan pembelajaran kooperatif model Student Teams 
Achieverment Divisions (STAD) melalui kegiatan Kelompok Kerja Guru Sekolah. 

Banyak penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan efektifitas 
Kelompok Kerja Guru dalam usaha kemampuan guru dalam menerapkan model 
pembelajaran. Beberapa diantaranya adalah penelitian yang dilakukan Suripto (2015) 
dalam penelitian dengan judul “Upaya Meningkatan Kemampuan Guru dalam 
Pembelajaran Melalui Kelompok Kerja Guru di Sekolah Dasar.” Setelah proses siklus II 
dilaksanakan perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi ternyata dapat 
membuahkan hasil meningkat lebih baik dibanding siklus I. Dalam penelitian ini bentuk 
penerapan model pembelajaran yang dipakai peneliti pada prinsipnya sebagaimana yang 
ada dalam kajian teori yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang lain 
adalah dalam penelitian ini melalui kegiatan Kelompok Kerja Guru dapat meningkatkan 
kemampuan guru. 


Metode Penelitian 


Penelitian ini dilakukan selama 3 bulan, mulai bulan Februari sampai dengan 
April 2020, di SDN Getas II, pedukuhan Ngrunggo, desa Getas, kecamatan Playen, 
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kabupaten Gunungkidul, provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Guru yang menjadi 
subjek penelitian ini adalah guru kelas I, II, HI, V, dan VI dan guru pendidikan Agama 
serta guru PENJASORKES di SD Negeri Getas II kecamatan Playen. Guru yang terlibat 
dalam kegiatan penelitian tindakan sekolah ini adalah guru kelas I, II, III, IV, dan VI 
dan guru Pendidikan Agama, PENJASORKES yang berjumlah 8 orang. Penelitian ini 
berjenis Penelitian Tindakan Sekolah . Kolaborator Penelitian Tindakan Sekolah adalah 
teman sejawat penulis yaitu Adiatna, S.Pd. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah observasi dan penilaian. Instrumen yang digunakan adalah 
lembar observasi dan lembar penilaian. Analisis data hasil observasi terhadap partisipasi 
guru dalam kegiatan peningkatan kinerja guru dalam pembelajaran melalui supervisi 
akademik menggunakan deskriptif kualitatif dengan prosentase. Data penelitian yang 
telah terkumpul dianalisa secara deskriptif dengan prosentase, selanjutnya 
diinterprestasikan dengan kalimat. Kategori dari hasil observasi dinyatakan dengan 
sebutan sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Sedangkan penilaian 
kinerja guru dalam pembelajaran melalui supervisi akademik dianalisa secara deskriptif. 
Hasil analisis secara deskriptif tersebut selanjutnya dianalisis secara kualitatif. 
Penelitian tindakan sekolah dianggap berhasil jika sebanyak 85% guru peserta kegiatan 
mendapatkan nilai minimal baik untuk nilai penerapan pembelajaran kooperatif model 
Student Teams Achievement Divisions (STAD) melalui kegiatan Kelompok Kerja Guru 
sekolah di SDN Getas II kecamatan Playen tahun 2020. 


Hasil dan Pembahasan 
A. Hasil Penelitian 
1. Data Awal 

Dari hasil supervisi dengan instrumen pemantauan pelaksanaan 
pembelajaran yang dilakukan guru diketahui hanya 60% guru yang mempunyai 
nilai minimal baik dalam keterampilan melaksanakan pembelajaran di kelas. 
Hasil itu masih jauh dari harapan. Kekurang-mampuan guru menyajikan 
pembelajaran yang menarik dalam kelas berakibat pada siswa kurang tertarik 
pada pembelajaran. Ketika siswa tidak tertarik dengan proses pembelajaran yang 
sedang berlangsung berakibat pada rendanya hasil belajar siswa. Hal ini karena 
siswa tidak ada minat dan perhatian terhadap pembelajaran. 

Berdasar temuan dari hasil pengamatan diketahui bahwa kurang 
berhasilnya pembelajaran di kelas dikarenakan guru kurang berhasil dalam 
menerapkan pembelajaran kooperatif model Student Teams Achievement 
Divisions (STAD).. Telah dimaklumi bersama bahwa kesan pertama anak diawal 
pembelajaran menentukan perhatian dan minat siswa selanjutnya. Sebagian guru 
atau 40% guru masih mengalami kesulitan dalam menerapkan pembelajaran 
kooperatif model Student Teams Achievement Divisions (STAD) yang baik yang 
mampu untuk membawa siswa pada materi pembelajaran. yang memenuhi 
kriteria sebagaimana yang tercantum dalam instrumen pemantauan rencana 
pelaksanaan pembelajaran. 
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Kelemahan guru dalam menerapkan pembelajaran kooperatif model 
Student Teams Achievement Divisions (STAD) disebabkan banyak faktor, satu 
diantaranya adalah pemahaman komponen yang harus ada ketika membuka 
pelajaran masih rendah. Kurangnya pemahaman terhadap komponen penerapan 
pembelajaran kooperatif model Student Teams Achievement Divisions(STAD) 
berdampak pada guru membuka pelajaran tidak menggunakan kaidah yang ada. 
Penerapan pembelajan Student Teams Achievement Divisions (STAD) yang 
dilakukan guru gagal membawa siswa masuk ke pelajaran inti. 


. Data dan Deskripsi Hasil Pelaksanaan Siklus I 


Tiap siklus terdiri dari tiga kegiatan yaitu kegiatan persiapan tindakan, 
tindakan, dan refleksi. Dalam kegiatan persiapan tindakan siklus 1 dilaksanakan 
persiapan peralatan yang dipakai meliputi persiapan media kegiatan guru dalam 
menerapkan pembelajaran kooperatif model Student Teams Achievement 
Divisions (STAD) melalui Kelompok Kerja Guru dengan rencana pelaksanaan 
pembelajaran, dan instrumen pengumpul data penelitian. Setelah itu, peneliti/ 
Kepala Sekolah memberi arahan dan pembinaan kepada guru tentang cara 
meningakatan kemampuan penerapan pembelajaran kooperatif model Student 
Teams Achievement Divisions (STAD) yang akan dilakukan yaitu usaha 
peningkatan kemampuan guru dalam penerapan kooperatif model Student Teams 
Achievement Divisions (STAD) melalui Kelompok Kerja Guru sekolah. 

Selanjutnya adalah kegiatan tindakan, kegiatan dalam tahap tindakan ini 
mengacu pada rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disusun dengan dua 
tahap kegiatan yatu awal dan inti. Pada kegiatan pertemuan 1 (Senin, 2 Maret 
2020), kegiatan awal yang dilakukan pada pertemuan pertama, meliputi kegiatan 
motivasi berupa penyampaian informasi mengenai tujuan yang akan dicapai 
dalam kegiatan tindakan peningkatan kemampuan dalam menerapkan 
pembelajaran kooperatif model Student Teams Achievement Divisions (STAD) 
strategi peningkatan kemampuan menerapkan pembelajaran kooperatif model 
Student Teams Achievement Divisions (STAD) yang akan diterapkan, teknik 
penilaian yang digunakan untuk mengetahui keberhasilan tindakan yang telah 
dilakukan. Pada kegiatan awal juga disampaikan pengertian kemampuan 
menerapkan pembelajaran kooperatif model Student Teams Achievement 
Divisions (STAD) serta komponen yang harus ada dalam setiap kegiatan 
pembelajaran untuk memberi bekal peserta dalam menyusun rencana pelaksanaa 
pembelajaran melalui kegiatan Kelompok Kerja Guru sekolah. Rencana 
pelaksanaan pembelajaran dibuat secara utuh walaupun dalam pelaksanaannya 
hanya ditampilkan dalam bagian menerapkan pembelajaran kooperatif model 
Student Teams Achievement Divisions (STAD). Dalam kegiatan inti terdiri atas 
kegiatan presentasi seorang kepala sekolah untuk melakukan kegiatan 
pembelajaran kooperatif model Student Teams Achievement Divisions (STAD). 
Guru yang ditampilkan adalah guru yang mempunyai kemampuan mengajar 
yang lebih dibandingkan dengan guru lain. Kegiatan pertemuan pertama siklus I 
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diakhiri dengan pemberian tugas pada peserta Kelompok Kerja Guru menyusun 
rencana pelaksanaan pembelajaran dengan fokus kegiatan membuka pelajaran. 

Kegiatan pertemuan 2 dilaksanakan pada Rabu, 4 Maret 2020. Pada 
pertemuan ke dua siklus I, kegiatan yang dilakukan adalah setiap peserta adalah 
masing-masing guru melakukan simulasi menerapkan dalam kegiatan 
pembelajaran kooperatif model Student Teams Achievement Divisions (STAD). 
Yang dilakukan peserta yang sedang tidak berperan sebagai guru bertugas 
sebagai guru sekaligus memperhatikan rekan guru yang tampil untuk berperan 
sebagai guru yang sedang menerapkan pembelajaran kooperatif model Student 
Teams Achievement Divisions (STAD). Selesai seorang guru tampil maka guru 
yang lain harus berusaha ikut memberi masukan ketika tampilan seoang guru 
didiskusikan. Peneliti pada saat kegiatan berlangsung berperan sebagai motivator 
(untuk menghidupkan diskusi), fasilitator, dan nara sumber, agar kemampuan 
guru sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan atau menampilkan komponen. 
Data tingkat partisipasi guru dalam kegiatan didapat dari hasil oservasi yang 
dilakukan oleh kolaborator. Dari data yang diperoleh melalui observasi dan 
angket dari siklus I dapat disajikan dalam tabel berikut: 


Tabel 1 
Skor tingkat partisipasi guru dalam kegiatan 
pembelajaran kooperatif model Student Teams Achievement Divisions (STAD) 
































No. Nama Guru Tingkat Partisipasi 
Siklus I 
1 Adiatna, S.Pd 81 
2 Nur Suwartiningsih, S.Pd 81 
3 Dra. Darmi, S.Pd 84 
4 Nanik Trisnaniyati, S.Pd 78 
5 Radiyono, S.Pd 78 
6 Titik Muryanti, S.Pd 80 
7 Endang Lestari, S.Ag 85 
8 Nanda Gestawan, S.Pd 75 
Rerata tingkat partisipasi guru 80,25 





Selanjutnya dari tabel tersebut diatas, data dari tingkat partisipasi peserta 
KKG pada pertemuan ke dua tersebut disajikan ke dalam tabel berikut. 
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Tabel 2 


Perolehan Skor Partisipasi Guru dalam Kegiatan 
Pembelajaran Kooperatif Model Student Teams Achievement Divisions 























(STAD) pada Siklus I 
No. Tingkat Partisipasi Frek Presentase 
1 Amat Baik 0 0 
2 Baik 7 87,5 
3 Cukup 1 12,5 
4 Kurang 0 0 
5 Sangat Kurang 0 0 
Jumlah 8 100 





Dari tabel 2 tersebut, terlihat bahwa pada siklus I ini tingkat partisipasi guru 
dalam kegiatan Kelompok Kerja Guru sekolah yang dicapai guru sebagai berikut, 
sebanyak 7 atau 87,5% guru mencapai tingkat partisipasi baik dan 1 atau 12,5% guru 


mencapai tingkat partisipasi cukup. 


Data kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran kooperatif model 
STAD didapat dari hasil pengamatan yang dilakukan oleh peneliti bersama dengan 
bantuan kolaborator. Dari data yang diperoleh melalui observasi/ pengamatan dapat 


disajikan dalam tabel berikut: 


Tabel 3 


Nilai Kemapuan Guru dalam Menerapkan Pembelajaran Kooperatif Model 
Student Teams Achievement Divisions (STAD) pada Siklus I 
































Nama Guru Skor Nilai 
Adiatna, S.Pd 91 84,25 B 
Nur Suwartiningsih, S.Pd 89 82,41 B 
Dra. Darmi, S.Pd 81 75,00 C 
Nanik Trisnaniyati, S.Pd 87 80,55 B 
Radiyono, S.Pd 93 86,11 B 
Titik Muryanti, S.Pd 92 85,19 B 
Endang Lestari, S.Ag 90 83,33 B 
Nanda Gestawan, S.Pd 81 75,00 C 
Rerata nilai kemampuan 81,47 


pada siklus 1 





Dari tabel tersebut jika dibuat dalam tabel nilai kemampuan menerapkan 
pembelajaran kooperatif model Student Teams Achievement Divisions (STAD) dalam 


kategori nilai didapat hasil sebagai berikut: 























Tabel 4 
Kategori Nilai Kemampuan Menerapkan Pembelajaran 
No. Tingkat Partisipasi Frek Presentase 
1 Amat Baik 0 0 
2 Baik 6 75 
3 Cukup 2 25 
4 Kurang 0 0 
5 Sangat Kurang 0 0 
Jumlah 8 100 





1130 


Syntax Idea, Vol. 3, No. 5, Mei 2021 


Peningkatkan Kemampuan Guru dalam Pembelajaran Kooperatif Model Student 
Teams Achievement Divisions (STAD) 


Selanjutnya dari tabel 4 di atas, terlihat bahwa pada siklus I ini nilai 
kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran kooperatif model Student 
Teams Achievement Divisions (STAD) sebanyak 6 guru atau 75% guru 
mencapai nilai dalam ketegori baik, 2 guru atau 25 % guru mendapat nilai 
dalam kategori cukup. 

Pelaksanaan pembinaan guru dalam meningkatkan ketrampilan membuka 
pelajaran melalui pembelajaran kooperatif model Student Teams Achievement 
Divisions (STAD) berjalan cukup lancar. Guru mampu mengikuti proses 
pembinaan melalui pembelajaran kooperatif model Student Teams Achievement 
Divisions (STAD). Mereka sangat antusias berpartisipasi dalam kegiatan. Guru 
nampak memperhatikan dan menyimak guru yang sedang berperan sebagai guru 
yang sedang membuka pelajaran. Guru nampak bersemangat dalam 
pembelajaran kooperatif model Student Teams Achievement Divisions (STAD). 
Guru dapat berperan sangat mirip dengan situasi pembelajaran yang sebenarnya. 

Berdasar pengamatan yang dilakukan kolaborator, pelaksanaan 
pembelajaran kooperatif model Student Teams Achievement Divisions (STAD) 
dengan melibatkan guru relatif dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang 
direncanakan. Beberapa kendala kecil yang muncul terjadi karena masalah 
teknis. Kendala ini masih dapat teratasi dengan baik. 

Refleksi Kegiatan Siklus 1 (Jum'at, 6 Maret 2020) dilakukan dengan 
melakukan diskusi antara penulis dengan kolaborator penelitian membahas 
pelaksanaan dan hasil penelitian tindakan, meliputi tingkat partisipasi guru 
dalam kegiatan pembelajaran kooperatif model Student Teams Achievement 
Divisions (STAD), baik ketika guru memperhatikan guru yang sedang berperan 
sebagai guru maupun ketika mereka harus mempraktikkan guru yang sedang 
menerapkan pembelajaran kooperatif model Student Teams Achievement 
Divisions (STAD) pelajaran. Refleksi hasil juga dilakukan terhadap hasil 
penelitian tindakan yaitu peningkatan ketrampilan membuka pelajaran dalam 
pembelajaran kooperatif model Student Teams Achievement Division (STAD). 

Partisipasi guru yang baik terlihat dari semangat untuk mengikuti tahapan 
kegiatan yaitu sejak tahap pembuatan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran, 
Pelaksanaan maupun ketika melakukan ulasan yang dilakukan guru maupun 
yang meraka lakukan sendiri. Perhatian yang baik terhadap kegiatan diskusi 
dikarenakan guru sangat membutuhkan pelatihan peningkatan ketrampilan 
membuka pelajaran melalui kegiatan pembelajaran kooperatif model Student 
Teams Achievement Divisions (STAD). Mereka berharap melalui kegiatan 
pembelajaran kooperatif model Student Teams Achievement Divisions) dapat 
meningkatkan kemampuan menerapkan pembelajaran kooperatif model Student 
Teams Achievement Divisions (STAD) yang sangat mereka butuhkan untuk 
usaha keberhasilan siswa mengikuti kegiatan inti pembelajaran yang sangat 
berdampak pada keberhasilan belajara siswa. Dari hasil penilaian yang 
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dilakukan menggunakan instrumen penilaian kemampuan menerapkan 

pembelajaran kooperatif model Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

menerapkan pembelajaran kooperatif model Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) yang telah dipersiapkan diketahui sebanyak 7 guru atau 

sebanyak 87,546, 1 guru atau sebanyak 12,5%.Dari hasil penilaian kemampuan 

menerapkan pembelajaran kooperatif model Student Teams Achievement 

Divisions (STAD) tersebut diketahui hasil yang dicapai masih belum mencapai 

indikator keberhasilan penelitian ini yang menetapkan indikator keberhasilan 

sebanyak 85% guru mencapai nilai kemampuan dalam menerapkan 
pembelajaran kooperatif model Student Teams Achievement Divisions (STAD) 
minimal dalam kategori baik. 

Masih rendahnya capaian nilai ketrampilan membuka pelajaran ini 
dikarenakan dalam penyiapan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran belum 
maksimal. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran belum memuat komponen 
membuka pelajaran yang utuh. Faktor lain yang menyebabkan nilai ketrampilan 
membuka pelajaran belum sesuai harapan karena guru terlihat masih kaku dan 
guru nampak canggung sehingga apa yang telah dipersiapkan tidak tersampaikan 
dengan baik. Dalam refleksi juga didiskusikan rancangan tindakan untuk siklus 
II. Pelaksanaan siklus II direncanakan untuk memantapkan persiapan dalam 
berbagai hal baik dari peserta, fasilitator (peneliti), maupun sarana prasarana 
kegiatan. Beberapa hal yang perlu dibenahi pada siklus II sebagai 
penyempurnaan siklus I antara lain. 

a. Rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat guru diperbaiki, terutama 
pada bagian kegiatan membuka pelajaran. Semua komponen membuka 
pelajaran diupayakan untuk dicantumkan dan ditulis detail kegiatannya. 

b. Pada waktu guru melaksanakan kegiatan pembelajaran kooperatif model 
Student Teams Achievement Divisions (STAD) dalam kegiatan Kelompok 
Kerja Guru sekolah guru harus melakukan dengan kesungguhan layaknya ia 
tampil di depan kelas. 

c. Peserta yang tidak sedang berperan sebagai guru yang menerapkan 
pembelajaran kooperatif model Student Teams Achievement Divisions 
(STAD) harus sungguh-sungguh dapat berperan sebagai siswa. 


. Data dan Deskripsi Hasil Pelaksanaan Siklus II 


Pelaksanaan kegiatan tindakan pada siklus II hampir sama dengan 
pelaksanaan tindakan siklus I. Beberapa perubahan pada pelaksanaan siklus II 
dilakukan mendasarkan evaluasi dan refleksi dari tindakan siklus I. Beberapa 
perubahan pada pelaksanaan siklus II dilakukan mendasarkan evaluasi dan 
refleksi dari tindakan siklus I. Beberapa perubahan pelaksanaan tindakan siklus 
I antara lain sebagai berikut: 

a. Untuk keperluan perbaikan rencana pelaksanaan pembelajaran yang akan 
digunakan untuk kegiatan Kelompok Kerja Guru sekolah. Guru diwajibkan 
kembali membuka rujukan cara menerapkan pembelajaran kooperatif model 
Student Teams Achievement Divisions (STAD) dari berbagai sumber dengan 
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tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran yang dihasilkan akan dapat 
dijadikan panduan ketika pelaksanaan pembelajaran. 

b. Guru yang akan memperagakan dalam pembelajaran kooperatif model 
Student Teams Achievement Divisions(STAD) diambil dari guru yang 
mempunyai nilai tertinggi dari hasil penilaian pada postes siklus I. 

c. Peserta diwajibkan mencatat kelebihan dan kekurangan dari kegiatan 
Kelompok Kerja Guru sekolah dan disampikan ketika diskusi ulasan hasil. 

d. Guru yang sedang berperan sebagai pemerhati harus mengikuti dan sungguh 
sungguh supaya pada saat giliranny dapat mempraktikkan dengan benar. 


Tabel 5 
Skor Tingkat Partisipasi Guru dalam Pembelajaran Kooperatif Model Student 
Teams Achievement Divisions (STAD) Siklus II 
































No. Nama Guru Tingkat Partisipasi 
Siklus I 
1 Adiatna, S.Pd 91 
2 Nur Suwartiningsih, S.Pd 92 
3 Dra. Darmi, S.Pd 85 
4 Nanik Trisnaniyati, S.Pd 88 
5 Radiyono, S.Pd 91 
6 Titik Muryanti, S.Pd 91 
7 Endang Lestari, S.Ag 88 
8 Nanda Gestawan, S.Pd 75 
Rerata tingkat partisipasi guru 87,63 





Selanjutnya dari tabel tersebut diatas, data dari tingkat partisipasi peserta 
kegiatan pembelajaran kooperatif model Student Teams Achievement Divisions 
(STAD) dengan guru pada pertemuan ke dua tersebut disajikan ke dalam tabel 
berikut. 

Tabel 6 
Perolehan Skor Partisipasi Guru dalam Kegiatan Pembelajaran Kooperatif 
Model Student Teams Achievement Divisions (STAD) Siklus II 























No. Tingkat ; Frek Presentase 
Partisipasi 

1 Amat Baik 4 50 

2 Baik 3 37,5 

3 Cukup 1 12,5 

4 Kurang 0 0 

5 Sangat Kurang 0 0 
Jumlah 8 100 





Dari tabel tersebut terlihat bahwa pada siklus II ini tingkat partisipasi guru 
dalam kegiatan pembelajaran kooperatif model Student Teams Achievement 
Divisions (STAD) yang dicapai guru sebagai berikut, sebanyak 4 guru atau 50 % 
guru dalam kategori tingkat partisipasi Amat Baik, dalam kategori Baik 
sebanyak 3 atau 37,50 %. Dan ada 1 guru atau 12,5 % guru tingkat 
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partisipasinya dalam kategori cukup. Data capaian hasil peningkatan guru dalam 
menerapkan pembelajaran kooperatif model pelajaran Student Teams 
Achievement Divisions (STAD) dilakukan oleh peneliti dibantu kolaborator. 

Adapun hasil penilaian ada pada data yang diperoleh melalui penilaian 
kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran kooperatif model Student 
Teams Achievement Divisions (STAD) melalui kegiatan Kelompok Kerja Guru 
sekolah dapat disajikan dalam tabel berikut: 


Tabel 7 
Nilai Kemapuan Guru dalam Menerapkan 
Pembelajaran Kooperatif Model Student Teams Achievement Divisions 
































(STAD) Siklus II 
No Nama Guru Skor Nilai Kat 
1 Adiatna, S.Pd 100 93 A 
2 Nur S, S.Pd 101 94 A 
3 Dra. Darmi, S.Pd 96 89 B 
4 Nanik T, S.Pd 92 86 B 
5 Radiyono, S.Pd 98 91 A 
6 Titik M, S.Pd 99 92 A 
7 Endang L, S.Ag 98 98 A 
8 Nanda G, S.Pd 81 75 C 
Rerata nilai kemampuan guru 87,30 





Selanjutnya dari tabel tersebut diatas, data tersebut disajikan ke dalam tabel 


frekuensi sebagai berikut: 


1134 


Tabel 8 
Kategori Nilai Kemampuan 
Guru dalam Menerapkan Pembelajaran Kooperatif 
Model Student Teams Achievement Divisions (STAD) 























Siklus II 
No Tingkat Partisipasi Frek Presentase 
1 Amat Baik 4 50 
2 Baik 3 37,5 
3 Cukup 1 12,5 
4 Kurang 0 0 
5 Sangat Kurang 0 0 
Jumlah 8 100 





Dari tabel 8 tersebut terlihat bahwa pada siklus II ini pencapaian kategori 
nilai hasil penilaian terhadap kemampuan guru menerapkan pembelajaran 
kooperatif model Student Teams Achievement Divisions (STAD) yang dicapai 
guru sebagai berikut, sebanyak 4 guru atau sebanyak 5096 guru mencapai nilai 
dalam kategori A, 3 guru atau 37,5% guru mencapai nilai B, dan 1 guru atau 
sebanyak 12,5 %, guru mencapai nilai dalam kategori C. Dari data ini terlihat 50 
% guru telah mencapai nilai dalam kategori Amat Baik, 37,5% guru telah 
mencapai nilai dalam kategori Baik dan 12,5% guru mencapai nilai dalam 
kategori Cukup. Nilai rerata dari 8 guru nilainya sebesar 87,63. Jadi berdasar 
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indikator keberhasilan 85% berarti guru telah berhasil menerapkan pembelajaran 
kooperatif model Student Teams Achievement Divisions (STAD). 

Pelaksanaan pembelajaran kooperatif model Student Teams Achievement 
Divisions(STAD) dengan guru untuk panduan/contoh. Diketahui dari observasi 
yang dilakukan oleh kolabolator dengan bantuan instrumen observasi 
pelaksanaan penerapan pembelajaran kooepratif model Student Teams 
Achievement Divisions (STAD). Berdasar pengamatan yang dilakukan 
kolaborator,pelaksanaan kegiatan pembelajaran kooperatif model Student Teams 
Achievement Divisions (STAD) relatif dapat berjalan dengan baik sesuai dengan 
yang direncanakan. Beberapa kendala kecil yang muncul tidak berpengaruh pada 
kelancaran pelaksanaan tindakan atau kegiatan pembelajaran kooperatif model 
Student Teams Achievement Divisions (STAD) yang telah direncanakan. 

Setelah kegiatan terlaksana, dilakukan kegiatan refleksi. Kegiatan refleksi 
dilakukan dengan melakukan diskusi antara peneliti dengan kolaborator 
penelitian membahas pelaksanaan dan hasil penelitian tindakan, meliputi tingkat 
partisipasi guru dalam kegiatan pembelajaran kooperatif model Student Teams 
Achievement Divisions(STAD) dan hasil kegiatan berupa peningkatan 
kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran kooperatif model Student 
Teams Achievement Divisions (STAD) Dari refleksi diketahui rata-rata 
partisipasi guru dalam kategori Amat Baik. Penilaian terhadap guru dalam 
menerapkan pembelajaran kooperatif model Student Teams Achievement 
Divisions (STAD) didapat nilai sebesar 85% dan guru yang mencapai nilai 
minimal baik ada 87,30 %. 

4. Deskripsi Perbandingan Hasil Siklus I dengan Siklus II 

Perkembangan tingkat partisipasi guru dalam kegiatan Kelompok Kerja 
Guru sekolah dari siklus I dan II dapat dilihat dari observasi terhadap partisipasi 
guru dalam kegiatan Kelompok Kerja Guru Sekolah Berdasar hasil observasi 
diketahui baik pada siklus I maupun siklus II tingkat partisipasi guru dalam 
kegiatan Kelompok Kerja Guru Sekolah. Jika dilihat dari rerata tingkat 
partisipasi terlihat pada siklus I pertemuan kedua mencapai rerata 80,25 dan 
pada siklus II pertemuan kedua meningkat mencapai rerata 87,63. 

Pencapaian peningakatan kemampuan guru menerapkan pembelajaran 
model Student Teams Achievement Divisions (STAD) melalui kegiatan 
Kelompok Kerja Guru sekolah. Dari hasi 1 kinerja guru pada siklus I dan 
Siklus II terlihat ada peningkatan kemampuan menerapkan pembelajaran 
kooperatif model Student Teams Achievement Divisions (STAD) setelah 
dilakukan Kelompok Kerja Guru sekolah. Hal ini terlihat dari adanya kenaikan 
nilai kemampuan guru menerapkan pembelajaran kooperatif model Student 
Teams Achievement Divisions (STAD) selama dan setelah kegiatan tindakan 
dilakukan. Nilai Sebelum dikenai tindakan cuma 60, setelah dikenai tindakan 
akhir siklus I mendapat nilai rerata 81,47. Dan setelah dikenai tindakan pada 
akhir siklus II mendapat nilai rerata 87,30. 
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Tingkat partisipasi guru dalam kegiatan Kelompok Kerja Guru Sekolah 
pada siklus I berdasar data yang diperoleh melalui hasil observasi selama 
kegiatan Kelompok Kerja Guru Sekolah rerata tingkat partisispasi guru sebesar 
80,25. Pada kegiatan siklus II berdasar data yang diperoleh diketahui rerata skor 
tingkat partisipasi guru dalam kegiatan pembelajaran kooperatif model Student 
Teams Achievement Divisions(STAD) melalui Kelompok Kerja Guru Sekolah 
meningkat menjadi 87,63. Di bawah ini disampaikan grafik perkembangan 
tingkat partisipasi dalam kegiatan Kelompok Kerja Guru Sekolah pada siklus I 
dan tingkat partisipasi guru dalam kegiatan kelompok kerja guru sekolah pada 
siklus II. 


Tingkat Partisipasi Guru pada Kegiatan 
PTS 


87.63 


80.25 


SIKLUS SIKLUS II 


E Tingkat Partisipasi Guru pada Kegiatan PTS 


Gambar 1 
Grafik Perkembangan Tingkat 
Partisipasi guru selama tindakan 


Berdasarkan grafik pada gambar 1 di atas terlihat ada perkembangan 
tingkat partisipasi guru dalam kegiatan Kelompok Kerja Guru sekolah siklus I 
dan siklus II. Adanya peningkatan partisipasi guru dalam kegiatan kerja 
kelompok guru sekolah siklus ini tidak terlepas dari ketertarikan guru pada 
penerapan pembelajaran kooperatif model Student Teams Achievement Divisions 
(STAD) dengan memanfaatkan guru model sebagai panduan peserta Kelompok 
Kerja G urusekolah Ketertarikan guru dalam kegiatan tindakan ini juga terlihat 
dari presensi kehadiran guru. 


. Tingkat Kemampuan Guru dalam Menerapkan Pembelajaran Kooperatif 


Model Student Teams Achievement Divisions (STAD) 

Sebagai gambaran untuk melihat perkembangan tingkat kemampuan 
guru dalam menerapkan pembelajaran kooperatif model Student Teams 
Achievement Divisions (STAD) dilihat dari perolehan nilai dalam kegiatan 
Kelompok Kerja Guru disampaikan grafik sebagai berikut: 
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Grafik Nilai Kemampuan Guru dalam Menerapkan 
Pembelajaran Kooperatif Model STAD 


10 
Sebelum siklus Siklus | Siklus II 
mCuk m Baik Amat Baik 


ukup 


Gambar 2 
Grafik Perkembangan Nilai Kemampuan Guru 
dalam Menerapkan Pembelajaran Kooperatif Model Student Teams Achievement 
Divisions (STAD) 
Sebelum, Siklus I, dan Siklus II 
Hasil dari tindakan pada siklus I berdasar data yang diperoleh melalui 


hasil penilaian dengan instrument penilaian terhadap penilaian kemampuan 
menerapkan pembelajaran kooperatif model Student Teams Achievement 
Divisions (STAD) diketahui guru telah dapat menerapkan pembelajaran 
kooperatif model Student Teams Achievement Divisions (STAD), sesuai kaidah 
yang berlaku. Berdasar penilaian kemampuan menerapkan pembelajaran 
kooperatif model Student Teams Achievem Divisions(STAD) yang telah 
dilakukan guru tersebut pada siklus I nilai kemampuan menerapkaan 
pembelajaran model Student Teams Achievement Divisions (STAD) mencapai 
81,47% dan guru yang telah mencapai nilai minimal baik ada sebanyak 75% dari 
jumlah guru, meningkat dibanding nilai kemampuan menerapkan pembelajaran 
kooperatif model Student Teams Achievement Divisions (STAD), sebelum 
tindakan. Adapun guru yang mampu mencapai nilai minimal baik, sebelum 
siklus hanya 40%. Kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran 
kooperatif model Student Teams Achievement Divisions (STAD) pada siklus II 
berdasar hasil penilaian tersebut diketahui bahwa rerata nilai kemampuan guru 
dalam menerapkan pembelajaran kooperatif model Student Teams Achievement 
Divisions (STAD) dalam kegiatan Kelompok Kerja Guru mencapai nilai rerata 
87,5% Amat baik 50%, dan guru yang mencapai nilai minimal baik sebesar 
37,5%. Berdasarkan grafik pada gambar 2 di atas, terlihat adanya perkembangan 
tingkat kemampuan guru dalam menerapkan pembelajaran kooperatif model 
Student Teams Achievement Divisions (STAD) dalam kegiatan Kelompok Kerja 
Guru sekolah selama tindakan dilakukan dari siklus I ke Siklus II. Adanya 
peningkatan ketrampilan guru dalam menerapkan pembelajaran kooperatif 
model Student Teams Achievement Divisions (STAD) berdasar wawancara 
terhadap guru dikarenakan guru mempunyai perhatian dan keinginan untuk bisa 
menerapkan pembelajaran kooperatif model Student Teams Achievement 
Divisions (STAD) yang sesuai kaidah. 
3. Kelancaran Kegiatan 

Pada awal-awal siklus atau pada pertemuan 1 dan 2 kegiatan 

pendampingan relatif lancar walaupun masih terjadi hambatan-hambatan kecil. 
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Ketidaklancaran ini terjadi karena guru sendiri masih canggung untuk 
melakukan kegiatan menerapkan pembelajaran kooperatif model Student Teams 
Achievement Divisions (STAD). Alasan guru tidak percaya diri dalam kegiatan 
menerapkan pembelajaran kooperatif model adalah Student Teams Achievement 
Divisions(STAD) ketakutan guru jika yang dilakukan tersebut salah dan takut 
kena kritik. Hal ini wajar karena guru belum terbiasa. Pada Siklus II, 
pelaksanaan penerapan pembelajaran kooperatif model dapat Student Teams 
Achievement Divisions (STAD) lebih lancar dan guru lebih antusias mengikuti 
kegiatan Kelompok Kerja Guru sekolah. 

4. Hasil Kegiatan Menerapkan Pembelajaran Kooperatif Model Student 
Teams Achievement Divisions(STAD) melalui Kegiatan Kelompok Kerja 
Guru Sekolah 

Secara umum penerapan guru dalam pembelajaran kooperatif model Student 
Teams Achievement Divisions (STAD) berdampak positif terhadap ketrampilan 
guru dalam kemampuan menerapkan pelajaran kooperatif model . Student Teams 
Achievement Divisions (STAD) Guru dalam menerapkan pembelajan kooperatif 
model Student Teams Achievement Divisions(STAD) telah memperhatikan 
komponen yang harus dimilikinya. Kemampuan guru dalam menerapkan 
pembelajaran kooperatif model Student Teams Achievement Divisions (STAD) 
akan berdampak pada kualitas pembelajaran yang dilakukan guru di kelas yang 
sebenarnya. 


Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis hasil dapat disimpulkan bahwa kegiatan 
Kelompok Kerja Guru Sekolah dapat meningkatkan kemampuan Guru dalam 
menerapkan pembelajaran kooperatif model Student Teams Achievement Divisions 
(STAD) pada guru-guru sekolah SDN Getas II Kecamatan Playen Tahun 2020. 
Peningkatan kemampuan guru ditandai dengan indikator keberhasilan penelitian 
terlampaui, capaian prosentase guru yang dapat mencapai nilai kategori baik untuk nilai 
kemampuan menerapkan pembelajaran kooperatif model Student Teams Achievement 
Divisions (STAD) sebesar 87,63%. 

Hasil ini jauh melebihi indikator penelitian yang mentargetkan 85% guru 
mencapai nilai minimal baik dalam menerapkan pembelajaran kooperatif model Student 
Teams Achievement Divisions (STAD). Mengingat pembinaan guru melalui kegiatan 
Kelompok Kerja Guru Sekolah mampu mengatasi kemampuan guru dalam menerapkan 
pembelajaran kooperatif model Student Teams Achievement Divisions (STAD) , maka 
alangkah baiknya jika guru aktif sering mengadakan kegiatan Kelompok Kinerja Guru 
Sekolah untuk meningkatkan kemampuan mengajar di kelas. Berdasar pengalaman 
penulis bahwa melalui kegiatan Kelompok Kerja Guru Sekolah mampu meningkatkan 
kemampuan guru Dalam menerapkan pembelajaran kooperatif model Student Teams 
Achievement Divisions (STAD), maka sebaiknya teman sejawat mau meningkatkan 
mengikuti kegiatan Kelompok Kerja Guru mengatasi permasalahan di sekolah terutama 
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yang berkaitan dengan kemampuan menerapkan pembelajaran kooperatif model 
Student Teams Achievement Divisions (STAD). 
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Abstract 

The argument for equality before the law in the criminal justice system has not yet 
contributed to justice to justice seekers. This can be proven in the criminal justice 
system in Indonesia, where the Public Prosecutor as state attorney who represents 
the public interest as well as the victim, does not get legal standing, and has no 
legal standing. law to undertake a legal reconsideration effort. in the course of the 
criminal justice practice has broken the positivistic legalism which is marked by the 
emergence of decisions of the Supreme Court which grant the request for 
reconsideration by the Public Prosecutor. In this case also the decision will be used 
as a jurisprudence in the future for the same case. Therefore, it is interesting to 
study and analyze, by formulating two problems, what are the considerations of the 
Supreme Court in accepting legal remedies for review by the public prosecutor, 
how to redesign the legal standing of the review by the public prosecutor. This 
research is a juridical-normative legal research with data collection methods, 
namely literature study and descriptive-qualitative analysis. The conclusion of this 
research, the judge in granting the request for reconsideration by the Public 
Prosecutor, among others, applied the Equality of Arms Principle for a fair trail 
trial, secondly, revised the Criminal Procedure Code regarding the expansion of 
the subject of the applicant for legal reconsideration efforts, such as that contained 
in the Draft Criminal Procedure Code 


Keywords: redesign; legal standing; herzeining, prosecutor; juctice 


Abstrak 
Argumentasi persamaan dihadapan hukum ini dalam sistem peradilan pidana belum 
memberikan sumbangsih keadilan kepada para pencari keadilan, Hal ini dapat 
dibuktikan dalam sistem paradilan pidana di Indonesia, dimana Jaksa Penuntut 
Umum sebagai pengacara negara yang mewakili kepentingan umum juga korban, 
tidak mendapatkan legal standing, dan dasar hukum untuk melakukan upaya hukum 
peninjauan kembali. dalam perjalanannya praktik peradilan pidana telah mendobrak 
legalistik positivistik yang ditandai munculnya putusan-putusan Mahkamah Agung 
yang mengabulkan permohonan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum. 
Dalam hal ini juga putusan tersebut jadikan sebuah yurisprudensi dikemudian hari 
untuk kasus yang sama. oleh karena itu menarik untuk di kaji dan di analisis, 
dengan merumuskan dua permasalahan, apa pertimbangan Mahkamah Agung 
menerima upaya hukum peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum,bagaimana 
redesain legal standing peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum. Penelitian 
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ini merupakan penelitian hukum yuridis-normatif dengan metode pengumpulan 
data yaitu studi pustaka dan analisis secara deskriptif-kualitatif. Kesimpulan 
penelitian ini, hakim dalam mengabulkan permohonan peninjauan kembali oleh 
Jaksa Penuntut Umum, antara lain, menerapkan Asas Equality of Arms untuk 
peradilan yang fair trail, kedua, merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana terkait perluasan subyek pemohon upaya hukum peninjauan kembali, seperti 
yang terdapat didalam RUU KUHAP. 


Kata Kunci: redesain; legal standing; peninjauan kembali; jaksa penuntut umum, 
keadilan 


Pendahuluan 

Indonesia merupakan negara hukum yang telah menjamin semua warga negaranya 
tanpa terkecuali berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum 
yang adil serta persamaan dihadapan hukum. Amanat ini tertuang dalam Pasal 28D ayat 
1 UUD 1945. Namun demikian, dalam mengimplementasikan amanat konstitusi 
tersebut masih belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, dalam hal sistem peradilan 
pidana. Kendatipun demikian para sarjana hukum, ahli hukum mengatakan amanat 
tersebut sudah mengejewantah dalam bentuk sistem paradilan pidana itu sendiri. 

Argumentasi persamaan dihadapan hukum ini dalam sistem peradilan pidana 
belum memberikan sumbangsih keadilan kepada para pencari keadilan, terutama korban 
yang masih belum mendapatkan tempat di KUHAP tersebut. Sejatinya korbanlah yang 
paling dirugikan ketika dalam sebuah kejahatan, namun demikian, lagi-lagi dibenturkan 
dengan regulasi yang ada. 

Hal ini dapat dibuktikan dalam sistem paradilan pidana di Indonesia, dimana 
Jaksa Penuntut Umum sebagai pengacara negara yang mewakili kepentingan umum 
juga korban, tidak mendapatkan legal standing, dan dasar hukum untuk melakukan 
upaya hukum peninjauan kembali. Memang secara rumusan redaksional Pasal 263 ayat 
(1) KUHAP menyatakan bahwa, “Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, 
terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada 
Mahkamah Agung”, artinya secara limitatif yang dapat mengajukan upaya hukum 
peninjauan kembali yakni terpidana atau ahli warisnya serta putusan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. Namun yang menjadi pertanyaan, bagaimana frasa 
yang mengatakan kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. 

Menurut hemat penulis, jika memang Pasal 263 KUHAP ini diperuntukan kepada 
terpidana, maka seharusnya frasa dan ayat selanjutnya harus konsisten juga, tidak serta 
merta membingungkan para penegak hukum pada umumnya, hakim pada khususnya. 
Seperti pada Pasal 263 ayat (3) yang menyatakan bahwa, “Atas dasar alasan yang sama 
sebagaimana tersebut pada ayat 2 terhadap suatu putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali 
apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbutkti 
akan tetapi tidaki diikuti oleh suatu pemidanaan”. Pada pasal tersebut menggambarkan 
bahwa Jaksa Penuntut Umum dapat melakukan peninjauan kembali atas dasar adanya 
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novum, pelbagi putusan terdapat pernyataan kekhilafan hakim, serta putusan yang 
didakwakan telah terbukti namun putusan tersebut tidak diikuti oleh pemidanaan. Maka 
jelas rumusan ayat (3) ini merupan pintu masuk Jaksa untuk melakukan peninjauan 
kembali. 

Dengan demikian, hemat penulis menyikapi rumusan Pasal 263 KUHAP ini 
terdapat ketidakjelasan dalam membentuk sebuah frasa, saling kontradiktif antara ayat 
satu dan ayat berikutnya. Maka dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum tidak salah ketika 
melakukan pengajuaan upaya umum peninjauan kembali dan juga menurut penulis tidak 
menabrak asas-asas dalam KUHAP, terlebih lagi jika Penuntut Umum dapat 
membuktikan dakwaan terpidana di pengadilan, maka sudah barang tentu Jaksa 
Penuntut Umum diberikan peluang atau diberikan kewenangan untuk melakukan upaya 
hukum peninjauan kembali. 

Maksud dan tujuan diberikannya kewenangan, ketika dalam menghadapi kasus 
yang kelas kakap, katakanlah tindak pidana korupsi yang mana telah merugikan 
keungan negara, tindak pidana terorisme yang telah merenggut hak asasi manusia 
lainnya yang diputus bebas di tingkat kasasi, padahal dalam dakwaannya telah terbukti, 
juga terdapat kekhilafan hakim dalam mengambil putusan serta adanya novum 
dikemudian hari, maka demi menegakkan keadilan terhadap putusan bebas dapat 
dimintakan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum. 

Namun pada hakekatnya sistem peradilan pidana dikatakan baik, bukan saja 
dilihat dapa tataran prosesnya saja yang berlangsung secara jujur, bersih dan tidak 
memihak. Namun ada kriteria yang harus terpenuhi, yakni berupa prinsip yang bersifat 
terbuka, korektif, dan rekorektif. Dalam hal ini sistem upaya hukum menjadi penting 
untuk mendapatkan perhatian dalam menejemen peradilan, agar tercapainya prinsip 
fairness dan trial independency, yang mana prinsip tersebut diakui secara universal. 
(Soeparman, 2007). 

Namun dalam perjalanannya praktik peradilan pidana telah mendobrak legalistik 
positivistik yang ditandai munculnya putusan-putusan Mahkamah Agung yang 
mengabulkan permohonan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal 
ini juga putusan tersebut jadikan sebuah yurisprudensi dikemudian hari untuk kasus 
yang sama. 

Beranjak dari kemunculan putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan 
permohonan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum untuk pertama kalinya 
terhadap kasus penghasutan buruh yang dipimpin oleh Muchtar Pakpahan sebagai 
Ketua Umum Serikat Buruh Sejahtera (SBSI), dengan perkara No. 55PK/Pid/1996 
tanggal 25 Oktober 1996. 

Bermula dapa kasus tersebut mengundang banyak kritikan dari para sarjana 
hukum, juga para ahli hukum, serta aktivis HAM pada waktu itu juga mengkritik 
tindakan peradilan, bahwa penegak hukum yang pada umumnya, hakim pada khususnya 
telah mendobrak asas yang ada pada KUHAP, dan peradilan tersebut bisa dikatakan 
peradilan sesat, sehingga untuk kedepannya jangan lagi terjadi peradilan sesat tersebut. 
Seperti pandangan Adami Chazawi terkait gejalah tersebut bahwa, “Jaksa Penuntut 
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Umum tidak dibenarkan didalam KUHAP untuk melakukan peninjauan kembali, dan 
juga alasan Mahkamah Agung yang membenarkan pengajuan permintaan peninjauan 
kembali merupakan peradilan sesat dalam hukum, bukan sesat dalam hal dan karena 
fakta”, (Chazawi, 2010). 

Namun tidak bisa dipungkiri terjadi arus frekuensi terhadap argumen yang 
dahulunya mengkritik peradilan pada kasus Mochtar Pakpahan, kini mendorong Jaksa 
Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum peninjauan kembali terhadap kasus 
pembunuhan aktivis HAM Munir dengan terdakwa Pollycarpus. Selanjutnya kasus 
tindak pidana korupsi oleh Joko Soegiarto Tjandra yang dimana dalam pengadilan 
tingkat pertama sampai tingkat kasasi di putus lepas dari segala tuntutan hukum (onslag 
van rechtverfolging). 

Disisi lain, beberapa kasus tersebut memunculkan pandangan Muhammad Alim 
bahwa, “Kitab Hukum Acara Pidana harus memperlakukan sama terhadap semua pihak, 
betapa tidak adilnya jika Jaksa Penuntut Umum yang mewakili masyarakat pada 
umumnya, korban pada khususnya tidak diberi kesempatan yang sama untuk 
mengajukan permohonan peninjauan kembali. Adalah suatu perlakukan yang tidak sama 
(unequal treatment) apabila seseorang narapidana sangat dilindungi, sementara korban 
tidak diberikan perlindungan yang sepadan dengan terpidana dalam hal ada Novum 
untuk memohon peninjauan kembali. Terpidana sudah nyata, berdasarkan putusan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah orang yang bersalah masih diberi 
kesempatan untuk mengajukan peninjauan kembali, sementara korban yang diwakili 
oleh Jaksa Penuntut Umum adalah orang yang baik yang telah dizhalimi oleh terpidana, 
tetapi tidak diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali”. 
(Suharianto, 2012). 

Selanjutnya pandangan dari Mardjono Reksodiputro mengatakan “peninjauan 
kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara pidana yang 
diputus bebas atau diputus lepas dari tuntutan hukum adalah sah-sah saja, karena tugas 
Mahkamah Agung adalah harmonisasi/unifikasi hukum dengan cara menafsirkan 
dengan mempersempit atau memperluas, selain itu Mahkamah Agung dapat melakukan 
interpretasi yang nantinya dapat atau untuk dijadikan Undang-Undang sehingga dapat 
mengikuti perkembangan dan tidak kontemporer, agar tercapainya keadilan dan 
kepastian serta kemanfaatan hukum”, sebagaimana dalam Pasal 24 ayat 1 Undang- 
Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan merupakan kekuasaan yang 
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan 
keadilan. 

Dengan demikian yang menjadi titik permasalahan terletak pada rumusan 
redaksional Pasal 263 KUHAP itu sendiri yang menimbulkan ketidakjelasan dalam 
membentuk sebuah frasa, saling kontradiktif antara ayat satu dan ayat berikutnya. Maka 
sejalan dengan pandangan Jeremy Betham “maximizing Happines and minimizing 
pains” yang diterjemahkan oleh Nurhadi bahwa, “peraturan perundang-undangan harus 
konsisten, pelaksanaanya jelas, sederhana dan ditegakkan secara tegas. Sehingga hukum 
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tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna, karena tidak lagi dapat dijadikan 
pedoman bagi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana” (Wantu, 2007). 

Untuk mengkonter suatu peraturan yang ketidakjelasan norma, saling kontradiktif 
antara satu sama yang lain. Hakim dalam hal ini menurut Utrecht, hakim harus pandai 
dan mempunyai inisiatif dalam hal adanya gejala tersebut untuk dapat diselesaikan. 


Metode Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan penelitian 
yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). (Peter 
Mahmud Marzuki, 2009) Bahan hukum dalam penelitian ini bahan hukum primer yang 
terdiri dari bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan 
utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini, yang terdiri dari: Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari jurnal, buku, dan penelitian yang 
relevan. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Untuk menguatkan bahan hukum 
tersebut. Metode analisis yang digunakan deskriptif-kualitatif untuk menjawab rumusan 
masalah. 


Hasil dan Pembahasan 
A. Pertimbangan mahkamah agung menerima upaya hukum peninjauan kembali 
oleh jaksa penuntut umum 

Kebebasan hakim dalam melaksanakan wewenang justisialnya tidak serta 
merta sifatnya mutlak, mengingat akan hal tugas hakim untuk menegakkan hukum 
dan keadilan, hal ini berdasarkan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan 
Yang Maha Esa”. Hal ini menandakan bahwa hakim lebih mengutamakan keadilan 
diatas segalanya. 

Akan tetapi pada prakteknya memaknai keadilan untuk penanganan sebuah 
perkara hukum masih menjadi perdebatan dalam dunia akademisi juga praktisi yang 
mana menilai bahwa pengadilan kurang adil jika terlalu sarat akan prosedural, 
formalistik dengan kata lain legal positivistik. Hal inilah kemudian menjadikan 
hukum masih kaku untuk memberikan putusan dalam suatu perkara. Maka dari itu, 
cara pandang hakim yang ideal seharusnya mampu untuk mewujudkan spirit 
keadilan dalam masyarakat dan juga mampu keluar dari keterbelengguan legal 
positivistik yang kaku tersebut. Sehingga hakim tidak lagi sebagai corong undang- 
undang. 

Namun dalam pengambilan putusan oleh hakim, harus mempertimbangkan 
beberapa hal, dalam hal ini mengabulkan permohonan upaya hukum peninjauan 
kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dengan jalan menafsirkan hukum dan mencari 
dasar-dasar, serta asas-asas yang menjadi landasannya. Akan tetapi dalam praktek 
peradilan pidana di Indonesia, upaya hukum peninjauan kembali yang dilakukan 
oleh Jaksa Penuntut Umum menimbulkan perdebatan mengenai siapakah yang 
berhak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Sebelum ke pokok 
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pembahasan, terlebih dahulu menguraikan singkat terhadap beberapa putusan yang 
mengabulkan permohonan upaya hukum peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut 
Umum, yakni sebagai berikut: 

Jika melihat pada rumusan redaksional Pasal 263 ayat (1) KUHAP 
peninjauan kembali diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya. Akan tetapi jika 
Pasal 263 KUHAP tidak dibaca secara sepotong-sepotong, maka Jaksa Penuntut 
Umum mempunyai hak yang sama dengan terpidana, yakni dapat juga mengajukan 
upaya hukum peninjauan kembali. Secara eksplisit Pasal 263 KUHAP sebagai 
berikut: 

Ayat (1),“Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 
hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, 
terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali 
kepada Mahkamah Agung”. 

Ayat (2),“Peninjauan kembali dilakukan atas dasar; (a) apabila terdapat 
keadaan baru, (b) apabila dalam pelbagi putusan terdapat pernyataan kekhilafan 
hakim”. 

Ayat (3),“Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat 2 
terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 
dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu 
perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbutkti akan tetapi tidaki diikuti oleh 
suatu pemidanaan”. 

Jika dilihat rumusan Pasal 263 KUHAP diatas yang secara keseluruhan, maka 
jelas ada rumusan frasa yang ambigu, sehingga menimbulkan keraguan, kekaburan, 
ketidakjelasan, dalam hal apakah terpidana saja yang dapat mengajukan peninjauan 
kembali, atau kah ada pihak lain juga dapat mengajukan. Maka sudah jelas dalam 
hal ini terhadap rumusan yang ambigu tersebut menimbulkan implikasi dalam 
peradilan pidana, dimana ditandai adanya beberapa putusan yang telah 
mengabulkan permohonan upaya hukum peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut 
Umum, sebagai berikut: 

1. Putusan Mochtar Pakpahan 

Jaksa Penuntut Umum Negeri Medan dalam dakwaannya, bahwa Mochtar 
Pakpahan melanggar Pasal 160 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan dakwaan 
berikutnya yakni, Mochtar Pakpahan melanggar Pasal 161 ayat(1) KUHP. 
Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, maka Jaksa Penuntut Umum pada 
tanggal 27 Oktober 1994 menuntut, bahwa terdakwa Mochtar Pakpahan 
melakukan tindak pidana penghasutan yang dilakukan secara berlanjut, agar 
terdakwa dipidana penjara selama 4 tahun, potongan tahanan dengan perintah 
tetap ditahan. 

Terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum diatas, dalam hal ini majelis 
hakim Pengadilan Negeri Medan mengeluarkan putusan dengan Nomor 
966/Pid.B/1994/PN.Mdn pada tanggal 7 November 1994 yang amar putusannya 
bahwa menyatakan terdakwa Mochtar Pakpahan terbukti secara sah dan 
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meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana pengahasutan yang dilakukan 
secara berlanjut, menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Mochtar 
Pakpahan dengan pidana selama 3 tahun. 

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Medan, Mochtar Pakpahan melakukan 
upaya hukum banding. Selanjutnya menerima permohonan terdakwa pada 
tingkat Pengadilan Tinggi Medan dengan Nomor 188/Pid/1994/PT.Mdn pada 
tanggal 16 Januari 1995 dengan amar putusannya bahwa, memperbaiki putusan 
pada Pengadilan Negeri Medan yang semulanya 3 tahun menjadi pidana penjara 
selama 4 tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan 
terdakwa tetap ditahan. 

Selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan yang memperkuat 
putusan, terdakwa Mochtar Pakpahan mengajukan upaya hukum kasasi, dan 
Mahkamah Agung mengeluarkan putusan pada tanggal 29 September 1995 
dengan Nomor 395/K/Pid/1995 dengan amar putusan, bahwa mengbulkan 
permohonan kasasi dari pemohon yakni terdakwa Mochtar Pakpahan, 
membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan dan juga putusan Pengadilan 
Negeri Medan, serta menyakatan terdakwa Mochtar Pakpahan tidak terbukti 
secarah sah dan meyakinkan bersalah melakukan kejahatan yang didakwakan 
kepadannya, membebaskan terdakwa dari semua dakwaan, memulihkan hak 
terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat martabatnya. 

Terhadap putusan di tingkat kasasi yang membebaskan terdakwa Mochtar 
Pakpahan inilah yang kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan 
upaya hukum peninjauan kembali. Dengan demikian Mahkamah Agung 
mengabulkan permohonan peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum 
dengan Nomor 55 PK/Pid/1996 pada tanggal 25 Oktober 1996 dengan amar 
putusannya, bahwa membatalkan putusan Mahkamah Agung pada tingkat 
kasasi, serta menghukum terdakwa Mochtar Pakpahan dengan pidana penjara 
selama 4 tahun, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa. 
(Putusan No. 55 PK/Pid/1996, 1996) 

2. Putusan Pollycarpus Budiari Priyanto 

Jaksa Penuntut Umum Negeri Jakarta Pusat dalam dakwaannya, bahwa 
Pollycarpus Budihari Priyanto telah melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat 
(1) ke-1 KUHP, dan juga melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 
ayat(1) ke-1 KUHP. Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, maka Jaksa 
Penuntut Umum pada tanggal 1 Desember 2005 menuntut terdakwa yang pada 
pokoknya bahwa, terdakwa Pollycarpus Bidihari Priyanto terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan 
menggunakan surat palsu sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 
55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Pasal 263 ayat (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 
KUHP, mejatuhkan pidana terhadap terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto 
dengan pidana penjara seumur hidup. 
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Terhadap tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum diatas, maka majelas hakim 
pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan putusan Nomor 
1361/Pid.B/2005/PN.Jkt.Pst pada tanggal 20 Desember 2005 dengan amar 
putusannya bahwa terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto terbukti secara sah 
dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana turut melakukan 
pembunuhan berencana dan turut melakukan pemalsuan surat, menghukum 
terdakwa oleh karena perbuatan tersebut dengan penjara 14 tahun dan dikurangi 
selama terdakwa menjalankan tahanan sementara. 

Terhadap putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menghukum 
terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto mengajukan upaya hukum banding. 
Selanjutnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabulkan permohonan pemohon 
terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto dengan Nomor 
16/PID/2006/PT.DKI.Jkt pada tanggal 27 Maret 2006, yang mana amar 
putusannya bahwa menguatkan putusan Pengadilan Negeri DKI Jakarta Pusat. 

Atas putusan pada tingkat banding diatas, terdakwa Pollycarpus Budihari 
Priyanto mengajukan upaya hukum kasi, yang selanjutnya Mahkamah Agung 
mengabulkan permohonan pemohon terdakwa dengan putusan Nomor 1185 
K/Pid/1995 pada tanggal 3 Oktober 2006 yang amar putusannya bahwa 
membatalkan putusan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, serta menyatakan 
terdakwa Pollycarpur Budihari Priyanto tidak terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut melakukan pembunuhan 
berencana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, membebaskan 
dari dakwaan, dan menyatakan terdakwa Pollycarpus Budihari Priyanto telah 
terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menggunakan 
surat palsu, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara 
selama 2 tahun dikurangi dengan masa tahanan sementara. 

Selanjutnya terhadap putusan tingkat kasasi diatas, maka Jaksa Penuntut 
Umum mengajukan permohonan upaya hukum peninjauan kembali kepada 
Mahkamah Agung, dengan dimikian Mahkamah Agung telah mengabulkan 
permohonan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan Nomor 109 PK/Pid/2007 
pada tanggal 25 Januari 2008 yang pada amar putusannya bahwa membatalkan 
putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi, serta menyatakan terdakwa 
Pollycarpus Budihari Priyanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
melakukan perbuatan pidana pembunuhan berencana dan melakukan pemalsuan 
surat, menghukum terpidana dengan pidana penjara salam 20 tahun dan 
dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalaninya. (Putusan No. 109 
PK/Pid/2007, 2007). 


. Putusan Joko Soegiarto Tjandra 


Jaka Penuntut Umum Negeri Jakarta Selatan yang dalam dakwaan 
primairnya yakni, bahwa Joko Soegiarti Tjandra telah melanggar Pasal 1 ayat (1) 
sub ajo Pasal 28 Jo Pasal 34C Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 jo Undang- 
Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 
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(1) KUHP jo Pasal 1 ayat (2) KUHP, sedangkan dakwaan subsidairnya telah 
melanggar Pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 jo Pasl 34C Undang-Undang 
Nomor 3 tahun 1971 jo Undang-undang Nomor 31 Nomor 1999 jo Pasal 55 (1) 
ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 1 ayat (2) KUHP, berikutnya 
dakwaan lebih subsidair yakni melanggar Pasal | ayat (2) jo Pasal 1 yat(!) sub a 
jo Pasal 28 jo Pasal 34C Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 jo Undang- 
Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 
(1) KUHP jo Pasal 1 ayat (2) KUHP, selanjutnya dakwaan lebih subsidair 
melanggar Pasal 1 ayat (2) jo Pasal 1 ayat (1) sub b jo Pasal 28 jo Psal 34C 
Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971 jo Undang-Undang 31 tahun 1999 jo 
Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP jo Pasal 1 ayat (2) 
KUHP berdasarkan Majalah Hukum Varia Peradilan tahun 2009. 

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, maka Jaksa Penuntut Umum 
pada tanggal 31 Juli 2000 menuntut terdakwa Joko Soegiarto Tjandra 
menyatakan bahwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 
tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 
menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan berdasarkan Majalah 
Hukum Varia Peradilan tahun 2009. 

Terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum diatas, maka hakim pada 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan amar putusannya Nomor 
156/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel pada tanggal 28 Agustus 2000 menyatakan bahwa 
terdakwa terbukti sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tetapi 
perbuatan itu bukan merupakan perbuatan pidana, menyakat terdakwa dilepas 
dari segala tuntutan hukum. 

Selanjutnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jaksa 
Penuntut Umum melakukan upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung, 
akan tetapi permohonan pemohon Jaksa Penuntut Umum ditolak oleh 
Mahkamah Agung. Dengan demikian atas putusan Mahkamah Agung, Jaksa 
Penuntut Umum mengajukan permohonan upaya hukum peninjauan kembali, 
yang selanjutnya mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum dengan 
putusan Nomor 12 PK/Pid.Sus/2009 pada tanggal 11 Juni 2009 yang dalam amar 
putusannya bahwa membatalkan putusan Mahkamah Agung pada tingkat kasasi 
dan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta menyatakan terdakwa Joko 
Soegiarto Tjandra telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak 
pidana turut serta melakukan tindak pidana korupsi, menjatuhkan pidana kepada 
terdakwa selama 2 tahun berdasarkan Putusan No.12 PK/Pid.Sus/2009, 1-134. 

Dari beberapa uraian singkat diatas terhadap upaya hukum peninjauan 
kembali oleh Jaksa Penuntut Umum, maka sudah jelas bahwa hakim telah 
melampaui batas wewenangnya dalam hal mengabulkan permohonan Jaksa 
Penuntut Umum. Lantas bagaimana dengan pertimbangan hakim dalam 
mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum. Maka dalam hal ini hakim 
selaku ujung tombak keadilan mencoba melakukan intepretasi atau biasa disebut 
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penafsiran hukum oleh hakim yang mana rumusan Pasal 263 yang dipaparkan 
diawal menimbulkan kontradiktif antara pasal yang satu dengan yang lainnya. 
Dalam hal ini Menurut pandangan Bambang Sutiyoso, menyatakan bahwa, 
“Metode interpretasi adalah metode untuk menafsirkan terhadap teks perundang- 
undangan yang tidak jelas, agar perundang-undangan tersebut dapat diterapkan 
pada peristiwa konkrit tersebut”. (Sutiyoso, 2012) 
Aliran penemuan hukum oleh hakim yang dikutip oleh Joenaedi Efendi, 
mengajarkan bahwa: 
“Sekalipun benar undang-undang itu tidak lengkap, namun undang-undang 
masih dapat menutupi kekurangannya sendiri, karena undang-undang 
memiliki daya meluas, dan hakum sebagai sistem tertutup. Kekurangan 
undang-undang menurut aliran ini hendaknya diisi oleh hakim dengan 
penggunaan hukum-hukum logika (silogisme) sebagai dasar utamanya dan 
memperluas undang-undang berdasarkan rasio sesuai dengan perkembangan 
teori hukum berupa sistem pengertian-pengertian hukum (konsep-konsep 
yuridik) sebagai tujuan bukan sebagai sarana, sehingga hakim dapat 
mewujudkan kepastian hukum”. (Efendi, 2018). 


Kegiatan interpretasi hukum yang dilakukan oleh hakim dalam sistem 
peradilan pidana merupakan metode untuk memahami makna yang berada dalam 
sebuah peraturan perundang-undangan, kendatipun demikian, penggunaan 
metode tersebut tidak serta merta selalu digunakan oleh hakim, karen metode 
tersebut mempunyai batas yang dimana ketika rumusan pasal dalam perundang- 
undangan masih ambigu, maka hakim dalam hal ini dapat melakukan metode 
interpretasi. 

Namun didalam metode interpretasi hukum terdapat berbagai macam 
interpretasi yang digunakan, seperti penafsiran gramatikal, penafsiran sejarah, 
penafsiran sistematis, penafsiran sosiologis, dan penafsiran auntentik, serta 
penafsiran ekstensif. Untuk mempersingkat uraian mengenai macamnya, maka 
dalam penulisan ini akan menitikberatkan dan mengurai secara singkat pada 
penafsiran ekstensif. 

Van Bemmelen mengemukakan metode penafsiran berupa principiele 
interpretatie, metode penafsiran model ini tergolong dalam penafsiran ekstensif. 
Penafsiran ekstensif merupakan penafsiran yang model metodenya yakni 
perluasan makna dari rumusan peraturan perundang-undangan (Christianto, 
2010). 

Maka dalam konteks ini, penggunaan Pasal 263 KUHAP selain terpidana 
atau ahli warisnya, Jaksa Penuntut Umum juga dapat melakukan upaya hukum 
peninjauan kembali, sebagaimana dalam praktek peradilan pidana mengabulkan 
upaya hukum peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum. Mengenai dasar 
pertimbangannya hakim sebelum melakukan penafsiran, tentu akan beranjak 
pada pembentukan KUHAP itu sendiri, yang mana pembentukan KUHAP 
merujuk dan berdasarkan Pasal 14 ICCPR tentang Equality of Arms. 
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Asas Equality of Arms untuk menerapkan peradilan yang fair trail , maka 
dalam hal ini yang dimaksud adalah, peradilan yang jujur dan tidak memihak, 
lebih lanjut mengenai Equality of Arms, ada beberapa hak untuk diterapkan 
dalam peradilan, antara lain: 

1. Semua pihak (terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum) harus memiliki kesempatan 
yang sama untuk membuktikan diri dan berargumen di pengadilan. 

2. Tidak ada satu pihak pun dalam proses dipengadilan ditempatkan dalam suatu 
keadaan yang berbeda dibandingkan pihak lain. 

3. Semua pihak harus mendapatkan akses yang adil dan efektif dalam pengadilan. 

Pertimbangan berikutnya oleh hakim, yakni mengkorelasikan pada upaya 
hukum kasasi Pasal 244, yang mana menyatakan, “putusan bebas tidak dapat 
dimintakan kasasi”, akan tetapi pada akhirnya hakim melakukan case law yang 
telah menjadi state decisis melalui extensive interpretation. 

Selanjutnya, mengenai perkara pidana selalu terdapat dua pihak yang 
berkepentingan yakni terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang mewakili 
kepentingan umum (negara), sebagaimana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 1970 (sekarang Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009) 

Pertimbangan-pertimbangan hakim yang dipaparkan diatas merupakan 
ringkasan putusan perkara No. 55PK/Pid/1996 tanggal 25 Oktober 1996 dengan 
terdakwa Mochtar Pakpahan, serta putusan tersebut menjadi yurisprudensi sebagai 
landasan hakim untuk kedepannya dalam memeriksa kasus yang sama. Maka dari 
itu Jaksa Penuntut Umum tidak salah ketika melakukan upaya hukum peninjauan 
kembali terhadap kasus Pollycarpus dan juga Joko Soegiarto Tjandra, yang mana 
dari kedua kasus tersebut dalam tingkat pertama sampai tingkat banding diputus 
bersalah, namun dalam tingkat kasasi di vonis lepas dari tuntutan hukum oleh 
hakim. Sehingga dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum sebagai pengacara negara 
yang mewakili kepentingan umum melakukan upaya hukum peninjauan kembali, 
kendatipun tidak dibenarkan dalam KUHAP, akan tetapi Jaksa Penuntut Umum 
menggunakan dasar hukum mengajukan peninjauan kembali yakni adanya 
yurisprudensi, sedangkan dalam sistem hukum Indonesia, yurisprudensi 
mendapatkan kedudukan sebagai salah satu sumber hukum Indonesia. 

Maka dari itu, demi tegaknya keadilan bagi seluruh rakyat indonesia tanpa 
terkecuali, persamaan hak didapan hukum tanpa membedakan, perlu kiranya 
mendapatkan perlakuan yang sama dengan terpidana atau ahli warisnya untuk dapat 
mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Dalam artian memberikan 
kedudukan kepada Jaksa Penuntut Umum. Terlebih lagi jika Penuntut Umum 
menangani kasus tindak pidana korupsi, karena dalam hal ini tindak pidana korupsi 
sebagai extraordinary crime, maka dalam penanganannya perlu dengan luar biasa 
pula. 

“Mengutip pandangan Mardjono Reksodiputro mengatakan “peninjauan 


kembali yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara pidana 
yang diputus bebas atau diputus lepas dari tuntutan hukum adalah sah-sah saja, 
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karena tugas Mahkamah Agung adalah harmonisasi/unifikasi hukum dengan 
cara menafsirkan dengan mempersempit atau memperluas, selain itu Mahkamah 
Agung dapat melakukan interpretasi yang nantinya dapat atau untuk dijadikan 
Undang-Undang sehingga dapat mengikuti perkembangan dan tidak 
kontemporer, agar tercapainya keadilan dan kepastian serta kemanfaatan 
hukum”. 

“Lebih lanjut pandangan Muhammad Alim bahwa, “Kitab Hukum Acara 
Pidana harus memperlakukan sama terhadap semua pihak, betapa tidak adilnya 
jika Jaksa Penuntut Umum yang mewakili masyarakat pada umumnya, korban 
pada khususnya tidak diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan 
permohonan peninjauan kembali. Adalah suatu perlakukan yang tidak sama 
(unequal treatment) apabila seseorang narapidana sangat dilindungi, sementara 
korban tidak diberikan perlindungan yang sepadan dengan terpidana dalam hal 
ada Novum untuk memohon peninjauan kembali. Terpidana sudah nyata, 
berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah 
orang yang bersalah masih diberi kesempatan untuk mengajukan peninjauan 
kembali, sementara korban yang diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum adalah 
orang yang baik yang telah dizhalimi oleh terpidana, tetapi tidak diberi 
kesempatan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali”. (Suharianto, 
2012) 

Sebagaimana dalam Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 
menegaskan bahwa, “kekuasaan merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan”. 

B. Redesain legal standing peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum 

Hukum acara pidana merupakan pedoman penegak hukum atau tata cara 
dalam beracara di peradilan di Indonesia, yang mana diciptakan dengan persistensi 
yang tinggi untuk ditepati kepastian hukumnya. Sehingga acapkali dipandang 
sebagai hukum yang statis dan tidak memerlukan dinamisasi dalam penegakannya. 
Oleh karenanya, hukum acara pidana ini disebut sebagai hukum yang tiada tempat 
untuk menafsir. Ungkapan ini seakan-akan menjadi pembenar akan statis hukum 
acara tersebut. 

Oleh karena itu pandangan yang disampaikan Dworkin, yang mana “hukum 
itu selalu interpretif, dan juga kebekuan tekstual hukum itu sangat mungkin 
dicairkan sehingga menjadi perdebatan dan menunjukkan realitas yang melee”. 
(Dworkin, 1986) Oleh sebab itulah hukum acara pidana ini yang bersifat sebagai 
hukum statis yang hanya memedulikan kepastian hukum, dan juga terjebak pada 
kepastian teks hukum semata, sehingga pada akhirnya harus diruntuhkan dengan 
cara diperbaharuhi (Rustamaji, 2017). 

hal juga sama dengan dokrin bahwa “Undang-Undang bukan sebagai kitab 
suci”, maka sudah jelas dalam hal ini sangat memungkinkan untuk melakukan 
pembaharuan dalam hukum acara pidana, agar dapat dipakai sebagai rambu-rambu, 
landasan justifikasi dalam upaya melakukan keadilan. 

Pembaharuan hukum di sektor hukum acara pidana merupakan bagian dari 
pembangunan hukum nasional guna mengatasi berbagai permasalahan dalam 
rangka penegakan hukum, yakni mengenai proses penyelesaian perkara pidana 
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yang berkeadilan. Namun disamping itu juga bertujuan untuk merevitalisasi 
peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih, disharmoni dan multitafsir 
(Listiyanto, 2017). 

Dalam rangka redesain, merancang atau membentuk undang-undang yang 
akan datang, perlu kiranya memerhatikan asas-asas dalam pembentukan peraturan 
perundang-undangan yakni: 

a. Kejelasan tujuan 

Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat 

Kesesuaian antara jenis dan materi muatan 

Dapat dilaksanakan 

Kedayagunaan dan kehasilgunaan 

Kejelasan rumusan dan 

Keterbukaan (Novendra, 2019). 
Dari pemaparan di rumusan pertama secara singkat, bahwa Jaksa Penuntut 
Umum telah mendapatkan kedudukan untuk melakukan upaya hukum peninjauan 
kembali yang berlandaskan pada yurisprudensi. Maka dalam hal ini atas dasar 


m@moaos 


peradilan yang fair trail, semua pihak harus memiliki kesempatan untuk dapat 
berargumen dan membuktikan di pengadilan, serta berdasarkan Pasal 21 Undang- 
Undang Nomor 14 Tahun 1970 (sekarang Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 
48 Tahun 2009) yakni, mengenai perkara pidana selalu terdapat dua pihak yang 
berkepentingan yakni terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dan juga berdasarkan 
Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa, “kekuasaan 
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
untuk menegakkan hukum dan keadilan”. 

Meminjam perkataan Jeremy Betham “maximizing Happines and minimizing 
pains” yang diterjemahkan oleh Nurhadi bahwa, peraturan perundang-undangan 
harus konsisten, pelaksanaanya jelas, sederhana dan ditegakkan secara tegas. 
Sehingga hukum tanpa nilai kepastian hukum akan kehilangan makna, karena tidak 
lagi dapat dijadikan pedoman bagi penegak hukum dalam sistem peradilan pidana. 
(Wantu, 2007). 

Oleh karena itu, perlu dilakukan redesain terhadap KUHAP untuk 
mendapatkan legitimasi oleh hukum positif, agar Jaksa Penuntut Umum dapat 
melakukan upaya hukum peninjauan kembali, demi mewujudkan keadilan 
substansif yaitu: 

1. Merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait perluasan 
subyek pemohon upaya hukum peninjauan kembali 

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat 

Bab yang mengatur hak untuk membela diri dari putusan hakim, yang dinilai 

belum sesuai harapan, yakni upaya hukum. Upaya hukum tersebut Menurut 

Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, “merupakan sarana untuk melaksanakan 

hukum, yaitu hak terpidana atau jaksa penuntut umum untuk tidak menerima 
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penerapan atau putusan-putusan pengadilan, karena tidak merasa puas dengan 
penetapan atau putusan tersebut” (Andi Hamzah, 1987). 

Demikian juga hal tersebut diatur dalam Pasal 1 butir 12 
KUHAP,menyatakan bahwa, “hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak 
menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi 
atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam 
hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang” (Sofyan & Asis, 
2014). 

Dengan demikian penjelasan diatas, dapat diambil kesimpulan sementara 
bahwa, upaya hukum yang diatur didalam KUHAP merupakan hak 
terdakwa/terpidana dan juga Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam hal, 
ketika putusan hakim dinilai belum memberikan keadilan bagi pihak yang 
berperkara. 

Upaya hukum tersebut ada dua bentuk, Upaya hukum tersebut berupa 
upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa ini 
diajukan oleh dua pihak yakni terdakwa/terpidana dan Jaksa penuntut Umum. 
Namun begitu juga selanjutnya pada upaya hukum luar biasa, akan tetapi Jaksa 
Penuntut Umum hanya dapat mengajukan upaya hukum luar biasa sampai 
dengan kasasi demi kepentingan hukum. Pertanyaan yang muncul, apakah ini 
dapat dikatakan adil. Sedangkan terdakwa/terpidana dapat saja melakukan 
disemua upaya hukum sampai dengan peninjauan kembali, sedangkan Jaksa 
Penuntut Umum hanya mendapatkan kedudukan sampai kasasi demi 
kepentingan hukum. 

Sebenarnya jika menilik pada upaya hukum luar biasa yakni kasasi demi 
kepentingan hukum, Jaksa Penuntut Umum tidak leluasa menggunakan hak 
tersebut, mengapa demikian, karena putusan kasasi demi kepentingan hukum 
tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan yakni terpidana berdasarkan 
Konardi tahun 2017. 

Sebagaimana rumusan redaksional Pasal Pasal 259 ayat 2 KUHAP 
menyatakan bahwa, “hukuman yang akan dijatuhkan oleh Mahkamah Agung 
atas permintaan kasasi demi kepentingan hukum oleh jaksa penuntut umum 
tidak boleh lebih berat dari hukuman semula yang telah dijatuhi dan mempunyai 
kekuatan hukum yang tetap” (Sofyan & Asis, 2014). 

Dengan demikian dalam praktek peradilan pidana, kasasi demi 
kepentingan hukum ini sangat jarang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum, 
mengingat akan hal tidak dapat merubah amar putusan pengadilan. Maka dalam 
hal ini tidak adil rasanya jika Penuntut Umum tidak diberikan kewenangan untuk 
melakukan upaya hukum peninjauan kembali. Terlebih lagi ketika terdapat kasus 
yang kelas kakap seperti tindak pidana korupsi. 

Dari gagasan yang dipaparkan diatas merupakan acuan-acuan untuk dapat 
di memformulasikan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan 
peninjauan kembali yang kemudian untuk mendapatkan sebuah kepastian hukum 
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atau landasan justifikasi, maka dalam hal ini diadakannya revisi terhadap Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). 

Dalam upaya untuk menyempurnakan sistem hukum di Indonesia dalam 
hal ini Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni dengan 
melalui merevisi kembali Kitab Hukum Acara Pidana. Merevisi peraturan 
perundang-undangan merupakan bentuk konsekuensi logis dari kebijakan hukum 
pidana atau politik hukum pidana. Menurut pendapat Marc Ancel yang dikutip 
oleh Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa “Penal policy merupakan suatu 
ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk 
memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara baik dan untuk 
memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga 
kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada para 
penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan” berdasarkan Arief, Bunga 
Rampai Kebijakan Hukum Pidana tahun 2007 

Lebih lanjut Barda Nawawi Arief, menyatakan bahwa, “Politik hukum 
pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (law enforcement 
policy)”, yang mana kebijakan tersebut menurut Bagir Manan yakni, 
“Menciptakan, pembaharuan dan pengembangan hukum” berdasaarkan Marbun 
tahun 2019. 

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Perencanaan Pembangunan Nasional, terdapat didalamnya tentang perubahan 
disektor penegakan hukum, khususnya politik hukum pidana yang bertujuan 
untuk memberikan kepastian hukum dalam konstruksi kebijakan hukum pidana 
berdasarkan Adiyaryani, 2010. 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa merevisi peraturan perundang- 
undangan dalam hal ini KUHAP merupakan pembaharuan terhadap substansial 
hukum acara pidana, sejalan dengan teori hukum yang dimotori oleh Lawrence 
M. Friedman yang salah satunya yakni “substansi” bahwa “Hasil-hasil yang 
diterbitkan oleh sistem hukum berupa aturan-aturan hukum maupun yang tidak 
tertulis”. Berdasarkan Antohon F. Susanto, dalam Lawrence M. Friedman tahub 
2001. 

Maksud dan tujuan tersebut berupa penyempurnaan mekanisme penagakan 
hukum oleh sub struktur sistem penegakan hukum serta menata kembali 
substansi hukum untuk mewujudkan tertib perundang-undangan dengan 
memperhatikan asas umum dan hirarki perundang-undangan, agar kedepannya 
tidak ada lagi pasal-pasal yang dinilai kontradiktif, tidak memberikan keadilan 
kepada para pencari keadilan. (Fendri, tthn) 

Berangkat dari permasalahan-permasalahan yang secara faktual dan 
konkret maka dalam RUU KUHAP yang sekarang ini, telah memberikan hak 
kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dapat mengajukan peninjauan kembali, 
sebagaimana dalam Pasal 260 aya (1) menyatakan: 
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“Apabila terpidana atau ahli warisnya tidak mengajukan permohonan 
peninjauan kembali terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 260 ayat (1), 
demi kepentingan terpidana atau ahli warisnya, Jaksa Agung berwenang 
mengajukan peninjauan kembali.” 

Dengan demikian dalam uraian diatas mengenai diberikannya hak kepada 
Jaksa Penuntut Umum di RUU KUHAP, oleh karena itu perlu kiranya 
mengetahui penjelasan pasal tersebut, mengingat jika dibaca secara sekilas akan 
menimbulkan penafsiran yang berbeda, maka dari itu sependek pengetahuan 
penulis memberikan penjelasan terhadap pasal tersebut yakni, secara 
sederhananya, jika terpidana dalam tingkat kasasi diputus lepas atau bebas dari 
tuntutan hukum, maka Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan peninjauan 
kembali, demikian juga jika terpidana dalam tingkat kasasi diputus bersalah, 
maka dapat mengajukan peninjauan kembali. 

Sehingga demikian, apabila RUU KUHAP yang nantinya menjadi undang- 
undang diharapkan pada akhirnya substansi-substansi didalamya yang telah 
mengatur sistem peradilan pidana akan lebih baik dari pada KUHAP. Yang 
mana notabennya pada RUU KUHAP ini mengemban sebuah penegakan hukum 
yang berkeadilan dan kepastian hukum. (pangaribuan, Volume 1,2014) 

Oleh sebab itulah demi tegaknya keadilan dan kepastian hukum, kiranya 
para pembuat Undang-undang agar memprioritaskan RUU KUHAP dapat 
disahkan segerah mungkin, guna dapat terciptanya keserasian putusan dalam 
sistem peradilan pidana. 


Kesimpulan 

Dalam hal ini hakim selaku ujung tombak keadilan mencoba melakukan 
intepretasi atau biasa disebut penafsiran hukum oleh hakim terhadap rumusan Pasal 263 
KUHAP yang menimbulkan keraguan, kekaburan, ketidakjelasan, dalam hal apakah 
terpidana saja yang dapat mengajukan peninjauan kembali, atau kah ada pihak lain juga 
dapat mengajukan. Oleh sebab itu hakim dalam mengabulkan permohonan peninjauan 
kembali oleh Jaksa Penuntut Umum, antara lain, menerapkan Asas Equality of Arms 
untuk peradilan yang fair trail. mengkorelasikan pada upaya hukum kasasi Pasal 244, 
yang mana menyatakan, “putusan bebas tidak dapat dimintakan kasasi”, akan tetapi 
pada akhirnya hakim melakukan case law yang telah menjadi state decisis melalui 
extensive interpretation, serta mengenai perkara pidana selalu terdapat dua pihak yang 
berkepentingan yakni terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang mewakili kepentingan 
umum (negara), sebagaimana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 
(sekarang Pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009). 

Agar tercapainya keadilan dan kepastian hukum, kiranya melakukan redesain 
legal standing peninjauan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum. Maka dalam hal ini 
dapat merevisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terkait perluasan subyek 
pemohon upaya hukum peninjauan kembali, seperti yang terdapat didalam RUU 
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KUHAP sekarang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendapatkan hak untuk mengajukan 
upaya hukum peninjauan kembali. Oleh sebab itu para pembuat Undang-undang agar 
memprioritaskan RUU KUHAP dapat disahkan segerah mungkin, guna dapat 
terciptanya keserasian putusan dalam sistem peradilan pidana. Dan kepastian 
hukumnya. 
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Abstract 

Anxiety during pregnancy almost occurs in all pregnant women in each trimester of 
pregnancy especially in Primigravida mothers. Anxiety during pregnancy is caused 
both physically and psychologically. One of the anxiety lowering therapies is 
Dhyana meditation or Mind concentration. By practicing meditation or 
concentration of thought get used to being happy at all times, in all even difficult 
situations, it will gradually free the dir from posikological problems such as 
anxiety, disappointment and stress. Purpose: this study is to analyze the influence 
of Dhyana Education on Knowledge in Lowering anxiety in pregnant women. This 
study uses quasi experiment method and one group pretest-posttest approach. The 
samples in this study were taken in total sampling as many as 49 pregnant women. 
Method: Research tool using Dhyana Education questionnaire in lowering anxiety 
in pregnant women, statistics test using sample paired T-Test. Result: this study 
shows there is an educational influence of Meditation on knowledge in lowering 
anxiety in pregnant women primigravida value p= 0.000 (p-value<0.05). 
Conclusion: Dhyana education affects knowledge in lowering anxiety during 
pregnancy. 


Keywords: meditation education; knowledge; anxiety; pregnant women 


Introductory 
Pregnancy is a Transition Time, that is a period between life before having a child 


who is now in the womb andlife after the child is born. One of the signs during 
pregnancy is anxiety (Padila, 2017). 

Anxiety experienced by pregnant women is related to physical changes 
experienced by signs of psychological changes in pregnant women who are irritable and 
irritable (Icemi Sukarni K, 2013). WHO data (2012) 8-10%. The pregnant women get 
anxiety and it will increase just before delivery to 13%. The prevalence of diabetes and 
African anxiety is 9.7 -30%. Anxiety during pregnancy if not handled properly will 
adversely affect the mother and the fetus and will complicate the delivery process 
(Nugroho, 2012). 

Yoga can help pregnant women to prepare physically and psychologically during 
childbirth, this is evidenced by research conducted by (Sari & Puspitasari, 2016), there 
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is a significant relationship (p <0.001) between yoga sports on the physical and 
psychological preparation of pregnant women during labor (Sari & Puspitasari, 2016). 

Based on data taken at the Baumata Puskesmas on July 24, 2020, the number of 
pregnant women from January to June 2020 was 173 people from 8 villages, namely 
Baumata village 21 people, East Baumata village 29 people, North Baumata 8 people, 
West Baumata 28 people, Oeltua village 49 people, Kuaklao 14 people, Oeletsala 7 
people, Bokong village 23 people. 

One of the therapies in reducing anxiety is Dhyana (meditation or relaxation of 
mind concentration). In doing Dhyana for pregnant women, the mind of the pregnant 
woman plays an important role in the development of the baby (Butcher, Bulechek, 
Dochterman, & Wagner, 2018) It is very important for the mother to remain relaxed, 
calm and free from anxiety or stress. By practicing meditation, we make it a habit to 
learn to be happy every time, in all situations, even difficult ones, gradually freeing 
oneself from psychological problems such as anxiety, disappointment and stress 
(Ngurah, 2001). 

Dhyana (concentration of mind or meditation) is a method of unifying the mind so 
that it can finally realize God within which aims to develop one's mind towards the 
realization of purity of mind in the form of cleansing the mind from other hindrances 
such as lust, tension, anxiety, worry, doubt, evil desire. what is done causes the mind to 
be more focused and relaxed (Suristyawati, Yuliari, & Suta, 2019). 

Based on an initial survey conducted by researchers in Oeltua village by giving a 
HARS (Hamilton rating Scale For Anxiety) questionnaire to 5 pregnant women, it was 
found that 2 pregnant women experienced mild anxiety, 2 women experienced moderate 
anxiety, and 1 pregnant woman experienced anxiety. weight. When interviewed, 
pregnant women said they did not know how to deal with anxiety they experienced. 


Research Methods 
a. Research design 
The research design that used was a quasi experiment, testing interventions on a 
group of subjects with or without a comparison group but not randomized to include 
subjects in the treatment or control group (Saryono, 2013). With the one group 
pretest-posttest approach where before the treatment of the sample group was carried 
out a pretest. Thus the treatment results can be found to be more accurate, because 
they can compare with the conditions before being treated (Nursalam, 2013). 
b. Sampling 
A total of 49 respondents who were involved in this study were taken from the 
population of 49 pregnant women with a total sampling technique. total sampling 
where all population of 49 pregnant women. Sampling. using the criteria that have 
been selected by the researcher in selecting the sample. Samples were selected with 
the following inclusion criteria (1) Oeltua Village Pregnant Women (2) Without 
Complication of Pregnancy. 
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c. Procedure 

The procedure that the researcher has done: administer a permit to the Kupang 
district health office. The researcher arranged for a permit to the Baumata 
Community Health Center. Researchers select respondents according to the criteria. 
explain the purpose and purpose of the research, to prospective respondents. If a 
prospective respondent agrees to become a respondent in the study, the respondent is 
asked to fill out an informed consent form. After that the researcher distributed a 
questionnaire sheet about the knowledge of pregnant women about meditation to the 
respondents and explained how to fill the questionnaire to the respondents. After the 
questionnaire sheets were collected, the researcher transferred the data to the 
tabulation table and analyzed the data. 

d. The novelty of the research. 

The research with the title Effect Of Dhyana Education On Knowledge In 
Reducing Anxiety In Pregnant Women, has a difference from previous studies, 
where in previous studies the variables studied were only the anxiety variable and in 
this study the variables taken were not only anxiety but educational variables as well 
as the method being tested is a new kind of satiation therapy. This research was 
carried out during the Covid pandemic with a new normal situation by establishing a 
health protocol. 


Results and Discussion 


A. Result 
1. Demographic Characteristics of Pregnant Women Based on Age and 
Knowledge. 


49 pregnant women involved in this study who are of Timorese ethnicity. 
Age data are presented in the form of numbers and presentations (Table 1). 
Furthermore, the knowledge data were categorized into two parts based on the 
mean value, namely pre-education and post-education (Table 2,3). 











Table 1 
Distribution of respondents by age of pregnant women 
Age Frequency(N) Presentation(% ) 
25-28 year 18 36,8 % 
29-34 year 19 38,8 % 
>34 year 12 24,5 % 
Total 49 100 





Table 1, the distribution of respondents based on age in Oeltua village, from 
49 respondentsfound that most of them were 29-34 years old with a total of 19 
respondents (38.896). 
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Table 2 
characteristics of respondents' knowledge before conducting 
dhyana education in reducing anxiety in pregnant women in oeltua village 








Knowledge Mean Median SD Maximum Minimum 
P 

ae 9.96 9.00 2.979 20 6 
Education 





Table 2 Characteristics of respondents based on prior knowledge of Dhyana 
education in reducing anxiety in pregnant women in Oeltua village, there are 
Mean (9.96), Median (9.00), Standard Deviation (2.979), Maximum (20), 
Minimum (6). 

Table 2 
Characteristics of respondents' knowledge after conducting 
dhyana education in reducing anxiety in pregnant women in oeltua village 








Knowledge Mean Median Sd Maximum Minimum 
Post 
Education 17.45 17.00 2.450 20 10 





Based on table 3, the characteristics of respondents based on their 
knowledge after educating Dhyana in reducing anxiety in pregnant women in 
Oeltua village have Mean (17.45), Median (17.00), Standard Deviation (2,450), 
Maximum (20), Minimum (10). 


2. Analysis of the Effect of Meditation Education on Knowledge in reducing 
stress in pregnant women 
Bivariate analysis to find the magnitude of the influence on each of the 
independent variables and the dependent variable using paired sample t-test. A 
summary of the results can be seen in table 4 below. 


Table 4 
The effect of before and after dhyana education on knowledge in reducing 
anxiety in pregnant women in oeltua village 








Knowledge N Mean SD SE p value 
EE. 40 9.95 2.97 0.42 

Education 

Post 0.000 
ducati 49 17.44 2.45 0.35 





Based on statistical tests using the paired sample t-test, the value of p = 
0,000 was obtained; <0.05, this indicates that there is an effect of knowledge of 
pregnant women before and after being given Dhyana Education in reducing 
anxiety in pregnant women in Oeltua village. 
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B. Discussion 

Identification of Knowledge of Pregnant Women Before Giving Dhyana 
Meditation Education in Reducing Anxiety in Pregnant Women in Oeltua Village. 

The results showed that the knowledge before educating Dhyana in reducing 
anxiety in pregnant women in Oeltua village contained Mean (9.96), Median (9.00), 
Standard Deviation (2.979), Maximum (20), Minimum (6). 

Based on this research, it shows that more respondents did not know the 
meaning of meditation, the purpose of dhyana meditation, the benefits, and ways of 
doing Dhyanameditation in reducing anxiety because previously they did not receive 
health education from health workers. 

Dhyana is a method of Yoga or meditation to focus the mind, meditation is a 
process of focusing attention that spreads into a conscious mindfulness and 
meditation as self-help which will help when anxious is stricken. The union of soul 
and mind during meditation will help the mother to a calm point that can calm the 
mind and mentality of pregnant women during pregnancy. (Putri Suristyawati, 2019) 
23. 

Identification of Knowledge of Pregnant Women After Giving Dhyana 
Education in Reducing Anxiety in Pregnant Women in Oeltua Village. 

The results showed that after being given Dhyana education in reducing 
anxiety in pregnant women in Oeltua village, there were Mean (17.45), Median 
(17.00), Standard Deviation (2.450), Maximum (20), Minimum (10). 

(Sari & Puspitasari, 2016) said Pregnant women already understand the 
meaning of Dhyana meditation, the purpose of meditation, the benefits of meditation 
and how to do meditation properly so that pregnant women can overcome anxiety 
during pregnancy by doing good and correct meditation. 

(Ngurah, 2001) states that practicing meditation can get used to learning to be 
happy at any time, in all situations, even difficult ones, gradually freeing oneself 
from psychological problems such as anxiety, disappointment and stress. 

(Yessi Aprilia, 2017) said that the mother's mind plays an important role in the 
development of the baby. It is very important for mothers to stay relaxed, calm and 
free from anxiety or stress. With the help of meditation, one can instill harmony in 
oneself. 

The Influence of Before and After Dhyana Education is Given on Knowledge 
in Reducing Anxiety in Pregnant Women in Oeltua Village. 

The results showed that there was an effect of knowledge before and after 
being given Dhyana education in reducing anxiety in pregnant women in Oeltua 
village. Anxiety during pregnancy can be caused by physical changes or 
psychosocial stress (Livana, Keliat, & Putri, 2016). Anxiety during pregnancy almost 
often occurs in all pregnant women in all trimesters, especially in primigravida 
(Arifin, Kundre, & Rompas, 2015). Prenatal anxiety can be caused from external 
factors (external anxiety) or from within (internal anxiety) of the pregnant mother 
(Rahmawati & Ningsih, 2017). Pregnancy is an uncomfortable condition (dysphoric) 
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which is defined as the imbalance of pregnant women to feel capable or resistant to 
various changes in their pregnancy adaptation process (Dona Fitri, 2016). 

Research conducted by (Suristyawati et al., 2019) the implications of 
meditating pregnant women are (1) creating a feeling of comfort, calm and happiness 
(2) thinking positively and (3) improving sleep quality. Based on observations and 
interviews conducted on six yoga instructors in Denpasar City, it was found that 
meditation can overcome anxiety and stress in pregnant women. 

Suka Yasa 2018, states that meditation is the ability to focus the mind to 
achieve a state of peace, tranquility and deep relaxation, giving all body organs the 
opportunity to relax, when meditating all members of the body is suggested with 
words full of divine power or love, peace and happiness. 

Knowledge plays an important role for a mother. If pregnant women already 
understand and understand and know how to do meditation, it is not difficult for 
pregnant women to do individual meditation techniques in reducing anxiety during 
pregnancy (Zulfiana, Cikmah, & Latifah, 2021). 


Conclusion 

Based on the results of the research entitled "The Effect of Dhyana Education on 
Knowledge Levels in Decreasing Anxiety in Pregnant Women in Oeltua Village" it can 
be concluded as follows: 1. The results showed that pregnant women before being given 
Dhyana education in reducing anxiety in pregnant women had more knowledge 
(79.6%). 2. The results showed that after being given Dhyana education in reducing 
anxiety, it was found that more knowledgeable pregnant women (89.8%). 3. The results 
showed that there was an influence on the knowledge before and after being given 
education by Dhyana on knowledge in reducing anxiety in pregnant women in Oeltua 
village. 4. The results of the T-test statistical test showed that there was an effect of 
Dhyana's education on knowledge in reducing anxiety in pregnant women in Oeltua 
village. 
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Abstract 

The purpose of the research for indicate the impact of the lifestyles and location on 
the buying decision in OKUI Kopi 3.0 Surabaya. This type of quantitative research 
by distributing questionnaires using purposive sampling technique to 63 
respondents. The data analysis used the Structural Equation Modelling (SEM) 
method based on the component which uses the Partial Least Square (PLS) 
technique. The result of this research reveal that the lifestyles and location variables 
take a positive effect on buying decision of OKUI Kopi 3.0 Surabaya. With a high 
lifestyle of the customer and a location or place to comply this lifestyle that is easily 
accessible to consumers, it will increase consumer decisions to make purchases. 


Keywords: buying decision; lifestyles; and location 


Abstrak 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh gaya hidup dan lokasi 
terhadap keputusan pembelian di OKUI Kopi 3.0 Surabaya. Jenis penelitian 
kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner menggunakan teknik Purposive 
Sampling kepada 63 responden. Analisis data menggunakan metode Structural 
Equation Modeling (SEM) berdasarkan komponen yang menggunakan teknik 
Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel gaya 
hidup dan lokasi berpengaruh positif terhadap keputusan pembelian OKUI Kopi 3.0 
Surabaya. Dengan gaya hidup konsumen yang tinggi dan lokasi atau tempat untuk 
memenuhi gaya hidup tersebut mudah dijangkau konsumen akan meningkatkan 
keputusan konsumen untuk melakukan pembelian 


Kata Kunci: keputusan pembelian; gaya hidup; dan lokasi 


Pendahuluan 

Pergerakan bisnis di Indonesia semakin dinamis, persaingan bisnis semakin ketat. 
Melihat kondisi ini, para pelaku usaha dari setiap kategori bisnis berupaya untuk 
memenuhi kebutuhan, keinginan, dan permintaan pasar sasaran. Saat ini mengkonsumsi 
kopi sedang diminati oleh masyarakat, hal ini ditandai dengan konsumsi kopi di 
Indonesia meningkat drastis. Berdasarkan data International Coffee Organization 
(ICO), tingkat konsumsi di Indonesia tumbuh 44% atau per kapitanya dapat 
mengkonsumsi kopi sebanyak 1,13kg/tahun pada periode Oktober 2018 — September 
2019 (Investor.id, 2020). Didukung dengan potensi bahan baku, Indonesia adalah 
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negara produsen biji kopi terbesar keempat di dunia setelah Brasil, Vietnam, dan 
Kolombia dengan produksi rata-rata 700 ribu ton per tahun atau sekitar 9% dari 
produksi kopi dunia (Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, 2019). Dengan 
produksi kopi yang tinggi membuat para pelaku usaha beralih untuk menjual minuman 
berbahan dasar kopi, sehingga konsumsi kopi di Indonesia menjadi salah satu terbesar 
di dunia (Nurikhsan, Indrianie, & Safitri, 2019). 

Melihat permintaan pasar yang besar dan bahan baku yang berpotensi membuat 
bisnis coffee shop berkembang pesat di Indonesia khususnya di Kota Surabaya. Coffee 
shop di Surabaya bukan hanya dari segmen atas tetapi juga segmen menengah kebawah, 
sehingga tren pertumbuhan kafe berbasis kopi meningkat 16% - 18% seiring dengan 
pertumbuhan gaya hidup masyarakat perkotaan (Bisnis.com, 2019). Budaya 
mengkonsumsi kopi merupakan tren baru yang muncul di kalangan masyarakat, 
munculnya banyak brand coffee shop dengan pangsa pasar yang berbeda — beda yaitu 
dengan adannya café dan juga kedai atau warung kopi (Ardietya Kurniawan & Ridlo, 
2017). Maraknya bisnis coffee shop di Surabaya mengharuskan para pelaku usaha untuk 
menciptakan strategi pemasaran yang tepat untuk menarik konsumen berkunjung dan 
melakukan pembelian. 

Pentingnya pelitian ini dilakukan agar para pelaku usaha dapat mengetahui faktor 
— faktor yang dapat mempengaruhi konsumen dalam pengambilan keputusan. Hal ini 
dikarenakan banyaknya pelaku usaha yang bergerak di bidang coffee shop membuat 
konsumen lebih selektif dalam memilih coffee shop yang akan mereka kunjungi. 
Sehingga para pelaku usaha perlu mengetahui kebutuhan dan keinginan konsumen, 
selera konsumen, dan bagaimana konsumen mengambil keputusan pembelian 
berdasarkan Yanti & Yosini tahun 2018. 

Memahami perilaku konsumen merupakan hal yang penting dalam bisnis karena 
setiap konsumen memiliki alasan dalam memilih produk (Kartikasari, 2017). Menurut 
(Dwi Bagus Kurniawan & Santoso, 2018), keputusan pembelian merupakan proses 
calon konsumen memutuskan untuk membeli atau tidak. Keputusan pembelian terdapat 
5 tahap yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan 
pembelian, perilaku pasca pembelian (Puspitasari, Eka, & Nailis, 2018). 

Faktor penentu perilaku konsumen dalam mengambil keputusan pembelian paling 
dasar yaitu gaya hidup. Menurut (Luthfianto & Suprihhadi, 2017), gaya hidup dapat 
berpengaruh terhadap pembelian, perubahan kebiasaan, cita rasa serta perilaku 
pembelian konsumen dalam hal bagaimana mereka membelanjakan uangnya dan 
bagaimana mengalokasikan waktunya. Saat ini gaya hidup konsumen berbeda dari gaya 
hidup beberapa tahun yang lalu. Perubahan gaya hidup masyarakat, terutama 
masyarakat di perkotaan memiliki sifat yang konsumtif khususnya anak muda. Anak 
muda merupakan kelompok yang dinamis, mudah bersosialisasi, dan mengikuti tren 
yang sedang berkembang saat ini yaitu mengkonsumsi kopi. Dengan mengikuti gaya 
hidup mengkonsumsi kopi yang sedang tren ini, konsumen menganggap dapat 
meningkatkan status sosialnya. Dengan gaya hidup mengkonsumsi kopi semakin 
berkembang membuat coffee shop di Surabaya meningkat. Dalam penelitian 
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sebelumnya (Hidayatullah & Zahara, 2020), gaya hidup berpangaruh signifikan 
terhadap keputusan pembelian dikarenakan konsumen mencari tempat makan yang 
sedang hits dan instagramable, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat saat ini selalu 
update terhadap lingkungan disekitarnya. Menurut (Hidayatullah & Zahara, 2020) untuk 
mengukur gaya hidup menggunakan pengukuran AIO (Activity, Interest, Opini). Pada 
penelitian (Kartikasari, 2017), maraknya pembelian barang impor pada mahasiswa 
terjadi karena adanya persepsi mengenai kualitas dari produk impor lebih baik dari 
produk lokal. Hal ini menunjukkan bahwa opini seseorang mempengaruhi gaya hidup 
atau lifestyle masyarakat modern. 

Selain gaya hidup terdapat faktor yang harus diperhatikan dalam membangun 
suatu bisnis seperti coffee shop yaitu lokasi. Lokasi memiliki peranan penting karena 
dalam memilih lokasi suatu bisnis merupakan nilai investasi yang mahal, sebab lokasi 
berhubungan dengan rasa aman dan nyaman akan memberikan kepuasan yang lebih 
bagi konsumen. Dalam penelitian sebelumnya (Indah, 2019), lokasi mencerminkan 
fungsi kemudahan akses dengan kedekatan jarak dengan sarana dan fasilitas. Tujuan 
lokasi strategis agar dapat memudahkan penyaluran barang dan jasa dari produsen ke 
konsumen (Fauji & Faddila, 2020). Menurut (Senggetang, Mandey, & Moniharapon, 
2019), lokasi merupakan letak toko untuk memaksimalkan laba sehingga faktor yang 
perlu dipertimbangkan dalam pemilihan lokasi yaitu akses, visibilitas, tempat parkir, 
ekspansi. 

Gaya hidup merupakan faktor yang dapat mempengaruhi konsumen dalam 
mengambil keputusan pembelian. Dalam penelitian terdahulu (Kartikasari, 2017), 
variabel gaya hidup berpengaruh terhadap pengambilan keputusan pembelian tas impor 
pada mahasiswa. Selain itu, pada penelitian (Hidayatullah & Zahara, 2020), gaya hidup 
yang terdiri dari dimensi aktivitas, minat, dan opini secara serempak berpengaruh 
signifikan terhadap keputusan pembelian di Cafe Orange Puncak Padanjese. Lokasi 
memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan pembelian, karena lokasi yang 
strategis akan meningkatkan penjualan. Dalam penelitian terdahulu (Senggetang et al., 
2019), lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara positif dan signifikan 
pada Perumahan Kawanua Emerald City Manado. Selain itu, pada penelitian (Rifa'i, 
Elisa, & Novitawati, 2020), variabel lokasi berpengaruh terhadap keputusan pembelian 
di Pasar Landungsari. 

Coffee shop saat ini sedang berkembang pesat, hal ini terjadi karena gaya hidup 
mengkonsumsi kopi sedang tren. Namun masih banyak coffee shop yang hanya 
mengikuti tren yang sedang berkembang pesat ini, tetapi tidak memikirkan faktor 
penting lainnya yaitu lokasi dari coffee shop itu sendiri. Lokasi merupakan investasi 
dalam membuat sebuah usaha khususnya coffee shop. Dengan gaya hidup 
mengkonsumsi kopi yang besar, namun lokasinya sulit ditemukan dan tidak dapat 
dilihat dengan jelas membuat konsumen tidak mengetahui keberadaannya. Hal ini yang 
sering tidak diperhatikan oleh para pelaku usaha sehingga banyak coffee shop yang 
tidak dapat bertahan lama. 
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Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan 
judul “Pengaruh Gaya Hidup dan Lokasi Terhadap Keputusan Pembelian Pada OKUI 
Kopi 3.0 Surabaya”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel gaya 
hidup dan lokasi terhadap keputusan pembelian di OKUI Kopi 3.0 Surabaya. 

Metode Penelitian 

Skala yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala ordinal dengan teknik 
pembobotan likert. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer berupa 
kuesioner yang dibagikan kepada 63 responden dengan teknik pengambilan sampel 
purposive sampling. Kriteria responden yaitu usia 16 tahun keatas dan pernah 
berkunjung dan melakukan pembelian di OKUI Kopi 3.0 Surabaya. Analisis data 
dilakukan dengan metode Structurel Eguation Modeling (SEM) dengan teknik Partial 
Least Sguare (PLS) menggunakan SmartPLS. 


Hasil dan Pembahasan 



































Tabel 1 
Karakteristik Responden 
Karakteristik Keterangan % 
Jenis Kelamin Laki - laki 58,7% 
Perempuan 41,300 
Usia 16 — 20 Tahun 11,1% 
21-25 Tahun 79,400 
> 25 Tahun 9,5% 
Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa 82,5% 
Pegawai Negeri 0% 
Pegawai Swasta 6,3% 
Wirausaha 9.5% 
Lainnya 1,6% 





Sumber: Data Diolah Menggunaka SmartPLS, 2021 


Dapat dilihat pada tabel 1, responden dengan jenis kelamin laki — laki (58,7%) 
lebih banyak dari perempuan dengan usia dan pekerjaan responden mayoritas usia 21 — 
25 tahun (79,4%) sebagai pelajar / mahasiswa (82,5%). 











Tabel 2 
Average Variance Extracted (AVE) 
AVE 
Gaya Hidup (X1) 0.668456 
Lokasi (X2) 0.630554 
Keputusan Pembelian (Y) 0.767655 


Sumber: Data Diolah Menggunaka SmartPLS, 2021 


Persyaratan model yang baik apabila nilai AVE masing -masing konstruk lebih 
besar dari 0,5. Hasil pengujian AVE untuk variabel Gaya Hidup (X1) sebesar 0,668456 
variabel Lokasi (X2) sebesar 0,630554, dan Keputusan Pembelian (Y) sebesar 
0,767655, ketiga variabel tersebut menunjukkan nilai lebih dari 0,5, jadi secara 
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keseluruhan variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan validitasnya baik. 


Tabel 3 
Composite Reliability 
Composite Reliability 
Gaya Hidup (X1) 0.857976 
Lokasi (X2) 0.835738 
Keputusan Pembelian 0.908156 
(Y) 
Sumber: Data Diolah Menggunaka SmartPLS, 2021 














Jika composite reliability diatas 0.7 maka indikator disebut konsisten dalam 
mengukur variabel latennya. Hasil pengujian Composite Reliability menunjukkan 
bahwa variabel Gaya Hidup (X1) sebesar 0,857976, variabel Lokasi (X2) sebesar 
0,835738, dan Keputusan Pembelian (Y) sebesar 0,908156, ketiga variabel tersebut 
menunjukkan nilai Composite Reliability diatas 0,70 sehingga dapat dikatakan seluruh 
variabel pada penelitian ini reliabel. 


Gaya Hidup (X1) 


Kepetusan Pembelian (Y) 





Lokasi (X2) 


Gambar 2 
Diagram Jalur Hasil Output PLS 
Sumber: Data Diolah Menggunaka SmartPLS, 2021 


1. Uji Hipotesis 











Tabel 4 
Inner Weight 
Path Standard Standard 
Coefficien Sample Deviation Error Uang 

ts (O) Mean (M) (STDEV) (STERR) (IO/STERRI) 
Gaya Hidup (X1) -> 0.517675 0.517233 0.052831 0.05283 9.798684 
Kepetusan Pembelian (Y) 1 
Lokasi (X2) -> 0.273113 0.278216 0.058370 0.05837 4.679028 
Kepetusan Pembelian (Y) 0 


Sumber: Data Diolah Menggunaka SmartPLS, 2021 


Syntax Idea, Vol. 3, No. 5, Mei 2021 1171 


Rr. Nivita Attyla Putri 


Dari tabel 4 dapat diperoleh kesimpulan, bahwa: 

1. Gaya Hidup (X1) berpengaruh positif terhadap Keputusan Pembelian (Y) dapat 
diterima, dengan path coefficients sebesar 0,517675, dan nilai T-statistic sebesar 
9,798684 lebih besar dari nilai Z a = 0,05 (5%) = 1,96, maka Signifikan (positif). 

2. Lokasi (X2) berpengaruh positif terhadap Keputusan Pembelian (Y) dapat 
diterima, dengan path coefficients sebesar 0,273113, dan nilai T-statistic sebesar 
4,679028 lebih besar dari nilai Z a = 0,05 (5%) = 1,96, maka Signifikan (positif). 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa variabel 
Gaya Hidup berpengaruh lebih besar dari variabel Lokasi terhadap Keputusan 
Pembelian OKUI Kopi 3.0. Dengan hasil, Gaya Hidup (X1) berpengaruh positif 
terhadap Keputusan Pembelian (Y) dapat diterima, dengan path coefficients sebesar 
0,517675, dan nilai T-statistic sebesar 9,798684 lebih besar dari nilai Z a = 0,05 
(5%) = 1,96, maka Signifikan (positif). Sehingga hipotesis pertama dapat diterima. 

Hasil factor loading terbesar dibandingkan dengan indikator lain pada variabel 
gaya hidup yaitu terletak pada aktivitas yang menyatakan memilih OKUI Kopi 3.0 
sebagai tempat melepas lelah/bersantai dan menghabiskan waktu luang. Maka 
semakin tinggi gaya hidup, semakin tinggi juga pengambilan keputusan pembelian 
OKUI Kopi 3.0. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 
(Yulianti & Deliana, 2018) yang menyatakan bahwa Gaya Hidup pada penelitian 
tersebut berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian. 

Untuk variabel lokasi, diperoleh hasil bahwa variabel Lokasi berpengaruh 
terhadap Keputusan Pembelian OKUI Kopi 3.0. Dengan hasil, Lokasi (X2) 
berpengaruh positif terhadap Keputusan Pembelian (Y) dapat diterima, dengan path 
coefficients sebesar 0,273113, dan nilai T-statistic sebesar 4,679028 lebih besar dari 
nilai Z a = 0,05 (5%) = 1,96, maka Signifikan (positif). Sehingga hipotesis kedua 
dapat diterima. 

Hasil factor loading terbesar dibandingkan dengan indikator lain yaitu terletak 
pada lokasi mudah dilihat yang menyatakan lokasi OKUI Kopi 3.0 mudah dilihat 
dengan jelas. Maka lokasi yang baik dapat mempengaruhi keputusan pembelian 
OKUI Kopi 3.0. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rifa'1, 
Kalista dan Retno (2020), bahwa variabel Lokasi berpengaruh terhadap Keputusan 
Pembelian. 


Kesimpulan 

Kedua variabel bebas yaitu gaya hidup dan lokasi memiliki pengaruh positif dan 
signifikan terhadap variabel terikat yaitu keputusan pembelian di OKUI Kopi 3.0. Gaya 
hidup memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan pembelian di OKUI Kopi 3.0. 
Faktor utama yang melatar belakangi gaya hidup memiliki pengaruh yang besar 
terhadap keputusan pembelian di OKUI Kopi 3.0, karena mengkonsumsi kopi 
khususnya untuk kalangan muda sudah menjadi gaya hidup. Konsumen berkunjung ke 
coffee shop bukan hanya untuk mengkonsumsi kopi saja, namun untuk bersantai dan 
menghabiskan waktu luang. Selain gaya hidup, lokasi memiliki pengaruh terhadap 
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keputusan pembelian di OKUI Kopi 3.0. Lokasi OKUI Kopi 3.0 yang mudah dilihat 
dapat menarik konsumen untuk berkunjung dan melakukan pembelian di OKUI Kopi 
3.0. Hal ini karena lokasi okui kopi yang terang akan memudahkan konsumen 
mengetahui keberadaanya. 
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Abstract 

Textile wastewater which generally has a high pollution load can be overcome by 
the low-cost natural biosorbent. The purpose of this study was to obtain the best 
activator solvent, contact time and pH of biosorbent from Arenga pinnata shell for 
removal of lead in textile wastewater and to determine the adsorption isotherm 
model. Arenga pinnata shell have been used for the removal of Pb (II) ions from 
textile wastewater in batch experiments with factorial Completely Randomized 
Design (CRD) method. The results showed that the most effective activator solvent 
was NaOH, while the optimum contact time was 120 minutes and the optimum pH 
was 4. The highest Pb (II) uptake is 99,91% with adsoption capacity of 1,5879 
mg/g. The lowest end levels of Lead in textile wastewater was 0,06 ppm which these 
results has met the liguid waste guality standard for industrial activities (1 ppm). 
Sorption data conformed better in Langmuir isoterm model than freundlich with 
adsoption capacity of 117,65 mg/g. The results showed that biosorbent of Arenga 
pinnata shell is effective in removing lead from the textile wastewater. 


f : : 2 : 
Keywords: adsorption; biosorbent: arenga pinnata shell: Pb“: textile wastewater 


Abstrak 

Air Limbah tekstil yang memiliki beban pencemaran yang tinggi dapat diolah 
menggunakan biosorben alami berbiaya rendah. Tujuan penelitian ini adalah 
memperoleh larutan aktivator, waktu kontak dan pH larutan yang paling baik dalam 
pembuatan biosorben dari kulit buah aren untuk adsorpsi logam timbal (Pb) dalam 
limbah cair tekstil dan menentukan model isoterm adsorpsinya. Kulit buah aren 
digunakan untuk adsorpsi ion timbal dalam limbah cair tekstil dengan metode RAL 
pada sistem batch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa larutan aktivator yang 
paling efektif adalah NaOH, sedangkan waktu kontak optimum 120 menit dan pH 
optimum pada pH 4. Persentase adsorpsi timbal (Pb) tertinggi mencapai 99,91% 
dengan kapasitas adsorpsi 1,5879 mg/g. Kadar akhir timbal terendah dalam air 
limbah tekstil adalah 0,06 ppm dimana hasil ini telah memenuhi baku mutu limbah 
cair untuk kegiatan industri. Data adsorpsi timbal lebih sesuai dengan model 
isoterm Langmuir daripada isoterm Freundlich dengan kapasitas adsorpsi yaitu 
117,65 mg/g. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biosorben kulit buah aren cukup 
efektif dalam menghilangkan logam timbal dalam limbah cair tekstil. 


Kata Kunci: adsorpsi; biosorben; kulit buah aren; Pb”: limbah cair tekstil 
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Pendahuluan 

Limbah cair yang dihasilkan dari proses industri tekstil umumnya mempunyai 
beban pencemaran yang cukup tinggi (Komarawidjaja, 2017). Beban pencemaran ini 
dapat terlihat dari karakteristik limbah cair tekstil secara umum yaitu berwarna dan 
berbau, pH tinggi, kadar BOD, COD, padatan terlarut dan tersuspensi tinggi serta suhu 
air limbah tinggi. Pencemaran lingkungan yang tinggi oleh limbah cair tekstil salah 
satunya disebabkan oleh banyaknya jumlah perusahaan tekstil di Indonesia. 

Proses pengolahan produk tekstil yang paling banyak menimbulkan risiko 
pencemaran adalah proses finishing tekstil karena menggunakan bahan kimia dan air 
bersih sebagai mediumnya. Hanya sebagian kecil zat zat kimia teradsorpsi dan berikatan 
dengan bahan tekstil pada proses finishing sampai proses selesai dilakukan, sedangkan 
sisanya berada dalam larutan dan akan terbuang bersama air limbah tekstil (Latifah et 
al., 2014). Industri tekstil menggunakan pewarna sintetik pada salah satu proses 
finishingnya yaitu pada saat pencelupan atau pencapan. Pada zat warna tekstil 
terkandung logam berat berbahaya seperti timbal (Pb), arsen (As), kadmium (Cd), krom 
(Cr), tembaga (Cu), seng (Zn) (Komarawidjaja, 2017). Logam berat pada pewarna 
tekstil berfungsi sebagai gugus fungsi (pembentuk molekul zat warna), atau juga 
sebagai produk samping (Mutia, 2004). 

Logam berat merupakan agen pencemar lingkungan yang sering menyebabkan 
keracunan pada makhluk hidup karena sifatnya yang tidak dapat terurai (non 
degradable) dan mudah di absorbsi (Darmono, 1995). Timbal merupakan logam yang 
memiliki tingkat toksisitas yang ekstrem. Timbal sangat berbahaya terutama untuk 
anak-anak karena dapat mengganggu pertumbuhan otak (WardaliaWidowati, Sastiono, 
& Jusuf, 2008). Oleh karena itu limbah yang mengandung logam berat perlu dikelola 
secara benar sebelum di buang ke lingkungan. 

Sampel limbah tekstil yang akan digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 
salah satu pabrik tekstil yang terletak di daerah Cimahi, Jawa Barat. Hasil analisis 
karakteristik sampel air limbah tekstil yang digunakan memiliki kandungan timbal 
79,46 ppm. Menurut PerMen LH No.3/MENLH/01/2010 baku mutu limbah cair bagi 
kegiatan industri hanya boleh mengandung kadar timbal 1 ppm. Apabila kadar timbal 
dalam limbah industri melebihi baku mutu, maka proses pengolahan limbah perlu 
dilakukan. 

Pengolahan limbah logam berat yang banyak digunakan saat ini dalam 
penerapannya masih sering kali terbentur dengan kendala operasional dan ekonomis. 
Pengolahan limbah logam berat melalui adsorpsi arang aktif saat ini dinilai cukup 
efektif tetapi masih terkendala dengan tingginya harga adsorben arang aktif (Fransiscus, 
Hendrawati, & Esprianti, 2007). Alternatif lain yang banyak digunakan saat ini adalah 
metode biosorpsi. 

Biosorpsi ialah proses penyerapan suatu zat menggunakan material biologi 
sebagai penyerapnya dengan memanfaatkan gugus fungsi yang terdapat di dalamnya 
(Girsang, Kiswandono, Aziz, Chaidir, & Zein, 2015). Keuntungan utama biosorpsi 
adalah biaya operasional rendah, materialnya lebih mudah diperoleh, proses adsorpsi 
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lebih mudah dilakukan dan memiliki kapasitas penyerapan yang tinggi (Lukman, 2008). 
Tanaman dapat digunakan sebagai adsorben dalam mekanisme penyerapan logam 
dikarenakan memiliki kandungan selulosa. Selulosa memiliki gugus fungsi yang dapat 
melakukan pengikatan dengan ion logam yaitu gugus karboksil (-COOH) dan hidroksil 
(-OH ) (Ibbet et al., 2006, Herwanto et al., 2006). 

Kulit buah aren (Arenga pinnata) dapat digunakan sebagai biosorben karena 
mengandung senyawa aktif selulosa. Selulosa memiliki kemampuan untuk 
mengadsorpsi logam berat. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diketahui 
bahwa tumbuhan (kayu) mengandung komponen seperti selulosa, lignin, hemiselulosa 
dan telah digunakan dalam industri penjernihan air untuk menghilangkan logam berat 
seperti Cu(II), Pb(II), Cd(II), Crd) dan sebagainya (Afrizal & Purwanto, 2011). 
Sepanjang penelusuran literatur yang dilakukan belum terdapat adanya penelitian 
mengenai kemampuan biosorben kulit buah aren dalam mengadsorpsi ion logam Pb 
dalam limbah cair tekstil. Proses adsorpsi oleh suatu adsorben dipengaruhi banyak 
faktor diantaranya yaitu larutan aktivator, waktu kontak dan pH larutan (Mirandha, 
2016). Proses adsorpsi juga memiliki pola isoterm adsorpsi tertentu yang spesifik. Oleh 
karena itu perlu dilakukan penelitian untuk menentukan larutan aktivator, waktu kontak 
dan pH larutan yang paling tepat dari biosorben kulit buah aren agar diperoleh kapasitas 
adsorpsi timbal yang maksimum. Kapasitas adsorpsi ditentukan dengan 
membandingkan konsentrasi timbal sebelum dan sesudah adsorpsi sedangkan model 
isoterm adsorpsi diuji menggunakan isoterm adsorpsi Langmuir atau Freundlich. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah mengenai 
efektivitas kulit buah aren sebagai biosorben potensial dalam menurunkan kadar logam 
timbal dalam limbah cair tekstil. Hasil penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi 
bahan alternatif dalam mengatasi permasalahan logam timbal dalam limbah cair tekstil. 


Metode Penelitian 
Metode penelitian yang digunakan adalah eksperimental laboratorium dengan 
metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial 2x2x2 (terdapat 3 variabel yang diuji 
dan masing-masing variabel memiliki 2 variasi). Ketiga variabel dikombinasikan 
sehingga terdapat delapan perlakuan yang diuji dengan tiga kali ulangan 
Variabel penelitian : 
A (larutan aktivator) : A1 = Biosorben teraktivasi HCl 
A2 = Biosorben teraktivasi NaOH 
B (waktu kontak) : Bi = waktu kontak 90 menit 
B2 = waktu kontak 120 menit 
C (pH larutan) : C1 =pH 4 
C2 =pH5 


Penelitian ini dilakukan dengan metode batch pada proses adsorpsi. Proses 
adsorpsi dilakukan dengan memasukkan 5 gram biosorben teraktivasi ke dalam 
erlenmeyer yang berisi air limbah tekstil 100 mL. Masing-masing larutan diatur pH-nya 
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pada pH 4 dan 5. Larutan kemudian diaduk dengan orbital shaker dengan waktu kontak 
masing-masing 90 menit dan 120 menit. Larutan kemudian disaring dengan kertas 
saring. Filtrat yang diperoleh analisis dengan SSA untuk mengetahui konsentrasi akhir 
timbal yang tersisa pada air limbah tekstil. Selisih konsentrasi adsorbat sebelum dan 
setelah adsorpsi dianggap sebagai konsentrasi adsorbat yang teradsorpsi oleh biosorben. 
Besarnya adsorbat yang teradsorpsi oleh tiap satuan berat adsorben dapat dihitung dari 
tiap gelas erlenmeyer. Pengujian konsentrasi timbal mengacu pada SNI 06-6989.8-2004 
tentang cara uji timbal (Pb) dengan spektrofotometri serapan atom (SSA)-nyala. 


Hasil dan Pembahasan 
1. Hasil Pengumpulan Bahan dan Preparasi Biosorben Kulit Buah Aren 
Buah aren muda sebanyak 3 kg diperoleh dari daerah Cipongkor, Jawa barat 

sedangkan sampel limbah cair tekstil sebanyak 4 liter diperoleh dari pabrik tekstil 
yang terletak di daerah Cimahi, Jawa barat. Kulit buah aren yang digunakan adalah 
yang berasal dari buah aren muda yang masih setengah matang dengan kulit luarnya 
berwarna hijau, inti biji (endosperm) lunak dan berwarna bening, bentuk bijinya 
lonjong, kulit bijinya tipis, lunak dan berwarna kuning. 





Gambar 1 
Buah Aren Setengah Matang 


Kulit buah aren yang akan digunakan sebagai bahan baku terlebih dahulu 
dipisahkan inti bijinya kemudian dicuci dengan air lalu diiris tipis menjadi potongan- 
potongan yang lebih kecil (gambar 2 (a)). Tahap selanjutnya adalah pengeringan 
bahan secara alami (natural drying) dengan cara menjemur bahan di bawah sinar 
matahari (sun drying) selama 3 hari. Kulit buah aren yang telah dikeringkan dapat 
dilihat pada gambar 2 (b). Setelah pengeringan berat kulit buah aren mengalami 
penyusutan sebesar 2,48 kg. Hal ini menunjukkan kadar air kulit buah aren telah 
menurun. Kulit buah aren digiling menggunakan mesin penggiling dan diayak 
dengan ayakan 30 mesh dan 40 mesh untuk mendapatkan bubuk kulit buah aren 30 
mesh (gambar 2(c)). 


1178 Syntax Idea, Vol. 3, No. 5, Mei 2021 


Pengaruh Larutan Aktivator, Waktu Kontak dan pH larutan dalam pembuatan biosorben 
kulit buah aren (Arenga Pinnata) 





i NA 

Gambar 2 

Pengecilan Ukuran Kulit Buah Aren (a) Kulit buah aren yang telah dirajang (b) 
Kulit buah aren yang telah dikeringkan (c) Bubuk kulit buah aren 30 mesh 





2. Hasil Penentuan Susut Pengeringan Biosorben Sebelum Aktivasi 

Susut pengeringan dilakukan untuk mengetahui kandungan air dan senyawa 
senyawa yang mudah menguap lainnya misalnya minyak atsiri dan sisa pelarut 
organik yang terdapat dalam biosorben pada proses pengeringan. Metode yang 
digunakan pada susut pengeringan ini adalah metode gravimetri. Prinsipnya adalah 
mengeringkan sampel dalam oven pada suhu 105°C sampai berat konstan. Susut 
pengeringan ini sering diidentikkan dengan kadar air, namun bedanya jika kadar air 
hanya untuk mengetahui batasan maksimal air dalam ekstrak sedangkan susut 
pengeringan tidak hanya air, tetapi juga senyawa menguap lain yang hilang. 

Persentase susut pengeringan yang diperoleh dari kulit buah aren adalah 
sebesar 37,77%. Hal ini menunjukkan besarnya kadar air dan senyawa-senyawa yang 
hilang selama proses pengeringan maksimal adalah 37,77%. Tingginya persentase 
susut pengeringan kulit buah aren ini disebabkan karena pada proses pengeringan 
sebelumnya, air dan senyawa-senyawa yang mudah menguap lainnya tidak hilang 
100%. Semakin rendah kadar air dan senyawa volatil pada biosorben menunjukkan 
sedikitnya air yang tertinggal dan menutupi pori biosorben. Semakin besar pori-pori 
biosorben maka luas permukaannya akan semakin bertambah sehingga adsorbat yang 
terjerap oleh biosorben saat proses adsorpsi akan semakin banyak (Herlandien, 
2013). 

3. Hasil Aktivasi Biosorben 

tivasi HCl 5% berubah warna menjadi cokelat tua pekat dan biosorben yang 

teraktivasi NaOH IN menjadi cokelat tua. 
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Gambar 3 
Biosorben Kulit Buah Aren (a) Sebelum aktivasi (b) Teraktivasi HCI 5% (c) 
teraktivasi NaOH 1N 


4. Proses Adsorpsi Logam Timbal 

Konsentrasi awal timbal dalam limbah cair tekstil diukur terlebih dahulu 
sebelum dilakukan proses adsorpsi logam timbal. Sampel limbah tekstil yang telah 
dipreparasi dianalisis menggunakan spektrofotometer serapan atom (SSA) dan 
diketahui bahwa konsentrasi awal timbal dalam limbah cair tekstil adalah 79,46 ppm. 

Proses adsorpsi dilakukan dengan memasukkan 5 gram biosorben teraktivasi 
ke dalam erlenmeyer yang berisi air limbah tekstil 100 mL. Masing-masing larutan 
diatur pH-nya pada pH 4 dan 5. Larutan kemudian diaduk dengan orbital shaker 
dengan waktu kontak masing-masing 90 menit dan 120 menit. Larutan kemudian 
disaring dengan kertas saring. Filtrat yang diperoleh analisis dengan SSA untuk 
mengetahui konsentrasi akhir timbal yang tersisa pada air limbah tekstil yang dapat 
dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1 


Konsentrasi Akhir Timbal dalam Limbah Cair Tekstil, Kapasitas Adsorpsi Dan 
Efisiensi Adsorpsi Biosorben 





Konsentrasi 


























balita Waktu pH Konsentrasi Akhir Efisiensi Kapasitas 
š Kontak Laruta Awal Timbal R Adsorpsi Adsorpsi 
Aktivator (menit) 2 (pum) Timbal (%) (mg/g) 
(ppm) 
90 4 79,4617 0,8987 98,87 1,5713 
HCI 5 79,4617 5,4714 93,11 1,4798 
120 4 79,4617 0,4226 99,47 1,5808 
5 79,4617 4,2275 94,68 1,5047 
90 4 79,4617 0,0821 99,90 1,5876 
NaOH 5 79,4617 0,1450 99,82 1,5863 
120 4 79,4617 0,0682 99,91 1,5879 
5 79,4617 0,1203 99,85 1,5868 





Tabel 1 menunjukkan bahwa biosorben kulit buah aren dapat menurunkan 
kadar timbal dalam limbah cair tekstil secara signifikan. Hal ini dibuktikan dengan 
kadar timbal yang tersisa pada limbah cair tekstil yang sangat rendah dan efisiensi 
adsorpsinya juga sangat tinggi (> 90%). Kapasitas adsorpsi paling tinggi terdapat 
pada biosorben yang diaktivasi dengan NaOH dengan waktu kontak 120 menit pada 
pH 4 yaitu sebesar 1,5879 mg/g dengan efisiensi adsorpsi 99,91%. Sedangkan 
Kapasitas adsorpsi yang paling rendah terdapat pada biosorben yang diaktivasi 
dengan HCI dengan waktu kontak 90 menit pada pH 5 yaitu sebesar 1,4798 mg/g 
dengan efisiensi adsorpsi 93,11%. 

Data efisiensi adsorpsi logam timbal oleh masing-masing biosorben kulit buah 
aren dapat dilihat pada gambar 3 Efisiensi adsorpsi optimum dari biosorben kulit 
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buah aren yaitu 99,91% yaitu pada biosorben teraktivasi NaOH dengan waktu kontak 
120 menit pada pH 4 (A2B2C1). 
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Gambar 4 
Efisiensi Adsorpsi Logam Timbal Oleh Biosorben Kulit Buah Aren 





Gugus fungsional —OH (hidroksil) dari selulosa yang terdapat pada kulit buah 
aren berfungsi sebagai penjerap logam berat timbal dalam proses adsorpsi. 


Tahap 1. Difusi Tahap 2.Migrasi Tahap 3. 
pada permukaan ke dalam pori Pembentukan 
adsorben adsorben monolayer adsorbat 





Gambar 5 
Ilustrasi Mekanisme Adsorpsi Adsorbat Ke Dalam Pori Adsorben 


Pada proses adsorpsi terjadi pengikatan ion pb pada gugus —OH yang 


terdapat pada biosorben kulit buah aren. Menurut (Amri dkk, 2004) proses adsorpsi 
ini dapat terjadi melalui mekanisme pertukaran ion sebagai berikut. 
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Gambar 6 
Mekanisme Adsorpsi P “oleh gugus —OH dalam Selulosa 


Interaksi antara gugus —OH dengan ion logam juga dapat terjadi melalui 
mekanisme pembentukan kompleks koordinasi karena atom oksigen (O) pada gugus 
—OH mempunyai pasangan elektron bebas, sedangkan ion logam mempunyai orbital 
d kosong (Nurhayati & Sutrisno, 2013). Pasangan elektron bebas tersebut akan 
menempati orbital kosong yang dimiliki oleh ion logam sehingga terbentuk suatu 
senyawa atau ion kompleks. 

— YOH +Pb**——> [Pb (YOH),] 


Setelah dilakukan proses adsorpsi terdapat perubahan warna pada filtrat air 
limbah tekstil. Perbedaan warna larutan disebabkan oeh perbedaan warna bubuk 
biosorben yang digunakan pada proses adsorpsi. Bubuk biosorben yang diaktivasi 
dengan HCI memiliki warna coklat tua yang lebih pekat dibandingkan dengan bubuk 
biosorben teraktivasi NaOH sehingga air filtrat yang dihasilkan juga menjadi lebih 
gelap. 

Setelah proses adsorpsi warna air limbah tekstil cenderung menjadi lebih 
terang dikarenakan zat pewarna (pengotor) pada air limbah telah terserap ke dalam 
biosorben. 














Gambar 7 
Air Limbah Tekstil a. Sebelum adsorpsi b. Setelah Adsorpsi oleh biosorben 
teraktivasi NaOH c. Setelah Adsorpsi oleh biosorben teraktivasi HCl 


5. Pengaruh Larutan Aktivator, Waktu Kontak dan pH Larutan Terhadap 
Persentase Adsorpsi Logam Timbal 
Kemampuan adsorpsi timbal oleh biosorben kulit buah aren dapat ditingkatkan 
melalui aktivasi. Pada penelitian ini dilakukan aktivasi kimia dengan menggunakan 
larutan aktivator asam klorida (HCl) 5% dan natrium hidroksida (NaOH) 1 N. 
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Gambar 8 
Pengaruh Larutan Aktivator terhadap Persentase Timbal yang Teradsorpsi 


Hasil penelitian pada Gambar 8 menunjukkan bahwa biosorben yang diaktivasi 
dengan aktivator NaOH memiliki daya serap timbal yang lebih baik dibandingkan 
dengan aktivator HCl pada berbagai kondisi. Hal ini disebabkan karena aktivator 
NaOH mampu membersihkan permukaan biosorben lebih baik daripada aktivator 
HCI sehingga daya serapnya lebih tinggi. Hal tersebut dibuktikan pada penelitian 
yang dilakukan (Sarah et al., 2016) yang menunjukkan bahwa aktivator NaOH (basa) 
memiliki peningkatan kemampuan adsorpsi Pb” yang lebih tinggi, jika dibandingkan 
dengan aktivator HCl (asam). Hal ini disebabkan karena HCl hanya dapat 
menghilangkan mineral-mineral asam serta pengotor yang menempel pada adsorben. 
Sedangkan NaOH dapat melarutkan lebih banyak senyawa-senyawa yang dapat 
menghambat pada proses adsorpsi. (Zaini, 2017) mengatakan bahwa adsorben kulit 
kacang tanah yang paling baik menurunkan kadar timbal dalam limbah kimia adalah 
yang diaktivasi dengan NaOH dengan persentase adsorpsi mencapai 96,57%. 

Penentuan waktu kontak adsorpsi dilakukan untuk mengetahui waktu yang 
dibutuhkan biosorben kulit buah aren dalam mengadsorpsi ion logam timbal secara 
maksimal. 
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Gambar 9 
Pengaruh Waktu Kontak Terhadap Persentase Timbal yang Teradsorpsi 





Gambar 9 menunjukkan bahwa jumlah timbal yang teradsorpsi pada waktu 
kontak 120 menit lebih tinggi dibandingkan dengan waktu kontak 90 menit. Hal ini 
disebabkan karena pada waktu kontak 90 menit gugus fungsi hidroksil (-OH) belum 
semuanya berikatan dengan ion Pb sehingga jumlah ion Pb? yang teradsorpsi oleh 
pori pori biosorben belum maksimal. Semakin lama waktu kontak maka semakin 
banyak kesempatan ion Pb?” untuk bersinggungan dengan partikel biosorben dan 
terikat di dalam pori-pori biosorben (Nurhayati & Zikri, 2020). 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa waktu kontak optimum biosorben 
kulit buah aren dalam mengadsorpsi ion Pb?” adalah 120 menit. Hasil percobaan ini 
sejalan dengan penelitian yang dilakukan (Nazaruddin et al., 2014) yang 
menunjukkan bahwa kapasitas adsorpsi Zn oleh biosorben kulit buah aren yang 
tertinggi terjadi pada waktu kontak 120 menit. Pada penelitian (Suarsa, 2015) juga 
menunjukkan bahwa waktu optimum penyerapan timbal oleh lempung alam, yaitu 
120 menit dimana setelah melewati 120 menit daya serapnya menjadi menurun. 

Derajat keasaman atau pH sangat mempengaruhi proses adsorpsi karena dapat 
mempengaruhi kelarutan ion logam dan juga muatan pada permukaan adsorben 
(Rustandi, 2020). Penentuan pH optimum dilakukan untuk mengetahui pH interaksi 
dimana adsorben menyerap ion logam secara maksimal. 
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Gambar 10 
Pengaruh pH Larutan Terhadap Persentase Timbal Yang Teradsorpsi 


Gambar 10 menunjukkan bahwa kondisi pH optimum biosorben kulit buah 
aren dicapai pada pH 4. Hal ini disebabkan karena pada pH 4 kompetisi antara ion 
H+ dengan ion Pb? menjadi berkurang, sehingga semakin banyak logam yang dapat 
teradsorpsi. Peningkatan persentase adsorpsi pada pH 4 juga dikarenakan gugus 
fungsi biosorben mengalami deprotonasi menjadi bermuatan negatif sehingga lebih 
mudah untuk mengikat timbal(II), sedangkan persentase adsorpsi pada pH 5 
mengalami sedikit penurunan karena telah terjadi pengendapan, hal tersebut terjadi 
karena Pb**membentuk Pb(OH), yang sulit teradsorpsi oleh gugus hidroksil pada 


biosorben (Rosyida, Purwonugroho, & Tjahjanto, 2014). Menurut (Sulistyawati, 
2008) bahwa pH tinggi dapat menyebabkan reaksi antara ion Pb**dan —OH, 
sehingga membentuk endapan Pb(OH),. Endapan ini dapat menghalangi proses 


adsorpsi yang berlangsung. Penelitian yang dilakukan oleh (Safrianti et al., 2012) 
juga menyimpulkan bahwa adsorpsi optimum logam timbal oleh adsorben jerami 
padi terjadi pada pH 4. Menurut (Prananto et al, 2013) dalam penelitiannya juga 
menunjukkan bahwa adsorpsi ion Pb” oleh biomassa kitin secara maksimal 
diperoleh pada pH 4 sebesar 86,45%. 
6. Analisis Data Secara Statistik 
Data konsentrasi akhir timbal dalam limbah tekstil pada penelitian ini dianalisis 
menggunakan analisis varians (ANOVA) tiga jalur untuk mengetahui adanya 
pengaruh larutan aktivator, waktu kontak dan pH larutan terhadap kadar akhir 
timbal dalam limbah tekstil. Analisis Anova dilakukan menggunakan software 
SPSS versi 25 dengan kadar akhir timbal sebagai variabel terikat (dependent 
variable) sedangkan larutan aktivator, waktu kontak dan pH larutan sebagai 
variabel bebas (independent variable). 
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Tabel 2 
Hasil Uji Anova Pengaruh Larutan Aktivator, Waktu Kontak dan pH Larutan 
Terhadap Kadar Akhir Timbal Dalam Limbah Tekstil Menggunakan SPSS 
Sum of Mean 









































Source df F Sig. 
Squares Square 

Corrected Model 97.483° 7 13.926 71.815 .000 
Intercept 49.042 1 49.042 252.900 000 
Larutan Aktivator (A) 42.173 1 42.173 217.478 .000 
Waktu Kontak (B) 1.160 1 1.160 5.981 .026 
pH Larutan (C) 27.046 1 27.046 139.473 .000 
Larutan Aktivator * Waktu 
Kontak (A*B) 1.060 1 1.060 5.467 .033 
Larutan Aktivator * pH 
Larutan (A*C) 25.602 1 25.602 132.025 .000 
Wau Kopiak P pH Tanah; z5 1 227 1.172 295 
(B*C) 
Larutan Aktivator * Waktu 
Kontak “ pH Larutan .215 1 215 1.108 308 
(A*B*C) 
Error 3.103 16 194 
Total 149.627 24 
Corrected Total 100.585 23 





a. R Squared = .969 (Adjusted R Squared = .956) 


Perlakuan yang berpengaruh signifikan (berbeda nyata) ditunjukkan dengan 
nilai signifikansi < 0,05 atau 5% (Candiasa, 2004). Hasil uji Anova menunjukkan 
bahwa variasi larutan aktivator, waktu kontak dan pH larutan memberikan nilai 
signifikansi £ 0,05 (0,000; 0,026; 0,000 £ 0,05) yang menunjukkan bahwa ketiga 
perlakuan tersebut berbeda nyata atau memberikan pengaruh yang signifikan 
terhadap kapasitas adsorpsi timbal. Interaksi perlakuan antara larutan aktivator dan 
waktu kontak; larutan aktivator dan pH larutan juga memberikan pengaruh yang 
signifikan (0,033; 0,000 £ 0,05) sedangkan interaksi perlakuan antara waktu kontak 
dan pH larutan tidak memberikan pengaruh yang signifikan (0,295 > 0,05). 
Berdasarkan uji statistik tersebut dapat disimpulkan bahwa variasi larutan aktivator, 
waktu kontak dan pH larutan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 
kapasitas adsorpsi timbal. 

7. Pola Isoterm Adsorpsi Biosorben Kulit Buah Aren Terhadap Larutan Timbal 

Penentuan pola isoterm adsorpsi dilakukan dengan pembuatan larutan timbal 
dalam berbagai konsentrasi yaitu konsentrasi 10, 25, 50, 75 dan 100 ppm sebanyak 
100 mL. Masing-masing larutan tersebut ditambahkan dengan biosorben kulit buah 
aren sebanyak 5 gram. Larutan diatur pH-nya pada pH 4 kemudian diaduk dengan 
orbital shaker selama 120 menit. Larutan kemudian disaring dan filtrat yang 
diperoleh dianalisis dengan SSA. Hasil pengukuran konsentrasi awal dan akhir 
timbal digunakan untuk menghitung kapasitas adsorpsinya. Data hasil adsorpsi dari 
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variasi konsentrasi ini digunakan untuk perhitungan isoterm adsorpsi dari biosorben 
kulit buah aren dalam proses adsorpsi ion timbal. 


Tabel 3 
Perhitungan Isoterm Adsorpsi Langmuir Dari Biosorben Kulit Buah Aren 
Terhadap Ion Timbal 









































Konsentrasi Konsentrasi Kapasitas 
awal (Co) akhir (Ce) Pa (x/m) Wee 1/(x/m) 
10 0,0504 0,1990 19,8413 5,0253 
25 0,1409 0,4972 7,0972 2,0113 
50 0,2521 0,9950 3,9667 1,0051 
75 0,3228 1,4935 3,0979 0,6695 
100 0,5141 1,9897 1,9451 0,5026 
Tabel 4 
Perhitungan Isoterm Adsorpsi Freundlich Dari Biosorben Kulit Buah Aren 
Terhadap Ion Timbal 
Konsentrasi Konsentrasi Kapasitas 
yale) akhir Ta adori (x/m) In Ce In (x/m) 
10 0,0504 0,1990 -2,9878 -1,6145 
25 0,1409 0,4972 -1,9597 -0,6988 
50 0,2521 0,9950 -1,3779 -0,0051 
75 0,3228 1,4935 -1,1307 0,4012 
100 0,5141 1,9897 -0,6653 0,6880 





Tujuan perhitungan isoterm adsorpsi menggunakan persamaan adsorpsi 
Langmuir atau Freundlich adalah untuk mendapatkan persamaan kesetimbangan 
yang dapat digunakan untuk mengetahui mengetahui kapasitas adsorpsi maksimum 
dari biosorben kulit buah aren dalam mengadsorpsi ion timbal. Penentuan model 
isoterm adsorpsi juga digunakan untuk mengetahui bagaimana distribusi molekul 
antara fase cair (adsorbat) dan fase padat (adsorben) saat proses adsorpsi serta 
mengetahui jenis adsorpsi yang terjadi dan ikatan yang terjadi antara adsorben dan 
adsorbat. 

Perhitungan isoterm Langmuir dilakukan dengan membuat grafik hubungan 
antara satu per konsentrasi adsorbat dalam keadaan seimbang (1/Ce) dengan satu per 
kapasitas adsorpsi (1/(x/m)), sehingga diperoleh grafik isoterm Langmuir yang 
terdapat pada gambar 12 Pada grafik isoterm Langmuir dihasilkan persamaan garis y 
= 0,2551x + 0,0085 dengan nilai R2 (koefisien determinasi) sebesar 0,9960. 
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y = 0,2551x + 0,0085 
R? = 0,9960 


00 20 40 60 80 100 12,0 140 160 180 20,0 
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Gambar 11 
Kurva Isoterm Adsorpsi Langmuir 


Perhitungan isoterm Freundlich dilakukan dengan membuat grafik hubungan 
antara In konsentrasi adsorbat dalam keadaan setimbang (In Ce) dengan In kapasitas 
adsorpsi (In (x/m)), sehingga diperoleh grafik isoterm Freundlich yang terdapat pada 
gambar 11 Pada grafik isoterm Freundlich dihasilkan persamaan garis y = 1,0303x + 
1,4276 dengan nilai R2 (koefisien determinasi) sebesar 0,9897. 


-1,5 -1,0 -0,5 


y = 1,0303x + 1,4276 


R2 = 0,989 
In Ce 





Gambar 12 
Kurva Isoterm Adsorpsi Freundlich 


Persamaan garis yang diperoleh pada gambar 12 dan 13 diinterpretasikan pada 
masing-masing persamaan, sehingga diperoleh parameter isoterm yang terdapat pada 
tabel berikut. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 10. 




















Tabel 5 
Parameter Isoterm Adsorpsi 
Parameter ore Isoterm Freundlich 
Langmuir 
dm 117,6471 - 
b 0,0333 - 
n - 0,9583 
K - 5,0088 
R2 0,9960 0,9897 
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Pada persamaan Langmuir diketahui bahwa kapasitas adsorpsi maksimum dari 


biosorben kulit buah aren dalam mengadsorpsi ion Pb” ditunjukkan oleh nilai q,, yaitu 


sebesar 117,6471 mg/g. Kekuatan interaksi antara ion Pb” dengan biosorben kulit buah 
aren ditunjukkan dengan nilai b yaitu sebesar 0,0333 (L/mg). Nilai konstanta Langmuir 
(b) yang positif menunjukkan kesesuaian proses adsorpsi dengan model isoterm 
Langmuir. Nilai konstanta Langmuir yang negatif menunjukkan bahwa proses adsorpsi 
tidak sesuai dengan pola isoterm Langmuir (Alshabanat, Alsenani, & Almufarij, 2013). 

Pada persamaan Freundlich diketahui bahwa kapasitas adsorpsi maksimum dari 
biosorben kulit buah aren dalam mengadsorpsi ion Pb?” ditunjukkan oleh nilai K yaitu 
sebesar 5,0088 mg/g. Sedangkan intensitas adsorpsi ditunjukkan oleh nilai n yaitu 
sebesar 0,9583. Menurut (Handayani et al., 2009) nilai n menunjukkan karakteristik 
proses adsorpsi. Kesesuaian sangat baik apabila nilainya 2-10, cukup apabila nilainya 
1-2 dan buruk apabila nilainya <1. Nilai n yang diperoleh pada penelitian ini adalah 
0,9583 (<1) yang mengindikasikan bahwa proses adsorpsinya sangat sulit terjadi dan 
tidak layak untuk diaplikasikan sehingga dapat dikatakan bahwa pola adsorpsinya 
tidak sesuai dengan pola isoterm Freundlich. 

Pengujian isoterm adsorpsi Langmuir dan Freundlich dibuktikan dengan grafik 
linierisasi yang baik dan mempunyai nilai koefisien determinasi (R?) > 0.9 (mendekati 
angka 1). Dari kurva isoterm adsorpsi terlihat bahwa proses adsorpsi ion timbal oleh 
biosorben kulit buah aren lebih signifikan mengikuti isoterm adsorpsi Langmuir 
karena nilai R2 nya paling mendekati angka satu yaitu 0,9960 dengan kapasitas 
adsorpsi maksimum sebesar 117,6471 mg/g. Hal yang sama juga diperoleh 
(Nazaruddin et al., 2014) pada adsorpsi ion Cr, Cd dan Zn oleh biosorben kulit buah 
aren dimana pola adsorpsinya mengikuti isoterm adsorpsi Langmuir. Pada penelitian 


(Wardalia, 2016) juga menyimpulkan bahwa adsorpsi ion Pb” oleh adsorben sekam 


padi mengikuti persamaan isoterm Langmuir. 


Lapisan Adsorbat 


000000000000 


Adsorben 





Gambar 13 
Ilustrasi Isoterm Adsorpsi Langmuir 
(Sumber: Handayani et al., 2009) 


Isoterm adsorpsi Langmuir merupakan proses adsorpsi yang berlangsung 
secara kemisorpsi satu lapisan. Lapisan yang terbentuk pada proses adsorpsi adalah 
lapisan monolayer yang ikatan adsorben dengan adsorbatnya cukup kuat karena 
terbentuknya suatu ikatan kimia. Adsorben mempunyai permukaan yang homogen 
karena setiap situs aktif adsorben hanya dapat mengadsorpsi satu molekul adsorbat. 
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Hal ini terjadi karena masing-masing situs aktif adsorben mempunyai energi yang 
sama (Rahmadini, 2016). 


Kesimpulan 

Dari penelitian yang telah dilakukan Adapun beberapa hal yang didapati: 
pertama, Larutan aktivator pada biosorben kulit buah aren yang paling efektif 
menurunkan kadar timbal pada limbah cair tekstil adalah NaOH sedangkan waktu 
kontak optimum yaitu 120 menit dan pH optimum pada pH 4. Kedua, Persentase 
adsorpsi timbal (Pb) oleh biosorben kulit buah aren dalam limbah cair tekstil dengan 
konsentrasi awal timbal 79,46 ppm yaitu 99,91% dan kapasitas adsorpsi 1,5879 mg/g. 
Ketiga, Model isoterm adsorpsi ion timbal Pb” oleh biosorben kulit buah aren dalam 
limbah cair tekstil mengikuti model isoterm Langmuir yaitu berlangsung secara 
kemisorpsi satu lapisan dengan kapasitas adsorpsi maksimum (qm) 117,65 mg/g. 


Keempat, Kadar akhir timbal terendah dalam air limbah tekstil adalah 0,06 ppm dimana 
hasil ini telah memenuhi baku mutu limbah cair untuk kegiatan industri. Kelima, 
Berdasarkan uji ANOVA (a = 0,05) diketahui bahwa larutan aktivator, waktu kontak 
dan pH larutan berpengaruh signifikan terhadap adsorpsi timbal oleh biosorben kulit 
buah aren dalam limbah cair tekstil. 
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Abstract 

This study aims to determine how Erich Fromm's views on love, as well as to see 
the position of love in the whole building of Erich Fromm's Humanistic Ethics, 
especially in the social life of modern society today. The research method used to 
achieve these goals is literature study. Erich Fromm has a unique view of love. 
Love according to Erich Fromm is art. The art of love is manifested in active 
actions and is fully recognized by humans as subjects. Erich Fromm's view is his 
criticism of society who misunderstands love. This misunderstanding causes love to 
fail to become a way out of human alienation. People during Erich Fromm's time 
practiced love passively, namely positioning themselves and others as objects of 
love. More or less the same thing is still experienced by modern society today. In 
his ethics, Erich Fromm is of the view that humans must go through a harmonious 
individuation process so that they can achieve a productive character. This 
productive human character is capable of being the real subject or actor in the act 
of thinking, working, and loving. In modern times, the use of the internet in all sides 
of people's lives creates both convenience and difficulty for humans to become 
productive individuals so that they can become artists of love. 


Keywords: love; humanistic ethic; alienation; individualization; productive character 


Abstrak 
Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana pandangan Erich Fromm 
mengenai cinta, serta untuk melihat posisi cinta dalam bangunan utuh Etika 
Humanistik Erich Fromm khususnya dalam kehidupan sosial masyarakat modern 
masa kini. Metode penelitian yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut 
adalah studi pustaka. Erich Fromm memiliki pandangan yang unik mengenai cinta. 
Cinta menurut Erich Fromm adalah seni. Seni mencinta terwujud dalam tindakan 
aktif dan disadari secara penuh oleh manusia sebagai subyek. Pandangan Erich 
Fromm ini adalah kritiknya pada masyarakat yang salah memaknai cinta. 
Kesalahpahaman ini menyebabkan cinta gagal menjadi jalan keluar dari 
keterasingan manusia. Masyarakat pada masa Erich Fromm justru mempraktikkan 
cinta secara pasif yaitu memposisikan diri sendiri dan orang lain sebagai obyek 
cinta. Hal yang kurang lebih sama masih dialami oleh masyarakat modern masa 
kini. Dalam etikanya, Erich Fromm berpandangan bahwa manusia haruslah melalui 
proses individuasi dengan harmonis sehingga dapat mencapai karakter produktif. 
Karakter manusia yang produktif inilah yang mampu menjadi subyek atau aktor 
yang sesungguhnya dalam tindakan berpikir, bekerja, serta mencinta. Pada masa 
modern kini, pemanfaatan internet di semua sisi kehidupan masyarakat 
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menciptakan kemudahan sekaligus kesulitan bagi manusia untuk menjadi pribadi 
yang produktif sehingga mampu menjadi seniman cinta. 


Kata Kunci: cinta; etika humanistic; keterasingan individuasi; karakter produktif 


Pendahuluan 

Erich Fromm adalah seorang pemikir yang banyak menerima pengaruh dari dua 
pemikir besar sebelumnya, yaitu Sigmund Freud dan Karl Marx (Fromm, 2017a) 
(Durkin, 2014), (Friedman & Friedman, 2013). Pada tahun 1956 Fromm menerbitkan 
buku yang berjudul The Art of Loving untuk pertama kali. Buku ini ditulis dengan latar 
belakang sesudah perang dunia kedua sekaligus periode awal revolusi industri ketiga. 
Dilema dalam hubungan sosial antar manusia yang terjadi pada masa itu menjadi pusat 
perhatian Fromm dalam buku ini. Fromm berusaha menjelaskan masalah-masalah 
dalam hubungan sosial yang disebabkan oleh kesalahan dalam memaknai cinta. Alih - 
alih damai dan membawa kebahagiaan, hal yang dianggap sebagai cinta oleh 
masyarakat pada masa itu justru seringkali mengarah pada kekecewaan dan kegagalan 
dalam hubungan. Fromm meyakini bahwa struktur sosial kapitalis turut 
melatarbelakangi kesalahpahaman ini. Terrdapat tiga kesalahanpahaman umum 
mengenai cinta yang dilakukan masyarakat, sebagai berikut (Fromm, 1956): (a.) 
Manusia berusaha menjadi yang dicintai, manusia berusaha membuat dirinya 
sedemikian rupa sehingga menjadi yang layak dicintai oleh manusia lain. Fokus 
manusia adalah how to be loveable? Hal ini adalah salah kaprah menurut Fromm. 
Manusia sebagai subyek cinta semestinya bertindak aktif mencintai, bukan 
memposisikan diri sebagai yang pasif dicintai. (b.) Manusia berpikir bahwa masalah 
cinta adalah masalah mengenai obyek cinta, melanjutkan dari poin pertama, manusia 
berpikir bahwa akar dari masalah cinta adalah pada obyek cinta. Sedangkan bagi 
Fromm, masalahnya adalah bagaimana menjadi seorang yang ahli dalam hal mencintai. 
Manusia berpikir bahwa cinta atau mencintai adalah hal yang sederhana. Hal yang sulit 
dalam cinta adalah menemukan obyek yang tepat untuk dicintai. (c.) Kesalahan dalam 
penggunaan istilah “jatuh cinta”, Fromm sangat menentang istilah jatuh cinta. Daripada 
menggunakan istilah falling in love, Fromm lebih menyarankan istilah standing in love. 
Istilah jatuh cinta merujuk pada situasi dimana dua manusia sama-sama meruntuhkan 
tembok keterasingan, menjadi semakin intim satu sama lain, merasakan kegembiraan 
yang luar biasa, dan menjadi sangat antusias dalam menjalani hidup. Hal tersebut 
menurut Fromm adalah alamiah dan tidak bertahan lama. Namun, segera ketika kedua 
manusia itu makin saling mengenal, keintiman diantara mereka mulai hilang, nampak 
sifat buruk masing-masing, timbul kekecewaan, kebosanan, hingga kemudian 
membunuh semua sisa-sisa kegembiraan dari periode awal jatuh cinta. 

Fromm menjelaskan bahwa jatuh cinta merujuk pada tindakan pasif, dimana 
manusia didorong oleh gairah yang tidak ia sadari. Ia tidak bertindak sebagai subyek 
atau aktor yang sesungguhnya. Ia memposisikan diri sebagai obyek sehingga tidak 
bertindak bebas dan rasional. Sedangkan standing in love, atau berdiri teguh dalam 
cinta, adalah tindakan aktif. Cinta menurut Fromm hanya dapat dipraktikkan dalam 
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kebebasan. Manusia semestinya bertindak sebagai subyek atau aktor yang sesunguhnya 
ketika mencinta. 

Bagi Fromm cinta semestinya dimaknai sebagai seni. Selayaknya seniman tidak 
akan menjadi ahli dengan begitu saja, seorang seniman cinta juga semestinya 
mempelajari dan mempraktekan seni mencinta hingga menjadi ahli. Menganggap cinta 
sebagai hal sehari-sehari telah mendorong masyarakat pada zaman Fromm jatuh dalam 
kesalahpahaman dalam memaknainya. Hal ini menarik untuk ditelisik lebih dalam, 
apakah kondisi yang kurang lebih sama masih dialami oleh masyarakat modern masa 
kini yang hidup dalam era internet. 

Terdapat dua hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Hipotesis pertama 
adalah bahwa pandangan Erich Fromm mengenai cinta tetap relevan bagi masyarakat 
modern masa kini yang hidup di era internet. Serta juga bahwa masyarkat masa kini 
masih mengalami kesalahpahaman dalam memaknai cinta sehingga juga gagal 
melampaui keterasingannya melalui hubungan cinta. Hipotesis yang kedua adalah 
bahwa cinta sebagai bagian penting dan tak terpisahkan dari bangunan utuh Etika 
Humanistik Erich Fromm. Relasi sosial merupakan ciri kemanusiaan sehingga cinta 
akan selalu menjadi hal esensi bagi kehidupan manusia. Oleh karenanya, penting untuk 
mengkaji pandangan Erich Fromm tentang cinta sebagai bagian dari Etika Humanistik. 

Menurut (Fuchs, 2020) menulis sebuah penelitian yang menarik, berjudul Erich 
Fromm and the Critical Theory of Communication. Dalam penelitian ini Fuchs 
mengupas peran komunikasi menurut pandangan Erich Fromm dalam kehidupan 
masyarakat modern masa kini. Komunikasi merupakan bagian penting dalam relasi 
sosial. Namun, dalam penelitiannya ini Fuchs tidak membahas mengenai seni mencinta 
yang sebenarnya ditekankan oleh Fromm. Bagi Fromm, manusia terhubung dengan 
dirinya sendiri, lingkungan sosial, dan dunianya sebagai seniman cinta. Oleh karena itu, 
sesuai dengan hipotesis yang diajukan, penelitian ini bertujuan ini melihat pandangan 
Erich Fromm mengenai hakekat cinta dan posisinya dalam bangunan utuh etika 
humanistic yang tak lepas dalam kehidupan sosial masyarakat modern masa kini. 


Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Guna mendalami 
pemikiran Erich Fromm tentang cinta dan etika humanistik, beberapa buku yang 
dijadikan acuan adalah The Art of Loving, Escape from Freedom, Fear of Freedom, 
Man for Himself, dan Sane Society. Selanjutnya untuk mengkaji relevansi pemikiran 
Erich Fromm dengan kehidupan manusia modern masa kini, buku yang dijadikan acuan 
adalah Digital Sosiology karya Deborah Lubton serta beberapa jurnal penunjang. 


Hasil dan Pembahasan 
1. Keterasingan 
Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa menjadi seniman cinta tidak jadi 
dengan begitu saja. Proses menjadi seniman cinta terjadi dalam proses individuasi 
yang terjadi sepanjang hidup manusia. Individuasi diawali dengan sebuah tragedi. 
Fromm menjelaskan bahwa awal tragedi ini adalah ketika seorang anak mulai 
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menyadari bahwa dirinya adalah individu yang tidak satu dengan ibunya. Ia mulai 
sadar mengenai konsep tentang aku dan orang lain. Ia sadar bahwa ia sendirian, ia 
adalah individu yang berbeda dan terpisah dari ibu dan dunia. Ia berada di tengah 
dunia, tetapi tidak satu dengan dunia. Ia mengalami keterasingan. Asing dengan 
dirinya sendiri, dan tentu saja dengan dunia. 

Keterasingan ini membuat manusia merasa kosong, sendirian, dan tak berdaya 
(Erich, 1969). Inilah kenapa manusia seringkali merasa sepi padahal berada di tengah 
padatnya aktivitas atau keramaian sosial. Ia tidak mampu menyatu dengan dunia di 
sekitarnya. Inti dirinya tidak terhubung dengan inti dari fenomena di hadapannya. 
Dalam cinta, ketidakmampuan meruntuhkan dinding keterasingan dan menjalin relasi 
inti diri ke inti diri pasangan menyebabkan kedua belah pihak masih tetap asing satu 
sama lain. Fromm berpendapat, bahwa hal inilah yang menjadi penyebab gagalnya 
hubungan cinta. Seorang mengakhiri hubungannya, mencari orang yang baru guna 
mendapatkan ilusi penyatuan seperti saat periode awal jatuh cinta. 

Dalam buku Escape from (Erich, 1969), Fromm menjelaskan bahwa 
individuasi terdiri dari dua aspek yang harus harmonis satu sama lainnya. Aspek 
yang pertama adalah pertumbuhan kesendirian, sedang aspek yang kedua adalah 
pertumbuhan kekuatan diri. Keharmonisan antara kedua aspek ini akan membentuk 
karakter manusia yang produktif. Manusia produktif mampu merespon dunia tanpa 
kehilangan integritasnya. Ia mampu membangun hubungan baru dengan dirinya 
sendiri dan dunia untuk menggantikan hubungan keberakaran dengan ibunya yang 
tidak mungkin kembali (karena manusia tidak mungkin kembali ke rahim ibunya). Ia 
menyanggupi kebebasan dengan menjadi aktor sesungguhnya dari kehidupannya 
(Funk, 2000). Ia mampu menjadi manusia produkif yang berpikir, bekerja, dan 
mencinta. 

Kondisi sebaliknya dari individuasi yang tidak berjalan harmonis adalah lari 
dari kebebasan. Ketika proses individuasi berjalan timpang, dimana salah satu aspek 
lebih dominan dari yang lain, manusia menjadi tidak produktif. Ia lari dari kebebasan 
untuk menjadi dirinya sendiri dan kehilangan integritasnya. Fromm menggambarkan 
setidaknya terdapat empat orientasi karakter manusia tidak produktif, sebagai berikut 
(Fromm, 2021), (Erich, 1969): 

a. Orientasi Penerima 
Manusia dengan orientasi penerima tidak pernah berpikir dapat 
menghasilkan sesuatu dari dirinya sendiri, termasuk dalam hal afeksi seperti cinta. 
Ketika ia membutuhkan sesuatu, yang terpikir olehnya untuk memenuhi 
kebutuhannya adalah dengan menerimanya dari orang lain. Ia menyerahkan 
kebebasannya untuk menjadi individu dengan berusaha menyatu dengan orang 
lain yang akan memenuhi kebetuhannya. Dalam hal seperti nasihat dan 
pengambilan keputusan pun, ia hanya bertindak sebagai penerima. 
b. Orientasi Eksploitatif 
Orientasi ini lebih agresif dari orientasi penerima. Jika orientasi penerima 
mengharap untuk menerima segala sesuatu dari luar dirinya sebagai hadiah, 
seorang eksplotatif berusaha untuk mengambil milik orang lain. Mungkin bagi 
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orientasi eksploitatif untuk bertindak dengan kekuatan, bahkan manipulasi dan 
kelicikan. Pada dasarnya ia juga lari dari kebebasan karena bergantung pada orang 
yang ia eksploitasi. Ia menjadi bukan apa-apa tanpa orang yang ia eksploitasi. 
c. Orientasi Penimbun 

Berbeda dengan orientasi penerima dan eksploitatif yang berusaha menyatu 
dengan pihak lain, orientasi penimbun berusaha untuk menghancurkannya. Ia 
telah merasa putus asa karena keterasingannya. Dunia terasa sebagai ancaman dan 
ia sendirian. Ia juga berpikir bahwa tidak ada baru di bawah matahari, maka ia 
menganut prinsip putting it, keeping it. Hal-hal yang dihasilkan oleh diri manusia 
seperti relasi dan cinta adalah tidak masuk akal baginya. Dalam hubungan cinta, 
orientasi penimbunnya terwujud dalam bentuk keposesifan. Ia mengharap 
menerima cinta orang lain dari tindakan posesifnya tersebut. 

d. Orientasi Pemasar 

Orientasi pemasar adalah orientasi yang mendominasi masyarakat pada 
zaman Fromm. Manusia dengan orientasi pemasar kehilangan keindividualannya 
untuk mendapatkan penerimaan dari lingkungannya. Fromm menggambarkan 
masyarakatnya menganut pemikiran I am as you desire me. Orang-orang 
mendandani dirinya sedemikian rupa sehingga laku di “pasar” masyarakat. Laku 
berarti diterima dalam hubungan cinta, pekerjaan, komunitas, atau lingkungan 
yang luas. Manusia terjebak dalam ilusi penyatuan, padahal yang terjadi adalah 
justru terasing dari dirinya sendiri, lari dari kebebasan menjadi individu. 

Mengenai keempat orientasi tidak produktif ini, Fromm mengatakan bahwa 
seorang mungkin memiliki ciri lebih dari satu orientasi. Dengan kata lain, 
orientasi ini dapat berbaur dalam diri manusia, namun mungkin salah satunya 
mendominasi (Fromm, 2002b). Dalam etika humanistiknya, Fromm mengusulkan 
jawaban untuk keterasingan, yaitu menjadi pribadi dengan karakter produktif, 
dimana cinta memiliki peranan penting di dalamnya. 

2. Karakter Produktif 

Kebalikan dari keempat orientasi tidak produktif, adalah karakter produktif. 
Karakter ini adalah yang diusulkan oleh Fromm sebagai wujud dari Etika 
Humanistiknya. Seorang dengan karakter produktif berelasi dengan dunia di luar 
dirinya secara simultan. Ia melihat fenomena sebagai mana adanya, membawanya 
masuk ke batinnya, kemudian diperkaya dengan kekuatan mentalnya sendiri 
(Fromm, 2017b). Inilah sebabnya ia disebut berkarakter produktif karena dirinya 
mampu menghasilkan sesuatu dari dirinya sendiri. Ciri kemanusiannya ada pada 
hasil produksinya tersebut. Fromm menyebutkan bahwa karakter produktif terwujud 
nyata dalam berpikir yang produktif serta cinta yang produktif. 

Ketika seorang mampu berpikir produktif, maka akal melibatkan dimensi 
kedalaman yang mampu meraih esensi dari fenomena dan memprosesnya. Akal 
bukan bertujuan untuk melakukan tindakan segera, melainkan untuk memahami, 
menangkap fenomena, membangun relasi dengan fenomena dengan memahaminya. 
Akal mampu melakukan penetrasi, mengungkap esensi, hubungan yang tersembunyi 
dan makna yang lebih dalam (Fromm, 2017b). Orang tersebut akan mampu 
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menghubungkan inti dirinya dengan inti fenomena yang dihadapannya. Inti dirinya 
sungguh-sungguh hadir dalam kegiatan berpikirnya tersebut. 

Fromm mengaitkan kemampuan berpikir produktif dengan aktifitas bekerja. 
Kerja adalah kegiatan khas manusia (Suseno, 2018). Melalui kerja, manusia berelasi 
dengan dunia di hadapannya. Sebagai contoh, seorang yang mampu menghasilkan 
karya tulis. Dalam prosesnya ia melakukan observasi terhadap fenomema di 
hadapannya, membawanya masuk batinnya, diperkaya dengan kekuatan mentalnya 
sendiri, kemudian dituangkan dalam tulisan. Ada dirinya yang hadir dalam karyanya. 

Sedangkan cinta yang produktif adalah cinta yang mampu meruntuhkan 
dinding keterasingan dan menautkan inti seorang dengan orang yang dicintainya. 
Orang dengan karakter produktif mampu berpikir, bekerja, dan mencinta dengan 
produktif. Ketiganya tak terpisahkan satu sama lain dalam bangunan utuh Etika 
Humanistik Erich Fromm. Melalui kemampuan berpikir dan bekerja produktif, 
seorang membangun hubungan keberakaran baru dengan dunia. Ia juga berakar 
dengan lingkungan sosialnya melalui cinta yang produktif. Hubungan keberakaran 
yang baru inilah yang mampu menggantikan hubungan keberakaran dengan ibu yang 
tak mungkin kembali. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah hakekat cinta itu? 
Bagaimana manusia dapat mencintai dengan produktif? 

3. Hakekat Cinta 

Seni mencinta terwujud dalam tindakan memberi. Memberi dalam praktik seni 
mencinta bukanlah berupa memberikan barang atau materi. Seorang yang mencinta 
memberi dirinya sendiri, yaitu yang paling berharga yang ia miliki. Namun sekaligus 
juga tak berarti bahwa orang tersebut mengorbankan diri dan hidupnya bagi orang 
lain. Fromm sangat menekankan bahwa tidak ada pengorbanan dalam mencinta. 
Memberi dalam praktik seni mencinta adalah tindakan yang bebas dan sukarela. 
Seorang yang mencinta memberikan kesenangan, minat, pengertian, kesukannya, 
pengetahuannya, humornya, kesedihannya (semua manifestasi dari apa yang hidup 
dalam dirinya) bagi orang yang dicintainya (Fromm, 1956). Tindakan memberi 
dalam seni mencinta memuat didalamnya empat aspek yang tak terpisahkan satu 
sama lain, sebagai berikut (Fromm, 1956): 

a) Kepedulian 
Cinta terwujud dalam tindakan peduli pada kehidupan dan pertumbuhan 
orang yang dicintai. Ketidakpedulian, bagi Fromm, adalah ketiadaan cinta. 
Namun aspek kepedulian ini tidak terpisahkan juga dengan aspek berikutnya, 
yaitu tanggung jawab. 
b) Tanggung jawab 
Seorang yang mencintai, akan bertanggung jawab atas orang yang 
dicintainya. Makna tanggung jawab dalam cinta yang dimaksud oleh Fromm 
bukanlah sesuatu yang ditimpakan dari luar diri seseorang. Bagi Fromm, tanggung 
jawab adalah tindakan sukarela dan respon terhadap kebutuhan orang yang 
dicintainya. Aspek tanggung jawab ini juga berkaitan erat dengan aspek 
berikutnya, yaitu rasa hormat. 
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Rasa hormat 

Kepedulian dan tanggung jawab, rentan menjadi dominasi atau sebaliknya 
menjadi ketergantungan tanpa adanya rasa hormat. Rasa hormat membuat seorang 
mampu melihat dan memperlakukan orang lain sebagaimana orang tersebut 
dengan segala keunikan individualnya. Rasa hormat berarti mendukung atau 
membuka kesempatan bagi orang lain untuk tumbuh terbuka sebagai dirinya 
sendiri. Demikian rasa hormat lah yang membuat para subyek cinta mungkin 
untuk mencintai tanpa kehilangan integritasnya. Saling mencintai, bagi Fromm, 
adalah sebuah paradoks yaitu ketika dua orang menjadi satu tetapi tetap dua. 
Pengetahuan 

Kepedulian, tanggung jawab, dan rasa hormat menjadi buta tanpa adanya 
pengetahuan. Pengetahuan tentang orang yang dicintai membuat seorang dapat 
memberikan respon yang tepat. Misalnya, memahami apa yang dikuatirkan atau 
apa yang disukai oleh orang dicintai. 

Selain berkaitan dengan pengetahuan pribadi tentang orang yang dicintai, 
pengetahuan sebagai aspek cinta juga merujuk pada pengetahuan akan “rahasia 
manusia”, yaitu bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar untuk menyatu. 
Manusia memiliki kebutuhan keberakaran (Fromm, 2002), (Funk, 2019) untuk 
mengatasi keterasingannya. 

Lebih dekat dengan Erich Fromm melalui bukunya yang berjudul Man for 
Himself 2002, ia menawarkan etika humanistik yang tergolong unik. Cinta, 
sebagai bagian yang tidak terlepaskan dari berpikir dan bekerja, adalah wujud 
praktis dari Etika Humanistik Erich Fromm yang harus dihidupi sebagai seni. 
Cinta bukan dipandang sebagai kewajiban bertindak etis, atau yang harus 
dilakukan karena sebaiknya demikian, melainkan sebagai ekspresi kapasitas diri. 
Seumpama pelukis yang mengekspresikan dirinya dalam lukisan, seniman cinta 
juga mengkspresikan kekuatan dirinya dengan cinta dalam kesehariannya. Tidak 
memberi bagi seorang seniman cinta adalah menyakitkan. 


4. Pemikiran Erich Fromm untuk Manusia Modern Masa Kini 


Manusia modern masa kini hidup dalam kondisi dimana jaringan internet ada 


untuk semua aspek kehidupan. Terkini, pandemi COVID19 bahkan telah mendorong 
dunia kerja dan pendidikan sebisa mungkin beroperasi melalui virtual dalam jaringan 
internet. Berikut ini adalah beberapa hal yang berkembang pada konteks hubungan 


cinta di era internet masa kini (Lupton, 2014): 


a. 


1200 


Pola keintiman baru 

Jika sebelumnya keintiman identik dengan kedekatan fisik, pada era internet 
telah berkembang pola keintiman yang baru. Pola keintiman baru ini terbentuk 
dari banyaknya informasi yang dibagikan di internet, antara lain dapat berupa: 
letak geografis, tulisan personal, update status, musik kesukaan, dan sebagainya. 
Pengetahuan yang bersifat cukup pribadi ini mampu menciptakan perasaan dekat 
meski tanpa kedekatan fisik. Hal ini dapat dikaitkan dengan pengetahuan adalah 
salah satu aspek cinta yang diutarakan oleh Fromm. 
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Tak hanya melalui informasi yang dibagikan, keintiman baru juga terbentuk 
melalui interaksi di internet, misalnya dengan saling merespon unggahan dan 
berkirim pesan. Seorang manusia, melalui diri digitalnya berinteraksi dengan diri 
digital orang lain. Lupton bahkan menegaskan bahwa pada masa kini diri digital 
manusia di dunia maya atau internet, sama nyatanya dengan diri manusia di dunia 
nyata. (Cupchik, 2011) menyatakan sebuah kutipan menarik berkaitan dengan 
interaksi diri digital manusia, yaitu I am responded to, therefore I am. 
Menurutnya, kutipan ini lebih dapat menggambarkan kehidupan manusia modern 
masa kini dibanding cogito ergo sum yang diusung oleh Descartes. 

b. Promosi diri 

Bagaimana manusia saling memberikan respon di internet tidak hanya 
berkaitan dengan bentuk keintiman baru. Hal ini juga berkaitan dengan upaya 
promosi diri. Pada dasarnya “pasar” yang digambarkan Fromm nyata pada 
masyarakat zamannya, telah menjadi semakin modern dengan adanya internet di 
masa kini. Manusia masa kini berusaha mempromosikan dirinya hingga terlihat 
semenarik mungkin, tidak hanya pada diri nyatanya tetapi juga diri digitalnya. 
Manusia berusaha mendapatkan penerimaan sosial melalui apa yang ia bagikan 
serta bagaimana ia berinteraksi di internet. 

c. Validasi sosial 

Penerimaan respon atau reaksi dari orang lain di internet adalah bentuk 
validasi sosial terkini. Validasi sosial berkaitan dengan pembentukan harga diri. 
Kebutuhan akan validasi sosial pada manusia modern masa kini pada dasarnya 
menunjukkan bahwa situasi masyarakat masih kurang lebih sama dibandingkan 
dengan masyarakat pada zaman Fromm. Tak terbatas pada respon dan reaksi, 
(Lupton, 2014) bahkan mengatakan bahwa kesediaan seorang untuk melihat 
unggahan adalah penghargaan bagi pengunggah, sedangkan ketidaksediaan untuk 
melihat, merespon, atau bereaksi dirasa sebagai hukuman. 

Relasi sosial yang terjalin melalui internet kebanyakan adalah kelanjutan dari 
relasi di dunia nyata (Butler & Matook, 2015) Dikotomi antara diri nyata manusia 
dan diri digitalnya juga sudah tidak dapat dipisahkan (Cover, 2016). Meskipun profil 
diri digital (misalnya pada media sosial) memungkinkan seorang berbagai informasi 
yang sangat kompleks (Lupton, 2014), namun tetap saja semua itu hanyalah sebagian 
dari diri seseorang. Bagaimana seorang hanya menampilkan sebagian dirinya pada 
diri digitalnya adalah sama saat ia juga hanya menampilkan sebagian dirinya pada 
dirinya nyatanya di luar internet (Cupchik, 2011). Hal ini juga didukung oleh (Fuchs, 
2007) yang mengakatan bahwa kita menemui banyak persona orang lain ketika 
menjalin komunikasi virtual melalui internet. Fromm sendiri pada dasarnya tidak 
menentang perkembangan teknologi. Komputer telah cukup berkembang pada zaman 
Fromm dan ia menyerukan kritiknya mengenai teknologi yang humanis. Teknologi 
yang humanis menurut Fromm adalah yang dapat berperan merangsang pertumbuhan 
kemanusiaan manusia, alih-alih justru melumpuhkannya (Fromm, 2010). Oleh 
karena itu dapat dikatakan bahwa hadirnya internet menjadi tantangan tambahan bagi 


Syntax Idea, Vol. 3, No. 5, Mei 2021 1201 


Hakekat Cinta dan Perannya bagi Etika Humanistik Erich Fromm 


kehidupan sosial manusia, meski manfaat yang dirasakan secara praktis juga tak 
terbantahkan. 

Situasi masyarakat modern masa kini yang masih melakukan praktik transaksi 
sosial nampak kurang lebih sama dengan masyarakat zaman Fromm. Manusia masa 
kini bertansaksi untuk memasarkan dirinya dengan lebih modern jaringan internet. 
Kebutuhan nyata akan validasi sosial dalam bentuk yang modern menjadi bukti nyata 
adanya transaksi. Demi mendapatkan pemerimaan masyarakat berupa keterlihatan 
maupun respon dan reaksi, seorang rela menjadi apa yang diinginkan oleh 
masyarakat. Hal ini menggambarkan orientasi pemasar yang menganut prinsip I am 
as you desire me (Fromm, 2002b). 


Kesimpulan 

Relasi sosial tanpa integritas ini menjadi tanda nyata bahwa cinta masih 
disalahpahami. Manusia merelakan integritasnya untuk ilusi penyatuan, yaitu 
penerimaan dari masyarakat atau orang yang dicintainya secara khusus. Maka, apa yang 
dianggap cinta oleh masyarakat masa kini masih gagal menjadi jalan keluar dari 
keterasingan. Manusia berpikir bahwa penerimaan yang dia terima artinya ia dicintai, 
sedangkan hakekat cinta yang sesungguhnya tidak demikian. Inilah sebabnya manusia 
masih merasakan kesendirian atau kekosongan meski mungkin berinterasi erat dengan 
masyarakat atau orang yang dicintainya. Apa yang dianggap cinta masih gagal 
meruntuhkan tembok keterasingan, maka gagal pula membangun hubungan keberakaran 
yang baru. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hipotesis pertama dapat 
diterima. 

Hipotesis yang kedua adalah mengenai peranan cinta dalam bangunan utuh Etika 
Humanistik Erich Fromm. Dalam etika humanistiknya, Fromm mengusulkan 
pandangannya untuk menjawab kondisi keterasingan yang dialami oleh manusia. 
Dengan menjadi pribadi dengan karakter produktif manusia akan mampu membangun 
hubungan baru dengan dunia. Ia akan mampu menghubungkan inti dirinya dengan inti 
dari fenomena dunia yang ada di hadapannya. Secara praktis, misalnya dalam pekerjaan, 
seorang dengan pribadi produktif akan menjadi aktor yang sesungguhnya dari setiap 
tindakannya. Ia benar-benar hadir dalam apa yang ia kerjakan. Setiap hasil pekerjaanya 
adalah ekspresi dari kapasitas dirinya, bukan sekedar beban kerja yang ditimpakan oleh 
pihak lain, misalnya atasan, kepadanya. Dengan demikian manusia terhubung secara 
simultan dengan dunia. Manusia terhubung dengan dunia melalui kerjanya. Aktivitas 
kerja adalah sarana manusia menciptakan dirinya sendiri (Fromm, 2004), (Suseno, 
2018). Dengan kata lain, hasil produksi utama dari karakter produktif adalah dirinya 
sendiri. 

Kemudian yang perlu dipahami selanjutnya adalah bahwa manusia tidak bekerja 
sendiri. Meksipun hasil kerja setiap manusia semestinya menunjukkan ciri khas 
kemanusiaannya masing-masing, manusia saling membutuhkan hasil kerja satu sama 
lain. Hal ini menunjukkan bahwa manusia pada hakikatnya bersifat sosial meskipun 
hasil kerja masing - masing manusia menunjukkan keindividualannya (Suseno, 2018). 
Selain dalam hal kerja, (Funk, 2019) juga menekankan pandangan Fromm bahwa 
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manusia membutuhkan sosialnya untuk memenuhi kebutuhan akan keberakaran dan 
identitas. Kenyataan tak terelakkan untuk menjalin relasi sosial membuat cinta akan 
selalu menjadi hal yang esensi dalam kehidupan manusia, lebih dalam dari sekedar 
terjalinnya komunikasi. Cinta menjadi tak terpisahkan dengan berpikir dan bekerja 
produktif dalam bangunan untuh Etika Humanistik Erich Fromm. Dengan demikian, 
hipotesis kedua dapat terima. 


BIBLIOGRAFI 


Butler, Brian S., & Matook, Sabine. (2015). Social media and relationships. The 
International Encyclopedia of Digital Communication and Society, 1-12. Google 
Scholar 


Cover, Rob. (2016). Digital Identities, Creating and Communicating on Online Self. 
Retrieved from Elsevier Inc. Google Scholar 


Cupchik, Gerald C. (2011). The digitized self in the Internet age. Psychology of 
Aesthetics, Creativity, and the Arts, 5(4), 318. Google Scholar 


Durkin, Kieran. (2014). The radical humanism of Erich Fromm. Springer. 
Erich, Fromm. (1969). Escape fro Freedom. New York: Avon Books. Google Scholar 


Friedman, Lawrence J., & Friedman, Lawrence. (2013). The Lives of Erich Fromm. 
Columbia University Press. Google Scholar 


Fromm, Erich. (2002a). The Sane Society. London: Routledge. Google Scholar 


Fromm, Erich. (2017a.). Beyond the Chains of Illusion, My Encounter with Marx and 
Freud. London & New York: Bloomsbury Academic. 


Fromm, Erich. (1956). The Art of Loving, Harper & Row. Inc, New York. Google 
Scholar 


Fromm, Erich. (2002b). Man for Himself London. Routledge and Kegan Paul. Google 
Scholar 


Fromm, Erich. (2004). Marx’s Concept of Man. London and New York: Continuum. 


Fromm, Erich. (2010). The Revolution of Hope. Toward a Humanized Technology. 
American Mental Health Foundation Books: Riverdale. 


Fuchs, Christian. (2007). Internet and society: Social theory in the information age. 
Routledge. Google Scholar 


Fuchs, Christian. (2020). Erich Fromm and the Critical Theory of Communication. 
Humanity & Society, 44(3), 298-325. Google Scholar 


Syntax Idea, Vol. 3, No. 5, Mei 2021 1203 


Hakekat Cinta dan Perannya bagi Etika Humanistik Erich Fromm 


Funk, Rainer. (2000). Erich Fromm: His Life and Ideas, An Illustrated Biography. A&C 
Black. Google Scholar 


Funk, Rainer. (2019). Erich Fromm: bringing psychoanalysis and sociology together. 
Google Scholar 


Lupton, Deborah. (2014). Digital Sociology. London: Routledge. 


Suseno, Franz Magnis. (2018). Pemikiran Karl Marx: dari Sosialisme Utopis ke 
Perselisihan Revisionisme. Jakarta: Kompas Gramedia. 


Copyright holder: 
Sonia Visita Here (2021) 


First publication right: 
Journal Syntax Idea 


This article is licensed under: 


1204 Syntax Idea, Vol. 3, No. 5, Mei 2021 


Syntax Idea: p-ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X 
Vol. 3, No. 5, Mei 2021 





EVALUASI PROGRAM BLT DANA DESA SEBAGAI JARING PENGAMAN 
SOSIAL DI DESA KEMLAGI, KABUPATEN MOJOKERTO 


Sri Wibawani, Felixtha Hernanda, Rayhan Gunadewa Kusuma dan Fanny 
Andrianto Irawan 
Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur, Indonesia 
Email: sri wibawani.adneg @upn.jatim.ac.id, hernandafelixtha@ gmail.com, 
rayhangk13 @ gmail.com dan fannyandrianto17 @ gmail.com 


Abstract 

The purpose of this study was to determine the evaluation of the Village Fund Direct 
Cash Assistance (BLT) distribution program as a Social Safety Net in Kemlagi 
Village, Mojokerto Regency. In this study, the authors used qualitative research 
methods. Qualitative research methods. The qualitative research method is a 
research method that has become a scientific tradition as a research method in the 
fields of socio-cultural sciences, psychology, and education. The data analysis 
technique in this research is a qualitative descriptive analysis technique, the 
evaluation of the BLT-Village Fund Program has lightened the burden on the 
community, therefore The effectiveness criteria in Dunn's evaluation theory have 
achieved the expected goals, Efficiency The action of the village government in order 
to achieve the goal is to allocate a budget from the central government to the local 
government which is then channeled to the village fund. 


Keywords: policy; direct cash assistance (blt); policy evalution 


Abstrak 


Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi program penyaluran 
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagai Jaring Pengaman Sosial di 
Desa Kemlagi Kabupaten Mojokerto. Pada penelitian ini, penulis menggunakan 
metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian 
yang sudah menjadi tradisi ilmiah sebagai metode penelitian bidang ilmu sosial 
budaya, psikologi, dan Pendidikan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah 
teknik analisis deskriptif kualitatif, Evaluasi Program BLT-Dana Desa sudah 
meringankan beban masyarakat, maka dari itu kriteria efektivitas dalam teori 
evaluasi milik Dunn sudah mencapai tujuan yang diharapkan, Efisiensi Tindakan 
pemerintah desa agar mencapai tujuan adalah dengan mengalokasikan anggaran 
dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang kemudian disalurkan ke dana 
desa. 


Kata Kunci: kebijakan; bantuan tunai langsung; evaluasi kebijakan publik 


Pendahuluan 

Covid-19 sejak ditemukan menyebar secara luas hingga mengakibatkan pandemi 
global yang berlangsung sampai saat ini. Hingga pada bulan Maret 2020 virus ini 
pertama kali menyebar di Indonesia dan meneyebabkan turunnya roda perekonomian di 
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Indonesia karena meningkatnya pengangguran yang disebabkan banyaknya karyawan 
yang di melakukan Pemutusan Hubungan massal dari perusahaan (Amri, 2020). Salah 
satu langkah yang diambil oleh beberapa perusahaan di Indonesia yaitu harus 
melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada para karyawan yang bekerja di 
perusahaan tersebut. beberapa perusahaan yang memutus hubungan kerja di masa 
pandemi Covid-19 ini seringkali menggunakan alasan force majeure, atau perusahaan 
terbilang mengalami penurunan atau kerugian selama pademi ini (Juaningsih, 2020). 
Maka dari itu pemerintah harus dengan sigap membuat kebijakan-kebijakan untuk 
mengatasi dampak dari pandemi ini, salah satu kebijakannya adalah BLT DD (Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa). Diharapkan dengan adanya progam BLT-DD ini dapat 
cukup membantu masyarakat yang terdampak karena pandemi Covid-19, terutama 
karyawan atau buruh yang di PHK oleh perusahaan mereka yang notabenya tidak 
mampu membeli kebutuhan rumah tangga yang layak dan meningkatkan taraf ekonomi 
keluarga agar dapat bertahan hidup selama andemi ini dan juga diharapkan mampu 
memberi layanan sosial kepada semua warga desa yang membutuhkan. 

Pemerintah dalam melaksanakan program ini harus tepat sasaran dan harus peka 
terhadap berbagai permasalahan serta kebutuhan masyarakat, bersifat terbuka sehingga 
dengan mudah dapat ditinjau dan diketahui oleh berbagai pihak, termasuk oleh warga 
masyarakat. Dari beberapa permasalahan tersebut pemerintah memutuskan untuk 
menerapkan kembali kebijakan BLT-DD (Nasdian, 2014). 

Dikeluarkannya kebijakan pemerintah pusat yang kemudian diturunkan kepada 
pemerintah daerah sebagai wilayah siaga covid-19, memiliki tugas membagikan 
penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya covid-19 dan mempersiapkan dana 
talangan sosial untuk warga. Tetapi terjadi ketidakjelasan dana yang wajib dikeluarkan 
untuk pengaman sosial ini seperti dana desa yang dapat digunakan buat Bantuan 
Langsung Tunai (BLT) namun yang membuat bimbang merupakan pada kriteria BLT 
dimana dalam poin 1 terdapat kriteria miskin namun bukan sebab akibat covid-19, serta 
pada poin ke 7 terdapat yang tidak boleh menerima dorongan BLT dari dana desa ialah 
yang menerima bantuan dari pemerintah kabupaten, provinsi serta pusat, dan lainnya. 
Kalimat dan lainnya ini mempunyai makna rancu serta tidak tegas (Mufida, 2020). 

BLT-DD dalah bantuan uang kepada keluarga miskin di desa yang bersumber dari 
Dana Desa untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19 yang merupakan JPS bagi 
masyarakat yang berupa bantuan uang tunai 500-600 ribu rupiah dan sembako (beras 10 
Kg, minyak 1 L, Gula 1 Kg, Sarden 1 SPC, Mie Instan 4 bungkus) untuk setiap per KK. 
BLT-Dana Desa ini bebas pajak. JPS merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial 
untuk menjamin seluruh masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang 
layak, dengan menggunakan sumber pembiayaan dari pemerintah desa dan masyarakat 
atau Dana Desa. 

Dana Desa adalah alokasi anggaran on budget yang dapat digunakan langsung 
untuk mendukung sebagai upaya mengurangi dampak Covid-19 di tingkat rumah tangga 
dan Desa (Maun, 2020). Akan tetapi yang terjadi justru sebaliknya, masih ditemukan 
permasalahan dalam progam BLT-Dana Desa ini yang tidak sesuai ekspetasi kebijakan 
pemerintah yang jelas tertulis bahwa bantuan ini diberikan tepat waktu selama 2 tahap 
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dan masing masing tahap dibagi menjadi empat bulan atau 4 kali menerima bantuan. 
Sebagian masyarakat mengeluh bahwa BLT-Dana Desa ini lambat diterima, maka dari 
itu dengan adanya permasalahannya ini maka kami termotivasi untuk meneliti progam 
ini secara mendalam agar mendapatkan solusi yang diderita masyarakat. 

Pada dasarnya kebijakan publik dibuat untuk mencapai suatu tujuan yang telah 
ditentukan. Mengingat banyaknya kebijakan publik yang ditetapkan oleh pemerintah 
untuk dapat mencapai tujuannya, dalam melaksanakan kebijakan publik tersebut agar 
dapat berjalan efektif dan efisien dan agar kebijakan publik dapat mencapai tujuannya 
atau tidak mengalami kegagalan maka sangat perlu dilakukan pengawasan. Menurut 
(Nugroho & Edi, 2009) adalah : sebuah kebijakan publik tidak bisa dilepas begitu saja. 
Kebijakan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut 
evaluasi kebijakan. Evaluasi biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan 
kebijakan publik guna dipertanggungjawabkan kepada konstituennya. Sejauh mana 
tujuan dicapai. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan 
kenyataan. 

Kebijakan Publik atau dalam Bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah 
Public Policy. Kebijakan Publik menurut KBBI adalah keputusan yang dibuat oleh 
pemerintah atau pejabat publik yang ditujukan kepada masyarakat luas.Istilah kebijakan 
juga digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor perumusan kebijakan atau 
sejumlah aktor dalam suati bidang tertentu. Salah satu definisi mengenai kebijakan 
publik yang diberikan oleh Robert Eyestone (Bhagwati, 2014). 

Salah satu definisi mengenai kebijakan publik yang diberikan oleh Robert 
Eyestone. Ia mengatakan bahwa Ia mengatakan bahwa “secara luas” kebjakan publik 
dapat didefinisikan sebagai “hubungan suatu unit pemerintah dengan lingkungannya” 
(Winarno, 2014). Proses perumusan kebijakan meliputi tahap-tahap sebagai berikut: 

a. Mengumpulkan sejumlah informasi selengkap mungkin 

b. Merumuskan berbagai alternatif dengan berbagai kelebihan dan kelemahannya 

c. Menggalang kesatuan pendapat dan koalisi diantara berbagai individu 
dMendiskusikan, melakukan tawar-menawar dan kompromi untuk mengasilkan 
suatu kesepakatan. Formulasi yang dikemukakan oleh Islamy yaitu membagi proses 
formulasi kebijakan kedalam tahap perumusan usulan kebijakan, penilaian kebijakan. 
Tahap ini merupakan kegiatan menyusun dan mengembangkan. 


Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan 
selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu 
kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta 
menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan 
dengan kajian ini salah satu penelitian berjudul “Pemetaan Permasalahan Penyaluran 
Bantuan Sosial Untuk Penanganan Covid-19 Di Indonesia” yang di tulis (Rahmansyah, 
Oadri, Sakti, & Ikhsan, 2020). Permalahan yang di bahas dalam penelitian ini yaitu 
penyaluran bantuan sosial yang sudah berlangsung selama enam bulan namun terlihat 
membingungkan, lambat di terima oleh masyarakat dan tidak tepat sasaran dan Hasil 
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dari penelitian ini memberikan gambaran mengenai peta permasalahan dan penyebab 
utama dari berbagai carut marut permasalahan program bantuan sosial pemerintah 
dalam rangka penanganan COVID-19. Sedangkan untuk perbedaan antara penelitian 
yang dilakukan dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian. Penelitian 
sebelumnya berfokus pada pemetaaan permasalahan batuan sosial dalam upaya 
penangan covid-19 di Indonesia, sedangkan penelitian yang sedang di teliti adalah 
eveluasi dari implementasi progam BLT-DD. 

Pengertian umum mengenai implementasi kebijakan dapat diperoleh dari 
pernyataan (Akib, 2012) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan 
administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi 
baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran sudah ditetapkan, program kegiatan telah 
tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran. 

Menurut (Wirawan, Berghe, Lippens, Agostinis, & Vandenabeele, 2012) 
“Evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi 
yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya 
dengan indikator dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai 
objek evaluasi. 

Program Bantuan Langsung Tunai telah dilaksanakan Pemerintah Indonesia. 
Tujuan dari Program Bantuan Langsung Tunai bagi Rumah Tangga Sasaran dalam 
rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM adalah:Membantu masyarakat miskin 
agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. 

1. Mencegah penurunan taraf kesejahteraan masyarakat miskin akibat kesulitan 
ekonomi. 
2. Meningkatkan tanggung jawab sosial bersama Depsos tahun 2008 

Dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring 
Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT 
Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan (Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 
Tahun 2020, 2020). Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang 
Prioritas Penggunaan Dana Desa (Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 
2019) yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber 
dari Dana Desa (BLT-Dana Desa). 

Manfaat penelitian bisa digunakan sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah dalam 
menjalakan kebijakan progam BLT-DD dan sebagai sumber informasi dan masukan 
bagi pemerintah. 

Hasil penelitian tersebut diharapkan bisa digunakan sebagai referensi bagi 
penelitian-penelitian yang akan datang dalam konteks permasalahan yang berkaitan 
dengan BLT-DD. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi program 
penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagai Jaring Pengaman Sosial 
di Desa Kemlagi Kabupaten Mojokerto. 


Metode Penelitian 


Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Menurut 
(Suwandayani, 2018), penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan 
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dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun 
rekayasa manusia, yang lebih memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, 
keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, 
manipulasi atau pengubahan pada variabel- variabel yang diteliti, melainkan 
menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan 
hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. 

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting 
(kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak 
pada observasi berperan serta (participan observation), wawancara mendalam (in depth 
interview), dan dokumentasi (Sukendro, Destiarmand, & Kahdar, 2016). 

Penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis data menurut teori Evaluasi 
(Dunn, 2015). Yang dalam teori tersebut menjelaskan bahwa dalam menganalisa 
kebijakan Dunn menggunakan 6 kriteria Evaluasi yaitu, Efektifitias, Efesiensi, 
Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Serta peneliti juga mengambil 
model atau tipe Evaluasi “pada waktu yang dilaksanakan”. 

Sasaran dalam penelitian ini terdiri dari kalangan masyarakat di Desa Kemlagi 
Kabupaten Mojokerto karena subjek penelitian yang diambil merupakan pihak yang 
terlibat dalam penyaluran BLT Dana Desa, Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kemlagi 
Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, karena berdasarkan pengamatan di 
lapangan penyaluran BLT Dana Desa ini diduga ada keterlambatan pembagian dana, 

Dengan demikian fokus dari penelitian ini adalah agar tercapainya tujuan dari 
terlaksananya progam BLT Dana Desa yaitu dengan meringankan perekonomian bagi 
keluarga yang terdampak Covid-19 serta penelitian ini juga akan membahas bagaimana 
evaluasi dari program BLT Dana Desa yang terapkan di Desa kemlagi, Kabupaten 
Mojokerto. Sumber data primer berasal dari Kepala Desa Kemlagi Kabupaten 
Mojokerto, aparatur pemerintahan Desa Kemlagi Kabupaten Mojokerto, dan warga 
Desa Kemlagi yang menerima BLT Dana desa. Diperoleh melalui wawancara 
(interview). Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti 
sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam 
bentuk dokumen-dokumen. Dalam penelitian ini, dokumentasi dan angket, literatur, 
artikel, jurnal, serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan 
merupakan data sekunder (Sugiyono & Kuantitatif, 2009). 


Hasil dan Pembahasan 

Bantuan langsung dana desa (BLT-Dana Desa) adalah bantuan uang kepada 
keluarga miskin di desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak 
pademi COVID-19. Adapun nilai BLT-Dana Desa adalah Rp.600.000 setiap bulan 
untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan di berikan selama 3 (tiga) 
bulan dan Rp.300.000 setiap bulan untuk tiga bulan berikutnya. Progam BLT-Dana 
Desa ini bebas dari pajak. 
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Tujuan pelaksanaan BLT Dana Desa adalah dalam rangka membantu masyarakat 
miskin terdampak pandemi Covid-19 terhadap sendi-sendi ekonomi dan kesehatan 
warga masyarakat agar tetap bisa bertahan hidup di era pandemi Covid-19 ini yang 
dimana masyarakat yang terdampak tidak mampu membeli kebutuhan rumah tangga 
yang layak dan juga diharapkan mampu memberi layanan sosial kepada seluruh semua 
warga desa yang membutuhkan. 

Pada Program BLT DD, masih ditemukan permasalahan dalam progam ini yaitu 
ketidaksesuai ekspetasi kebijakan pemerintah yang jelas tertulis bahwa bantuan ini 
diberikan tepat waktu selama 2 tahap dan masing masing tahap dibagi menjadi 3 bulan 
atau 3 kali menerima bantuan, maka dari itu sesuai dengan teori Dunn tahun 2003 
bahwa mengevaluasi suatu program atau kebijakan publik diperlukan adanya suatu 
kriteria untuk mengukur keberhasilan program atau kebijakan publik tersebut. Berikut 
kriteria yang dijabarkan oleh Dunn yaitu:efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, 
responsivitas, dan ketepatan.berikut hasil penelitian: 

1. Efektivitas 

Efektivitas menjadi salah satu kriteria evaluasi yang mengandung pengertian 
dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
(Handayaningrat, 1983) efektivitas diartikan sebagai pengukuran dalam tercapainya 
sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas disebut juga hasil 
guna. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan 
dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Dalam hal ini BLT-Dana Desa dapat 
dievaluasi antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai 
yaitu program ini sudah meringankan masyarakat akan tetapi presentase nya sangat 
kecil. Seperti yang di katakan oleh Bapak Abdul Wahab selaku Kepala Desa di Desa 
Kemlagi mengenai efektivitas BLT-Dana Desa, dalam uraian berikut: 


“Jika dikatakan meringankan beban, ya bisa meringankan beban beban, tapi 
presentase nya saya yakin sangat kecil. Karena kalau menurut saya pribadi 
berdasarkan survei dan pengalaman pribadi sebenarnya yang paling terdampak, 
bukan masyarakatnya. Yaa mohon maaf yang kita-kita sudah terbiasa hidup 
kayak gini itu kita tidak terdampak. Yang pualing terdampak itu ya pelaku 
usaha, sekarang sampean lihat kalau orang di desa kehidupannya kan ada 
corona atau tidak ada corona, ya gini-gini saja. Istilahnya ya sudah terbiasa 
hidup susah, taruhlah yang di PHK mungkin bagi yang di PHK masih punya 
tabungan, masih bisa usaha lagi kecil-kecilan, tapi kalau pelaku usaha yang 
sampean lihat, misalnya teman saya yang kontraktor, dia sampai menjual 
mobilnya karena tidak ada proyek dan untuk membayar gaji pegawai.” 


Sedangkan menurut warga desa bernama Dul Aziz (65 tahun) selaku warga asli 
desa kemlagi yang berprofesi sebagai tukang pakir di pasar dan penerima BLT-Dana 
Desa mengatakan sebagai berikut : 

“Kalau menurut saya, saya sebagai tukang parkir, yaa apa adanya saja, kalau 

dapat ya alhamdulillah” 

Program BLT-Dana Desa sudah meringankan beban masyarakat, maka dari itu 
kriteria efektivitas dalam teori evaluasi milik Dunn sudah mencapai tujuan yang 
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diharapkan, terbukti berdasarkan uraian dan hasil wawancara yang peneliti lakukan 
kepada Kepala Desa dan warga desa kemlagi, Program BLT-Dana Desa sudah 
mencapai efektivitas. 
2. Efisiensi 

Efesiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk 
mengahasilkan tingkta efektifitas tertentu. Efesiensi merupakan hubungan antara 
efektifitas dan usaha, umumnya diukur dari ongkos moneter. Efesiensi biasanya 
ditentukan melalui perhitungan biaya perunit produk atau layanan. Pada Program 
BLT-Dana Desa usaha atau tindakan pemerintah desa agar mencapai tujuan adalah 
dengan mengalokasikan anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang 
kemudian disalurkan ke dana desa yaitu sejumlah Rp. 323.582.000,00. Serta 
melakukan pendataan calon penerima BLT-Dana Desa yang didapati 30 orang yang 
menerima BLT-Dana Desa. 


XIII. PEMERINTAHAN DESA DAN KELURAHAN 


IA. APB-Desa dan Anggaran Kelurahan 






































Jumlah anggaran belanja dan penerimaan Desa/Kelurahan tahun ini Rp 1.473.619.073,00 
Sumber Anggaran 

APBD Kabupaten/Kota Rp 97.538.410,00 
Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota Rp 0,00 

Bantuan Pemerintah Provinsi Rp 0,00 

Bantuan Pemerintah Pusat Rp 659.779.000,00 
(Pendapatan Asli Desa Rp 120.322.880,00 
Swadaya Masyarakat Desa dan Kelurahan Rp 0,00 

Alokasi Dana Desa Rp 323.582.000,00 
Sumber Pendapatan dari Perusahaan yang ada di desa/kelurahan Rp 0,00 

Sumber pendapatan lain yang sah dan tidakmengikat Rp 272.396.783,00 
Jumlah Belanja Publik/belanja pembangunan Rp 1.225.631.333,00 
Jumlah Belanja Aparatur/pegawai Rp 200.059.236,00 








B. Pertanggungjawaban Kepala Desa/Lurah 

Penyampaian laporan keterangan pertanggungan jawab Kepala Desa kepada BPD 1 

Jumlah informasi yang disampaikan kepala desa dan lurah tentang laporan penyelenggaraan tugas, wewenang, hak dan 

kewajiban kepala desa dan lurah kepada masyarakat 

Status laporan keterangan pertanggungjawaban kepala Desa 1 

Laporan kinerja penyelenggaraan tugas, wewenang, kewajiban dan hak kepala desa dan lurah kepada Bupati/Walikota 1 
+ 


Gambar 1 
Anggaran Pemerintahan Desa 
Sumber : Data Kantor Desa Kemlagi 








3 jenis 

















3. Perataan 
Perataan dalam kebijakan publik dapat dikatan mempunyai arti dengan 
keadilan dan diperoleh sasaran kebijakan publik. Penerima Program BLT-Dana Desa 
ini memiliki presentase 1,11% dari jumlah penduduk di Desa Kemlagi. 
1. Responsivitas 
Dalam kebijakan publik responsivitas diartikan respon dari suatu aktivitas 
yang berarti tanggapan sasaran publik atas penerapan suatu kebijakan. Sesuai 
penjelasan Bapak Abdul Wahab selaku Kepala Desa di Desa Kemlagi yang 
mengatakan bahwa ada atau tidak adanya corona masyarakat sudah terbiasa hidup 
kekurangan maka dari itu masyarakat merasa program BLT-Dana Desa sudah 
berjalan dengan baik, mereka merasa puas dan senang karena adanya bantuan ini 
dapat meringankan beban perekonomian keluarga. 
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Kecukupan 

Kecukupan dalam kebijakan publik dapat dikatakan tujuan yang telah 
dicapai sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Dalam hal ini program 
BLT-Dana Desa sudah cukup meringankan perekonomian masyarakat seperti 
yang di katakan oleh Dul Aziz (65 tahun) selaku warga asli Desa Kemlagi yang 
berprofesi sebagai tukang pakir mengenai efektivitas BLT-Dana Desa, dalam 
uraian berikut: 

“Ya sudah cukup membantu buat saya. Kan saya juga tukang parkir yang 

pendapatan saya perharinya Rp. 50.000 sehari.” 

Juga menurut Dewi (38 tahun) selaku pemilik warung kopi yang 
mengatakan bahwa bantuan BLT-Dana Desa ini sudah lumayam membantu 
perekonomian keluarganya. 


. Ketepatan 


Ketepatan dalam proses ini keberhasilan suatu kebijakan dapat dilihat dari 
tujuan kebijakan yang benar-benar tercapai berguna dan bernilai pada kelompok 
sasaran, mempunyai dampak perubahan sesuai dengan misi kebijakan tesebut. 
Dalam fokus ketepatan ini yang dijelaskan oleh Bapak Abdul Wahab selaku 
Kepala Desa di Desa Kemlagi yaitu ada 14 kriteria penerima BLT-Dana Desa, 
dalam uraian berikut: 

“Untuk penerima BLT ini ada 14 kriteria, tetapi kalau kita terapkan semua 

dari 14 kriteria itu, maka masyarakat akan sedikit yang mendapatkannya, 

umumnya yang masuk kriteria itu hanya 2-3 kriteria saja, maksimal 3 

contohnya: pengahsilan 600, lantai rumah masih tanah, dan yang 

mempunyai penyakit kronis yang butuh penanganan setiap harinya”. 
Adapun kriteria penerima BLT-Dana Desa menuurut Permendes sebagai berikut: 

1) Luas lantai kurang dari 8m2/orang. 

2) Lantai tanah/bambu/kayu murah. 

3) Dinding bamboo/rumbia/kayu murah/tembok tanpa plester. 

4) Buang air besar tanpa fasilitas atau bersama orang lain, penerangan tanpa 
listrik. 

5) Air minum dari sumur/mata air tak terlindung/sungai/air hujan. 

6) Menggunakan bahan bakar kayu bakar/arang/minyak tanah. 

7) Konsumsi daging/susu/ayam hanya 1 kali perminggu. 

8) Satu setel pakaian setahun. 

9) Makan 1-2 kali perhari. 

10) Tidak sanggup berobat ke puskesmas/poliklinik. 

11) Sumber penghasilan KK petani berlahan kurang dari 500m2. 

12) Buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan 
lain berupah kurang dari Rp.600.000 perbulan. 

Implementasi kebijakan dapat diperoleh dari pernyataan (Grindle et al., 
1980) bahwa implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang 
dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Proses implementasi baru akan 
dimulai apabila tujuan dan sasaran sudah ditetapkan, program kegiatan telah 
tersusun dan dana telah siap dan disalurkan untuk mencapai sasaran.Implementasi 
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dari sebuah kebijakan merupakan tahap yang paling krusial dalam proses 
kebijakan publik. Suatu kebijakan atau program harus diimplementasikan agar 
mempunyai tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan dipandang dalam 
pengertian luas merupakan alat administrasi publik dimana aktor, organisasi, 
prosedur, teknik serta sumber daya diorganisasikan secara kolektif untuk 
menjalankan kebijakan guna meraih sebuah tujuan yang diinginkan. 

Kantor Desa Kemlagi telah mengikuti Instruksi Menteri Dalam Negeri 
Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) di Desa melalui APBDes dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan 
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan 
Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 Dengan menjalakan progam Bantuan 
Langsung Tunai Dana Desa sebagai upaya untuk melindungi masyarakat miskin 
dan rentan selain itu juga membantu masyarakat yang terdampak pademi COVID- 
19 di desa kemlagi. Mekanisme pendataan keluarga miskin dan rentan calon 
penerima BLT-Dana Desa serta penetapan hasil pendataannya: 


Mekanisme pendataan dan penetapan calon penerima 
BLT Dana Desa sebagai berikut 


TERBITKAN SK 


PENDATAAN e £ 
5 


VERIFIKASI, VALIDASI, & TABULAS: 


PENANDATANGANAN DAF TAR | ) 


PUBLIKAS! DAFTAR 


+ 
PENGESAHAN DAFTAR 


ay 





Gambar 2 
Alur Pendataan 
Sumber : Data Kantor Desa Kemlagi 

Proses Pendataan : 

1) Perangkat Desa menyiapkan data desa yang mencakup profil penduduk desa 
berdasarkan usia, kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan disabilitas. 

2) Kepala Desa membentuk dan memberikan surat tugas kepada Relawan Desa 
dan/atau Gugus Tugas COVID-19 untuk melakukan pendataan keluarga miskin 
calon penerima BLT-Dana Desa. 

3) Jumlah pendata minimal 3 orang dan jika lebih harus berjumlah ganjil. 

4) Melakukan pendataan di tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW) 
dengan menggunakan formulir pendataan pada Lampiran 2 atau di tingkat dusun 
dengan menggunakan aplikasi Desa Melawan COVID-19. Seluruh kegiatan 
pendataan harus memperhatikan protokol kesehatan. 
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Proses Konsolidasi dan Verifikasi: 

1) Relawan Desa dan/atau Gugus tugas COVID-19 menghimpun hasil pendataan 
dari RT, RW atau dusun dan melakukan verifikasi serta tabulasi data. Dalam 
proses verifikasi syarat penerima BLT-Dana Desa, hal yang dilakukan adalah: 

a) Keluarga miskin penerima PKH atau penerima BPNT dikeluarkan dari daftar 
calon penerima BLT-Dana Desa. Data penerima bantuan PKH dan BPNT ada 
dalam DTKS yang bisa didapat dari Dinas Sosial kabupaten/kota atau dari 
Pendamping PKH. 

b) Keluarga miskin penerima Kartu Prakerja dikeluarkan dari daftar calon 
penerima BLT-Dana Desa. Data penerima kartu tersebut bisa didapatkan dari 
Dinas Ketenagakerjaan kabupaten/kota. 

c) Mengidentifikasi keluarga miskin dan rentan untuk diprioritaskan menjadi 
penerima BLT-Dana Desa. 

d) Melakukan verifikasi status kependudukan calon penerima BLT-Dana Desa 
berdasarkan data administrasi kependudukan (adminduk) yang dimiliki oleh 
desa atau dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dinas Dukcapil) 
kabupaten/kota. 

2) Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 memastikan keluarga miskin 
dan rentan seperti perempuan kepala keluarga, warga lanjut usia, penyandang 
disabilitas menjadi prioritas/ tidak boleh terlewat. 

3) Setiap melakukan verifikasi keluarga miskin dan mengidentifikasi keluarga 
miskin dan rentan, Relawan Desa dan/atau Gugus Tugas COVID-19 perlu 
mengambil foto dan mencantumkan lokasi tempat tinggalnya secara manual dan 
digital (share location) jika memungkinkan. 

4) Bila ditemukan keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa yang tidak 
memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK), petugas pendata mencatat dan 
memberikannya kepada kasi pemerintahan atau petugas khusus di desa, untuk 
selanjutnya dibuatkan Surat Keterangan Domisili. Calon penerima BLT-Dana 
Desa yang hanya memiliki surat keterangan tersebut kemudian dicatat dan 
diinformasikan ke petugas adminduk di desa jika ada, atau ke kecamatan atau 
langsung ke Dinas Dukcapil untuk mendapatkan layanan adminduk. 

5) Hasil verifikasi dan pendataan baru disampaikan oleh Relawan Desa dan/atau 
Gugus Tugas COVID-19 kepada Kepala Desa. 


Proses Validasi dan Penetapan Hasil Pendataan 

a) Kepala Desa memfasilitasi BPD untuk melaksanakan musyawarah desa khusus 
dengan mengundang perwakilan masyarakat dan pihak lain yang terkait untuk 
membantu verifikasi dan validasi data terkait penentuan calon penerima BLT- 
Dana Desa. 

b) Berdasarkan hasil musyawarah tersebut, Kepala Desa dan BPD menandatangani 
daftar keluarga miskin calon penerima BLT-Dana Desa. Merujuk kepada daftar 
tersebut, desa menyalurkan BLT-Dana Desa bulan pertama. 

c) Kepala Desa menyebarluaskan daftar calon penerima BLT-Dana Desa yang sudah 
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disahkan kepada masyarakat baik melalui papan informasi di setiap dusun 
dan/atau di tempattempat yang strategis dan mudah dijangkau. Desa juga dapat 
memanfaatkan website desa atau Sistem Informasi Desa sebagai media informasi 
publik. 

d) Jika ada keluhan dari masyarakat terhadap daftar calon penerima BLT-Dana Desa, 
maka desa bersama BPD memfasilitasi musyawarah desa untuk membahas 
keluhan tersebut dan menyepakati solusinya. 

Daftar calon penerima BLT-Dana Desa dilaporkan dan disahkan oleh 
Bupati/Wali Kota, atau dapat diwakilkan ke Camat. Untuk penyaluran bulan ke 
dua, desa harus memastikan bahwa data penerima BLT-Dana Desa harus sudah 
disahkan. Dalam hal ini diperlukan koordinasi menyeluruh baik kantor desa 
kemlagi, lintas sektor maupun lintas tingkatan pemerintah agar proses pendataan 
dan penyaluran BLT-Dana Desa dapat terlaksana dengan cepat dan tepat sasaran. 

Setelah menguraikan hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan maka 
peneliti akan menguraikan analisa sesuai rencana penelitian mengenai evaluasi 
program penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa sebagai Jaring 
Pengaman Sosial di Desa Kemlagi Kabupaten Mojokerto. Seperti yang telah 
diuraikan pada hasil penelitian, fokus peneliti terkait dengan bagaimana evaluasi 
BLT_Dana Desa di Desa Kemlagi ini. Sebagaimana dikemukakan oleh Dunn 
bahwa dalam menganalisa kebijakan menggunakan 6 kriteria Evaluasi yaitu, 
Efektifitias, Efesiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. 

Tabel 1 
Enam Kriteria Evaluasi 





Variabel Uraian 





Efektivitas Program BLT-Dana Desa sudah meringankan 
beban masyarakat, maka dari itu kriteria 
efektivitas dalam teori evaluasi milik Dunn sudah 
mencapai tujuan yang diharapkan, terbukti 
berdasarkan uraian dan hasil wawancara yang 
peneliti lakukan kepada Kelapa Desa dan warga 
desa kemlagi, Program BLT-Dana Desa sudah 
mencapai efektivitas. 





Efisiensi Tindakan pemerintah desa agar mencapai tujuan 
adalah dengan mengalokasikan anggaran dari 
pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang 
kemudian disalurkan ke dana desa yaitu sejumlah 
Rp. 323.582.000,00. Serta melakukan pendataan 
calon penerima BLT-Dana Desa yang didapati 30 
orang yang menerima BLT-Dana Desa. 





Kecukupan Karena kondisi masyarakat Desa Kemlagi sendiri 
sebelum adanya Covid-19 ini juga bisa dikatakan 
susah, sehingga dalam hal ini dengan adanya 
program BLT-Dana Desa sudah cukup 
meringankan perekonomian masyarakat 





Perataan Penerima Program BLT-Dana Desa ini memiliki 
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No Variabel Uraian 
presentase 1,11% dari jumlah penduduk di Desa 
Kemlagi. 
5. Responsivitas Ada atau tidak adanya corona masyarakat sudah 


terbiasa hidup kekurangan maka dari itu 
masyarakat merasa program BLT-Dana Desa 
sudah berjalan dengan baik, mereka merasa puas 
dan senang karena adanya bantuan ini dapat 
meringankan beban perekonomian keluarga. 





6. Ketepatan Dalam hal ini Program BLT-Dana Desa ini 
memiliki 14 kriteria namun di Desa Kemlagi 
hanya menerapkan 3 kriteria yakni pengahsilan 
600, lantai rumah masih tanah, dan masyarakat 
yang mempunyai penyakit kronis sehingga 
membutuhkan penanganan setiap harinya. 





Berdasarkan tabel 1, dapat disimpulkan oleh peneliti bahwa adanya program 
BLT-Dana Desa sebagai Jaring Pengaman Sosial di Desa Kemlagi Kabupaten 
Mojokerto ini yang tujuannya untuk membantu perekonomian masyarakat sesuai 
dengan 6 kriteria evaluasi kebijakan yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, 
Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Peneliti menyimpulkan bahwa Program 
BLT-Dana Desa di Desa Kemlagi Kabupaten Mojokerto sudah memenuhi 6 kriteria 
tersebut. 


Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif yang dilaksanakan di Desa Kemlagi, 
Kecamatan Kemlagi Kabubaten Mojokokerto dalam penelitian dengan tujuan untuk 
mengetahui evaluasi program penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa 
sebagai Jaring Pengaman Sosial di Desa Kemlagi Kabupaten Mojokerto dapat diambil 
beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut dapat dipaprkan sebagai berikut: Evaluasi 
Program BLT-Dana Desa sudah meringankan beban masyarakat, maka dari itu kriteria 
efektivitas dalam teori evaluasi milik Dunn sudah mencapai tujuan yang diharapkan, 
terbukti berdasarkan uraian dan hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada Kelapa 
Desa dan warga desa kemlagi, Program BLT-Dana Desa sudah mencapai 
efektivitas,efisiensi Tindakan pemerintah desa agar mencapai tujuan adalah dengan 
mengalokasikan anggaran dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang kemudian 
disalurkan ke dana desa yaitu sejumlah Rp. 323.582.000,00. Serta melakukan pendataan 
calon penerima BLT-Dana Desa yang didapati 30 orang yang menerima BLT-Dana 
Desa. Kecukupan Karena kondisi masyarakat Desa Kemlagi sendiri sebelum adanya 
Covid-19 ini juga bisa dikatakan susah, sehingga dalam hal ini dengan adanya program 
BLT-Dana Desa sudah cukup meringankan perekonomian masyarakat.Perataan 
Penerima Program BLT-Dana Desa ini memiliki presentase 1,11% dari jumlah 
penduduk di Desa Kemlagi. Ketetapan Dalam hal ini Program BLT-Dana Desa ini 
memiliki 14 kriteria namun di Desa Kemlagi hanya menerapkan 3 kriteria yakni 
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pengahsilan 600, lantai rumah masih tanah, dan masyarakat yang mempunyai penyakit 
kronis sehingga membutuhkan penanganan setiap harinya. 
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Abstract 

The purpose of this research was to analyze the transfer of pertalite supply using 
tank cars in Bintan Island Kepri Terminal X is one of the largest fuel terminals in 
Indonesia and is relied on to be a national oil stockpile reserve and has a very 
strategic role to provide fuel for the people of Aceh, North Sumatra, Riau, Riau 
Islands, Jambi, and surrounding areas. In February and March, there was a 
shortage of Pertalite products in Bintan Island because fuel supply using tangkers 
from Terminal X to Terminal Z was constrained by queues at Terminal X docks so 
that supplies had to be diverted to meet the needs of Pertalite products at Bintan 
gas stations. This prompted the author to analyze the transfer of Pertalite products 
from Terminal Z to Terminal X using cars for pertalite fuel distribution directly to 
gas Stations in Bintan Kepri Island compared to the old pattern of from Terminal X 
to Terminal Z by boat and then using tank cars to gas stations in Bintan. Based on 
the results of the 2018 data analysis on distribution patterns, costs, losses, and 
quality, it can be concluded that the pattern of distribution from Terminal X to gas 
stations in Bintan will reduce the cost of transportation payments by Rp 92,175,460 
in a year. In addition, it can also reduce losses by 35,67 liters in a year. 


Keywords: transfer of supply; distribution patterns; cost of transport; losses 


Abstrak 
Tujuan penelitian dilakukan ini adalah menganalisa alih suplai pertalite 
menggunakan mobil tangki di Pulau Bintan Kepri Terminal X adalah salah satu 
Terminal bahan bakar yang terbesar di Indonesia dan diandalkan menjadi cadangan 
stok minyak nasional serta memiliki peran yang sangat strategis untuk menyediakan 
BBM bagi masyarakat Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, dan 
sekitarnya. Pada tahun 2019 bulan Februari dan Maret terjadi kelangkaan produk 
Pertalite di Pulau Bintan karena suplai BBM menggunakan tangker dari Terminal X 
ke Terminal Z terkendala antrian di dermaga Terminal X sehingga harus dilakukan 
alih suplai guna memenuhi kebutuhan produk Pertalite di SPBU-SPBU Bintan. Hal 
tersebut mendorong penulis untuk melakukan analisa alih suplai produk Pertalite 
dari Terminal Z ke Terminal X menggunakan mobil untuk distribusi BBM Pertalite 
langsung ke SPBU-SPBU yang ada di Pulau Bintan Kepri dibandingkan dengan 
pola lama yaitu dari Terminal X ke Terminal Z menggunakan kapal lalu 
menggunakan mobil tangki ke SPBU di Bintan. Berdasarkan hasil analisa data 
tahun 2018 mengenai pola penyaluran, biaya, losses, dan kualitas dapat 
disimpulkan bahwa pola penyaluran dari Terminal X ke SPBU- SPBU di Bintan 
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akan mengurangi beban pembayaran ongkos angkut sebanyak Rp 92.175.460 dalam 
setahun. Selain itu, juga dapat menekan losses sebesar 35.67 1liter dalam setahun. 


Kata Kunci: alih suplai; pola penyaluran; ongkos angkut; losses; 


Pendahuluan 
Terminal merupakan pembangkit lalu lintas. Oleh karena itu penentuan lokasi 


terminal harus tidak lebih menimbulkan dampak lalu lintas tetapi sebaliknya harus 
dapat mengurangi dampak lalu lintas (Fisu, 2018). 

Terminal X adalah salah satu Terminal BBM terbesar di Indonesia yang 
diandalkan menjadi tempat cadangan stok BBM Nasional serta memiliki peran strategis 
dalam menyediakan BBM bagi masyarakat Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan 
Riau, Jambi, dan sekitarnya. Pulau Bintan merupakan tempat Ibukota Provinsi Kepri 
berada yaitu Ibu Kota Tanjung Pinang. Pulau Bintan memiliki 11 (Sebelas) unit SPBU 
(Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang disuplai dari Terminal Z dan sebagian 
dari Terminal X. Jarak dari Terminal Z ke Terminal Z sekitar 72 km. Terminal Z 
mendapatkan stok minyak Pertalite dari Terminal X (Sasono, 2021). 

Tugas utama dari Terminal BBM adalah menjaga ketersediaan suplai dan 
distribusi BBM di wilayah kerjanya, Namun pada Bulan Februari dan Maret Tahun 
2019 terjadi kelangkaan produk Pertalite di SPBU-SPBU Pulau Bintan. Kelangkaan 
tersebut disebabkan karena stok kritis BBM produk Pertalite di Terminal Z sehingga 
Terminal Z tidak dapat mengirimkan produk Pertalite ke SPBU. BBM produk Pertalite 
yang seharusnya dikirimkan dari Terminal X menggunakan kapal belum diterima 
Terminal Z sebab antrian kapal di dermaga Terminal X ramai kemudian dilakukan alih 
suplai guna memenuhi kebutuhan BBM produk Pertalite di SPBU-SPBU Pulau Bintan. 
Alih suplai penyaluran BBM produk Pertalite sementara menjadi dari Terminal X ke 
SPBU-SPBU di Pulau Bintan. Hal-hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan 
analisa alih suplai BBM produk Pertalite dari Terminal Z ke Terminal X. Apa saja 
keuntungan yang akan didapatkan dan hal yang perlu dipersiapkan mendukung alih 
suplai tersebut. Akhirnya penulis memilih untuk mengangkat judul “Analisa Alih Suplai 
Pertalite Menggunakan Mobil Tangki di Pulau Bintan Kepri”. 


Metode Penelitian 
1. Suplai dan Transportasi BBM 
Optimasi transportasi adalah suatu cara atau metode untuk melakukan perbaikan 

atau pengembangan terhadap pola pendistribusian BBM ke konsumen dengan moda 
tertentu agar didapatkan suatu kondisi optimum. Optimasi transportasi perlu 
dilakukan untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam meningkatkan 
kehandalan operasi suplai dan distribusi BBM (Azis, 2018). Optimasi transportasi 
ditujukan untuk mengevaluasi pola operasi saat ini dan membandingkannya dengan 
kebutuhan atau perkembangan teknologi untuk mendapatkan hasil yang lebih 
optimum dengan tetap mempertimbangkan aspek keekonomian (Parinduri et al., 
2020). 
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2. Biaya, Tarif Angkutan, dan Pembentukan Harga 
Biaya merupakan faktor yang sangat menentukan kegiatan transportasi dalam 
penetapan tarif dan alat kontrol agar pengoperasian mencapai tingkat yang seefisien 
dan seefektif mungkin (Nurhayati, 2018). Beberapa biaya yang termasuk dalam 
biaya transportasi meliputi: 

a. Biaya Modal (Capital Costs) adalah biaya yang digunakan untuk modal awal 
menjalankan usaha transportasi atau untuk investasi serta pembelian peralatan 
lainnya yang digunakan untuk memperlancar kegiatan transportasi 
(Makatengkeng, Sondakh, & Walandouw, 2014). 

b. Biaya Operasional (Operational Costs) adalah biaya yang dikeluarkan untuk 
mengelola transportasi yang meliputi: 

e Biaya pemeliharaan jalan raya, bantalan kereta api, jalur pelayaran, 
pelabuhan, dermaga, penahan gelombang, dam, menara, rambu jalan, dan 
lain sebagainya 

e Biaya pemeliharaan kendaraan, bus, truk, lokomotif, gerbong, pesawat 
udara, kapal laut, dan lain sebagainya 

e Biaya transportasi untuk bahan bakar, oli, tenaga penggerak, gaji, 
crewlawak, dan lain sebagainya 

e Biaya-biaya trafik yang terdiri dari biaya advertensi, promosi, penerbitan 
buku, tarif administrasi, dan lain sebagainya 

c. Biaya Tetap (Fixed Cost) dan Biaya Variabel (Variabel Cost). Biaya tetap adalah 
biaya yang dikeluarkan setiap bulan. Biaya variabel adalah biaya yang besarnya 
berubah tergantung pada pengoperasian alat-alat angkutan (Waileruny, Matruty, 
& Ambon, 2015). 

d. Biaya Kendaraan (Automobile Cost) adalah jumlah biaya yang dikeluarkan 
untuk mengadakan bahan bakar, oli, dan suku cadang serta biaya reparasi modal 
transportasi (Rahman, 2012). 

e. Biaya Langsung (Direct Cost) dan Biaya Tidak Langsung (Indirect Cost). Biaya 
langsung adalah biaya yang diperhitungkan dalam produksi jasa- jasa angkutan, 
misalnya gaji untuk awak pesawat, biaya pendaratan, dan biaya bahan bakar. 
Biaya tidak langsung adalah biaya yang dikeluarkan dalam penerbangan yang 
terdiri dari biaya harga peralatan, reparasi, workshop, akuntansi, dan biaya 
kantor/umum (Mayasari, 2014). 

f. Biaya Unit (Unit Cost) dan Biaya Rata-Rata (Average Cost). Biaya unit adalah 
biaya dari jumlah total dibagi dengan unit jasa produk yang dihasilkan. 
Sedangkan untuk biaya rata-rata adalah biaya total yang dibagi dengan jumlah 
produk/jasa yang dihasilkan 

g. Biaya Pelayanan (Cost of Service) adalah biaya yang digunakan untuk 
penentuan tarif 

h. Biaya Transportasi adalah faktor yang menentukan dalam transportasi untuk 
penetapan tarif dan alat kontrol agar dalam pengoperasian dapat dicapai secara 
efektif dan efisien 
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3. Struktur Biaya 
Struktur biaya suatu perusahaan jasa angkutan tergantung dari kapasitas 
angkutan dan kecepatan alat angkutan yang digunakan serta penyesuaian terhadap 
besar angkutan yang berlaku, termasuk manajemen perusahaan untuk mengatur 
jalannya penggunaan kapasitas angkutan (Jinca, 2019). Jumlah biaya jasa angkutan 
tergantung dari jarak dalam ton-kilometer, tingkat penggunaan kapasitas angkutan 
dalam ukuran waktu, dan sifat khsusus dari muatan. 
a. Penetapan Harga 
Penetapan harga membawa akibat yang menentukan pembentukan harga dari 
segi produsen maupun konsumen. Ada dua tahap dalam penetapan harga yaitu 
waktu produksi dan konsumsi jasa-jasa angkutan serta tempat atau lokasi 
dimana alat produksi angkutan berhenti dan muatan membutuhkan jasa 
angkutan. 
b. Menghitung Harga Jasa Angkutan 
Harga jasa angkutan (H) ditentukan oleh faktor Berat muatan yang hendak 
diangkut (B), Jarak seberapa jauh muatan hendak diangkut (J), Kecepatan 
muatan diangkut (K), Jenis Muatan (M). Rumus yang digunakan adalah 


H-f BxJxKxM) 


c. Kategori Tarif Angkutan 

Tarif angkutan adalah suatu daftar yang memuat harga untuk para pemakai jasa 

angkutan yang disusun secara teratur. Tarif angkutan dapat dikategorikan 

sebagai berikut: 

e Tarif Angkutan Reguler (Regular Service) 
Cara penentuan tarif adalah biaya per ton km per jam ditambah dengan profit 
marjin sesuai keadaan pasar jasa angkutan yang tersedia. Tarif jasa angkutan 
regular dibedakan menurut jumlah muatan dan jenis muatan. Dalam 
menentukan tarif angkutan, waktu yang dibutuhkan untuk menempuh trayek 
yang bersangkutan memainkan peran yang menentukan (Adi, 2021). 

e Tarif Angkutan Non Reguler (Non Regular Service) 
Tarif jasa non regular didasarkan pada perhitungan biaya kapasitas angkutan 
tertentu, tidak ada jadwal untuk memproduksi jasa angkutan 


d. Tarif Angkutan Reguler (Regular Service) 
Cara yang dibutuhkan konsumen sebagai konsekuensi pengusaha tidak memiliki 


posisi monopoli. Angkutan jasa non regular dapat dijual dengan borongan 
menurut kapasitas yang tersedia atau alat angkutan yang disewakan untuk waktu 
tertentu. Tarif angkutan berlaku tetap, tidak dipengaruhi keadaan. Sehingga 
pedoman menentukan tarif jasa angkutan berdasarkan pada kalkulasi biaya dan 
hasil pendapatan yang diperoleh 
e Harga Sewa 
Harga sewa (charter) merupakan hasil negosiasi antara pemakai dan penyedia 
jasa angkutan, walaupun harga tersebut dipengaruhi oleh tingkat tarif yang 
berlaku. Perjanjian sewa ada 2 macam yaitu waktu pemakaian alat angkutan 
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(time charter) dan perjalanan yang dilakukan (voyage charter) (Satria, 
Taufik, MH, Muttaqin, & EI, 2019). Harga voyage charter berlaku untuk 
jangka pendek sedangkan time charter berlaku untuk jangka waktu yang 
lebih lama. Jika permintaan jasa angkutan lebih besar dari kapasitas 
angkutan, pemakaian jasa mengarah kepada time charter, sebaliknya jika 
kapasitas angkutan lebih besar dari permintaan mengarah kepada voyage 
charter. 

e Losses 
Dalam mengelola BBM (Bahan Bakar Minyak), losses tidak dapat dihindari 
dari faktor kerugian karena sifat BBM yang mudah menguap. Losses dapat 
difenisikan sebagai kerugian yang hilang akibat berkurangnya volume dalam 


perhitungan kuantitas BBM. (3:3) Losses dikelompokkan menjadi 2 (dua) 
yaitu accountable loss atau susut fisik dan unaccountable loss atau susut 
semu. Susut fisik adalah susut minyak yang secara fisik hilang dan faktor 
penyebabnya dapat diketahui. Faktor penyebab susut fisik antara lain bisa 
karena penguapan minyak, kebocoran tangki, kebocoran jalur pipa, 
pencurian, tumpahan minyak, drain atau pengurasan tangki, dan tank 
cleaning atau pembersihan tangki. Susut semu adalah susut minyak yang 
fisiknya tidak hilang, tetapi secara administratif dinyatakan hilang dan faktor 
penyebabnya sangat sulit untuk diketahui. Faktor penyebab susut semu 
antara lain bisa karena kesalahan mengukur, kesalahan menghitung, 
kesalahan alat ukur, kesalahan prosedur, kondisi sarana dan fasilitas, dan 


human error. (“9 Jenis losses ada 5 yaitu: 

i. Loading loss adalah perbedaan antara volume hasil pengukuran pada 
seluruh kompartemen kapal setelah selesai muat di pelabuhan muat 
disebut SFAL (Ship's Figure After Loading) dengan volume minyak 
dalam dokumen muatan kapal disebut BL (Bill of Lading). 


_ SFAL-BL 


BL 
ii. Transport loss adalah perbedaan antara SFAL dengan volume minyak 
hasil pengukuran seluruh kompartemen kapal sebelum dilaksanakan 


R1 


pembongkaran di lokasi tujuan disebut SFBD (Ship's Figures Before 
Discharged). 
_ SFAL-SFBD 


BL 
iii. Discharge loss adalah perbedaan antara SFBD dengan volume minyak 
yang diterima dilokasi tujuan disebut AR (Actual Receipt). 


R3 = SEBD-AR 


BL 


R2 
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iv. Supply loss adalah perbedaan antara volume minyak dalam dokumen 
pengirim yang disebut BL (Bill of Lading) dengan volume minyak 
hasil pengukuran pada tangki timbun di lokasi penerima disebut AR 
(Actual Receipt). 

R4 = BL-AL 
BL 
v. Working loss adalah besarnya losses BBM yang terjadi dalam 
melaksanakan operasi pendistribusian BBM baik kepada konsumen 


maupun untuk memenuhi kebutuhan operasi sendiri (own use) dan 


konsinyasi. 
wy = (CAS HOP-AR) 
AS 
Keterangan Rumus 
CS = Closing Stock OP = Opening Stock 
AS = Actual Sales AR = After Receipt 


Hasil dan Pembahasan 
1. Analisa Pola Penyaluran 
Operasi penyaluran produk Pertalite pola lama dilakukan dengan cara 

konsinyasi menggunakan kapal tangker dari Terminal X ke Terminal Z. Kapal tangker 
yang digunakan adalah kapal yang mengangkut multi product dalam sekali perjalanan. 
Kemudian, produk Pertalite disalurkan ke SPBU menggunakan mobil tangki. Pada 
Bulan Februari hingga Maret 2019 Terminal Z mengalihkan penyaluran produk 
Pertalitenya ke Terminal X. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kehandalan suplai 
BBM Pertalite ke SPBU-SPBU di wilayah Bintan. Ada 2 (dua) faktor penyebab alih 
suplai produk Pertalite ke Terminal X yaitu 

a. Realisasi volume penyaluran harian ke SPBU mengalami peningkatan dari yang 
sebelumnya sebesar 48 Kl/hari menjadi 55 Kl/hari. 

b. Keterlambatan kapal pengangkut produk Pertalite yang diakibatkan keterbatasan 
jetty di loading port dan banyaknya antrian kapal yang akan melakukan loading 
dan discharge, sehingga memakan waktu lebih dari 1 hingga 3 hari. 

Kendala dari pola penyaluran lama adalah timbulnya alih suplai karena antrian 


kapal di dermaga dan menyebabkan kelangkaan produk Pertalite di pasaran. 
Sedangkan kendala dari pola penyaluran baru yaitu belum adanya filling point 
khusus produk Pertalite dan Terminal X yang tidak memiliki armada mobil tangki 
sehingga harus menunggu selesainya penyaluran di Terminal Z. Pada Bulan Februari 
2019 terdapat 6 kali pengangkutan Pertalite ke Terminal Z (4 kali kapal A dan 2 kali 
kapal B) dan pada Bulan Maret 2019 terdapat 4 kali pengangkutan Pertalite ke 
Terminal Z yang semuanya menggunakan kapal A. Perhitungan biaya yang timbul 
akibat Awaiting Jetty atau menunggu dermaga kosong untuk mengirimkan BBM 
produk Pertalite ke Terminal Z pada bulan Februari 2019 (Lampiran 2) yaitu 

A= 199 jam 0 menit 
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Biaya = $ 81,67 x 199 jam 0 menit = $ 16.251,67 
B = 123 jam 40 menit 
Biaya = $ 109,38 x 123 jam 40 menit = $ 13.526,66 
Perhitungan biaya yang timbul akibat Awaiting Jetty atau menunggu dermaga 
kosong untuk mengirimkan BBM produk Pertalite ke Terminal Z pada Bulan Maret 
2019 (Lampiran 2) yaitu 
A = 296 jam 6 menit 
Biaya = $ 81,67 x 296 jam 6 menit = $ 24.182,49 
Sehingga didapat total kelebihan biaya charter kapal pada Bulan Februari 2019 
adalah $ 29.778,33 dan total kelebihan biaya charter kapal pada Bulan Maret 2019 
adalah $24.182,49. Dengan adanya penyaluran langsung dari Terminal X kepada 
SPBU akan mengurangi antrian kapal di dermaga, mencegah kelangkaan produk 
Pertalite di pasaran dan menghindari adanya kelebihan biaya charter akibat awaiting 
jetty. Sehingga tujuan menjaga kehandalan suplai BBM Pertalite ke SPBU-SPBU di 
Bintan dapat terpenuhi. 


2. Analisa Biaya Penyaluran 


Tarif biaya sewa mobil tangki adalah Rp 738. Perhitungan tarif mobil tangki 
adalah perkalian dari jarak, tarif, dan volume BBM yang diangkut oleh mobil tangki. 
Sehingga biaya penyaluran mobil tangki model lama adalah sebagai berikut 












































Tabel 1 
Analisis Biaya Penyaluran 
Nomor SPBU Volume Tarif Supply Point TBBM 
Penjualan (Rp) Kijang 
Sebulan (Kl) Jarak Biaya 
(km) (Rp/bln) 
1 60 738 30 1.328.400 
2 100 738 30 2.214.000 
3 80 738 30 1.771.200 
4 160 738 30 3.542.400 
5 80 738 30 1.771.200 
6 120 738 72 6.376.320 
7 60 738 30 1.328.400 
8 120 738 30 2.656.800 
9 60 738 30 1.328.400 
10 100 738 30 2.214.000 
11 160 738 30 3.542.400 
Total 28.073.520 





Dari tabel diatas diperoleh nilai rupiah yang dibayarkan Terminal Z ke pengelola 


mobil tangki perbulan adalah 


Biaya MT tiap SPBU — vol. penjualan (kl)x jarak (km)x tarif 
Biaya MT SPBU 13.291.701 = 60 klx 30 km x Rp 738 
Biaya MT SPBU 13.291.701 = Rp 1.328.400 dst 


X Biaya MT = 1.328.400 + 2.214.000 + ......... 4 3.542.400 
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YBiaya MT = Rp 28.073.520 


Selanjutnya perlu diperhitungkan juga biaya charter kapal dari Terminal X ke 
Terminal Z. Rincian biaya charter kapal adalah sebagai berikut 






























































Tabel 2 
Biaya Charter 
a A 
2g 3 Cargo Load Disc Total Charter Biaya 
Ship's Name & Grade (Liter) Time Time Time Rate Charter 
5G ($/Hour) Kapal 
JANUARI 
PLIT 687.04 5:30:0 5:00:0 10:30: 
A 
MT. TC E 7 0 0 00 81,67 857,54 
PLIT 596.93 3:30:0 6:36:0 10:06: 
A 
MT. TC E 5 0 0 00 81,67 824,87 
FEBRUARI 
PLIT 428.70 4:24:0 4:30:0 8:54:0 
A 
MT. TC E 8 0 0 0 81,67 726,86 
PLIT 1.006.7 6:24:0 6:48:0 13:12: 
MT. B TC E 50 0 0 00 119,79 1.581,23 
MARET 
PLIT 431.69 4:18:0 4:36:0 8:54:0 
A 
MT. TC E 0 0 0 0 81,67 726,86 
PLIT 700.06 5:48:0 5:36:0 11:24: 
A 
MT. TC E 6 0 0 00 81,67 931,04 
APRIL 
P'LIT 432.35 4:12:0 4:18:0 8:30:0 
A 
MT. TC E 4 0 0 0 81,67 694,20 
PLIT 430.28 4:54:0 4:30:0 9:24:0 
A 
MT. TC E 3 0 0 0 81,67 767,70 
PLIT 419.85 6:12:0 6:00:0 12:12: 
A 
MT. TC E 4 0 0 00 81,67 996,37 
MEI 
PLIT 425.96 3:48:0 4:00:0 7:48:0 
A 
MT. TC E 6 0 0 0 81,67 637,03 
PLIT 432.54 5:54:0 4:30:0 10:24: 
A 
MT. TC E 0 0 0 00 81,67 849,37 
PLIT 465.12 5:24:0 5:37:0 11:01: 
A 
MT. TC E » 0 0 00 81,67 899,73 
JUNI 
PLIT 430.03 2:48:0 4:00:0 6:48:0 
A 
MT. TC E | 0 0 0 81,67 555,36 
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PLIT 428.45 4:54:0 4:30:0 9:24:0 
A 
MT. TC E 3 0 0 0 81,67 767,70 
PLIT 531.27 4:36:0 4:56:0 9:32:0 
A 
MT. TC E 9 0 0 0 81,67 778,59 
JULI 
PLIT 351.09 2:36:0 2:30:0 5:06:0 
A 
MT. TC E 4 0 0 0 81,67 416,52 
PLIT 460.28 4:50:0 5:00:0 9:50:0 
A 
MT. TC E 8 0 0 0 81,67 803,09 
PLIT 403.88 4:36:0 4:50:0 9:26:0 
A 
MT. TC E 4 0 0 0 81,67 770,42 
AGUSTUS 
P'LIT 691.69 5:30:0 5:48:0 11:18: 
A 
MT. TC E 9 0 0 00 81,67 922,87 
PLIT 429.85 4:18:0 3:54:0 8:12:0 
A 
MT. TC E 9 0 0 0 81,67 669,69 
SEPTEMBER 
PLIT 427.86 3:12:0 3:12:0 6:24:0 
A . 
MT TC E 7 0 0 0 81,67 522,69 
PLIT 439.24 5:48:0 5:42:0 11:30: 
A 
MT. TC E 9 0 0 00 81,67 939,21 
PLIT 498.21 4:28:0 4:48:0 9:16:0 
B 
MT. TC E 4 0 0 0 119,79 1.110,05 
OKTOBER 
PLIT 424.46 4:12:0 3:54:0 8:06:0 
A . 
MT TC E 0 0 0 0 81,67 661,53 
MT. C TC PUTE ce 5:18:005:06:00 jan 125 1.300.00 
NOVEMBER 





MT. A TC PLITE 408.278 2:54:004:06:00 7:00:00 81,67 571,69 
MT. A TC P'LITE 419.244 3:30:003:48:00 7:18:00 81,67 596,19 
DESEMBER 

















MT. A TC P'LITE 418.532 3:42:004:12:00 7:54:00 81,67 645,19 
MT. A TC P'LITE 422.253 3:24:003:24:00 6:48:00 81,67 555,36 
MT. C TC PLITE 695.362 3:00:003:42:00 6:42:00 125 837,50 





TOTAL 23.916.45 





Dari tabel 2 diperoleh nilai rupiah yang dibayarkan untuk biaya charter kapal adalah 
Biaya Setiap Kapal = (load time + disch time) x charter rate 
Biaya Kapal MT Triaksa 15 (Feb) = (5 jam 30 menit + 5 jam) x 81,67 
Biaya Kapal MT Triaksa 15 (Feb) = 10 jam 30 menit x 81,67 
Biaya Kapal MT Triaksa 15 (Feb) = (10 + (10/60)) x 81,67 
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Biaya Kapal MT Triaksa 15 (Feb) = 10,5 x 81,67 

Biaya Kapal MT Triaksa 15 (Feb) = $ 857,54 dst 

YBiaya Kapal = 857,54 + 824,87 + 726,86 + ....... +837,50 

X Biaya Kapal = $ 23.916,42 

Biaya charter yang dikeluarkan Perusahaan untuk pengiriman produk Pertalite ke 
Terminal Z dari Terminal X dengan moda kapal tangker pada Tahun 2018 adalah 
$23.916,42 atau setara dengan Rp 334.829.880 ($1 = Rp 14.000). Maka total biaya 
angkut yang dikeluarkan Perusahaan untuk pendistribusian produk Pertalite dengan pola 
lama dalam setahun pada tahun 2018 adalah Rp 671.712.120 dengan perhitungan 
sebagai berikut 

Biaya MT = Rp 28.073.520 x 12 bulan = Rp 336.882.240 

Biaya Kapal = Rp 334.829.880 

Total Biaya Angkut = Rp 336.882.240 + Rp 334.829.880 

Total Biaya Angkut Pola Lama = Rp 671.712.120 


Nilai rupiah yang akan dibayarkan Terminal X ke pengelola mobil tangki perbulan 
seandainya dilakukan penyaluran dengan pola baru atau pola yang dilakukan saat 
terjadi alih suplai adalah sebagai berikut 












































Tabel 3 
Nilai rupiah yang akan dibayarkan Terminal X ke pengelola mobil tangki 
perbulan 
Nomor Volume Tarif Supply Point 
SPBU Penjualan Sesuai Terminal X 
Sebulan (KI) SK (Rp) Jarak Biaya 
(km) (Rp/bln) 
1 60 738 66 2.922.480 
2 100 738 57 4.206.600 
3 80 738 62 3.660.480 
4 160 738 63 7.439.040 
5 80 738 61 3.601.440 
6 120 738 30 2.656.800 
J 60 738 75 3.321.000 
8 120 738 58 5.136.480 
9 60 738 52 2.302.560 
10 100 738 68 5.018.400 
11 160 738 68 8.029.440 
Total 48.294.720 





Berikut adalah pemaparan perhitungan biaya tarif mobil tangki penyaluran pola 
baru 

Biaya MT tiap SPBU = vol. penjualan (kl)x jarak (km)x tarif 

Biaya MT SPBU 13.291.701 = 60 kl x 66 km x Rp738 

Biaya MT SPBU 13.291.701 = Rp 2.922.480 dst 
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YBiaya MT = 2.922.480 + 4.206.600 + ... ... + 8.029.440 
YBiaya MT = Rp 48.294.720 


Total Biaya Angkut Pola Baru = Rp 48.294.720 x 12 bulan Total Biaya 
Angkut Pola Baru = Rp 579.536.640.Total biaya angkut untuk pendistribusian 
produk Pertalite apabila menggunakan pola baru dalam setahun pada tahun 2018 
adalah Rp 579.536.640. Penyaluran BBM produk Pertalite pola lama pada tahun 
2018 menghabiskan biaya angkut sebesar Rp 671.712.120 dengan rincian biaya 
charter kapal dari Terminal X ke Terminal Z adalah sebesar Rp 334.829.880 dan 
biaya tarif mobil tangki dari Terminal Z ke SPBU adalah sebesar Rp 336.882.240. 
Sedangkan apabila menggunakan pola baru yakni mobil tangki langsung dari 
Terminal X ke SPBU-SPBU di Pulau Bintan Kepri memerlukan biaya sebesar Rp 
579.536.640. Sehingga, Perusahaan dapat melakukan penghematan biaya sebesar Rp 
92.175.480 dalam setahun 

3. Analisa Losses Penyaluran 

Supply losses adalah perbedaan / selisih cargo antara BL (Bill of Lading) 
dengan AR (Actual Receipt). Toleransi supply losses oleh Direktorat Hilir 
Perusahaan maksimum 0,5%. Selama tidak terjadi transport losses pada saat 
pengangkutan cargo dari loading port ke discharge port, maka supply losses 
merupakan tanggung jawab antara pengirim muatan dengan penerima muatan. 
Pengklaimnya mengirimkan surat protes (guerry) kepada unit pengirim. Adapun 
supply losses yang terjadi selama tahun 2018 seperti pada tabel 4: 



























































Tabel 4 
Supply Losses yang Terjadi Selama Tahun 2018 
BULAN NAMA KAPAL BL (liter) AR (liter) Selisih R4 

A 690.028 687.047 -2.981 -0,43% 
JANUARI A 599.336 596.935 -2.401 -0,40% 
A 421.354 428.708 7.354 1,75% 
FEBRUARI B 1.010.235 1.006.750 -3.485 -0,34% 
A 432.616 431.690 -0.926 -0,21% 
MAREL A 708.012 700.066 -7.946 -1,12% 
A 433.654 432.354 -1.3 -0,30% 
APRIL A 430.992 430.283 -0.709 -0,16% 
A 421.182 419.854 -1.328 -0,32% 

A 427.239 425.966 -1.273 -0,30% 
MEI A 433.579 432.540 -1.039 -0,24% 
A 465.983 465.122 -0.861 -0,18% 
A 431.645 430.031 -1.614 -0,37% 
JUNI A 435.064 428.453 -6.611 -1,52% 
A 543.744 531.279 -12.465 -2,29% 
A 352.549 351.094 -1.455 -0,41% 
JULI A 461.520 460.288 -1.232 -0,27% 
A 407.839 403.884 -3.955 -0,97% 
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AGUSTUS A 695.470 691.699 -3.771 -0,54% 
A 430.790 429.859 -0.931 -0,22% 

SEPTEMBER A 428.117 427.867 -0.25 -0,06% 
A 445.490 439.249 -6.241 -1,40% 

B 498.874 498.214 -0.66 -0,13% 

OKTOBER A 424.397 424.460 0.063 0,01% 
C 938.292 937.592 -0.7 -0,07% 

NOVEMBER A 408.879 408.278 -0.601 -0,15% 
A 420.597 419.244 -1.353 -0,32% 

A 419.289 418.532 -0.757 -0,18% 

DESEMBER A 409.884 422.253 12.369 3,02% 
C 703.776 695.362 -8.414 -1,20% 

Total 15.330.426 15.274.953 -55.473 -0.36% 





Dari tabel tersebut diatas diperloleh presentase supply losses produk Pertalite, rata- 
rata supply losses produk Pertalite setiap kali suplai adalah 





R4 (%) = AR—BL 
BL 
687.047 —690.028 
R4 (Io) = — 02 x 100% 
R4 MT A (Jan) = -0,43% dst 
Rata-Rata R4 Pertalite (%) == ===" °* __ 9.36% 


511.014 


Pada Tahun 2018, rata-rata supply losses Pertalite masih dibawah batas toleransi 
yang diizinkan yakni -0,36% dengan batas toleransinya -0,50%. Total supply losses 
Pertalite pada 2018 adalah 55.473 liter apabila dikalikan dengan harga Pertalite setara 
dengan Rp 347.094.561. 


Kesimpulan 

Berdasarkan keseluruhan hasil penulisan KKW (Kertas Kerja Wajib) maka dapat 
disimpulkan bahwa (1.) Pola penyaluran produk Pertalite yang selama ini dilakukan 
menggunakan 2 (dua) moda transportasi yakni moda kapal dari TBBM Tanjung Uban 
ke TBBM Kijang secara konsinyasi dan penjualan menggunakan mobil tangki dari 
TBBM Kiang ke SPBU di Pulau Bintan Kepri. Pola penyaluran produk Pertalite baru 
dari penulis mempersingkat jalur penyaluran menjadi penjualan menggunakan mobil 
tangki dari TBBM Tanjung Uban ke SPBU di Pulau Bintan Kepri yang selama 
dilaksanakan apabila terjadi stok kritis. (2.) Pola penyaluran yang saat ini dilakukan 
terkendala dengan antrian kapal di dermaga TBBM Tanjung Uban dan menyebabkan 
kelangkaan produk Pertalite di pasaran sehingga timbul pengalihan suplai Pertalite 
sementara di TBBM Tanjung Uban. Awaiting Jetty atau antrian kapal di dermaga 
menimbulkan kelebihan biaya charter kapal pada bulan Februari 2019 sebesar $ 
29.718,33 atau setara dengan Rp 416.896.620 dan pada bulan Maret 2019 sebesar 
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$24.182,49 atau setara dengan Rp 338.554.860. Pola penyaluran baru akan mengurangi 
antrian kapal di dermaga, mencegah kelangkaan produk Pertalite di pasaran dan 
menghindari adanya kelebihan biaya charter akibat awaiting jetty. (3.) Pola penyaluran 
produk Pertalite saat ini pada Periode Januari hingga Desember 2018 menghabiskan 
biaya angkut sebesar Rp 671.712.120 dengan rincian yaitu biaya charter kapal sebesar 
Rp 334.829.880 dan biaya tarif mobil tangki dari TBBM Kijang ke SPBU adalah 
sebesar Rp 336.882.240. Apabila menggunakan pola baru, biaya angkut yang 
diperlukan sebesar Rp 579.536.640. Sehingga, Pertamina dapat melakukan 
penghematan biaya sebesar Rp 92.175.480 dalam setahun. (4.) Total supply losses kapal 
produk Pertalite dari TBBM Tanjung Uban ke TBBM Kijang pada Tahun 2018 sebesar 
Total supply losses pada 2018 sebesar 55.473 liter atau setara dengan Rp 347.094.561. 
Apabila menggunakan pola baru, losses dapat ditekan menjadi 19.800 liter atau setara 
dengan Rp 123.888.600. Sehingga akan mengurangi kerugian akibat losses produk 
senilai Rp 223.205.961 dalam setahun. (4.) Secara kualitas, tidak terdapat perbedaan 
signifikan antara blending produk Pertalite di kapal ataupun blending produk di mobil 
tangki karena kedua cara blending tersebut menghasilkan produk Pertalite yang on 
specification sesuai dengan spesifikasi standar yang berlaku. 
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Abstract 

This study aims to analyze the effect of competence and compensation on employee 
performance, as well as to analyze moderate compensation between competence and 
employee performance. This type of quantitative research uses a case study method, 
a population of 102 employees with a total sampling technique so that the sample 
size is 102 employees. Data processing techniques using smart PLS. Research has 
shown that competence has an impact on employee performance. Employee 
performance can also be influenced by compensation and compensation can 
moderate competence with employee performance, performance can be supported by 
good compensation, it will improve performance. 


Keywords: competencies; performance; employees; influence 


Abstrak 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dinamika yang terjadi antara 
kompetensi, kompensasi dan kinerja pegawai. Selain itu penelitian ini juga 
melakukan penggalian tentang sejauhmana kompensasi dapat berperan sebagai 
pemoderasi antara kompetensi terhadap kinerja pegawai. Untuk penelitian ini, 
peneliti menggunakan sejumlah literatur, antara lainnya adalah tentang kompetensi, 
kinerja dan kompensasi sehingga membentuk dinamika yang kemudian dibuatkan 
dalam model penelitian. Untuk metode penelitian, jenis penelitian ini adalah dengan 
pendekatan kuantitatif dengan metode studi kasus, penelitian ini mengikutsertakan 
seluruh pegawai di Bea Cukai di Merak, dengan jumlah populasi 102 pegawai 
dengan teknik pengambilan sampel total sampling sehingga jumlah sampel 102 
pegawai, teknik pengolahan data menggunakan smart PLS. Peneliti dapat mengambil 
kesimpulan tentang model penelitian ini berdasarkan boostraping sebanyak 5000 dan 
sebelumnya menempuh uji reliabilitas dan validitas serta melihat kelayakan model 
melalui R2. Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa bahwa kompetensi memiliki 
dampak pada kinerja pegawai. Selain itu kinerja pegawai juga dapat di pengaruhi 
oleh adanya kompensasi serta kompensasi dapat memoderasi kompetensi dengan 
kinerja pegawai, kinerja dapat didukung dengan kompensasi yang baik maka akan 
meningkatkan kinerja. 
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Pendahuluan 
Peran manusia dalam institusi baik itu sesama karyawan atau atasan dan hubungan 


atasan dengan dengan bawahan merupakan manajemen dalam institusi itu sendiri, 
efisiensi dalam mengelola manusia perlu di laksanakan untuk mengelola organisasi yang 
mana hal ini dapat menjadi tujuan untuk menyediakan kefektifan dalam suatu unit 
organisasi. Organisasi atau badan akan berhasil dalam pencapaian tujuan perusahaan 
yang akan berkaitan dengan berbagai perilaku elemen sumber daya manusia dalam 
tatanan perusahaan atau organisasi dalam pencapaian visi misinya. 

Perkembangan zaman semakin pesat mengakibatkan organisasi perlu untuk 
memaksimalkan kinerja pegawainya, sehingga organisasi dapat memiliki daya saing 
dengan organisasi satu sama lain yang akan mempunyai hasil yang berbeda mengenai 
produk yang dihasilkan dengan organisasi tersebut. Untuk melihat iklim persaingan yang 
semakin ketat, perusahaan perlu meningkatkan lebih lanjut dengan memaksimalkan unsur 
yang ada dalam organisasi. Perusahaan harus dapat menghadapi segala masalah yang ada 
pada perusahaan perusahaan agar perusahaan lebih maju dan dapat bersaing derngan 
perusahaan lain. Organisasi perusahaan sangat butuh dalam peningkatan kinerja, dengan 
kinerja yang baik maka organisasi usaha dapat memperoleh keuntungan dari peningkatan 
kinerja pegawai yaitu berupa peningkatan produksi atau jasa yang dihasilkan dan akan 
berdampak pada pendapatan organisasi usaha, sebagaimana temuan Satria dan Setiawati 
(2018) yang menemukan bahwa kinerja karyawan berbanding lurus dengan keutungan 
perusahaan. 

Peningkatan kinerja menjadi masalah yang paling utama dalam sebuah perusahaan. 
(Rismawati, 2018) mengartikan kinerja dapat dikatakan secara pribadi dibentuk oleh 
sekelompok orang, bertindak sesuai dengan prestasi mereka yang sah, bertujuan, tanpa 
adanya pelanggaran hukum, dan gigih. Kinerja karyawan yang tinggi dan rendah terkait 
dengan sistem remunerasi yang diterapkan oleh perusahaan. Remunerasi yang tidak tepat 
mempengaruhi kinerja karyawan. Kinerja karyawan juga terkait dengan hasil kinerja 
seseorang, (Prihantoro, 2015) menemukan kinerja merupakan kinerja terbaru pada waktu 
tertentu dan kinerja dalam berbagai opsi seperti pilihan, standar, target atau kriteria, 
sedangkan indikator kinerja didasarkan pada kinerja karyawan. jumlah pekerjaan dan 
kontribusi karyawan dalam organisasi. Harus memiliki kemauan dan kemampuan tertentu 
untuk melakukan tugas atau pekerjaan seseorang. Kinerja karyawan adalah sesuatu yang 
paling penting untuk mencapai yang diharapkan dalam visi dan misi institusi. 

Pegawai sangat berperan dalam mewujudkan tujuan dalam sebuah organisasi atau 
institusi. Komponen yang salah satunya berperan dalam peningkatan kinerja pegawai 
adalah kompetensi. Sholehatusya'diyah (2107) menyebutkan bahwa kompetensi dapat 
memepengaruhi kinerja karyawan, dimana kompetensi diartikan dalam kemampuan dari 
karakteristik individu karyawan meliputi adanya pengetahuan, perilaku individu serta 
ketrampilan individu dalam melaksanakan kewajiban dan untuk menjalankan tugasnya 
dan akan berdampak pada pelaksanaan tugasnya secara profesional, efisien dan efektif. 
(Yuningsih, 2019) mengemukakan bahwa ada bebebrapa komponen yang mempengaruhi 
kinerja yakni kompetensi dari karyawan, kompetensi menjadi kekuatan untuk melakukan 
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pekerjaan, dan kegiatan berdasarkan keterampilan dan tugas yang sesuai, termasuk sesuai 
dengan langkah-langkah yang diperlukan dan mendorong standar tenaga kerja. 
Kompetensi pegawai adalah dasar yang menjadi pijakan untuk mendukung kineja 
individu. Di sisi lain, dalam peraturan Undang-undang No. 7 tahun 2013 tentang 
penyusunan kompetensi yang diartikan bahwa kemampuan atau karakteristik individu 
yang mana menunjukan keseriusan pegawai dalam bekerja meliputi semua aspek yang 
dimiliki individu yakni adanya pengetahuan sikap serta kemampuan skill yang dimiliki 
individu sesuai fungsi jabatan. (Pramularso, 2018) menyebutkan kompetensi seseorang di 
tempat kerja atau dalam pembenarannya, individu memiliki hubungan sebab akibat atau 
hubungan sebab akibat dengan kriteria yang, jika perlu, berfungsi sebagai referensi, 
layanan yang efektif atau berfungsi. Kompetensi adalah dasar untuk bagaimana pekerjaan 
yang dilakukan oleh mereka yang terlibat biasanya dilakukan dengan pekerjaan yang 
mereka lakukan. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, peneliti menemukan 
permasalahan yang dapat ditemukan di bea cukai yang dijadikan obyek penelitin, yakni 
adanya keterlambatan dalam penerimaan dokumen ekspor yang dialami oleh pengusaha. 
Keterlambatan ini membuat adanya waktu tunggu bagi pengusaha untuk mengekspor 
barang. Selain itu, masalah lainya dalam pengurusan dokumen yang bermasalah dimana 
adanya keterlambatan penanganan masalah berkaitan dengan dokumen tersebut, 
dikarenakan terbatasnya kemampuan pegawai dalam berkomunikasi dengan pengusaha 
atau terbatasnya pegawai dalam berkonsultasi dengan atasanya atau sesama pegawai. 
Pada observasi awal yang dilakukan terdapat pegawai yang kurang serius bekerja yakni 
keterlambatan pegawai masuk kantor khususnya pelayanan setelah jam istirahat siang, 
biasanya jam kantor untuk istirahat siang dimulai jam 13.00, akan tetapi pelayananya 
dimulai sekitar jam 13.30. 

Berdasarkan acuan penilaian kinerja pegawai yang digunakan sebagai standar 
pengukuran kinerja pegawai KPPBC Balikpapan berupa penilaian komunikasi dan 
pendidikan, patuh tidaknya dalam membuat laporan, mengelola semberdaya pegawai 
pada pekerjaan. Permasalahan yang telah dikemukakan dapat memungkinkan akan 
berdampak pada kinerja pegawai yang disebabkan oleh kompetensi pegawai dimana 
adanya pegawai yang hanya untuk berbincang santai dengan temanya padahal sudah 
banyak yang akan mengurus perizinan, dengan kondisi hal ini akan membuat 
keterlambatan dalam pelayanan pegawai terhadap konsumen yang akan mengurus 
dokumen pada lembaga tersebut. Berdasarkan pengamatan peneliti, kompetensi pegawai 
dalam pengurusan dokumen oleh pegawai menjadi syarat mutlak yang perlu di kuasai 
sehingga akan mempercepat proses penanganan masalah berkaitan dengan dokumen yang 
diminta oleh pengguna layanan sehingga akan dapat memacu kinerja pegawai itu sendiri. 

Kompetensi dapat berdampak pada kinerja karyawan yang mana hal ini sudah 
dilakukan oleh (Kurniawan, 2018) yang menyatakan adanya variabel kompetensi yang 
mempengaruhi variabel kinerja karyawan indikator yang paling dominan dalam 
pengaruhnya yakni pada indicator kemampuan dan pengetahuan karyawan mengenai 
bidang pekerjaanya sehingga dengan kompetensi yang dimiliki memungkinkan untuk 
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adanya kinerja yang baik. Peneliti lain (Sujiati, Ma'arif, & Najib, 2017) yang 
mengungkapkan adanya kinerja yang dapat dipengaruhi oleh kompetensi, yang mana 
kinerja dapat ditopang dengan meningkatkan kompetensi melalui peningkatan keahlian 
karyawan dibidangnya masing-masing (Martini, Rahyuda, Sintaasih, & Piartrini, 2018) 
menemukan hasil penelitian yang sama, yakni adanya peningkatan kinerja akan mempu 
meningkatkan kompetensi pada karyawan. Penelitian pendahuluan telah meneliti 
mengenai kompensasi sebagai variabel moderasi antara kompetensi kerja terhadap kinerja 
karyawan seperti (Aji, Suddin, & Suseno, 2017) yang mengemukakan bahwa kompensasi 
memoderasi antara kompetensi terhadap kinerja, yang mana apabila kompetensi pegawai 
disertai dengan kompensasi yang memadai maka kinerja karyawan akan meningkat. 
Kompetensi pegawai yang bagus dapat menjadi output kinerja yang bagus, disisi lain 
yang mempengaruhi kinerja adalah kompensasi. (Kurniawan, 2018) menyebutkan 
kompetensi yang tinggi pada karyawan akan berdampak pada kinerja dimana jika 
kompensasi yang didapatkan oleh pegawai tinggi maka akan memicu pegawai dalam 
peningkatan kemampuan bekerja sehingga akan berdampak pada kinerja. Kompensasi 
memiliki dua unsur finansial dan non finansial, bentuk kompensasi berupa finansial dapat 
berupa bonus atas pencapaian hasil pegawai sedangkan kompensasi non finansial dapat 
berupa pujian dan pemberian fasilitas kepada pegawai. 

Berdasarkan latar belakang dan penelitian yang sudah dilakukan, penelitian akan 
membahas berhubungan tentang pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai dengan 
moderasi kompensasi dalam pelayanan ekspor dan impor (studi kasus pada KPPBC 
Balikpapan). 


Metode Penelitian 

Studi kasus menjadi metode dalam penelitian. Kuantitatif menjadi jenis dalam 
penelitian karena perolehan hasil penelitian berupa angka. populasi penelitian yakni 
pegawai kantor pengawasan dan pelayanan Bea cukai tipe Madya Pabean B Balikpapan 
dan berjumlah 102 orang. Teknik pengambilan sampel adalah penelitian sensus yakni 
pengambilan sampel dengan mengikutsertakan semua populasi menjadi sampel dan 
didapatkan 102 responden. Alat pengumpulan data berupa kuesioner dengan variabel 
kompetensi pegawai, kompensasi dan kinerja pegawai. Analisa data menggunakan uji 
moderasi dengan bantuan software smart PLS. 


Hasil dan Pembahasan 

Deskripsi identitas responden yang bersedia untuk mengisi angket penelitian 
sebagian besar berjenis kelamin laki-laki yakni dengan jumlah 80 responden (78,43%). 
Identitas responden sebagian berumur lebih tua dari 35 tahun, dengan total 53 responden 
(51.96%). Identitas dilihat dari pendidikan sebagian besar responden berpendidikan 
sarjana yakni 70 responden (68,63%). Berdasarkan masa kerja identitas responden 
dengan masa kerja 6 hingga 10 tahun dengan jumlah 60 responden (58,82%). Model 
persamaan struktural dalam penelitian ini dengan variabel independen kompetensi 
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pegawai, variabel dependen yakni kinerja pegawai dan variabel moderasi yakni 
kompensasi maka dapat digambarkan dalam gambar persamaan struktural berikut. 





Gambar 1 
Model Persamaan Struktural Penelitian 


Hasil evaluasi model persamaan struktural penelitian menggunakan konvergen 
dalam validitas pada model struktural dengan loading factor yakni outer loadings PLS 
Alghoritm. Nilai loading factor dengan kriteria berbeda-beda menurut para ahli, (Ghozali, 
2018) menyebutkan bahwa kriteria outer loading factor dengan nilai > 0,7. Gamabr 1 
didapatkan masih ada outer loading di bawah 0,7, namun nilai tersebut bisa diterima 
dengan mempertimbangkan nilai uji reliabilitas tiap variabel yakni dapat dideskripsikan 
pada tabel 2 berikut. 














Tabel 1 
Uji Reliabilitas 
Alpha 
Kinerja 0,931 
Kompensasi 0,850 
Kompetensi 0,918 





Hasil uji reliabilitas menggunakan rumus alpha, yang mana Ghozali (2018) sebuah 
instrumen dikatakan reliabel apabila memilikinilai alpha > 0,7. Hasil analisis pada tabel 
4.6 dengan hasil bahwa variabel kinerja karyawan memiliki nilai 0,931 > 0,7, variabel 
kompensasi 0,850 > 0,7, dan variabel kompetensi dengan nilai 0,918 > 0,7. Sehingga 
disimpulkan dalam penelitian nilai alpha pada masing-masing variabel lebih dari 0,70. 
Hasil pengujian juga mempertimbangkan hal lainya yakni pada uji koefisien determinasi 
antara variabel bebas dengan variabel terikat yang dapat dijabarkan pada tabel berikut. 








Tabel 2 
Hasil uji Koefisien Determinasi 
R Square R Square Adjusted 
Kinerja_ 0,916 0,914 





Berdasarkan tabel 2 didapatkan nilai pada uji determinasi yang ditunjukan pada 
skor adjusted r square. Menurut (Ghozali, 2018) nilai koefisien determinasi lebih dari 0,5 
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dapat dikatakan antara variabel bebas dapat memiliki penggambaran pada variabel 
terikat. Hasil penelitian didapatkan nilai adjusted r square bernilai 0,914 memiliki arti 
variabel bebas menggambarkan variabel terikat dengan nilai 91,4% serta memiliki sisa 
8,6% yang artinya sisa tersebut dijelaskan olah lain variabel diluar penelitian, nilai 
tersebut 0,9145 0,5. Berdasarkan hasil analisi yang telah dikemukakan maka, kinerja 
karyawan dipengaruhi oleh kompetensi dan kompensasi. Dengan demikian pengujian 
dilanjutkan peneliti ke tahapan pengujian model structural. 
Tabel 3 
Pengujian Hipotesis Model Persamaan Structural 
“thitung” “P Values” 














Kompensasi -> Kinerja 5,142 0,000 
Kompetensi -> Kinerja 10,432 0,000 
Moderating Effect 1 -> Kinerja 4,147 0,000 





Hasil pengujian hipotesis model persamaan structural diperoleh dengan penjelasan 
hasil yakni kompensasi yang dapat mempengaruhi kinerja, mendapatkan t hitung 5,142 
dan P value 0,000 <0,05. Untuk nilai kepercayaan 5% dan degree of freedom (df = 102- 
2-1 = 99) didapatkan skor t tabel =1,984, sehingga perbandingan antara t hitung dan t 
tabel lebih besar t hitung, hipotesis penelitian pertama di terima sehingga kompensasi 
mampu mempengarauhi kinerja. Hasil penelitian terbatas pada karakteristik responden 
dengan mayoritas pegawai memiliki masa kerja 6 tahun hingga 10 tahun dan rentang 
umur responden sebagian besar lebih dari 35 tahun, artinya penelitian ini dapat 
menggambarkan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai dengan karakteristik tersebut. 
(Pramularso, 2018) menyebutkan bahwa kompetensi pegawai memiliki pengaruh 
terhadap kinerja, kompetensi dapat berupa pegawai memiliki pengetahuan dan 
pengalaman dalam pekerjaan, memahami tugas dan tanggung jawab yang diberikan, serta 
pegawai dengan masa kerja lebih lama akan memiliki pengalam dan kompetensi yang 
memadai sehingga akan mempengaruhi kinerja pegawai. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Kurniawan, 2018) yang 
mengungkapkan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kinerja karyawan dimana yang 
paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada indikator kemampuan dan 
pengetahuan mengenai bidang pekerjaanya sehingga dengan kompetensi yang dimiliki 
dapat meningkatkan kinerja karyawan. Peneliti lain yang memiliki hasil sama (Sujiati et 
al., 2017) yang mengungkapkan kompetensi berpengaruh terhadap kinerja karyawan 
yakni kinerja karyawan dapat ditingkatkan melalui peningkatan kemampuan dan 
ketrampilan karyawan. (Martini et al., 2018) juga mengungkapkan hasil serupa dimana 
kompetensi berpengaruh terhadap kinerja. 

Kinerja pegawai yang baik dapat dicapai melalui kompetensi pegawai, sehingga 
akan berguna bagi pegawai dalam memahami wewenang dan tanggung jawabnya dalam 
pekerjaan sehingga akan dapat mencapai tujuan organisasi. Kompetensi mencakup 
karakteristik perilaku yang dapat menunjukkan perbedaan antara pegawai satu dengan 
pegawai lainya yang memiliki kinerja tinggi, kompetensi pegawai yang tinggi juga akan 
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mendapat peluang dalam memperoleh pretasi serta kinerja yang tinggi pula (Pribadiyono 
& Hendarto, 2019). 

Kompensasi dapat mempengaruhi kinerja pegawai didapatkan nilai t hitung 10,432 
dan p value 0,000 < 0,05. Dengan jumlah sampel 102 maka derajat kebebasan (dk = 102- 
2-1 = 99), t table = 1,984, thitung (10,432) > t tabel (1,984), sehingga hipotesis di terima. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa kompensasi berpengaruh terhadap kinerja, hasil 
penelitian ini terbukti pada sebagian besar responden dengan karakteristik pendidikan 
sarjana, responden dengan masa kerja 6 tahun sampai dengan 10 tahun, dan umur 
responden lebih dari 35 tahun. Kompensasi dalam hal ini merupakan balas jasa yang 
diberikan organisasi kepada pegawainya, baik yang bersifat keuangan maupun non 
keuangan. Kompensasi penting bagi pegawai sebagai individu karena besarnya 
kompensasi mencerminkan ukuran pengahargaan dari hasil kerja yang dilakukan 
(Anthonia, 2019). Kinerja dapat diartikan sebagai proses yang dirancang untuk 
menghubungkan tujuan organisasi dengan tujuan pegawai dalam bekerja, sehingga tujuan 
organisasi dapat tercapai, hal ini dipengaruhi oleh adanya gaji yang sesuai dengan bidang 
pekerjaan, kepuasan tunjangan dan kepuasan fasilitas yang dipberikan oleh organisasi 
(Aisyah, 2019). Hasil temuan penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh 
(Nugraha, 2017) yang mengungkapkan bahwa kompensasi dapat mempengaruhi kinerja 
pegawai yakni kompensasi secara langsung berupa unsentif dan bonus kerja dan tidak 
langsung berupa kenaikan gaji berdasarkan prestasi kerja yang dimiliki. Penelitian lain 
juga menemukan hal yangs ama yakni (Mundakir, 2018) yang mengemukakan bahwa 
kompensasi dapat mempengaruhi kinerja pegawai, kompensasi yang dapat meningkatkan 
kinerja yakni adanya yang mana apabila kompetensi pegawai disertai dengan kompensasi 
yang memadai maka kinerja karyawan akan meningkat. 

Kinerja pegawai akan meningkat apabila pada suatu kondisi yang dapat diketahui 
tingkat pencapaian hasil dari pegawai sesuai dengan harapan dalam pencapaian kinerja 
yang diperoleh (Pianda, 2018). Temuan hasil penelitian didapatkan kinerja dapat 
ditingkatkan dari kompensasi yakni berupa gaji yang di terima sesuai dengan waktu dan 
tenaga yang di keluarkan, puas dengan gaji yang diberikan, perbedaan gaji antar bagian 
dalam organisasi sudah sesuai dengan harapan, fasilitas yang di berikan sudah memadai 
(Anthonia, 2019). 

Moderasi kompensasi antara kompetensi yang berdamopak pada kinerja didapatkan 
t hitung = 4,147 dan p value 0,000 < 0,05. Derajat kebebasan yakni dk = 102-2-1 = 99 
diperoleh t tabel = 1,984; t hitung (4,147) > t tabel (1,984). Hasil penelitian membuktikan 
bahwa kompensasi dapat memoderasi kompetensi terhadap kinerja pegawai. Kompetensi 
dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja pegawai dengan di dukung oleh adanya 
kompensasi. Mengingat sebagian besar responden penelitian berumur lebih dari 35 tahun, 
pendidikan sarjana dan memiliki masa kerja antara 6 tahun hingga 10 tahun, hal ini akan 
membantu pegawai dalam mencapai kinerja yang maksimal dikarenakan dengan masa 
kerja lebih dari 6 tahun dan berumur lebih dari 35 tahun maka pegawai akan lebih paham 
mengenai tugas pokok dan fungsi dalam jabatanya dan tidak menutup kemungkinan 
memiliki kompetensi dan kompensasi yang baik pula, selain itu mayoritas pegawai 
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berpendidikan minimal sarjana hal ini akan memberikan kompetensi yang sangat baik 
pada pegawai. 

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian (Aji et al., 2017) yang mengemukakan 
bahwa kompensasi memoderasi antara kompetensi terhadap kinerja, yang mana apabila 
kompetensi pegawai disertai dengan kompensasi yang memadai maka kinerja akan 
meningkat. Kompensasi mencerminkan balas jasa terhadap hasil kerja pegawai dan 
kompetensi mencerminkan dari pengetahuan, kemampuan dan sikap pegawai terhadap 
bidang pekerjaanya dan apabila kompetensi pegawai disertai dengan kompensasi maka 
kinerja pegawai akan dapat ditingkatkan (Sarboini, Rizal, Surya, & Yusuf, 2018). 
Pegawai dapat memiliki kinerja yang baik maka pegawai perlu diberikan kompensasi 
yang memadai, baik itu kompensasi langsung berupa pemberian bonus pada pegawai 
yang memiliki kinerja yang baik dan kompensasi tidak langsung dapat diberikan berupa 
pemberian fasilitas kepada pegawai dalam menunjang pekerjaan misalnya laptop, 
sedangkan komptensi yang diberikan kepada pegawai agar kinerja pegawai dapat 
meningkat dapat diberikan pendidikan dan pelatihan bagi pegawai yang belum memenuhi 
angka kredit kinerja (Pramularso, 2018). Kompetensi dapat sebagai karakteristik yang 
mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam pekerjaannya 
atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai sebab 
akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan. Kompetensi mempengaruhi kinerja pegawai 
dimana kinerja dapat berupa kemampuan yang dilakukan untuk mencapai hasil kerja 
yang diharapkan bersama kearah tercapainya tujuan lembaga atau peusahaan (Renyut, 
Modding, & Bima, 2017). 


Kesimpulan 

Simpulan penelitian yakni dugaan mengenai pengaruh kompetensi terhadap kinerja 
pegawai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B 
Balikpapan terbukti dengan karakteristik responden sebagian besar pendidikan sarjana, 
berumur lebih dari 35 tahun, dan masa kerja antara 6 tahun hingga 10 tahun serta 
penelitian terdahulu relevan dengan hasil penelitian, dugaan mengenai pengaruh 
kompensasi terhadap kinerja pegawai pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan 
Cukai Tipe Madya Pabean B Balikpapan terbukti dengan karakteristik responden 
sebagian besar pendidikan sarjana, berumur lebih dari 35 tahun, dan masa kerja antara 6 
tahun hingga 10 tahun serta penelitian terdahulu relevan dengan hasil penelitian, dugaan 
mengenai kompensasi dapat memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kinerja pegawai 
pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B 
Balikpapan terbukti dengan karakteristik responden sebagian besar pendidikan sarjana, 
berumur lebih dari 35 tahun, dan masa kerja antara 6 tahun hingga 10 tahun serta 
penelitian terdahulu relevan dengan hasil penelitian. 

Saran bagi organisasi untuk melaksanakan program promosi jabatan bagi pegawai 
yang telah mencapai angka kredit tertentu, menambah program diklat bagi pegawai yang 
belum mencapai kinerja sesuai dengan angka kredit yang ditetapkan oleh organisasi, 
penelitian selanjutnya disarankan dapat menambah variable penelitian yang 
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mempengaruhi kinerja selain kompensasi dan kompetensi pegawai misalnya gaya 
kepemimpinan. 
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